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Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, 
dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam 
semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  
Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global 
Covid-19, karya buku “Moderasi Bermazhab dalam 
Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis” yang kini 
hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-
tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk 
penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang 
dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan 
suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah 
ilmu pengetahuan. 
Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan 
sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama 
kepemimpinan ini, melalui program Gerakan Penulisan dan 
Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini dapat lahir. Hal ini, 
selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita 
kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu 
menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya 
referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan 
disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang 
dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim 
akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-
hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh 
sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga 
perlu dilihat sebagai bagian dari proses upgrading kapasitas 
dan updating perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh 
dari sebuah universitas. 
Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah 
lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah 
kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
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akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 
Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori 
sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. UIN 
Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan 
yang memiliki basic core pengembangan ilmu pengetahuan, 
memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu 
pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan 
penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap 
kesejahteraan umat manusia. 
Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan 
karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang 
bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan 
pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, 
berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban 
bangsa. 
Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala 
usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Amin... 
 
 









 بسم هللا الرمحن الرحيم
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah 
menganugerahkan rahmat dan taufiq-Nya, untuk kita selalu 
mengirimkan salawat dan salam untuk Rasulullah Saw., dan 
berkat pertolongan Allah Swt., dan berkahnya kemulian 
salawat kepada Rasulullah Saw., akhirnya penulisan buku 
yang berjudul “Moderasi Bermazhab dalam Tinjauan 
Normatif, Sosiologis, dan Filosofis”, dapat diselesaikan 
dengan baik.  
Buku ini referensi ini disusun untuk kalangan 
pemerhati hukum Islam, yang sengaja dikemas secara ilmiah 
agar dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi 
mahasiswa S1, S2 dan S3, khususnya mahasiswa yang 
memiliki perhatian terhadap moderasi bermazhab di 
lingkup mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus 
mahasiswa Prodi Perbandingan mazhab dan Hukum. Buku 
ini mencoba menguraikan moderasi bermazhab dalam 
tinjauan normatif, tinjauan sosiologis dan tinjauan filosofis. 
Moderasi bermazhab dalam tinjauan normatif 
menggambarkan pentingnya mengetahui dalim aqli dan dalil 
naqli dari dasar atau landasan dalam bermazhab. Moderasi 
bermazhab dalam tinjauan sosiologis menggambarkan 
sejarah, perkembangan dan masa keemasan bermazhab. 
Moderasi bermazhab dalam tinjauan filosofis 
menggambarkan kajian-kajian rasional tentang pentingnya 
bermazhab, penting moderasi dalam bermazhab sehingga 
praktik-praktik fanatisme masalah lalu tidak lagi terjadi di 
maza sekarang dengan adanya moderasi bermazhab. Karena 
itu, kehadiran buku ini di tengah masa masyarakat 
diharapkan dapat menjadi pemersatu dan perakat di tengah 
umat yang cenderung sektarian. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun buku 
referensi seperti ini memang tidak mudah, karena di 
samping substansi konten dan metodologinya harus 
dipertanggung jawabkan, juga karena membutuhkan waktu, 
skil, dan ketekunan yang tidak sedikit. Penulisan buku 
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referensi ini telah melalui kerja keras secara, kesungguhan, 
kesabaran. Kehadiran buku ini, diharapkan bisa menambah 
khazanah keilmuan dan menambah perbendaharaan buku 
referensi hukum Islam, khususnya buku yang terkait dengan 
mazhab. Buku referensi ini hadir di tengah para pembaca 
juga karena beberapa andil dan kontribusi beberapa pihak 
yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 
turut membantu penyelesaian buku ini. 
Untuk itu, penulis tidak lupa menghaturkan ucapan 
terima kasih yang tak terhingga kepada 
Bapak/Ibu/Saudara(i), sejumlah pihakyang telah 
berkontribusi dalam penyelesaian buku ini dan secara 
khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang tak 
terhingga kepada Rektor UIN Alauddin Makassar atas 
perwujudan “Program Penulisan & Penerbitan 100 Buku 
Referensi Tahun Anggaran 2020” ini. Semoga program ini 
dapat mengawal Panca Cita Rektor dalam pengembangan 
integrasi keilmuan di UIN Alauddin Makassar ke depan. 
Semoga program ini menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt., 
dan program penulisan buku referensi ini menjadi berkah 
terhadap dosen dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar. 
Penulis juga menyampaikan apresiasi yang tinggi 
kepada seluruh anggota panitia pelaksana kegiatan 
penulisan & penerbitan 100 buku referensi yang tidak 
pernah lelah bahkan secara khusus mau mewakafkan diri, 
waktu, tenaga, ilmu, dan pengalamannya dalam mengedit, 
mencetak, dan menerbitkan sekaligus menangani urusan 
administratif perancangan, ISBN, penyelesaian, dan 
pencetakan draft awal buku referensi ini. Semoga seluruh 
kerja tersebut menjadi amal jariyah karena telah 
menghadirkan sebuah buku referensi yang dinantikan oleh 
para mahasiswa, khusunya mahasiswa, khusunya 
mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.  
Penulis mengakui bahwa buku referensi ini masih 
mengandung sejumlah kekurangan dan keterbatasan, baik 
dalam hal muatan ilmiahnya maupun format penulisannya, 
dan lain-lain sebagainya, sehingga pada kesempatan ini juga, 
penulis dengan lapang dada menunggu respons dari panitia 
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dan pembaca untuk kesempurnaan buku ini. Karena itu,  
tanggapan, saran-saran, bahkan kritikan dari para kolega 
penulis yang memiliki minat dan kepedulian terhadap upaya 
memapankan kerangka dan metodologi buku ini, juga 
penulis harapkan. Penulis dengan senang hati akan 
menerima setiap tanggapan, saran, kritikan, dan koreksi dari 
pihak-pihak yang disebut di atas dalam rangka 
penyempurnaan struktur dan kandungan buku ini, baik 
untuk cetakan berikutnya maupun edisi revisinya di masa 
mendatang, jika hal itu memang kelak diperlukan.  
 
          Makassar, 17 Agustus 2020  
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A. Artikulasi Bermazhab  
Kata mazhab berasal dari kata;   بب   –يبببه   –ذهبب مبببهب –ذه  
dengan bentuk jamaknya  مبباه yang berarti  املعتقب  االرريقب artinya 
aliran atau paham yang diikuti/dianut. Mazhab juga dapat 
berarti timbangan dari kata maf’al ( مفعبب), di mana lafaz 
tersebut bisa dikategorikan sebagai masdar atau isim makan 
dan juga isim zaman. Kata mazhab sesungguhnya berasal 
dari kata dasar fi’il madi yakni zahaba ( ذهب) yang berarti 
pergi, bisa juga berarti berpendapat.1 
Sementara menurut para ahli hukum Islam, seperti 
Sa’id Ramadhan al-Buthi mengatakan bahwa mazhab adalah 
jalan pikiran atau paham atau pendapat yang ditempuh oleh 
seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dari 
Alquran dan hadis. K.H.E. Abdurrahman menambahkan 
bahwa mazhab adalah istilah keislaman yang berarti 
pendapat, paham, atau aliran seorang imam besar dalam 
Islam yang dikenal sebagai imam mazhab seperti Imam Abu 
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmand ibn 
Hambal dan lainnya. Sementara itu, A. Hasan memberikan 
rumusan pengertian mazhab yaitu sejumlah fatwa atau 
pendapat seorang alim besar dalam urusan agama baik 
dalam masalah ibadah ataupun lainnya.2 
Dalam Ensiklopedia Islam kata mazhab diartikan 
sebagai pendapat, kelompok atau aliran yang bermula dari 
pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami 
 
1Butras al-Bustani, Muhit al-Muhit Qamus Mutawwal li al-Lughah 
al-Arabiyyah (Beirut; Maktabah Lubnan, 2011), h. 312.  
2Amir Syarifuddin, Usul Fikih. Jilid 2. Edisi Revisi (Cet. VII; Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group), h. 475. 
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sesuatu, baik filsafat, hukum fikih, teologi dan sebagainya. 
Pemikiran ini kemudian diikuti oleh kelompok atau 
pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran sekte 
atau ajaran.3 
Dari beberapa pengertian mazhab ini dapat dipahami 
bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua arti, yaitu; 
Pertama, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh 
seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu 
kejadian. Kedua, pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau 
mufti tentang hukum suatu kejadian.4 
Adapun istilah bermazhab merupakan bentuk masdar 
dari kata  ََهَ ب  تب َ  yang timbangannya sama dengan kata  ََعبَ ئب  فت َ  
yang berarti mengikuti dan menjadikan mazhab.5 Abd. 
Wahab ibn al-Subkhi Tajuddin dalam bukunya yang berjudul 
“Jam’u al-Jawami’ fi Ushul al-Fikih” mengatakan bahwa 
sangat jarang ditemukan dalam percakapan orang Arab kata 
kerja dengan timbangan kata kerja yang sama dengan 
timbangan  تفعب seperti kata tamadra’a ( تب ع) tamandala (  تنب) 
tamantaqa ( 6.(تنربببب Terkait dengan ini, al-Bustani 
mengomentari bahwa kebanyakan penggunaan kata 
tamazhub atau bermazhab hanya pada masalah agama saja.7 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akar kata 
yang sewazan atau sama timbangannya dengan kata 
 
3Tim Penyusun, Ensiklopedia Islam (Cet ke-5; Jakarta: PT. Ihtiar 
Baru Van Hoeve, 1999), h 214 . 
4Amir Syarifuddin, Usul…. h. 476.  
5Butras al-Bustani, Muhit…, h. 312.  
6Abd Wahab ibn al-Subkhi Tajuddin, Jam’u al-Jawami’ fi Usul al-
Fikih (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 123.  
7Abu Abd Rahman al-Khalil, Kitan al-Ain. Juz 2 (Beirut: Dar al-
Kutub al-Islamiyyah, 2010), h. 410.  
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tamazhub adalah bermakna bermazhab. Karena itu dapat 
disimpulkan bahwa makna kata bermazhab berasal dari kata 
tamazhub. Pengertian tamazhub atau bermazhab secara 
istilah dikemukakan oleh Tajuddin al-Subkhi, yaitu; 
   ي َ غَ  ام  زَ إلت   وَ ه     ه  ب  تمَ الَ 
 8.ه  ي   غَ ل   ي  س و  م   و  اَ  ح  جَ ع  اَ  ه    ق  تَ ع    يبَ ن  ي  عَ م   ب  هَ ب  مَ    ه  تَ ج  امل
Maknanya:  
Mermazhab adalah konsistensi seseorang yang tidak 
termasuk kategori mujtahid dalam mengikuti mazhab 
tertentu yamg diyakininya paling kuat atau setara 
dengan mazhab yang lainnya.  
Syekh Muhammad ibn Muammar dalam bukunya yang 
berjudul al-Durar al-Sannayyah memberikan rumusan 
pengertian terhadap kata bermazhab, yaitu; 
 9.َي  عَ م   إم م     هَ ب  مَ ل   ام  زَ لتب  ل  ا   وَ ه  
Maknanya: 
Bermazhab adalah konsitensi dalam mengikuti mazhab 
imam tertentu. 
Definisi lain tentang bermazhab dikemukakan oleh 
Syekh Muhammad ibn Afifi al-Bajuri al-Khudri yang 
dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Tarikh Tasyri al-
Islamiy” yaitu;  
 م  ز  لبب  يبَ  ص  و  صبب  ن     ع  الشببَ  نَ   مبب  نببََ أَ كَ ه   البب  وَ قب  أَ   ع  ببَ ت  ع  ا  وَ  َي  عببَ م   إمبب م   ن  مبب    م  كببَ ح  ى الَ قببَ ل  تب  
 10ه .ب ع  إت     قل  م  ال  
 
8Abd Wahab, Jam’…, h. 123. 
9Ibn Muammar, al-Durar al-Sannayyah. Juz 4…h, 59. 
10Muhammad ibn Afifi al-Bajuri al-Khudri, Tarikh Tasyri al-Islamiy 




Memperoleh hukum dari imam tertentu dan 
menganggap segala perkataan imam tersebut seakan-
akan berasal dari nas yang mesti diikuti oleh seorang 
muqallid. 
Syekh Abdul Qadir ibn Badran mengemukakan definisi 
bermazhab sebagaimana yang disebutkan dalam bukunya 
yang berjudul “al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Ahmad”, 
yaitu; 
 .َي  عَ م    م  إمَ  ك  لَ سَ م    د  هَ ت  ج  ال   ي  ر  ىف طَ  ك  و  ل  الس  
Maknanya: 
Sebuah jalur ijtihad imam tertentu yang diikuti dan 
menjadi jalan  
Pengertian lain dikemukakan oleh Syekh Ahmad al-
Wazir yang memberikan rumusan pengertian tentang 
makna bermazhab, seperti ditulis dalam bukunya yang 
berjudul “al-Muasaffa fi Ushul al-Fikih” sebagai berikut; 
   ب دات  ىف الع   َي  عَ م   م م  املسلمي ل   نَ ة م  بي َ كَ     م  أ     َ تب  إ  
 11ع مالت.وامل
Maknanya: 
Mengikuti kelompok besar dari umat muslimin kepada 
imam mazhab tertentu dalam maslah ibadah dan 
muamalah. 
Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi 
mendefinisikan makna bermazhab sebagaimana yang dia 
rumuskan dalam bukunya yang berjudul “al-Laa 
Mazhabiyyah Akhtar Bid’ah Tuhaddid al-Syariah al-
Islamiyyah” sebagai berikut: 
 
11Ahmad ibn Muhammad Ali Wazir, al-Muasaffa fi Usul al-Fikih 
(Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1961), h. 44.  
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ب    م  مبإى  م  العبَ    لب   قَ يب   ن  اَ  وَ هب    مب   إلت   وا  سبَ    تهب  إمب م  َ    هَ ب  مبَ  هب د  ت  ج  ال   َ ببَ تب  عَ  غ  لب  ي
 12.رَ خَ إىل اَ    واح   ن  م     وَ حَ تَ يبَ   شَ او عَ  ه  ن  ي  عَ  ا ب  واح  
Maknanya: 
Bermazhab adalah bertaklidnya orang awwam atau 
orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid 
kepada mazhab imam mujtahid baik konsiten 
mengikuti satu mazhab saja atau berpindah dari satu 
mazhab ke mazhab yang lain. 
Dalam pengertian fukaha mazhab mempunyai dua 
pengertian, yaitu; Pertama, pendapat salah seorang imam 
mujtahid tentang hukum suatu masalah. Kedua, kaidah-
kaidah yang dirumuskan oleh seorang imam. Dari kedua 
pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pengertian mazhab 
adalah: “Hasil ijtihad seorang imam (Mujtahid mutqal 
mustaqil) tentang hukum suatu masalah atau tentang 
kaidah-kaidah istinbat. Dengan demikian, pengertian 
bermazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam 
tentang hukum suatu masalah atau mengikuti kaidah-kaidah 
istinbatnya.13 
 Menurut Abul Hasan al-Kayya, bahwa bermazhab 
mengandung dua pengertian, yaitu pengertian pertama 
adalah untuk orang awam atau ahli fikih serta `ulama lain 
yang belum mencapai martabat mujtahid. Sedangkan 
pengertian yang kedua bermazhab diperuntukkan untuk 
ulama yang tidak sanggup merumuskan kaidah-kaidah 
istinbat.14 karena itu, menurut Abul Hasan al-Kayya, apabila 
 
12Sa’id Ramadhan al-Buthi, al-Laa Mazhabiyyah Akhtar Bid’ah 
Tuhaddid al-Syariah al-Islamiyyah (tp.tt, t.th), h,. 17.  
13M.Alihasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1996), h. 86. 
 14M. Alihasan, Perbandingan Mazhab..., h. 87. 
6 
 
mereka hendak menggali hukum untuk suatu permasalahan, 
maka mereka harus bermazhab, berpegang kepada kaidah-
kaidah istinbat yang dianut oleh imamnya secara praktis, 
baik bagi kehidupan perorangan maupun bagi jamaah, baik 
dalam soal ibadah maupun dalam mu’amalah.15 
Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hasan al-Kayya 
tersebut berorientasi pada aturan etika bermazhab. Ia 
mengatakan dua hal penting terkait aturan bermazhab yaitu; 
a) sebagian ulama telah menetapkan, bahwa bagi orang yang 
telah bermazhab pada mazhab tertentu tidak dibenarkan 
berpindah mazhab, dan taqlid merupakan suatu keharusan 
dan bagi yang sudah bertaklid kepada mazhab tertentu, 
tidak boleh bertaklid kepada mazhab lain dalam beberapa 
masalah, b) Ulama Hanafiah telah menetapkan pula suatu 
ketentuan yang mengikat bahwa tidak dibenarkan bagi 
ulama-ulama muta’akhirin untuk membahas atau mentarjih 
masalah-masalah yang  telah mereka bahas dan ditarjih oleh 
ulama terdahulu, dan wajib bagi mereka mengikuti apa yang 
sudah ada”.16 
 Kedudukan mazhab yang semula hanya merupakan 
pemikiran dan pemahaman atau pendapat yang diterima 
dan ditolak atau tidak benar atau kurang tepat, kemudian 
menjadi keharusan untuk diikuti dan diperpengi sebagai 
bagian dari sifat keagamaan. Artinya, tidak boleh bagi 
seorang untuk tidak bermazhab atau menyimpang dari 
mazhabnya dan mengikuti mazhab lain. Sikap bermazhab 
seperti ini secara tidak langsung telah memberikan 
pengaruh negatif bagi perkembangan mazhab saat itu 
karena telah menghalangi umat Islam untuk menggali 
hukum dari sumbernya yang asli yakni Alquran dan Hadis. 
 
15M. Alihasan…, h. 87. 
16M. Alihasan..., h. 87. 
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Akibat yang ditimbulkan dari sikap fanatik tersebut 
secara tidak langsung telah memberikan dampak buruk bagi 
umat Islam karena telah memunculkan sikap apatis 
dikalangan umat Islam saat itu, sehingga syariat Islam yang 
seharusnya berkembang dan dinamis menjadi beku dan 
statis. Fenomena menfatwakan agar umat Islam dalam 
bermazhab harus mengikuti mazhab-mazhab tertentu 
banyak dilakukan para ulama yang mengikuti imam-imam 
mazhab tertentu, yang dimulai pada abad ke-4 H. 
B. Genealogi Bermazhab 
Eksistensi mazhab dalam sejarah sosial hukum Islam 
tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemikiran 
hukum para ulama, para fukha khususnya yang mencoba 
memahami tujuan Tuhan menurunkan syariat kepada 
manusia. Hasil pemahaman tersebut kemudian menjadi 
kumpulan pemikiran-pemikiran fikih bahkan kumpulan-
kumpulan pemikiran fikih tersebut kemudian dibukukan 
menjadi kitab fikih. Kumpulan fatwa hukum fikih para 
fukaha tersebut kemudian diberlakukan untuk komunitas 
masyarakat Islam tertentu, hingga akhirnya menjadi cikal 
bakal lahirnya mazhab-mazhab fikih.  
 Karena itu, secara genealogi, mazhab sebagai 
kumpulan hasil ijtihad para imam mazhab tidak dapat 
dilepaskan dari gen hukum Islam di mana syariat yang 
diturunkan Allah Swt., dalam dua bentuk yakni Alquran dan 
hadis nabi, kemudian fikih sendiri yang menjadi ruang bagi 
para ulama dalam memahami Alquran dan hadis nabi. Dari 
kumpulan pemikiran hukum inilah kemudian menjadi 
kumpulan pendapat para ulama yang kemudian disebuit 
dengan mazhab. Terkait dengan hal tersebut, maka syariat 
menjadi landasan epistemologi pemikiran hukum para imam 
mazhab. Pemikiran mazhab kemudian berkembang dan 
melahirkan sebuah epsitemologi hukum baru yang disebut 
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dengan hukum Islam. Dengan demikian, terminologi hukum 
Islam merupakan nama lain dari syariat Islam dan fikih 
Islam. Karena itu, menyebut hukum Islam berarti memahami 
adanya integrasi hukum syariat dan hukum fikih di 
dalamnya. Berikut penjelasan substansial hukum syariat dan 
hukum fikih serta hukum Islam. 
1. Hukum Syariat 
Pengertian etimologi syariat antara lain bermakna 
sebagai jalan yang menyampaikan seseorang ke tempat air 
atau aliran sungai. Arti syariat dari segi bahasa menurut 
Muhammad Yusuf Qardhawi adalah berasal dari kata syara’a 
- al-syari’a yang berarti menerangkan atau menjelaskan 
sesuatu.17 Pengertian ini sesuai dengan firman Allah Swt, 
yang artinya “Kemudian kami jadikan kamu berada di atas 
suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu,” 
sebagaimana ditegaskan dalam Q.S.  al-Maidah (5): 48 al-
Syura (42): 13 dan al-Jatziyah (45): 18 yang mengandung 
arti jalan yang terang yang membawa kepada kemenangan. 
Q.S.  al-Maidah (5): 48.  Makna derivasi ayat tersebut dapat 
dilihat secara jelas pada penjelasan ayat sebagai berikut: 
Q.S.  al-Maidah (5): 48.   
ٱلۡ  م َن  يََ ۡيه   َبۡيَ  ل  َم   م َص   ق   ب ٱۡۡلَ     ٱۡلك تَََٰ   إ لَۡيَك   َوأَنزَۡلَن ٓ 
َعَلۡيه ِۖ َوم َهۡيم ن    ك تََٰ  
 ل ك    َجَعۡلَن  
 َوََل تَبت ب ۡع أَۡهَوآَءه ۡم َعم   َج َٓءَك م َن ٱۡۡلَ   ِّۚ
ِۖ
َ ٓ أَنَزَ  ٱّلل   نَبه م ِب 
َبيبۡ َفٱۡحك م 
ل وَك    ِشۡرَعةم نك ۡم   بۡ ل  يَب َولََٰك ن  َ ة  وََٰح  أ م    ََلََعَلك ۡم  ٱّلل    َش َٓء  َوَلۡو   
َه ج ِّۚ نبۡ َم ٓ َوم  ِف   ۡم 
َتل ف ونَ  َ  ك نت ۡم ف يه  ََتۡ يع  فَبيب نَبب  ئ ك م ِب  ع ك ۡم َجَ   إ ىَل ٱّلل   َمۡرج 
 َفٱۡسَتب ق وا  ٱۡۡلَۡيََٰت ِّۚ
   َءاتَىَٰك ۡمِۖ
Terjemahnya: 
 
17Yusuf al-Qardhawi, Membumikan Syariat Islam. Diterjemahkan 
oleh Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid dari judul asli “Al-
Madkhal fi Diraasat as-Syariah al-Islamiyyah (Cet. 1; Surabaya: Dunia 
Ilmu Offset, 1997), h. 13.   
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Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan 
membawa kebenaran, membenarkan apa yang 
sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang 
lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut 
apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 
kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-
tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan 
jalan yang terang, sekiranya Allah Swt., menghendaki, 
niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 
Allah Swt., hendak menguji kamu terhadap pemberian-
Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat 
kebajikan, hanya kepada Allah-lah kembali kamu 
semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang 
telah kamu perselisihkan itu. 
 
1. Al-Syura (42): 13 
َن ٓ إ لَۡيَك َوَم  َوص   َشَرَ  َن  ب ه ۦٓ َلك م م  َن ٱل   ين  َم  َوص ىَٰ ب ه ۦ ن وح  َوٱل ب ٓي أَۡوَحيبۡ يبۡ
 َكُب َ َعَلى ٱۡلم ۡشر ك َي 
 َأۡن أَق يم وا  ٱل   يَن َوََل تَبتَبَفر ق وا  ف يه ِّۚ
ِٓۖ
رََٰه يَم َوم وَسىَٰ َوع يَسىَٰ
بۡ إ 
ٓ إ لَۡيه  َمن َيَش ٓء  َويَبۡه  ٓي إ لَۡيه  َمن ي ن ي     َتِب 
 ٱّلل   ََيۡ
 َم  َتۡ ع وه ۡم إ لَۡيه ِّۚ
Terjemahnya: 
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa 
yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang 
telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah 
Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu 
tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah 
belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. 
Allah Swt., menarik kepada agama itu orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk (agama) 
kepada orang yang kembali kepada-Nya. 
2. Al-Jatziyah (45): 18. 




Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka 
ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. 
Pengertian syariat yang lain juga dapat berarti sapaan 
ilahi oleh karena syariat dalam pelaksanaannya mempunyai 
tujuan-tujuan yang harus direalisasikan yang meliputi 
hukum-hukum syariat Islam yang diadakan untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah 
kerusakan hidup manusia, seperti yang tegaskan dalam QS. 
Al-Anbiya (21): 107.  
َلم يَ     َوَم ٓ أَۡعَسۡلنَََٰك إ َل  َعمۡحَ  ل  ۡلعََٰ
Terjemahnya: 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 
Penjelasan keempat ayat tersebut di atas menunjukkan 
bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia kemudian 
disebut dengan istilah syariat. Bentuk kesamaan Islam 
dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syariat, ia akan 
bersih jiwanya. Allah Swt., menjadikan air penyebab 
kehidupan bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan 
syariat sebagai penyebab kehidupan yang insani.18 
Sementara pengertian syariat dari segi istilah dapat 
dipahami dari pengertian yang dikemukakan oleh Mahmoud 
Syaltut, ia mengatakan bahwa syariat adalah ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan Allah Swt., atau hasil pemahaman 
atas dasar ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan 
 
18Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran-Pemikiran Hukum 
Islam (Cet. I; Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 13-14. 
11 
 
oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, 
dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya.19 
Makna terminologi syariat yang lain dikemukan oleh 
Muhammad Faruq Nubhan, ia mengatakan bahwa syariat 
dalam pengertian para fukaha adalah penetapan norma-
norma hukum untuk menata kehidupan manusia lainnya.20 
Pengertian ini menegaskan bahwa syariat dapat dipahami 
sebagai peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., 
kemudian diperintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk 
melaksanakan berbagai perintah syariat seperti shaum, 
shalat, haji dan seluruh perbuatan kebaikan.  
Karena itu, dapat dipahami dari pengertian syariat 
tersebut di atas, bahwa syariat Islam itu merupakan 
keseluruhan hukum agama yang disyariatkan oleh Allah 
Swt., bagi umat manusia melalui Alquran dan sunnah Nabi 
Muhammad Saw., Pengertian syariat ini mencakup bidang 
fikih,21 moral dan hukum praktis yang kemudian lebih 
dikenal dengan fikih. Selain itu, syariat juga dapat dipahami 
sebagai aturan-aturan yang diperuntukkan bagi mukallaf 
yang mencakup perbuatan, ucapan maupun keyakinan 
mereka.22 
Sebagai aturan hukum yang bersumber dari Allah Swt., 
maka syariat memiliki banyak keistimewaan yang tidak 
 
19Mahmud Syaltut, al-Islam; Aqidah wa Syariah (Mesir: Dar al-
Qalam, 1966), h. 12. 
20Muhammad Faruq al-Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri al-Islami 
(Cet. II; Beirut: Dar al-Qalam, 1981), h. 11. 
21Muhammad Yusuf Musa, Al-Madkhal Li Dirasat al-Fikih al-Islamy 
(t.t; Dar al-Fikr al-Araby, t. th), h. 9-10.   
22Abu Ishak al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari’ah. Juz I 
(Beirut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th), h. 61. 
12 
 
dimiliki oleh aturan hukum lainnya, seperti aturan hukum 
agama-agama samawi dan agama ardi atau agama yang 
diciptakan oleh manusia. Aturan hukum agama samawi 
(Yahudi dan nasrani) dan ardi tersebut telah banyak 
ditinggalkan oleh pemeluknya oleh karena tidak lagi relevan 
dengan perkembangan zaman. Sementara syariat Islam akan 
selalu relevan karena syariat memiliki berbagai 
keistimewaan, misalnya: 
1. Alquran sebagai sumber utama memiliki ketinggian 
sastra dan kefasihan, Alquran memberikan informasi 
mengenai umat terdahulu, Alquran memberikan 
informasi mengenai kejadian-kejadian yang akan datang, 
Alquran mengandung ajaran yang mengatur urusan 
keluarga hubungan antara sesama manusia, dan tidak 
mengarah pada keraguan akan kebaikannya, hukum-
hukum Alquran selalu relevan untuk untuk setiap waktu 
dan tempat.23 
2. Syariat menggambarkan paradigma kemanusiaan, syariat 
tidak terpengaruh oleh fanatisme atau iklim tertentu, 
syariat akan selalu relevan dengan kemampuan manusia 
tanpa ada tekanan dan penganiayaan, syariat tidak 
membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, 
syariat tidak mendiskriminasi manusia, syariat 
mendorong perlunya perlindungan atas golongan dan 
etnis tertentu.24 
 
23Wahbah Zuhaili, Alquran, Paradigma Hukum dan Peradaban 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 44.  
24 Zuhaili, Alquran…, h. 44. 
13 
 
3. Syariat memiliki tujuan yang jelas bagi manusia dan tidak 
satupun tujuan aturan hukumnya yang tidak mempunyai 
tujuan.25 
Terkait dengan ketiga tujuan syariat tersebut, maka 
ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5); 6, 
Q.S. al-Ankabut (29); 45, Q.S. al-Haj (22); 39 dan Q.S. al-
Baqarah (2); 179, berikut aspek hukumnya semuanya 
memiliki arti kemaslahatan, sebagaimana yang terkandung 
dalam ayat-ayat tersebut sebagai berikut: 
1. Q.S. al-Maidah (5); 6. 
وَهك ۡم َوأَيببۡ  َيك ۡم إ ىَل  ل وا  و جبب  ة  َفٱۡغسبب  َلوَٰ ت ۡم إ ىَل ٱلصبب 
ٓوا  إ َذا ق مببۡ ب يَن َءاَمنببب  َيب هببَ  ٱلبب  َيََٰٓ
 
ِّۚ
ب  فَبٱط ه ر وا   َوإ ن ك نبت ۡم ج ن 
ك ۡم َوأَۡعج َلك ۡم إ ىَل ٱۡلَكۡعَبۡي ِّۚ ٱۡلَمَراف    َوٱۡمَسح وا  ب ر ء وس 
ت م  َوإ ن ك نبت م م ۡرَبَىَٰٓ أَۡو  َن ٱۡلغَب ٓ     أَۡو لَََٰمسبۡ نك م مب   َفر  أَۡو جبَ َٓء َأحبَ  مب   َعلَبىَٰ سبَ
وه ك ۡم َوأَيبۡ  يك م  ح وا  ب و جب  ع ي ا طَي  بب  َفٱۡمسبَ وا  صبَ ٱلن  سبَ َٓء فَبلَبۡم ِبَ   وا  مبَ ٓء فَبتَبَيم مب 
 َم  ي ر ي   ٱّلل   ل َيۡجَعَ  َعَلۡيك م م  ۡن َحرَج َولََٰكب ن ي ر  
ِّۚ
رَك ۡم َول يب ت م  ن ۡعَمتَبه   م  ۡنه  يب   ل ي َرهب  
 َعَلۡيك ۡم َلَعل ك ۡم َتۡشك ر وَن  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 
 
25Menurut Imam Syatibi, hukum yang tidak mempunyai tujuan 
sama saja dengan membebani sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. 
Sejalan dengan itu, Fathi Dharaini mengatakan bahwa hukum-hukum 
syariat tidak dibuat untuk hukum itu sendiri melainkan untuk tujuan lain 
yakni kemaslahatan Lihat Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syari’ah…, h. 
150. Lihat juga Fathi Dharaini, Al-Manahij al-Usuliyyah Fi Ijtiad al-Ra’yiFi 
al-Tasyri (Damsik: Dar al-Kutub al-Hadis, 1975), h. 28. 
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kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur. 
2. Q.S. al-Ankabut (29); 45. 
ن   ىَٰ عببببَ هببببَ
َة تَبنبۡ َلوَٰ  إ ن  ٱلصبببب 
َةِۖ َلوَٰ م  ٱلصبببب  َن ٱۡلك تببببََٰ  َوأَقبببب  َك مبببب  َم إ لَيببببۡ    مببببَ ٓ أ وحبببب 
ٱتبببۡ
 َوٱّلل   يَبۡعَلم  َم  َتۡصنَبع وَن  
ِۗ
 ٱۡلَفۡحَش ٓء  َوٱۡلم نَكر ِۗ َوَلب ۡكر  ٱّلل   َأۡكَُب 
Terjemahnya: 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu 
al-Kitab (Alquran) dan dirikanlah shalat. 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah Swt., (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan 
Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
3. Q.S. al-Haj (22); 39. 
 َوإ ن  ٱّلل َ َعَلىَٰ َنۡصر ه ۡم َلَق  ير   
ِّۚ
ن  ۡم ظ ل م وا  تَبل وَن ِبَ   أ ذ َن ل ل ب يَن يب قََٰ
Terjemahnya: 
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 
diperangi, karena sesungguhnya mereka telah 
dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha 
Kuasa menolong mereka itu. 
4. Q.S. al-Baqarah (2); 179.  
 َوَلك ۡم ِف  ٱۡلق َص ص  َحيَبوَٰة َيََٰٓ و ِل  ٱۡلَۡلبََٰ  َلَعل ك ۡم تَبتب ق وَن  
Terjemahnya: 
Dan dalam qishash itu (adajaminan kelangsungan) 




Ayat-ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa jika 
terdapat persoalan hukum yang tidak ditemukan secara jelas 
dimensi kemaslahatannya, maka ayat-ayat tersebut dapat 
dianalisis berdasarkan metode maqashid al-syariah, metode 
ini dapat dipertanggungjawabkan oleh karena tujuan 
pencarian hukumnya mengacu pada ruh syariat dengan 
menitikberatkan pada empat aspek pencapaian 
kemaslahatan, yaitu; tujuan awalnya adalah untuk 
kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, syariat sebagai 
sesuatu yang harus dipahami, syariat sebagai hukum taklif 
yang harus dilaksanakan dan syariat bertujuan membawa 
manusia kedalam perlindungan hukum yang pasti.26 
 Tujuan yang terkandung pada aspek pemahaman 
berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid syariah 
karena syariat tersebut bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia yang hanya dapat diwujudkan jika 
lima unsur pokok dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta.27 Tujuan ini hanya dapat direalisasikan 
dengan menggunakan metode maqashid syariahyang 
menekankan pada penekanan hubungan dari kandungan 
hukum Allah Swt., dengan aspirasi hukum yang manusiawi. 
Sementara aspek penting yang terkandung pada unsur 
pemahaman adalah berkaitan dengan bahasa, dengan 
bahasa nas-nas Alquran dan hadis dapat dipahami, sehingga 
dicapai sebuah kemaslahatan yang terkandung dalam 
syariat. Namun untuk memahami kandungan syariat Islam 
tersebut dibutuhkan tiga syarat penting, yakni; memiliki 
 
26Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari’ah menurut al-
Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.  
27Nasrun Haroen, Usul Fikih (Jakarta: Logos, 1996), h. 114.  
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pengetahuan bahasa, mengetahui tentang sunah serta 
mengetahui sebab turunya ayat.28 
Adapun unsur taklif (pembebenan hukum) berkaitan 
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam 
rangka merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ini 
berhubungan dengan kemampuan manusia dalam 
melaksanakan taklif tersebut. Taklif atau pembebanan 
hukum bagi seorang mukallaf tidak dapat dilepaskan dari 
aspek kemampuan dan kcakapan seorang mukallaf yang 
terdiri dari dua hal, yaitu; Pertama, ahliya al-ada’ atau 
memiliki sifat kecakapan bertindak hukum secara sempurna 
untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya 
baik positif maupun negatif. Kedua, ahliya al-wujub atau 
sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang 
menjadi haknya tapi belum cakap untuk dibebani seluruh 
kewajiban.29 
Unsur keempat berhubungan dengan kepatuhan 
manusia terhadap hukum. Syariat adalah sebuah aturan 
hukum yang berpihak kepada kepentingan manusia dan 
membebaskannya dari pengaruh hawa nafsunya. Hal ini 
disebabkan oleh karena kekuatan syariat bertumpu pada 
unsur moral dan unsur sanksi. Unsur moral atau kejiwaan 
adalah unsur yang menghubungkan aturan-aturan hukum 
dengan jiwa manusia karenanya manusia dapat mentaati 
aturan hukum tersebut dan mendorong untuk selalu 
menghormati serta merasa berdosa jika mengabaikannya. 
Unsur sanksi yakni adanya ketetapan sanksi-sanksi sebagai 
 
28Asafri, Konsep…, h. 74-83.  
29Nasrun, Usul…, h. 308-309.  
17 
 
konsekuensi bagi yang melanggar hukum tersebut seperti 
siksa, denda, pemecatan, skorsing dan sebagainya.30 
Sanksi-sanksi ini meskipun kelihatannya keras tetapi 
sanksi itu adalah tindakan preventif yang berguna sekaligus 
memiliki implikasi untuk mencengah dosa dan 
kemungkaran, mewujudkan stabilitas.31 Alquran sendiri 
menyamakan penerapan sanksi-sanksi hukum pada semua 
orang dan tidak membedakan antara hakim dan yang 
dikenai hukuman, kaya atau miskin, laki-laki atau wanita, 
mulia atau hina. Prinsip-prinsip inilah yang membuat 
manusia tertarik kepada syariat Islam sebab peraturan 
negara Islam mengungguli semua konstitusi, lebih tinggi 
dibanding semua aturan dan hukum positif yang ada.32 
Keistimewaan-keistimewaan syariat ini ternyata 
menjadi perhatian dari kaum orientalis di mana mereka 
selalu mencari celah kekurangan syariat. Karena itu, para 
orientalis memberikan komentar negatif terhadap syariat 
dengan mengemukakan berbagai argumentasi. Salah satu 
pernyataan orientalis tersebut adalah bahwa sesungguhnya 
kata syariat yang terdapat dalam Alquran tidak ada yang 
mempunyai arti hukum dan perundang-undangan, lalu 
mengapa orang Islam selalu mengatakan bahwa syariat 
berkaitan dengan hukum Islam. Demikian halnya dengan 
kata akidah yang di dalam Alquran bukan bermakna akidah, 
baik yang terdapat dalam ayat Makkiyah maupun ayat 
Madaniyah, namun mengapa orang Islam mengaitkannya 
dengan masalah akidah. 33 
 
30Abdul Qadir Audah, Kritik Terhadap Undang-undang Ciptaan 
Manusia (Surabaya; BinaIlmu, 1985), h. 44-45.  
31Wahbah, Alquran…., h. 189-190.  
32Wahbah…, h. 191.  
33Al-Qardhawi, Membumikan…, h. 3.  
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Mengacu kepada petunjuk Alquran, maka dapat 
dipahami bahwa pernyataan orientalis ini tidak logis karena 
bukti-bukti telah menjelaskan bahwa Alquran bersifat 
kompleks bahkan kompleksitas Alquran dalam bidang 
hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan aturan 
hukum tentang ibadah, aturan hukum tentang urusan 
keluarga, aturann hukum tentang kriminal, aturan hukum 
tentang kejahatan, aturan hukum tentang kisas, aturan 
hukum tentang hudud, aturan hukum tentang muamalah 
dan transaksi jual beli, aturang hukum tentang politik dan 
hubungan antar negara. Karena itu, dapat ditegaskan bahwa 
pernyataan orientalis tersebut bertentangan dan bertolak 
belakang dengan fakta-fakta yang terkandung dan yang telah 
dijelaskan oleh Alquran. 
Pandangan negatif terhadap syariat ternyata tidak 
hanya dihembuskan oleh kaum orientalis saja tetapi juga 
diperbincangkan di kalangan agama lain di mana mereka 
mencoba mengkaji dan mendalami makna syariat dengan 
mempertanyakan apakah Islam layak dijadikan sebagai 
syariat yang mengatur kehidupan masyarakat. Mereka 
mengajukan berbagai teori dan konsep untuk melemahkan 
dan menyudutkan pelaksanaan syariat dengan tujuan untuk 
menghambat jalannya proses pelaksanaan syariat karena 
bertentangan dengan keyakinan mereka dan misi agama 
mereka. Para pemikir non muslim tersebut sesungguhnya 
tidak memahami bahwa syariat yang diterapkan dalam 
masyarakat bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan 
manusia tanpa memandang ras, golongan bahkan agama.  
Pandangan negatif pemikir non muslim tersebut di 
atas lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan subjektif 





berbagai negara Islam yang menerapkan syariat dengan 
dukungan politik. Kenyataan ini dapat dilihat di berbagai 
negara Islam, seperti negara Sudan yang menjadikan Syariat 
Islam sebagai alat politik penguasa yang hingga akhirnya 
menjadi bumerang bagi penguasa itu sendiri.  
Selain itu, pandangan negatif para orientalis dan 
pemikir non muslim tersebut terhadap syariat juga 
dipengaruhi oleh subjektivitas keberagamaan mereka. 
Subjektifitas mereka didasari pada sebuah kenyataan bahwa 
mereka mengabaikan kebenaran bahwa syariat memiliki 
keistimewaan yang bersifat langgeng dan kekal, penuh 
kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Sebaliknya, 
mereka tidak menyadari bahwa aturan hukum buatan 
manusia maupun syariat samawi terdahulu lainnya yang 
telah banyak mengalami distorsi oleh pemeluknya tidak lagi 
relevan dengan ruang dan waku, bahkan nilai kebaikannya 
telah hilang karena berkembangnya akal dan kehidupan 
manusia.  
2. Hukum Fikih 
Istilah fikih sebenarnya telah muncul pada masa 
permulaan Islam namun istilah fikih pada masa itu berbeda 
dengan istilah fikih yang kita kenal sekarang. Istilah fikih 
pada masa itu lebih luas pengertiannya, yakni mencakup 
seluruh aspek agama Islam. Sementara istilah fikih di zaman 
sekarang lebih dikonotasikan kepada pemiiran-pemikiran 
hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik yang 
berhubungan dengan ibadah maupun yang terkait dengan 
muamalah. 
Fikih menurut bahasa berarti tahu dan paham, yaitu 
paham dengan maksud dan tujuan seorang pembicara. 
Dalam Kamus al-Munawwir dijelaskan makna fikih secara 
bahasa, yaitu berasal dari kata bahasa Arab dengan bentuk 
masdar dari faqiha/faqaha-fiqhan yang secara lughawi 
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(harfiah) berarti “memahami dan mengerti,”34 atau 
bermakna “tahu dan faham.”35 Dalam Ensiklopedi Nasional 
Indonesia, fikih diartikan dengan “mengetahui dan 
memahami sesuatu dan menanggapinya dengan penuh 
kecendekiaan.”36 Abu Zahrah mengartikan fikih dengan 
“paham yang mendalam”.37 
Dalam Kamus Lisan al-Arab disebutkan penjelasan 
yang sama terhadap makna fikih secara bahasa, yaitu fikih 
berasal dari akar kata fa, qa dan ha yang berarti paham atau 
pengetahuan tentang sesuatu,38 bahkan beberapa ahli 
bahasa mengemukakan pendapatnya bahwa akar kata fa qa 
ha berasal dari kata fa-qa-ha yang sinonim dengan kata syaq 
dan fath di mana keduanya berarti membuka.39 
Jika kata fa-qa-ha tersebut dikaji dengan pendekatan 
konsep maqlub, yaitu sebuah konsep yang membolak-balik 
huruf dalam satu kata, maka menurut Ibn Jinny semua kata 
dalam bahasa Arab memiliki isytiqaq akbar, yaitu sebuah 
kata yang terdiri dari komponen huruf, dan jika huruf itu 
dibolak balik dalam susunan huruf maka arti kata tersebut 
bermuara pada suatu makna, jika memang kata-kata itu 
 
34Ahamad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawir (Cet. IVX; 
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1067. 
35T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fikih (Cet. III; 
Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 30. 
36Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid V; (Cet. I; Jakarta: PT. Cipta 
Adi Pustaka, 1989), h. 293. 
37Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih (Kairo; Dar al-Fikr, t.tp.),    
h. 6. 
38Abu al-Fadl Jamaluddin Ibnu Manzur, Lisan al-Lisan; Tahzib 
Lisan al-‘Arab, Juz II (Cet. I; Beir-t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 330. 
39Muhammad Rawwas Qal’aji, Mu’jam Lugat al-Fukaha (Cet. I; 
Beirut: Dar al-Nafais, 1988), h. 348.  
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mempunyai arti sekalipun masing-masing bentuk kata itu 
memiliki arti yang berbeda-beda. 40 
Dalam tinjauan linguistik, Jika kata-kata-kata fa qa ha 
tersebut diputar dan dibolak balik, maka akan muncul enam 
kata yang masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda.41 
Keenam kata tersebut dapat berarti mengetahui atau 
memahami, dapat berarti terisi hingga penuh, dapat berarti 
bagian. Dari ketiga makna ini, diketahui bahwa fa-qa-ha 
dengan segala bentuk derivasinya memiliki makna yang 
jelas, yaitu menguasai, mendalami dan memiliki wawasan 
yang sangat luas dan mendalam pada suatu bidang tertentu. 
Oleh karena itu, dapat disimpulkanbahwa terma fikih berarti 
memahami atau paham sedang kata ilm berarti mengerti 
dari apa yang telah dipahami tersebut.  
Dalam Kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud 
Yunus dijelaskan pengertian istilah dari fikih, yaitu hukum-
hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliyah) yang 
diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.42 Muhammad Abu 
Zahrah menjelaskan pengertian fikih secara istilah, yaitu 
mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah 
atau praktis yang dikaji dari dalil-dalil Alquran dan hadis 
secara rinci.43 
Amir Syarifuddin dalam Ismail Muhammad Syah 
mendefinisikan fikih dengan ilmu tentang hukum-hukum 
syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari 
 
40Abd al-Mun’im al-Najjar, Dirasat fi al-Lugah (Kairo: Kulliyat al-
Dirasat al-Islamiyyah, 1988), h. 39.  
41Louis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A’lam (Cet. XXI; Beirut: 
Dar al-Masyriq, 1995), h. 523.  
 42Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya 
Agung, 1990), h. 277. Lihat juga Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum 
Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Gema Insani Media, 2001), h. 5. 
43Muhammad Abu Zahrah, Usul…, h. 4. 
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dalil-dalil yang tafshili.”44 Karena itu, cakupan pengertian 
fikih meliputi ilmu tentang hukum syara’ yang berbicara 
tentang hal-hal yang bersifat amaliyah furuiyyah yang 
didasarkan dari dalil-dalil yang rinci.Makna terakhir dari 
kata fikih adalah bahwa fikih itu digali dan ditemukan 
melalui penalaran dan istidlal atau penggunaan dalil oleh 
seorang mujtahid atau fakih.45Nazar Bakry mengartikan 
fikih dengan hukum-hukum yang dipetik dari Kitabullah dan 
Sunnatur Rasul.”46 
Sementara dalam pengertian terminologis lainnya, 
fikih adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis 
(amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang 
rinci.47Pengertian ini menunjukkan bahwa fikih adalah ilmu 
hasil olah pikir akal manusia yang kemudian banyak 
memberi peran pada akal untk menalar maksud-maksud nas 
Alquran dan hadis tersebut sekalipun dibatasi dalam hal-hal 
tertentu. Karena itu, objek fikih sangat terkait dengan 
peraturan hukum dengan tujuan untuk menata dan 
mengawasi perbuatan manusia agar bersifat positif dan ril 
serta tidak bersifat teoretis dengan menjadikan Alquran dan 
hadis sebagai sumber penetapan fikih. 
Dalam pengertian yang lebih operasional, fikih bahkan 
telah dipahami sebagai hukum-hukum yang dipetik dari 
kitab Allah Swt., dan sunnah rasul dengan jalan ijtihad yang 
 
44Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam 
Ismail Muhammad Syah (ed.), Filsafat Hukum Islam (Cet. II; Jakarta: 
Bumi Aksara ,1992), h. 14. 
45Amir Syarifuddin, Pembaruan…, h. 16-17. 
46Nazar Bakry, Fikih dan Ushul Fikih (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2003), h. 10. 
 47Mahmud Yunus, Kamus…, h. 277.  
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berkaitan dengan perbuatan mukallaf.48 Definisi ini telah 
menempatkan fikih sebagai sebuah ketetapan hukum yang 
dihasilkan melalui ijtihad, yaitu ketentuan hukum yang 
dikeluarkan ulama dari pemahaman mereka terhadap nas.49 
Pada perkembangan selanjutnya, pengertian fikih di 
atas tidak lagi dipandang semata-mata hanya dari kacamata 
pemahaman klasik saja tetapi telah mengalami pergeseran 
makna terhadap berbagai permasalahan hukum yang lebih 
luas bahkan telah melintasi ruang dan batas-batas ideologi, 
unit-unit kebangsaan dan batas-batas teritorial.50 
Pergesaran makna ini terjadi oleh karena fikih Islam, sejak 
pertama kali lahir telah berinteraksi dengan realitas sekitar 
masyarakat di mana fikih dirumuskan dan diterapkan, dan 
realitas ulama yang memikirkan dan merumuskan, bahkan 
dalam sejarah perkembangan fikih, dikenal ada fikih Irak, 
fikih Madinah, fikih Syam dan fikih Maghrib. Ada fikih ahl 
ra’yi dan fikih ahli hadits. Ada fikih Abu Hanifah (w. 150H), 
Fikih Malik bin Anas (w. 179H), Fikih Muhammad bin Idris 
asy-Syafi’i (w. 204H) dan ada fikih Ahmad bin Hanbal 
(241H).51 
Pergesaran makna fikih ini bahkan terjadi juga di 
Indonesia, namun pergeseran makna itu tidak dapat 
dipisahkan dari akar sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan fikih di Jazirah Arab, oleh karena tokoh-
 
48Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, Jilid I, (Cet; IV, 
Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 23-24.  
49Junaidi Lubis, Islam Dinamis Model Ijtihad Khulafa al Rasyidun 
dalam Konteks Perubahan Masyarakat (Cet; I, Jakarta: Dian Rakyat, 
2010). h. 31. 
50Mudhofir Abdullah, Masail al-Fikihiyyah Isu-isu Fikih 
Kontemporer (Cet; I, Yogyakarta: Teras, 2011), h. 1. 
51Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia Dari Nalar partisipatoris 
Hingga Emansipatoris (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 67. 
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tokoh fikih Indonesia adalah ulama-ulama yang pernah 
belajar di Jazirah Arab kemudian kembali ke Indonesia 
mengembangkan dan menyesuaikan dengan realitas 
masyarakat Islam Indonesia. Pada saat itu, telah dikenal 
berbagai aliran pemikiran fikih yang lahir dan berkembang 
di Indonesia, ada pemikiran Syekh Abdurrauf Singkel (1643-
1693M), Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib al-
Minangkabau, Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-
1314H/1897M), KH. Hasyim Asy’ari (1871-1947M), KH. 
Ahmad Dahlan dan banyak lagi yang lain, bahkan di 
Indonesia telah dikenal pemikir fikih kontemporer yang 
telah banyak memberi andil besar pada mazhab fikih 
Indonesia, seperti M.T. Hasbi ash-Shiddiqi, Hazairin, 
Munawir Syadzali, KH. Sahal Mahfudz, dan KH. Ali Yafie, 
serta tokoh muda Masdar F. Mas’udi.52 
Lahirnya pemikir-pemikir fikih Indonesia ini turut 
dipengaruhi oleh berbedanya realitas sosial yang ada pada 
pemikiran fikih mujtahid zaman dahulu dengan keadaan dan 
lingkungan Indonesia serta realitas sosial masyarakat Islam 
Indonesia. Fenomena sosial yang muncul dan terjadi dalam 
sebuah masyarakat termasuk masyarakat Islam Indonesia 
yang telah mendorong lahirnya para penggagas fikih 
Indonesia yang mampu mengakomodir hukum Islam sesuai 
dengan kepribadian Indonesia. Karena itu, dalam buku 
Marzuki Wahid dan Rumadi yang berjudul Fikih Mazhab 
Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia 
disebutkan bahwa menjadi sesuatu yang lumrah jika 
 
52 Mahsun Fuad…, h. 67. 
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seorang ulama memberi fatwa yang berbeda karena 
perbedaan lingkungan.53 
3. Hukum Islam 
Terdapat dua istilah yang dipergunakan untuk 
menunjukkan substansi hukum Islam, yaitu syariat Islam 
dan fikih Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam yang 
berbahasa Inggris syariat Islam diterjemahkan dengan 
Islamic Law sedangkan fikih diterjemahkan dengan Islamic 
Juisprudence. Dalam bahasa Indonesia syariat Islam sering 
dipergunakan dalam istilah hukum syariat atau hukum 
syara’. Sedang fikih Islam dipergunakan istilah hukum fikih 
atau kadang-kadang hukum. 
Hukum Islam yang kita kenal dewasa ini merupakan 
hasil transformasi pemikiran ulama terhadap aturan-aturan 
syariat kemudian menjadi hukum-hukum fikih yang disebut 
juga sebagai hukum Islam. Dalam perspektif sumber hukum 
di Indonesia, syariat Islam seperti yang dimaksud di atas 
adalah hukum Islam itu sendiri. Istilah ini mencakup 
pengertian syariah dalam ketentuan-ketentuan hukum yang 
berasal dari wahyu ilahi. Begitu pula dengan fikih sebagai 
hasil pemikiran atau ijtihad para fuqaha.54 
Istilah hukum Islam yang dikenal dalam epistemologi 
hukum sesungguhnya dipengaruhi penamaannya yang 
berbahasa Inggris, yaitu “Islamic Law” yang 
kemudianditerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
istilah hukum Islam. Dalam terminologi literatur Barat term 
“Islamic Law” digunakan sebagai padanan dari istilah syariat 
 
53Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara, Kritik atas 
Politik Hukum Islam di Indonesia (Cet; I, Yogyakarta: Lkis, 2001) h. 129.  
54Muhammad Daud Ali, SH. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum 
dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cet. III, Ed. I; Jakarta: Raja Grafindo 
Persada. 19993), h. 44-45.     
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dan fikih. Dalam literatur bahasa Belanda, dikenal istilah 
“Islamic Reht”. Dalam bahasa Turki dikenal dengan istilah 
“Islam Babuku”. Demikian dalam bahasa Indonesia dikenal 
dengan istilah “Hukum Islam”.55 
 Dengan demikian, istilah “hukum Islam” merupakan 
istilah khas yang berlaku di Indonesia karena diterjemahkan 
secara harfiah dari terma Islamic Law. Para pakarhukum 
Islam di Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang 
hukum Islam, seperti definisi yang dikemukakan oleh Hasbi 
ash-Shiddieqy bahwa hukum Islam adalah koleksi daya 
upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat.56 Definisi lain dikemukakan 
oleh Amir Syarifuddin, ia mengatakan bahwa apabila kata 
hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam 
berarti “Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan 
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia sebagai mukallaf 
yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua 
yang beragama Islam.57 
Perbedaan kedua definisi ini sesungguhnya dapat 
dipahami bahwa perbedaan itu terletak pada cakupan yang 
melingkupinya. Pendapat pertama membatasi hukum Islam 
kepada makna fikih, sedangkan pengertian yang kedua 
membatasi pada makna syariat dan hukum syara’, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam Ensiklopedia Hukum 
Islam di mana disebutkan bahwa hukum Islam adalah 
kaidah atau prinsip atau aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa Alquran, 
 
55Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam 
Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 3. 
56Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Cet. IV; Jakarta: 
Bulan Bintang, 1993), h. 44. 
57Amir Syarifuddin, pembaharuan…,h. 8. 
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hadis, pendapat sahabat dan tabi’in maupun pendapat yang 
berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.58 
 Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa 
pemahaman makna hukum Islam itu tidak bisa berubah atau 
tetap karena yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah 
bermakna syariat dan fikih itu sendiri. Demikian juga jika 
dikatakan bahwa hukum Islam itu dapat berubah dan dapat 
dikontektualisasikan sesuai dengan perkembangan dan 
perubahan zaman, maka itulah hukum Islam yang bermakna 
fikih sebagai hasil ijtihad dan interpretasi manusia terhadap 
ajaran syariat yang keduanya bersifat relatif. 
 Relativitas hukum Islam ini tergambar dalam 
paradigma teoretik hukum Islam yang sarat dengan nilai-
nilai filosofis dalam perubahan-perubahan penalaran 
hukumnya. Bentuk perubahan hukum Islam tersebut 
didasari oleh sebuah logika hukum bahwa hukum-hukum 
Allah,59 baik dalam pengertian syariat maupun fikih, pada 
dasarnya berintikan kebaikan dan rahmat karena hukum 
Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar 
sesuai (sālih) dengan fitrahnya (kesuciannya), agar manusia 
selamat dan damai (islām dan salām) dalam jalan yang lurus 
(al-sirāt al-mustaqīm). 
 Karena itu, kapabilitas hukum Islam dalam 
merespons perubahan dan perkembangan zaman tersebut 
sangat dipengaruhi oleh karakter hukum Islam yang 
berlandaskan pada nilai-nilai absolutitas dan relativitas 
hukum Islam yang terintegrasi dalam berbagai dimensi, 
yaitu:  
 
58Abdul Aziz Dahlan at al., Ensiklopedia Hukum Islam (Cet. I; 
Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 575. 
59Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. IV; 
Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 319.  
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1. Dimensi syariat dan dimensi fikih. Dimensi syariat 
bercirikan wahyu dan dimensi fikih yang bercirikan 
akal.60 
2. Dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, yaitu dimensi yang 
bercirikan iman dan ihsan atau akidah dan akhlak. Dalam 
dimensi ini ada dua hal penting yang menunjukkan bahwa 
hukum Islam bersumber pada wahyu dan diperuntukkan 
bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. 
Karena itu, hukum Islam dengan dimensi syariatnya dan 
fikihnya mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta hukum 
dan manusia sebagai pelaksana hukum dari Tuhan. 
Sebagai pelaksana hukum Tuhan, maka manusia 
melaksanakan hukum bukan atas nama dirinya tetapi atas 
nama Tuhan.61 
3. Dimensi Hukum Islam berwatak universal yang sesuai 
dengan ruang dan waktu, mencakup bidang kontekstual 
dengan cirinya yang dinamis dan fleksibel. Dimensi ketiga 
dari hukum Islam adalah bersifat universal dan 
kontekstual. Universalitas hukum Islam dapat dilihat dari 
aspek kualitatif yaitu ruang dan waktu dan berlaku abadi. 
Sementara aspek kuantitatfifnya adalah bahwa dasar dan 
kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah yang tidak 
hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia 
tetapi juga manusia dengan Tuhan serta hubungan 
manusia dengan dirinya dan alam. Sementara karakter 
kontekstual hukum Islam terhadap permasalahan 
kontemporer didukung oleh sifat dan karakter hukum 
 
 60Daud Ali, Hukum Islam…, h. 236. Lihat juga da Satria Effendi M. 
Zein, Hukum Islam, Perkembangan dan Pelaksanaannya di Indonesia 
dalam Ari Anshori (Penyunting) Fikih Indonesia dalam Tantangan 
(Surakarta: FIAT-UMS, 1991), h. 23. 
 61Abdullah Nashih Ulwāni, Syariat Islam Hukum yang Abadi. 
Terjemahan Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press, 1994), h. 19.    
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Islam yang mengacu pada kaidah-kaidah kemajuan yaitu 
bersifat memudahkan, menghilangkan kesulitan, 
memperhatikan tahapan perkembangan, bergeser dari 
idialisme ke realitas sosial. Selain itu, segala yang 
mendatangkan kerugian harus dilenyapkan, kemudaratan 
tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan, keadaan 
terpaksa memudahkan suatu perbuatan atau kesulitan 
mendatangkan kemudahan dan menutup sumber 
kerusakan didahulukan atas mendatangkan 
kemaslahaan.62  
Selain kaidah kemajuan di atas, kontekstualisasi 
hukum Islam juga berhubungan dengan sesuatu yang 
seharusnya ada untuk memberikan jawaban terhadap 
masalah hukum. Hukum Islam akan selalu dinamis dan 
fleksibel dalam memecahkan segala persoalan kontemporer 
yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang diakibatkan 
oleh kemajuan teknologi. Jika hukum Islam tampak tidak 
sejalan dengan perkembangan tersebut, maka sesungguhnya 
bukan hukum Islam yang menghambat perkembangan 
tersebut akan tetapi pemahaman atau penalaran yang ada 
perlu   diperbaharui agar aspek-aspek sosiologis yang ada. 
Kedua sumber utama tersebut mencakup ajaran yang 
demikian lengkap dan luasnya, norma-norma fikihiyah atau 
hukum Islam yang dikeluarkan dari keduanya juga cukup 
luas. Karena itu, sebagai hasilnya dalam kepustakaan Islam 
banyak pembidangan hukum Islam. Hasan Ahmad al-Khatib 
misalnya, membagi hukum Islam kepada delapan bagian, 
yaitu: 
 
 62Yusuf Qardhawy, Studi Kritis as-Sunnah, Terjemahan Bahrun 
Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 2. Lihat dalam M. Ibnu 
Rochman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat (Cet. 1; Yogyakarta: 
Philosophy Press, 2011), h. 89.  
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1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadat (al-
ahkam al-‘ubudiyah). 
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan 
kekeluargaan, perorangan, dan mawaris (al-ahwal 
syakhshiyah atau qanun a-ilah). 
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan kekayaan, 
harta, dan tasharruf (mu’amalah madaniyah). 
4. Hukum-hukum mengenai benda dan ekonomi 
(mu’amalah maliyah). 
5. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara 
kehidupan manusia: agama, harta, keturunan, akal, dan 
jiwa (ahkam al-uqubat).   
6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peradilan 
dan pengadilan untuk mewujudkan keadilan dalam 
masyarakat (ahkam al-murafa’at/al-mukhashamat).  
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pemerintah 
dan rakyatnya (al-ahkam al-dusturiyah). 
8. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara satu 
negara dengan negara lain atau hukum internasional 
(ahkam dualiyah).63 
C. Latar Belakang Lahirnya Pemikiran Mazhab 
Pemikiran mazhab yang dimaksudkan dalam 
pembahasan ini adalah pokok-pokok pikiran para imam 
mazhab dalam memahami maksud-maksud Allah Swt., yang 
terkandung di dalam nas Alquran dan hadis nabi. Ketika nabi 
masih hidup, beliau sendiri menyampaikan dan 
mengajarkan maksud-maksud Allah yang terkandung dalam 
 
63Hasbi, Pengantar…, h. 40-43. 
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Alquran melalui hadisnya. Dalam proses tasyri tersebut, 
terkadang Alquran turun untuk menjawab sebuah 
pertanyaan atau persoalan yang terjadi di kalangan sahabat 
saat itu. Demikian pula dengan hadis, terkadang nabi 
mengeluarkan hadis untuk menjawab persoalan- persoalan 
yang muncul di kalangan umat Islam saat itu. Berikut 
beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pemikiran 
mazhab dalam sejarah sosial mazhab fikih. 
1. Tersebarnya para Sahabat ke berbagai Wilayah Islam  
Setelah Rasulullah Saw., wafat, maka sebagian dari 
sahabatnya pergi ke beberapa wilayah atau negeri dengan 
maksud untuk menyiarkan agama Islam, atau untuk 
keperluan lainnya bahkan ketika agama Islam telah tersebar 
luas ke berbagai penjuru, banyak sahabat nabi yang telah 
pindah tempat dan berpencar-pencar ke nageri yang baru 
tersebut. Hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertukar 
pikiran atau bermusyawarah di antara para sahabat untuk 
memecahkan suatu masalah hukum sulit dilaksanakan 
secara ijma’i, sehingga para sahabat tersebut harus 
melakukan ijtihad sendiri untuk menyelesaikan persoalan 
yang dihadapi di daerah di mana mereka berada.  
Sahabat-sahabat nabi yang tersebar di berbagai daerah 
tersebut, secara tidak langsung telah memperkenalkan 
sebuah konsep istinbat hukum yang di kemudian hari 
menjadi corak pemikiran hukum dalam sejarah sosial 
hukum Islam. Umar bin Khattab misalnya, menjadi seorang 
yang dianggap sebagai bapak rasionalisme dalam penalaran 
hukum Islam oleh karena dasar-dasar penetapan hukumnya 
yang berlandaskan pada ilat hukum kemudian dilanjutkan 
oleh Abu Hanifah sebagai penggerak ra’yu dalam mazhab 
fikih. Karakteristik aliran ini adalah sedikit mengunakan 
periwatan hadits, sebagai kompensasinya mereka banyak 
menggunakan ra’yu atau logika dalam menetapkan hukum, 
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hal ini sama sekali bukan berarti mereka mengesampingkan 
hadits nabi sebagai landasan hukum dan mengutamakan 
pendapatnya, mengingat wilayah tempat tinggal mereka di 
Irak yang jauh dari dari pusat periwayatan hadis waktu itu, 
yaitu Madinah, karena itu mereka banyak menggunakan 
analogi atau kiyas dan mencari sebab atau ilat dari sebuah 
masalah, lalu menjadikan sebab tersebut sebagai 
perbandingan bagi penetapan hukum dalam kasus yang 
berbeda dengan sebab yang sama.64 
Demikian halnya dengan corak penalaran yang 
berlandaskan pada hadis yang banyak digunakan oleh Abu 
Bakar, Usman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib 
yang di kemudian hari menjadi menjadi cikal bakalnya 
lahirnya pemikiran hukum yang berlandaskan pada hadis, 
sebagaimana diterapkan oleh Imam Malik bin Anas. 
Dikatakan ahlu hadis oleh karena aliaran ini sangat besar 
sekali perhatiannya terhadap hadis–hadis Rasulullah Saw., 
dimana keputusan-keputusan hukum selalu menyertakan 
hadis-hadis Rasulullah Saw., dan fakta ini tidak 
mengherankan karena aliran ini berpusat di Madinah yang 
pada waktu itu lebih dikenal dengan istilah Madrasah 
Hijaz.65 
2. Generasi Tabi’in Mengajarkan Fikih ke Tabi’ Tabi’in 
Tabi’in adalah pemuka-pemuka fikih yang bertemu dan 
menjadi murid dari para sahabat Rasulullah Saw., mereka 
bergaul dan mempelajari Islam untuk kemudian 
mengajarkan Islam tersebut kepada umat. Setelah 
berakhirnya masa sahabat, maka pemikiran-pemikiran fikih 
 
64Abdullah Haidir, Madzhab Fiqh Kedudukan dan Cara 
Menyikapinya (Riyadh, Dar Khalid bin Al-Waleed for Pub. & Dist, 2004), 
h. 23024. 
65Haidir, Mazhab…, h. 23-25 
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kemudian dilanjutkan oleh tabi’in. Namun banyaknya tabi’in 
yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda, dan di antara 
mereka ada yang telah menerima hadis dari para sahabat 
nabi, lalu mereka menyampaikannya kepada tabi’it-tabi’in 
yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula, 
sebagaimana yang terjadi pada keempat imam mazhab yakni 
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali 
di mana tempat tinggal mereka berbeda-beda, ada yang di 
Hijaz, ada yang di Syam, ada yang di Kufah dan ada yang di 
Mesir.66 
Itulah sebabnya, terkadang sebuah hadis yang sampai 
kepada Imam Maliki belum tentu sampai kepada Imam 
Hanafi, begitu pula sebaliknya hadis yang sampai kepada 
Imam-imam tersebut juga belum tentu sampai kepada Imam 
Syafi’i atau Imam Hanbali. Karena itu masing-masing imam 
tersebut hanya bisa mencatat hadis-hadis yang sampai 
kepadanya, dan dia beramal serta berfatwa dengan hadis-
hadis yang diterimanya saja. Oleh sebab itulah munculnya 
perselisihan pendapat antara imam-imam dalam beberapa 
masalah. Di samping itu tiap-tiap imam tidak mendapatkan 
hadis-hadis yang cukup, maka timbul pula perselisihan 
tentang memahami ayat-ayat Quran yang perlu pada 
penerangan hadis.67 
3. Generasi Tabi’ Tabi’in Memperkenalkan Metode Istinbat 
Hukum  
Sejarah perkembangan mazhab dimulai ketika 
memasuki abad kedua hijriah, saat pemerintahan Islam 
dipegang oleh Daulah Abbasiyyah. Masa Daulah Abbasiyah 
adalah masa keemasan Islam, atau sering disebut dengan 
 
66Abdurrahman, Perbandingan Mazhab (Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2000), h. 9. 
67Abdurrahman, Perbandingan…, h. 10. 
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istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah 
mencapai puncak kemuliaan, baik dalam bidang ekonomi, 
peradaban dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang 
berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan 
banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke 
bahasa Arab. Fenomena ini kemudian yang melahirkan 
cendikiawan-cendikiawan besar yang menghasilkan 
berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan.68 
Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar Bani 
Umayah, sehingga memungkinkan mereka mencapai hasil 
yang lebih banyak, karena landasannya telah dipersiapkan 
oleh Daulah Bani Umayah yang besar.69 Periode ini dalam 
sejarah hukum Islam juga dianggap sebagai periode 
kegemilangan fikih Islam, di mana lahir beberapa mazhab 
fikih yang panji-panjinya dibawa oleh tokoh-tokoh fikih 
agung yang berjasa mengintegrasikan fikih Islam dan 
meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi landasan 
kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang. Sebenarnya 
periode ini adalah kelanjutan periode sebelumnya, karena 
pemikiran-pemikiran di bidang fikih yang diwakili mazhab 
ahli hadis dan ahli rayu merupakan penyebab timbulnya 
mazhab-mazhab fikih, dan mazhab-mazhab inilah yang 
mengaplikasikan pemikiran-pemikiran operasionalnya.70  
Ketika memasuki abad kedua hijriah inilah, adalah era 
kelahiran mazhab-mazhab hukum, dua abad kemudian 
mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga dalam 
 
68Abd. al-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, al-Fikr al-Ushuli (Cet. I; 
Jeddah: Dar al-Syuruq, 1983), h. 48.  
69A. Hasjmy, Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta: PT. Bulan 
Bintang, 1995), h. 210. 
70Ahmad Satori Ismail, Pasang Surut Perkembangan Fikih Islam 
(Cet. I, Jakarta; Pustaka Tarbiatuna 2003), h. 106. 
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masyarakat Islam dengan pola dan karakteristiknya sendiri 
dalam melakukan istinbat hukum. Kelahiran mazhab-
mazhab hukum dengan pola dan karakteristik tersebut, telah 
menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dengan 
beragam produk hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau 
imam mazhab seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, 
Ahmad bin Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan 
kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang 
menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum.71  
4. Munculnya berbagai Persoalan Hukum dalam 
masyarakat  
Hal lain yang menyebabkan lahirnya pemikiran 
mazhab saat itu adalah adanya kasus-kasus yang kompleks 
yang terjadi di suatu daerah di mana kasus tersebut tidak 
terjadi di daerah lain. Di Irak misalnya, Abu Hanifah 
berhadapan langsung dengan kebudayaan Parsi, di Syam 
imam Syafi’i berhadapan dengan adat istiadat dan hukum 
Romawi, sedangkan di Mesir Imam Ahmad berhadapan 
dengan adat istiadat campuran antara Mesir kuno dengan 
Romawi dan di Hijaz, imam Malik berhadapan dengan tradisi 
Ahlu Madinah.  
5. Lahirnya berbagai Metode Istinbat Hukum 
Dalam perjalanannya, para ulama generasi selanjutnya, 
berusaha meniru metodologi mereka dalam berijtihad dan 
mengambil kesimpulan hukum. Mereka lebih mengikuti 
pada prinsip para imam dalam menyimpulkan pendapat, 
ketimbang mengikuti pendapat sang imam. Sehingga 
terbentuklah metodologi menggali kesimpulan dalil yang 
membedakan mereka dengan mazhab yang lainnya. 
Mengingat 4 orang ini yang lebih banyak pengikutnya, 
 
71Munim A. Sirry, Sejarah Fikih Islam (Cet I, Surabaya: Risalah 
Gusti, 1995), h. 61-62. 
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jadilah mazhab 4 imam ini lebih dikenal dibandingkan ulama 
lain yang sezaman dengan mereka. 
Metodologi istinbat hukum dan kaidah-kaidah yang 
dirumuskan oleh para tokoh dan para imam mazhab ini, 
pada awalnya hanya bertujuan untuk memberikan jalan dan 
merupakan langkah-langkah atau upaya dalam memecahkan 
berbagai persoalan hukum yang dihadapi, baik dalam 
memahami nas Alquran dan hadis maupun kasus-kasus 
hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam nas. 
Metodologi istinbat hukum dan kaidah-kaidah fikih 
yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus 
berkembang dan diikuti oleh generasi selanjutnya dan tanpa 
disadari telah menjelma menjadi pedoman hukum dalam 
berfikih. Doktrin hukum ini digunakan untuk menggali 
hukum dari sumbernya yang utama yaitu Alquran dan hadis 
nabi, dengan semakin mengakarnya dan melembaganya 
doktrin pemikiran hukum fikih tersebut, maka perbedaan itu 
menjadi sesuatu yang khas di kalangan ulama dan pengkut 
imam mazhab saat itu.  
Tidak dapat dipungkiri bahwa teori-teori pemikiran 
yang telah dirumuskan oleh masing-masing mazhab tersebut 
merupakan sesuatu yang sangat penting artinya, karena 
pokok-pokok pemikiran hukum tersebut berhubungan 
dengan penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi yang 
sistematis dalam usaha melakukan istinbat hukum. 
Penciptaan pola kerja dan kerangka metodologi tersebut 
inilah yang dalam pemikiran hukum Islam disebut 
dengan usul fikih.72 
 
 
72Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul (Cet. I, Jakarta; Gaya 
Media Pratama, 1999), h. 3. 
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6. Munculnya Ikhtilaf dalam Masyarakat  
Selain faktor-faktor tersebut di atas, persoalan ikhtilaf 
atau perbedaan pendapat di kalangan ulama dan umat Islam 
saat itu turut mendorong lahirnya berbagai pemikiran 
hukum yang pada akhirnya diikuti oleh umat Islam yang 
merasa cocok dengan hasil ijtihad tersebut. Perbedaan 
pendapat tersebut di kalangan berbagai pihak yang sengaja 
memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat 
dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional 
dan yang cenderung berpegang pada zahir nas, antara yang 
mewajibkan mazhab dan yang melarangnya. 
Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh munculnya 
mazhab-mazhab dalam hukum Islam dan hasil ijtihad para 
imam mazhab yang telah banyak dibukukan ulama adalah 
adanya kecenderungan untuk mencari dan menetapkan 
produk-produk ijtihadiyah para mujtahid sebelumnya, 
meskipun mungkin sebagian dari hasil ijtihad mereka sudah 
kurang ataupun tidak sesuai lagi dengan kondisi yang 
dihadapi sekarang.  
Dampak lainnya adalah sikap toleransi bermazhab 
yang semakin menipis di kalangan pengikut-pengikut 
mazhab fikih yang ada, bahkan sering sekali timbul 
persaingan dan permusuhan sebagai akibat dari fanatisme 
mazhab yang berlebihan. Kemudian berkembang pandangan 
bahwa mujtahid hanya boleh melakukan penafsiran kembali 
terhadap hukum-hukum fikih dalam batas-batas yang telah 
ditentukan oleh imam-imam mazhab yang dianutnya. Hal ini 
mengakibatkan kemunduran fikih Islam. Kemunduran fikih 
Islam yang berlangsung sejak pertengahan abad ke-4 sampai 
akhir abad ke-13 H yang dikena dengan periode taklid dan 
penutupan pintu ijtihad terjadi karena sikap dan paham 
yang mengikuti pendapat para ulama mujtahid sebelumnya 
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dianggap sebagai tindakan yang lumrah, bahkan dipandang 
tepat.  
Adanya fanatisme seperti ini mengakibatkan kebekuan 
berpikir dalam persoalan fikih bahkan telah meminbulkan 
sikap taklid atau mengikuti pendapat imam tanpa 
mengetahui dasarnya di kalangan murid imam mazhab. 
Terlebih setelah munculnya gerakan pembukuan terhadap 
pemikiran-pemikiran masing-masing imam mazhab, tetapi 
tidak dapat dipungkiri bahwa pembukan pemikiran imam 
mazhab tersebut telah memudahkan orang untuk memilih 
pendapat suatu mazhab dan menjadikan buku itu sebagai 
rujukan bagi masing-masing mazhab, sehingga aktivitas 
ijtihad terhenti.  
Perbedaan pendapat di kalangan umat Islam saat itu 
turut menjadi pendorong berkembangnya pemikiran 
mazhab di mana pemikiran imam mazhab terhadap suartu 
masalah kemudian diperkenalkan oleh para murid imam 
amzhab tersebut. Perbedan pendapat antara mazhab banyak 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor periwayatan 
maupun faktor kemampaun memahami suatu nas. 
Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fikih al-Islami wa 
Adillatuhu menjelaskan hal-hal yang menyebabkan 
terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu;73 
a. Perbedaan terhadap makna lafadz-lafadz arab. 
Kadangkala nas-nas Alquran maupun hadis nabi ada yang  
bermakna mujmal atau bermakna umum, ada yang 
berbentuk musytarak atau kata yang memiliki banyak 
makna, dan kadang-kadang ada lafaz nas yang berbentuk 
hakiki dan majazi, dan ada pula perbedaan-perbedaan 
 
73Wahbah az- Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Vol. 1 
(Damaskus, Dar al-Fikr, 2009), h. 77-78. 
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yang berhubungan dengan aspek kebahasaan, sehingga 
memberikan peluang terjadinya perbedaan pendapat di 
kalangan ulama. 
b. Faktor-faktor yang menyangkut periwayatan hadits 
Sebagian besar perbedaan pendapat yang terjadi di 
kalangan ulama karena hadit yang diperselisihkan 
keshahihannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa 
hadits ini shahih, dan sebagian yang lain mengatakan 
bahwa hadis ini dhaif, jika para ulama masih 
memperselisihkan keshahihan hadis tersebut akan 
menjadi celah terjadinya perbedaan pendapat oleh ulama 
akan berbeda dalam menyimpulkan suatu hukum terkait 
dengan kandungan hadis yang diperselisihkan akan 
keshahihannya tersebut. 
c. Perbedaan Sumber Hukum 
Alquran dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam 
istinbat hukum fikih adalah dasar yang dijadikan 
sandaran dalam menyimpulkan sebuah hukum syar’i, 
seperti istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, sadd 
dzari’ah, qaul Ahlu Madinah atau pendapat sahabat yang 
tinggal di Madinah yang masih diperselisihkan apakah 
bisa dijadikan dalil atau tidak. 
d. Faktor-faktor yang menyangkut kaidah-kaidah ushuliyah, 
seperti kaidah umum, kaidah khusus dan lain-lain.  
e. Berijtihad dengan kiyas. 
f. Adanya Ta’arudh adillah atau dua dalil yang bertentangan 
dan tarjih atau enguatkan di antara dalil-dalil. 
Di samping faktor-faktor di atas itu, pengaruh turun 
temurun dari ulama-ulama yang hidup sebelumnya telah 
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mendorong timbulnya mazhab fikih, diantaranya faktor-
faktor yang mendorong pemikiran mazhabm yaitu:74 
a. Karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam 
sehingga hukum Islam menghadapi berbagai macam 
masyarakat yang berbeda-beda tradisinya. 
b. Munculnya ulama-ulama besar pendiri mazhab-mazhab 
fikih berusaha menyebarluaskan pemahamannya dengan 
mendirikan pusat-pusat studi tentang fikih, yang diberi 
nama  al-Mazhab  atau  al-Madrasah  yang diterjemahkan 
oleh bangsa Barat menjadi school, kemudian usaha 
tersebut dijadikan oleh murid-muridnya. 
c. Adanya kecenderungan masyarakat Islam ketika memilih 
salah satu pendapat dari ulama-ulama mazhab ketika 
menghadapi masalah hukum. Sehingga pemerintah 
(khalifah) merasa perlu menegakkan hukum Islam dalam 
pemerintahannya. 
d. Permasalahan politik, perbedaan pendapat di kalangan 
muslim awal tentang masalah politik seperti 
pengangkatan khalifah-khalifah dari suku apa, ikut 
memberikan saham bagi munculnya berbagai mazhab 
hukum Islam. 
Mengacu pada beberapa faktor yang telah dikemukan 
di atas, maka secara umum dapat ditegaskan bawa faktor 
lain lahirnya pemikiran mazhab adalah adanya perhatian 
yang besar para ulama dan imam mujtahid yang selalu 
berinteraksi dengan sumber–sumber hukum Islam,75 dari 
intensitas yang tinggi itu lahirlah pengikut masing–masing 
mujtahid tersebut yang berawal dari murid–murid yang 
berguru langsung kepadanya, hingga akhirnya terjalin 
 
74Mahjuddin, Ilmu Fikih (Jember: GBI Pasuruan, 1991), h. 111. 
75Abdullah Haidir, Mazhab Fikih… h. 32. 
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komunikasi dan terbangun komunitas dari masing –masing 
pengikut setiap imam. Untuk mempertegas identitas 
komnunitas di antara mereka, maka mereka menyebut diri 
mereka sebagai pengikut mazhab tertentu. Selanjutnya 
mereka menyusun kitab–kitab khusus untuk menguatkan 
mazhab mereka, sehingga tidaklah berlebihan kalau 
dikatakan murid–murid imam mazhablah yang sebenarnya 
berupaya dan bersungguh-sungguh memperkenalkan 
pemikiran para mujtahid tersebut, sehingga lambat laun 
mengkristal menjadi sebuah madzhab.76 
D. Perkembangan Terminologi Mazhab 
Awal mula munculnya pemikiran bermazhab dalam 
masyarakat Islam adalah ketika Nabi Saw., wafat, 
menyebabkan sebagian dari sahabatnya pergi dan berpencar 
ke beberapa wilayah atau negeri dengan maksud untuk 
menyiarkan agama Islam, kesempatan ini menjadi 
momentum penyebaran pemikiran-pemikiran para sahabat 
yang kemudian dikenal sebagai mazhab. Dalam sejarah 
perkembangan terminologi mazhab, dikenal beberapa istilah 
dari terminologi mazhab tersebut, antara lain mazhab 
sahabat, mazhab imam mujtahid, mazhab tabi’in dan mazhab 
kontemporer. 
Namun demikian sebenarnya benih-benih mazhab 
telah dimulai sejak abad pertama Hijriah, yakni di masa para 
sahabat, terdapat beberapa sahabat yang menonjol di dalam 
urusan fikih, antara lain adalah; Ummul Mu'minin Aisyah, 
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas’ud. 
1. Mazhab Sahabat 
Muhammad Ajjaj al-Khatib ahli hadis berkebangsaan 
Syiria, dalam karyanya “Ushul al-Hadis” mengatakan bahwa 
 
76Abdullah Haidir, Madzhab…, h. 34-35. 
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yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim 
yang hidup bergaul dengan Rasulullah Saw., dalam waktu 
yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasulullah Saw., 
seperti Umar ibn Khattab, ‘Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin 
Tsabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Aisyah, dan ‘Ali bin 
Abi Thalib. Mereka ini adalah di antara para sahabat yang 
banyak berfatwa tentang hukum Islam. Yang dimaksud 
dengan mazhab shahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah 
Saw., tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak 
dijelaskan secara tegas dalam Alquran dan 
sunnah Rasulullah.77 
Para ulama membagi qaul al-Shahabi ke dalam 
beberapa macam, di antaranya.78 
a. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk 
objek ijtihad. Dalam hal ini para ulama semuanya sepakat 
bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah. Karena 
kemungkinan mendengar langsung dari Nabi Saw., sangat 
besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini termasuk 
dalam kategori al-Sunnah, meskipun perkataan ini adalah 
hadits mauquf. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam as-
Sarkhasi dan beliau memberikan contoh perkataan 
sahabat dalam hal-hal yang tidak bisa dijadikan 
objek ijtihad seperti, perkataan Ali bahwa jumlah mahar 
yang terkecil adalah sepuluh dirham, perkataan Anas 
bahwa paling sedikit haid seorang wanita adalah tiga hari 
sedangkan paling banyak adalah sepuluh hari. 
 
77Satria Effendi M. Zein, Usul Fikih. Ed. 1 (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 
2008), h.169. 
78Abdul Karim Zaedan, Al-Wajiz Fi Usul Fikih (Beirut: Muassasah 




b. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. 
Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena 
masuk dalam kategori ijma’. 
c. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat 
yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang 
mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal inipun bisa 
dijadikan hujjah, karena ini merupakan ijma’ sukuti, bagi 
mereka yang berpandapat bahwa ijma’ sukuti bisa 
dijadikan hujjah. 
d. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya 
atau ijtihadnya sendiri. Qaul al-Shahabi yang seperti 
inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama 
mengenai keabsahannya sebagai hujjah dalam fikih Islam. 
Adapun Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar 
menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul 
al-Shahabi ini, di antaranya: 
a. Perkataan Khulafa ar-Rasyidin dalam sebuah 
permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk 
menjadikannya hujjah. Sebagaimana diterangkan dalam 
sebuah hadits, ”Hendaklah” kalian mengikuti sunnahku 
dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin setelahku, 
sebagaiman disebut dalam hadis berikut; 
بب     ن  َع َ اَن عببَ بب ن  َمعبب  بب ن  يَز يببَ  حببَ َبم  َخ لبب     و ع   بببَ َُبََ   م  َأخبب  بب و َع صبب  َُبََ  َأ َأخبب 
ب ن  سبَ ع يََ  قبَ  ب   َِ ر و عبَن  عب ر  ل ى اّلل   الر مح َن  ب ن  َعمب  و  اّلل   صبَ ل ى لَنَب  َعسب   َ  صبَ
ون   ر  ُث   َوَع َنببببَ  َمو ع  ببببَ   بَل يغببببَ   َذعَفببببَ   م نب هببببَ  ال ع يبببب  اَلَة ال َفجبببب  ل َم صببببَ ه  َوسببببَ َعَليبببب 
َود    َفَأو صب   وَ  اّلل   َكَأنب َ  َمو ع  َب   مب  لَب   م نب هبَ  ال ق لب وف  فَبقبَ َ  قَ  ب    َي َعسب  َن  َوَوج 
ن   ِي  فَ  نب ه  مبَ ا َحَبشب  ب    ع  َوالر  عبَ   َوإ ن  كبَ َن َع م  َو  اّلل   َوالسب  يك م  ب تَبقب  فَبَق َ  أ وص 
ن    اۡل  َلفبببَ ء   ن    َوسبببَ ي ك م  ب سببب  ي ا فَبَعلبببَ ببب  ت اَلفببب   َك َيَ  اخ  َبعببب   ي َفسبببَ ن ك م   ِ  مببب  يَعببب 
وا َعلَ  َ َكت  فببَ  ن  كبب    الر اشبب   يَن ال َمهبب   ي  َي َعَبب  م  َوال م حبب  كبب  ب  َوإ ي  لنب َواجبب   ِ يب هببَ  
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عبَ    م  َوُمب  َ َكت  ال  مب وع  فَب  ن  كب    ب    كب  ر ة  َوإ ي  م  مبَ ب و َع صب  عبَ   و قَب َ  َأ َب   ب    ُم  َ 
 79.ََاَلَل  
Artinya: 
Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim telah 
mengabarkan kepada kami Tsaur bin Yazid telah 
menceritakan kepadaku Khalid bin Ma'dan dari Abdur 
Rahman bin 'Amr dari 'Irbadl bin Sariah ia berkata; " 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat subuh 
bersama kami, kemudian beliau memberikan wejangan 
dengan wejangan yang sangat dalam hingga air mata 
(kami) bercucuran dan bergetarlah hati- hati (kami), 
kemudian seseorang bertanya; " wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam seakan-akan wejangan ini 
adalah wejangan penutup (yang engkau berikan), 
maka berikanlah kami wasiat. Lalu Beliau berkata: " 
Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada 
Allah Subhaanallahu wa Ta'ala dan selalu mendengar 
dan ta'at (kepada para pemimpin), meskipun ia 
seorang budak dari Habasyah, sesungguhnya barang 
siapa di antara kalian yang hidup setelahku niscaya ia 
melihat perbedaan yang banyak, maka kalian harus 
mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa`urrasyidin 
yang lurus, gigitlah dengan gigi geraham kalian 
(peganglah dengan teguh), berhati-hatilah dengan 
segala sesuatu yang baru (perkara bid`ah), karena 
sesuatu yang baru itu bid`ah". Abu 'Ashim berkata: 
"Hendaklah kalian berhati-hati terhadap perkara-
perkara yang baru (dalam agama), karena setiap 
bid`ah itu sesat". 
b. Perkataan seorang sahabat yang berlandaskan 
pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. 
Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa 
 
 79Lihat Lidya Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadis-Mozilla 
Firefox. Sumber ad-Darimi, bab mengikuti Sunnah, hadis 95. 
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perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Akan 
tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan 
Ushuliyyin dan fuqaha mengharuskan untuk mengambil 
perkataan satu sahabat. 
Pendapat sahabat tidak menjadi hujjah atas sahabat 
lainnya. Hal ini telah disepakati. Namun yang masih 
diperselisihkan ialah, apakah pendapat sahabat bisa 
menjadi hujjah atas tabi’in dan orang-orang setelah tabi’in. 
Ulama ushul mengemukakan tiga pendapat terkait masalah 
ini, di antaranya adalah:80 
a. Pendapat mengatakan bahwa mazhab Sahabat (qaulu 
shahabi) dapat menjadi hujah. Pendapat ini berasal dari 
Imam Maliki, Abu bakar ar-Razi, Abu Said shahabat Imam 
Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi’i dalam 
mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad Bin 
Hanbal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah 
firman Allah dalam QS. Ali-Imran/3:110. 
ر   ن  ٱۡلم نكبببَ ۡوَن عبببَ هبببَ
ٱۡلَمۡعر ون  َوتَبنبۡ ببب  ر وَن  مببب 
ۡ
َ  َر ۡ  ل لنببب   ۡيَ أ مببب    أ ۡخر جبببَ ك نبببت ۡم خبببَ
ۡو َءا ٱّلل  ِۗ َولببببَ بببب  وَن  نبببب  وَن َوتب ۡؤم  نبببب  ه م  ٱۡلم ۡؤم 
نبۡ مِّۚ مبببب   ۡيا مبببب      ٱۡلك تببببََٰ  َلكببببَ َن خببببَ
َن أَهببببۡ مببببَ
ق وَن   س  َبر ه م  ٱۡلفََٰ  َوَأۡك
Terjemahnya; 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. 
 
80Khairul Umam, dkk, Usul Fikih I (Cet. 2; Bandung: Pustaka Setia, 
2000), h. 182. 
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   Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-
sahabat agar mereka menganjurkan perbuatan ma’ruf. 
Sedangkan perbuatan ma’ruf adalah wajib, karena itu 
pendapat para sahabat wajib diterima karena mereka para 
sahabat bagaikan bintang-bintang siapa saja di antara 
mereka yang kamu ikuti pasti engkau mendapat petunjuk. 
Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw., menjadikan 
sahabatnya sebagai panutan karena para sahabat-Nya telah 
memperoleh petunjuk dari Allah Swt.,. Hal ini menunjukkan 
bahwa tiap-tiap pendapat dari mereka itu adalah hujjah dan 
wajib kita terima/amalkan. 
Salah satu pendapat mengatakan bahwa mazhab 
sahabat (qaul shahabi) secara mutlak tidak dapat 
menjadi hujjah atau dasar hukum. Pendapat ini 
dikemukakan oleh sekolompok jumhur Asya’iyah 
dan Mu’tazilah, termasuk Imam Syafi’i dalam qaul jadidnya 
dan Abu Hasan al-Kharha dari golongan Hanafiyah.81 Mereka 
beralasan dengan firma Allah dalam Q.S. al-Hasyr /59: 2. 
ر ِّۚ مبَ  ظََننبت ۡم 
َو    ٱۡۡلَشبۡ ه َو ٱل ب ٓي َأۡخرََج ٱل ب يَن َكَفر وا  م ۡن أَۡه  ٱۡلك تََٰ  م ن د يبََٰر ه ۡم ل 
 َوظَنب ٓوا  َأن  م م  ن َعتب ه ۡم ح ص ون  م م  َن ٱّلل   
ِۖ
ر ج وا 
 َأن ََيۡ
ِۖ
ب وا  َتس 
ه م  ٱّلل   م ۡن َحۡيث  ََلۡ ََيۡ  َفأَتَىبَٰ
ۡؤم ن َي فَبٱۡعَتُب  وا  َيََٰٓ و ِل     ي ٱۡلمب 
َيبۡ  يه ۡم َوأَيبۡ ب يب وَه م ِب  ر ب وَن 
ۡ َوَقَبَن ِف  قب ل وِب  م  ٱلر ۡعَ ِّۚ َي 
ر     ٱۡلَۡبصََٰ
Terjemahnya; 
Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara 
ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat 
pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, 
bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, 
bahwa benteng-benteng mereka dapat 
mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka 
 
81Khairul Umam…, h. 183. 
47 
 
Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari 
arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah 
melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka 
memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan 
mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka 
ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai 
orang-orang yang mempunyai wawasan. 
 Maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah Swt., 
menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai pikiran 
untuk mengambil pelajaran atau i’tibar. I’tibar yang 
dimaksud dalam ayat ini adalah kiyas dan ijtihad, sedangkan 
posisi seorang mujtahid yang berijtihad sama saja 
apakah mujtahid itu sahabat atau bukan sahabat. 
Ulama Hanafiyah, Imam Malik, dan qaul qadim Imam 
Syafi’i serta pendapat yang kuat dari Imam Ahmad bin 
Hanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu 
menjadi hujjah dan apabila pendapat sahabat bertentangan 
dengan kiyas maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan 
yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Q.S at-
Taubah/9: 100. 
ر يَن َوٱۡلَنَص ع  َوٱل ب ينَ  ج  ب ق وَن ٱۡلَو ل وَن م َن ٱۡلم هََٰ َم ٱّلل    َوٱلس َٰ ب  ن عَ  َبعب وه م إ  ۡحسبََٰ ٱتب 
لبب َك  بَب اِّۚ ذََٰ لبب   يَن ف يهببَ ٓ َأ ر  خََٰ ََٰ
تَبهببَ  ٱۡلَنببۡ
ر ي َنۡ ۡ ه  َوأَعببَ  مببَ ۡم َجنبب َٰ  ِببَ
وا  َعنببۡ بب  ه ۡم َوعََ
نبۡ عببَ
 ٱۡلَفۡو   ٱۡلَع  يم   
Terjemahnya; 
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, 
Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha 
kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 
surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 
selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah 
kemenangan yang besar. 
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Menurut mereka, Allah Swt., secara jelas memuji para 
sahabat karena merekalah yang pertama kali masuk Islam.82 
Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 
Imran bin Hushain yang berbunyi: “sebaik-baik kamu 
(adalah yang hidup pada) masaku, kemudian generasi 
berikutnya, kemudian generasi berikutnya”.83 
َن  ببب  َ َم  عببب    َ هببب  َرَة  َ  ن  أَْ  َجبببَ  ع َب   عبببَ َُبََ  شببب  ر  َأخببب  َبَن  الن َببب  َح َّ  حبببَ  حبببَ َبم  إ سببب 
َراَن ب َن ح صبَي   عَ  ََر  ف   َ ع    ع م  و  م  َم اّلل   َعنب ه مبَ  يَبقب  ل ى  َب  و  اّلل   صبَ قَب َ  َعسب 
َران  فبَ  ي   أ مب    قببَر ُث  ُث   الب ب يَن يَبلب وَن م  ُث   الب ب يَن يَبلب وَن م  قَب َ  ع مب  اَل اّلل   َعَلي ه  َوَسل َم خبَ
اَلك  ُث   إ ن  بببببببَ ر َني   أَو   ه  قببببببببَ َ  قَبر نببببببب  َبعببببببب  َر  َه  وَن َوََل أَد ع ي أَذَكبببببببَ َبعببببببب  َك م  قَبو مببببببب   َيشببببببب   
َمن   َه  وَن َوََي ون وَن َوََل يب ؤ َتَن وَن َويَبن ب ع وَن َوََل يَبف وَن َوَي َهر  ف يه م  الس   َتش   .84ي س 
Artinya: 
Telah bercerita kepadaku Ishaq telah bercerita kepada 
kami an-Nadlar telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Jamrah, aku mendengar Zahdam bin 
Mudlarrib, aku mendengar 'Imran bin Hushain 
radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik ummatku 
adalah yang orang-orang hidup pada zamanku 
(generasiku) kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka". 'Imran berkata; "Aku tidak tahu 
apakah setelah menyebut generasi beliau, beliau 
menyebut lagi dua generasi atau tiga generasi 
setelahnya." "Kemudian akan datang setelah kalian 
suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak 
 
82Khairul Umam…, h. 184-185. 
83Abd. Rahman Dahlan, Usul Fikih (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), 
h. 225. 
 84Lihat Lidya Pustaka i-software Kitab 9 Imam Hadis-Mozilla 
Firefox. Sumber:  Bukhari, Kitab: Prilaku budi Pekerti yang terpuji, Bab: 
Keutamaan Sahabat Nabi Saw., hadis 3377. 
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diminta bersaksi dan mereka suka berkhiyanat 
(sehingga) tidak dipercaya, mereka memberi 
peringatan padahal tidak diminta memberi fatwa dan 
nampak dari ciri mereka berbadan gemuk-gemuk".   
Secara logika, pendapat sahabat dijadikan hujjah 
oleh karena terdapat kemungkinan bahwa pendapat meraka 
itu berasal dari Rasulullah. Selain itu, para sahabat sangat 
dekat dengan Rasulullah dalam waktu yang lama, hal ini 
memberikan pengalaman yang sangat luas kepada mereka 
dalam memahami ruh syariat dan tujuan-tujuan 
persyariatan hukum syara’. Dengan bergaul dengan 
Rasulullah berarti mereka merupakan murid-murid 
langsung dari beliau dalam menetapkan hukum, sehingga 
diyakini pendapat mereka lebih mendekati kebenaran. Oleh 
karena itu, jika pendapat mereka bertentangan 
dengan kiyas, maka sangat mungkin ada landasan hadis yang 
mereka gunakan untuk itu. Sebagaimana diketahui, mereka 
adalah generasi terbaik (memiliki sifatal-‘Adalah), yang 
sangat sulit diterima menurut kebiasaan jika melahirkan 
pendapat syara’tanpa alasan, sebab hal itu terlarang 
menurut syara’.85 
 Kemudian Imam Ibnu Qayyim di dalam 
kitabnya I’lamul Muwaqqi’in”  berkata bahwa fatwa sahabat 
tidak keluar dari enam hal, yaitu; 1) Fatwa yang didengar 
sahabat dari nabi, 2) Fatwa yang didasarkan dari orang yang 
mendengar dari nabi, 3) Fatwa yang didasarkan atas 
pemahamannya terhadap  Alquran, 4) Fatwa yang disepakati 
oleh tokoh sahabat sampai kepada kita melalui salah 
seorang sahabat, 5) Fatwa yang didasarkan kepada 
kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah 
lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan nabi dan 
maksud-maksudnya. Kelima hal ini merupakan hujjah yang 
 
85Dahlan, Usul…, h. 228. 
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wajib diikuti, 6) Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang 
tidak datang dari nabi dan ternyata pemahamannya salah, 
maka hal ini tidak jadi hujjah.86 
Para Imam mazhab yang empat sepakat 
menjadikan qaul shahabi sebagai rujukan atas masalah-
masalah yang bukan merupakan wilayah ijtihad, sebab 
dalam masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah 
ijtihad, qaul shahabi dipandang berkedudukan sebagai al-
khabar at-tawqifi (informasi keagamaan yang diterima 
tanpa reserve) yang bersumber dari Rasulullah.87 
2. Mazhab Tabi’in 
Setelah masa khulafaurrasyidin datanglah masa 
sahabat yunior dan tabi’in senior, fase ini setelah Muawiyah 
berhasil menyatukan negeri-negeri kaum muslimin 
seluruhnya. Ditandai dengan  Al-Hasan bin Ali menyerahkan 
urusan kaum muslimin kepada Muawiyah di tahun 41 H, 
yang dinamakan dengan amm al-jamaah,88 mereka 
(sahabat) kemudian mengajarkan kepada para tabi’in dari 
generasi awal yang kemudian menjadi tokoh-tokoh terkenal 
di kalangan tabi’in (Kibaruttabi’in), fase ini kekuasaan Islam 
semakin luas, namun demikian kaum muslimin saat itu tidak 
kekurangan ulama yang terdiri dari kalangan tabi’in yang 
telah berguru dari para sahabat, sehingga tidak ada satupun 
kota yang dikuasai Islam waktu itu kecuali padanya terdapat 
mufti dan para fuqaha yang mengajarkan agama dan 
memberikan fatwa-fatwa tentang agama Islam.89 
 
86Jazuli, dkk, Usul Fikih Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2000), h. 212-213. 
87Dahlan, Usul., h. 226.  
88Manna’ Qaththan, Tarikh at-Tasyri al-Islami, (Beirut, Muassasatu 
ar-Risalah, 1997), h. 193. 
89Abdullah Haidir, Mazhab Fikih… h. 20 
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Yang menarik dari fase ini adalah adanya polarisasi 
atau corak dan pendekatan dalam penetapan hukum yang 
pada akhirnya akan berpengaruh pula pada generasi 
berikutnya, maka dikenallah pada fase ini dua aliran yang 
memiliki karekteristiknya masing-masing. Aliran pertama 
dikenal sebagai “Madrasah ahlu hadits” dari madrasah ini 
lahir tiga mazhab yang terkenal (Mazhab Maliki, Syafi’i, dan 
Hambali), sedangkan aliran yang kedua dikenal sebagai 
madrasah ahlu ra’yi, madrasah ini melahirkan ulama dari 
kalangan tabi’in, di antaranya Alqamah, an-Nakha’i, Syuraih 
bin al-Harits al-Kindi, Sa’id bin Jubair, Hammad bin Abi 
Salman, dan kemudian dari madrasah ini nantinya muncul 
pendiri Mazhab Hanafi.90 
3. Mazhab Tabi’ Tabi’in 
Tokoh-tokoh mazhab di masa tabi’in antara lain adalah 
Said bin Musayyab (W. 94 H), Abu Bakar bin Abdurrahman 
(W. 95 H). Namun saat itu belum dikenal istilah mazhab, 
istilah mazhab baru mengalami perkembangan pesat sekitar 
abad ke-2 hingga ke-4 H, dan dalam periode inilah tampil 
tokoh-tokoh mujtahid yang paling berpengaruh dalam 
perkembangan fikih, selanjutnya mereka dikenal sebagai 
pendiri Mazhab Hanafi yang didirkan oleh Abu Hanifah an-
Nu’man bin Tsabit (80 H-150 H), Mazhab Maliki yang 
didirkan oleh Imam Malik bin Anas (93 H-179 H), Mazhab 
Syafi’i yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Iddris as-
Syafi’i (150 H-204 H) dan Mazhab Hambali yang didirikan 
oleh Imam Ahmad bin Hambal (164 H- 241 H). Keempat 





90Abdullah Haidir…., h. 23-24. 
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a. Mazhab Abu Hanifah 
 Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua 
diantara empat mazhab ahli sunnah wal jama’ah yang 
populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam Besar Abu 
Hanifah An-Nu’man bin Tsabit bin Zutha At-Tamimy, lahir di 
kuffah tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 
H.91Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam 
arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang 
yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam 
memberikan suatu keputusan bagi suatu masalah atau 
peristiwa yang dihadapi.92 Karena ia seorang yang berakhlak 
atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang 
hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia 
mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa 
itu, sehingga  beliau telah berhasil menyandang jabatan atau 
gelar yang tertinggi yaitu, Imam Besar (Al Imam Al-‘Adham) 
 atau ketua agung.93 
Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada zaman 
Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasyiah. Selama 
hidupnya ia melakukan ibadah haji lima puluh lima kali. 
Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena di antara putranya 
ada yang bernama Hanifah. Selain itu, menurut riwayat lain 
beliau bergelar Abu Hanifah, karena beliau begitu taat 
beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab 
"haniif” yang artinya condong atau cenderung kepada yang 
benar. Menurut riwayat lain, beliau diberi gelar Abu Hanifah, 
 
91Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ (Jakarta: Hamzah, 2015),    
h. 172. 
92Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab 
(Jakarta, Hamzah, 2011), h.12. 
93Asy-Syurbasi..., h. 12. 
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karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan 
tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.94 
Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, 
atas anjuran al-Sya’bi ia kemudian menjadi pengembang 
ilmu. Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama aliran Irak 
(ra’yu). Semua ilmu yang di pelajari bertalian dengan 
keagamaan. Mula-mula beliau mempelajari hukum agama, 
kemudian ilmu kalam. Akan tetapi, difokuskan kepada 
masalah fikih saja, tanpa mengecilkan arti ilmu yang lain, 
dan Abu Hanifah sendiri memang sangat tertarik 
mempelajari ilmu fikih yang merangkum berbagai aspek 
kehidupan. Beliau berguru dengan seorang ulama 
terkemuka pada zamannya, yaitu Hammad bin Sulaiman 
yang merupakan guru paling senior bagi Imam Abu Hanifah 
dan banyak memberikan pengaruh dalam membangun 
mazhab fikihnya. Imam Abu Hanifah juga belajar 
dari tabi’in seperti ‘Atha’ bin Abi Rabah, dan Nafi’ 
pembantunya Ibnu Umar.95  
Seperti dijelaskan sebelumnya Bahwa Mazhab Abu 
Hanifah merupakan salah satu dari empat mazhab besar 
dalam Islam, sebagaian dari orang Islam menganggap bahwa 
Mazhab Abu Hanifah adalah mazhab yang baru serta lain 
dari mazhab-mazhab lainnya. Ada sebagian orang yang 
merendahkan Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa Abu 
hanifah sebenarnya belum sampai pada taraf atau pangkat 
berijtihad tentang hukum bahkan Abu Hanifah hanya 
dianggap sebagai pengikut kepada orang lain saja.96 
Terlepas dai penilaian tersebut di atas, salah seorang 
orientalis dari Inggris yang bernama Juimble mengakui 
 
94Asy-Syurbasi…, h. 12. 
95Ash-Syurbasi…, h. 17.  
96Ash-Syurbasi…, h. 33. 
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kedudukan Abu Hanifah dalam bidang fikih, ia mengatakan 
bahwa Abu Hanifah dalam mengkaji kaidah pelajaran fikih 
berdasarkan pada kiyas dan ini adalah salah satu cara 
mendapatkan hukum-hukum dalam Islam. Orientalis lain, 
seperti Edward Sakhau dan Gold Tasihar juga mengakui 
pendapat Abu Hanifah dengan mengatakan bahwa Abu 
Hanifah adalah pemimpin para ahli pikir dan beliau telah 
mengkaji kaidah ilmu fikih dengan sempurna dan di zaman 
Abu Hanifah telah lahir satu pengenalan cara atau sistem 
ilmu fikih Islam yang berdasarkan pada ilmu kiyas.97 
Sebagaimana diketahui bahwa suasana kehidupan di 
Irak telah dipenuhi dengan bermacam-macam mazhab, 
dipenuhi dengan kehidupan kemewahan, maka tidak 
mengherankan jika lahir suatu gagasan yang berusaha 
menyatukan hidup modern dengan nas-nas agama. Keadaan 
seperti inilah yang menyebabkan timbulnya satu cara untuk 
mencari jalan agar mengemukakan di antara apa yang 
sedang terjadi dalam masyarakat dan ans-nas hukum 
agama.98 
Pelajaran yang menyatukan di antara dua perkara 
tersebut lahir di kalangan ulama Kufah, juga di madrasah 
Abu Hanifah. Ada yang berpendapat bahwa sebab pertama 
yang mencetuskan pelajaran tersebut ialah karena sebagian 
dari para ulama Irak banyak yang mengadakan hubungan 
dengan pemimpin-pemimpin dan raja-raja ingin 
mendapatkan persetujuan dari ulama-ulama dalam masalah 
yang sedang berlaku di dalam negeri. Orang yang mua-mula 
mengadakan pelajaran seperti ini ialah Abu Yusuf, sahabat 
 
97Ash-Syurbasi…, h. 33.  
98Ash-Syurbasi…, h. 34.   
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Abu Hanifah yang pernah menajdi qadhi pada masa 
peerintahan Harun al-Rasyid.99 
 Sebenarnya Abu Hanifah tidak pernah menulis sebuah 
kitab dalam masalah pelajaran ini, kalau ada kitab-kitab 
pelajaran ini hanya ditulis oleh murid-muridnya, seperti 
Muhammad bin al-Hasan.100 Kemudian murid-murid Abu 
Hanifah yang lain di Madrasah Kufah yang telah 
membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia 
Islam antara lain adalah Abu Yusuf Ya’cub ibn Ibrahim al-
Anshary, Muhammad ibn Hasan al-Syaibany, Zufar ibn 
Huzail ibn al-Kufy dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lu’iy. Dari 
keempat murid tersebut yang yang banyak menyusun buah 
pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibani yang 
terkenal dengan al-kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu; 
a) Kitab al-Mabsuth, b) Kitab al-Ziyadat, c) Kitab al-Jami’ as-
Shagir, d) Kitab Jami’ al-Kabir, e) Kitab al-Sair al-Shagir dan 
f) Kitab al-Sair al-Kabir.101          
Adapun sumber hukum ijtihad yang pokok Abu 
Hanifah yaitu apabila tidak terdapat dalam Alquran, ia 
merujuk pada sunnah Rasul dan atsar yang shahih yang 
diriwayatkan oleh orang-orang yang tsiqah. Dan bila tidak 
mendapatkan pada keduanya, maka ia akan merujuk 
pada qaul sahabat, dan apabila sahabat ikhtilaf, maka ia akan 
mengambil pendapat dari sahabat manapun yang 
ia  kehendaki. Dalam hal ini, Abu Hanifah telah berkata: “Jika 
kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dari Alquran 
dan hadist, maka kami mempergunakan fatwa-fatwa 
sahabat. Pendapat para sahabat tersebut, ada yang diambil, 
 
99Ash-Syurbasi…, h. 35.   
100Ash-Syurbasi…, h. 35. 
101Ash-Syurbasi…, h. 18.  
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ada pula yang kami tinggalkan. Akan tetapi kami tidak akan 
beralih dari pendapat mereka kepada selain mereka.”102 
b. Mazhab Imam Malik  
Imam Maliki adalah imam yang kedua dari imam 
empat dalam Islam. Imam Malik dilahirkan 13 tahun setelah 
kelahiran Abu Hanifah. Imam Malik ialah seorang imam dari 
kota Madinah. Bagi penduduk Hijaz, Imam Malik adalah 
seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan 
juga yang terakhir bagi fukaha Madinah. Imam Malik 
berumur hampir 90 tahun, semasa hidupnya ia pernah 
menjadi pejuang agama dan umat Islam.103 
Nama lengkap Imam Malik adalah Abu ‘Amir ibn al-
Harits. Imam Malik dilahirkan pada zaman Pemerintahan al-
Walid bin Abdullah Malik al-Umawwiy, di daerah Hijaz pada 
Tahun 93 H/12 M, ada riwayat yang mengatakan bahwa 
Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama 
dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga 
tahun.104Imam Malik wafat pada hari Ahad, pada tanggal 12 
Rabi’ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa 
pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid. Zaman 
hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman Abu Hanifah, 
dan semasa hidup Imam Malik mengalami dua corak 
pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah di mana terjadi 
perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut.105 
Imam Malik dianggap sebagai pemimpin atau imam 
dalam ilmu hadis karena sandaran-sandaran sanad yang 
dibawa oleh Imam Malik termasuk salah satu dan sandaran 
 
102Abu Zahrah, Usul…, h. 332-334. 
103Ash-Syurbasi, Sejarah…, h. 72.  
104Ash-Syurbasi…, h. 72. 
 105Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab 
(Jakarta: Logos,1997), h. 102-104, 
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yang terbaik dan benar, Imam Malik sangat berhati-hati 
dalam mengambil hadis-hadis Rasulullah Saw.,, Imam Malik 
dipercaya sebagai orang yang dipercaya adil dan kuat 
ingatannya, cermat serta haluis dalam memilih rawi. Imam 
Malik sangat menghormati hadis-hadis Rasulullah Saw., jika 
ia ditanya tentang suatu masalah yang berhubungan dengan 
hadis, ia terlebih dahulu madi dan memakai pakaian yang 
bersih dan wangi-wangian serta memakai surban sebagai 
penghormatan terhadap Rasulullah Saw.,106 
Sekalipun Imam Malik telah menjadi seorang alimdan 
seorang maha guru namun ia tidak berhenti untuk belajar 
bahkan beliau tetap mengadakan pertemuan-pertemuan 
dengan golongan ulama dan fukaha yang datang ke Madinah 
untuk mendiskusikan berbagai ilmu pengetahuan. Dalam 
sejarah hidupnya, Imam Malik hanya sekali meninggalkan 
kota Madinah kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah 
haji. Amalan ahlu Madinah begitu besar pengaruhnya 
sampai-sampai khabar ahad dapat diterima oleh beliau jika 
tidak bertentangan dengan amalan ahlu Madinah, atau 
dikuatkan oleh dalil lain yang qath’iy tetapi dalam sisi lain ia 
juga menggunakan mashlahah mursalah dan istihsan 
sebagai sumber hukum.107 
Salah satu karya terbesar Imam malik dalam bidang 
fikih adalah kitab al-Muwata’. Arti Muwata’ ialah jalan yang 
mudah disediakan untuk ibadah, sebab Imam Malik menulis 
kitab Muwata’ ini adalah timbulnya pendapat penduduk Irak 
dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan 
disebabkan lemahnya ingatan  dan riwayat, sehingga Imam 
Malik berpikir untuk menyalin dan enyimpan ilmu-ilmu 
tersebut dalam bentuk buku agar tidak hilang, kitab Muwata’ 
 
106Ash-Syurbasi, Sejarah…, h. 77. 
107Ash-Syurbasi…, h. 88. 
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ini berisi hadis-hadis dan pendapat para sahabat, dan orang 
yang mendorong Imam Malik menulis kitab ini aalah 
Khalifah Abu Ja’far al-Mansur. 108 
Beliau dalam memberikan fatwa tentang urusan 
hukum-hukum keagamaan adalah berdasarkan kepada kitab 
Allah dan sunnah Rasulullah SAW atau hadits-hadits Nabi 
yang telah beliau ketahui dan beliau anggap sah (terang). 
Dalam hal ini beliau pernah berkata: “Hukum itu ada dua 
macam yaitu hukum yang telah didatangkan oleh Allah 
(Alquran) dan hukum yang dating dari sunnah Rasul-Nya”. 
Tentang urusan hadits-hadits Nabi SAW beliau sangat 
berhati-hati dan amat teliti sebagaimana diatas telah kami 
riwayatkan bahkan telah diriwayatkan oleh imam musa bin 
Dawud bahwa 1beliau (imam Malik) jika telah ragu-ragu 
tentang sesuatu hadits, lalu segera melemparnya sama 
sekali. Dari kerenanya hdits-hadits yang telah dipandang 
kuat dan dipandang sah oleh beliau, lalu dipergunakan 
alasan sebagaimana dasar untuk menetapkan hukum. Dan 
beliau pernah berkata: “Barang apa yang ada didalam kitab 
Allah atau barang apa yang telah dihukumkan (diputuskan) 
oleh sunnah Rasulullah Saw., maka ia itulah yang benar tidak 
ada keragu-raguan lagi di dalamnya’’. 
Imam Maliki apabila hendak memutuskan suatu 
hukum, padahal sepanjang penyelidikan beliau atau tidak 
didapati nash (keterangannya) yang jelas dari Alquran dan 
belum/tidak pula didapati nashnya dari sunnah Rasulullah 
SAW, maka beliau mengikut ijma’ para ulama ahli Madinah 
dan apabila tidak didapati ijma’ ulama ahli Madinah, maka 
barulah beliau mengambil dan memutuskan dengan jalan 
kiyas, memperbandingkan dari ayat Alquran dan atau dari 
sunnah Rasul. Kemudian apabila tidak mungkin dengan jalan 
 
108Ash-Syurbasi…, h. 103. 
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kiyas, tidak dapat dengan jalan memperbandingkan hukum 
dari Alquran dan sunnah, maka beliau baru memutuskan 
dengan jalan “Mashalihul-Mursalah” atau “Istishlah” yakni: 
Memelihara tujuan agama dengan jalan menolak kebinasaan 
atau menuntut kebaikan. 
Adapun hukum-hukum yang beliau ambil dengan dasar 
kiyas dan istishlah itu ialah segala perkara yang bersangkut 
paut dengan urusan “Mu’amalah” atau yang berhubungan 
dengan urusan keduniaan bukan yang bertalian dengan 
urusan “ubudiyah” (peribadatan).  
Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah 
sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan 
dan kecerdasannya Imam Maliki tumbuh sebagai seorang 
ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan 
fikih. Sebagai bukti atas hal ini adalah ucapan al-Dahlawy, 
“Malik adalah orang paling ahli dalam bidang hadits di 
Madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-
pendapat Abdullah ibn Umar, Aisyiyah R.A. dan sahabat-
sahabat lainnya atas dasar itulah dia member fatwa. Apabila 
diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan 
memberi fatwa. 
Imam Malik selaku seorang Mufti yang dipercaya oleh 
ummat di masa itu sering menghadapi kekejaman dan 
keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau 
tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah 
“paksaan talak itu tidak sah”. Beliau tetap tidak mencabut 
fatwanya yang bertentangan dengan khalifah al-Manshur 
dari Bani Abbas di Baghdad, maka beliau disiksa dan 
dihukum penjara. Imam Malik sangat teguh dalam membela 
kebenaran dan berani menyampaikan apa yang 
diyakininya.109 
 
109Ash-Syurbasi…, h. 96-97. 
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Pada suatu ketika Harun al-Rasyid mencegahnya dari 
mengatakan sepotong hadits tertentu, tetapi ia tidak 
menghiraukan larangan tersebut, lalu membaca Alquran dan 
surah al-Baqarah (2) 159 yang menjelaskan bahwa 
sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa 
yang Allah turunkan berupa keterangan-keterangan dan 
petunjuk, akan dilaknat oleh Allah dan semua makhluk, 
seperti yang ditegaskan dalam ayat berikut ini.  
َ  ِف   ه  ل لنببب   َبيب نبب َٰ    مببَ  
َبعبببۡ ُن   َ  َٰ مبب 
َبي  نبببََٰ   َوٱمببۡ َن ٱۡل وَن مبببَ ٓ أَنزَۡلنببَ  مبب  ب يَن َيۡكت مبب  إ ن  ٱلبب 
لََٰٓئ َك يَبۡلَعنب ه م  ٱّلل   َويَبۡلَعنب ه م  ٱلل َٰع ن وَن    ٱۡلك تََٰ  أ و 
Adapun metode istidlal Imam Maliki dalam 
menetapkan Hukum Islam adalah berpegang kepada:110 
a. Alquran 
Dalam memegang Alquran ini meliputi pengambilan 
hukum berdasarkan atas zahir nash Alquran atau 
keumumannya, meliputi mafhum al-mukhalafah dan 
mafhum al-Aula dengan memperhatikan illatnya. 
b. Sunnah 
Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar 
hukum, imam maliki mengikuti cara yang dilakukannya 
dalam berpegang kepada Alquran. Apabila dalil syar’iy 
menghendaki adanya penta’wilan, maka yang dijadikan 
pegangan adalah arti ta’wil tersebut. Apabila terdapat 
pertentangan antara makna zhahir Alurqan dengan 
makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun syahir 
(jelas) maka yang dipegang adalah makna zhahir Alquran. 
Tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-sunnah 
tersebut dikuatkan oleh ijma ahl al-Madinah, maka ia 
 
110Ash-Syurbasi…, h. 76-79. 
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lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam 
sunnah dari pada zhahir Alquran, sunnah yang dimaksud 
disini adalah sunnah al-Mutawattirah atau al-Masyhurah. 
c. Ijma Ahl al-Madinah 
Ijma ahl al-Madinah ini ada dua macam yaitu ijma 
ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql hasil dari 
mencontoh Rasulullah Saw., bukan dari hasil ijtihad ahl 
al-Madinah seperti tentang ukuran mud, sha’ dan 
penentuan suatu tempat seperti tempat mimbar Nabi 
Saw., atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin 
seperti adzan ditempat yang tinggi dan lain-lain. Ijma 
semacam ini dijadikan hujjah oleh imam Malik.  Menurut 
Ibnu Taimiyah yang dimaksud dengan ijma ahl al-
Madinah tersebut adalah ijma ahl al-Madinah pada masa 
lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal 
dari Nabi SAW sedangkan kesepakatan ahl al-Madinah 
yang hidup kemudian sama sekali bukan merukan hujjah. 
Ijma ahl al-Madinah yang asalnya dari al-Naql sudah 
merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin sebagai 
hujjah. 
d. Fatwa Sahabat 
Yang dimaksud dengan sahabat disini adalah 
sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu 
masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti bahwa 
yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah 
berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut 
Imam Maliki, para sahabat besar tersebut tidak akan 
member fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari 
Rasulullah Saw., Namun demikian, beliau mensyaratkan 
fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
hadits marfu’ yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat 
yang demikian ini lebih didahulukan dari pada kiyas juga 
adakalanya imam Malik menggunakan fatwa tabi’in besar 
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sebagai pegangan dalam menentukan hukum.  Fatwa 
sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat tidak 
diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, 
begitu pula ijma sahabat yang masih diperselisihkan 
diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-
mata hasil ijtihad mereka dikalangan muta’akhirin 
mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil 
ijtihad mereka dijadikan sebagai hujjah. 
e. Khabar Ahad dan Kiyas 
Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagi 
sesuatu yang dating dari Rasulullah, jika khabar ahad itu 
bertentangan dengan suatu yang sudah dikenal oleh 
masyarakat Madinah sekalipun hanya dari hasil istinbath 
kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil 
lain yang qath’iy. Dalam menggunakan khabar ahad ini, 
imam Malik tidak selalu konsisten kadang-kadang ia 
mendahulukan kiyas dari pada khabar ahad. Kalau khabar 
ahad itu tidak dikenal atau tidak popular dikalangan 
masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai 
petunjuk bahwa khabar ahad tersebut tidak pernah 
berasal dari Rasulullah Saw., Dengan demikian, maka 
khabar ahad tersebut tidak digunakan sebagai dasar 
hukum, tetapi ia menggunakan kiyas dan mashlahah. 
f. Al-Istihsan 
Menurut mazhab Maliki al-Istihsan adalah hukum 
dengan mengambil masalah yang merupakan bagian 
dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan 
maksud mengutamakan al-istidlal al-Mursal dari pada 
kiyas, sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya 
mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata 
melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud 
pembuat syara’ secara keseluruhan”. Dari ta’rif tersebut 
jelas bahwa istihsan lebih mementingkan masalah 
63 
 
juz’iyyah atau masalah tertentu dibandingkan dengan 
dalil kully atau dalil yang umum atau dalam ungkapan 
yang lain sering dikatakan bahwa istihsan adalah beralih 
dari satu kiyas ke kiyas lain yang dianggap lebih kuat 
dilihat dari tujuan syari’at diturunkan. Artinya jika 
terdapat satu masalah yang menurut kiyas semestinya 
diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum 
tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah 
atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan kiyas 
yang demikian itu harus dialihkan ke kiyas lain yang tidak 
akan membawa kepada akibat yang negative. Tegasnya, 
istihsan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. 
Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa 
dampak merugikan, dampak suatu ketentuan hukum 
harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan 
madharat. 
Ibnu al-Araby salah seorang diantara ulama 
Malikiyah member komentar bahwa istihsan menurut 
mazhab Maliki bukan berarti meninggalkan dalil dan 
bukan berarti menetapkan hukum atas dasar ra’yu 
semata melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain 
yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil 
yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat 
berwujud ijma atau urf’ atau maslahah mursalah atau 
kaidah: raf’u al-Haraj wa al-Masyaqqah (menghindarkan 
kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan 
kebenarannya). Imam Syafi’i menolak terhadap istihsan 
dalam kitab al-Umm. Dengan panjang lebar ia 
menguraikan pendapatnya dengan alasan bahwa jika 
seseorang diperbolehkan menggunakan istihsan dalam 
agama, maka setiap orang akan dapat membuat syari’at 
sendiri karena itu imam Syafi’i mengatakan “Barang siapa 
menggunakan istihsan sebagai dasar hukum maka berarti 
ia telat membuat syara”. 
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Imam Syafi’i hanya menolak istihsan yang tidak 
punya sandaran sama sekali selain keinginan mujtahid 
yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan 
beliau bahwa barang siapa yang memperbolehkan 
menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa 
berdasarkan khabar yang sudah lazim atau kiyas, maka 
hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan hujjah. 
g. Al-Mashlahah al-Mursalah 
Maslahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak 
ada ketentuannya baik secara tersurat atau sama sekali 
tidak disinggung oleh nash dengan demikian maka 
mashlahah mursalah itu kembali kepada memelihara 
tujuan syari’at diturunkan. Tujuan syari’at diturunkan 
dapat diketahui melalui Alquran atau sunnah atau ijma’. 
Pendapat ini termasuk pendapat imam al-Qazaly. Dari 
kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutnya dengan 
sebutan al-Ishtishlah sedang ulama lainnya menyebutnya 
dengan sebutan al-mashlahah al-mursalah. Para ulama 
yang berpegang kepada mashlahah mursalah sebagai 
dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk 
dipenuhi sebagai berikut: 
1. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan 
mashlahah menurut penelitian yang seksama bukan 
sekedar diperkirakan secara sepintas saja. 
2. Maslahah itu harus benar-benar merupakan 
mashlahah yang yang bersifat umum bukan sekedar 
mashlahah yang hanya berlaku untuk orang-orang 
tertentu. Artinya mashlahah tersebut harus 
merupakan mashlahah bagi kebanyakan orang. 
3. Mashlahah itu harus benar-benar merupakan 
mashlahah yang bersifat umum dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma. 
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h. Sadd al-Zara’i 
Imam Malik menggunakan sadd al-Zara’i sebagai 
landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua 
jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau 
terlarang hukumnya haram dan terlarang dan semua 
jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal 
pula hukumnya. 
i. Istishhab  
Imam Maliki menjadikan istishhab sebagai landasan 
dalam menetapkan hukum. Istishhab adalah tetapnya 
suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang 
akan dating berdasarkan atas ketentuan hukum yang 
sudah ada dimasa lampau. Jadi sesuatu yang telah 
diyakini adanya kemudian dating keraguan atas hilangnya 
sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya 
tetap seperti hukum pertama yaitu tetap ada, begitu pula 
sebaliknya misalnya: seorang yang telah yakin sudah 
berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja 
menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan 
kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum 
wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang 
tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya. 
Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu 
dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan suatu 
shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat 
kemudian dating keraguan tentang sudah berwudhu atau 
belum? Maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah 
bahwa ia belum berwudhu. Inilah yang disebut istishhab. 
j. Syar’u Man Qablana  
Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa imam 
Malik menggunakan qaidah Syar’un man qablana syar’un 
lana sebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid 
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Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas 
pernyataan imam Malik yang menyatakan demikian. 
Menurut Abd. Wahab Khallaf, bahwa apabila Alquran dan 
al-sunnah al-Shahihah mengisahkan suatu hukum yang 
pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para 
Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum 
tersebut dinyatakan pula dalam Alquran atau al-Sunnah 
al-Shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula 
buat kita. Contohnya antara lain disebutkan dalam QS al-
Baqarah (2): 18.  
ۡبل ك ۡم  ن قببَ َي م  َكمبَ  ك تب َ  َعلَبى ٱلب ب يَن مب  َيب هبَ  ٱلب ب يَن َءاَمنب وا  ك تب َ  َعلَبۡيك م  ٱلصب   َيََٰٓ
 َلَعل ك ۡم تَبتب ق وَن  
Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas 
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. 
Kemudian apabila kisah dalam Alquran dan al-Sunnah 
al-Shahihah menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut 
telah dinaskh, maka hukum-hukum seperti itu tidak lagi 
berlaku buat kita. Contoh antara lain Syari’at Nabi Musa 
dimana orang-orang dari ummatnya jika berbuat maksiyat 
tidak dapat lagi bertobat kecuali dengan cara bunuh diri. 
Hukum tersebut pernah diberlakukan buat Nabi Musa, tetapi 
tidak lagi diberlakukan buat kita sebagaimana disebutkan 
dalam QS al-Baqarah (2) :186. 
يب وا   َتج   فَبۡلَيسببۡ
ا  إ َذا َدعبَ ن ِۖ َوَة ٱلب 
يب   َدعببۡ  أ ج 
ِۖ
أََلَك ع بَب د ي عبَم   فبَب  ُث   َقر يب   َوإ َذا سبَ
 ِل  َوۡليب ۡؤم ن وا  ْ  َلَعل ه ۡم يَبۡرش   وَن  
Terjemahnya  
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah 
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dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang 
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka 
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) 
dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu berada dalam kebenaran. 
c. Mazhab Imam Syafi’i  
Imam Syafi’i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab 
Tahun 150 H. (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun 
ini juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi’i wafat di Mesir 
pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi’i 
adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn 
Syafi’i ibn saib ibn ‘Ubaid ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd. Al-
Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari Imam Syafi’i Abd 
Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad 
Saw., Jadi nasab Imam Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi 
Muhammad SAW., Pada Abd Manaf. Adapun nasab Imam 
Syafi’i bin Fatimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husaen ibn 
Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka Ibu Imam Syafi’i 
adalah cucu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi 
Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. 
Dalam sejarah di pertemuan, bahwa Saib ibn Yazid, 
kakek Imam Syafi’i yang kelima adalah sahabat Nabi 
Muhammad Saw.,. Ketika Ayah dan Ibu Imam Syafi’i pergi ke 
syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi’i di Qazah, atau 
Asqalan. Ketika Ayahnya meninggal ia masih kecil, sehingga 
di besarkan oleh ibunya dalam keadaan fafir. Namun, dalam 
asuhan ibunya ia di bekali pendidikan, sehingga pada umur 
7 Tahun sudah dapat menghafal Alquran.  
Dalam mengistinbathkan (mengambil dan 
menetapkan) suatu hukum, Imām al-Syāfi’i dalam bukunya 
al-Risalah menjelaskan. Bahwa ia memakai lima dasar: 
Alquran, Sunnah, Ijma’, Kiyas dan Istidlal. Kelima dasar ini 
yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi’i. 
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Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah 
Alquran, kalau suatu masalah tidak menghendaki makna 
lafzi barulah ia mengambil makna majazi (kiasan), kalau 
dalam Alquran tidak ditemukan hukumnya, ia beralih pada 
Sunnah Nabi s.a.w. Sunnah yang dipakai adalah Sunnah yang 
nilai kuantitasnya mutawatir (perawinya banyak) maupun 
ahad (perawinya satu orang), Sunnah yang nilai kualitasnya 
sahih maupun hasan, bahkan sunnah da`if. Adapun syarat-
syarat untuk semua sunnah da`if adalah: tidak terlalu lemah, 
dibenarkan oleh kaidah umum atau dasar kulli (umum) dari 
nas, tidak bertentangan dengan dalil yang kuat atau sahih 
dan hadis tersebut bukan untuk menetapkan halal dan 
haram atau masalah keimanan, melainkan sekedar untuk 
keutamaan amal (fada’il al-‘amal) atau untuk himbauan 
(targib) dan anjuran (tarhib).111 
Dalam pandangan Imām al-Syāfi’i hadis mempunyai 
kedudukan yang begitu tinggi bahkan disebut-sebut salah 
seorang yang meletakkan hadis setingkat dengan Alquran 
dalam kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang 
harus diamalkan. Karena, menurutnya, hadis itu mempunyai 
kaitan yang sangat erat dengan Alquran. Bahkan 
menurutnya, setiap hukum yang ditetapkan Rasulullah s.a.w. 
pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman yang ia 
peroleh dari memahami Alquran.112 Satu hal yang perlu 
diketahui bahwa Imām al-Syāfi’i tidak bersikap fanatik 
terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu 
ketika ia pernah berkata: “Demi Allah aku tidak peduli 
apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui 
 
 111Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, (Beirut: Dar al-Fikr, 
t.t.). h. 508.  
 112Al-Syafi’i…, h. 508. 
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lidah orang lain.”113Adapun penjelasan dari masing-masing 
sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:  
    1) Alquran 
Sebagaimana imam-imam lainya Imām al-Syāfi’i 
menempatkan Alquran pada urutan pertama, karena 
tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak 
keontetikan Alquran. Sekalipun sebagian hukumnya 
harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga 
dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat. 
Dalam pemahaman Imām al-Syāfi’i atas Alquran, ia 
memperkenalkan konsep al-bayan. Melalui konsep al-
bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 
‘amm dan khas. Sehingga ada dilalah `amm dengan 
maksud `amm, ada pula dilalah ‘amm dengan dua 
maksud ‘amm dan khas, dan ada pula dilalah ‘amm 
dengan maksud khas. Klasifikasi lain adalah dilalah 
tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, 
ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit 
bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘amm yang 
secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa 
maksudnya khusus.114 
2) Al-Sunnah 
Menurut Imam al-Syafi`i yang dimaksud adalah al-
Hadis.115 Al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua 
setelah Alquran juga sebagai pelengkap yang 
menginterpretasikan isi kandungan Alquran, sehingga 
kedudukan al-Sunnah atas Alquran sebagai berikut; 
Ta’kid, yaitu menguatkan dan mengokohkan Alquran. 
 
 113Yusuf al-Qardawi, Fikih Perbedaan Pendapat antar Gerakan 
Islam (Cet. ke-4; Jakarta: Rabbani Press, 2002), h. 190.  
 114Al-Syafi’i, al-Risalah..., h. 21-23.  
 115Al-Syafi’i..., h. 180.  
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a. Tabyin, yaitu menjelaskan maksud nas Alquran. 
b. Tasbit, yaitu menetapkan hukum yang tidak ada 
ketentuan nasnya dalam Alquran.116 
c. Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya 
berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan 
dilalah nas Alquran, karena al-Sunnah selain 
bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang 
menyebabkan keontetikkan al-Sunnah yaitu 
terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak 
kecil. 
Dalam implementasinya, Imām al-Syāfi’i memakai 
metode, apabila di dalam Alquran tidak ditemukan dalil yang 
dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika 
tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia 
menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak 
menempatkan hadis ahad sejajar dengan Alquran dan juga 
hadis mutawatir. Adapun pandangan Imam al-Syafi’i tentang 
hadis Ahad anatara lain adalah  
a. Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak 
menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.  
b. Perawinya dabit.  
c. Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa 
yang diriwayatkan.  
d. Hadis yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadis yang 
juga meriwayatkan. 
Dalam masalah hadis mursal Imām al-Syāfi’i 
menetapkan dua syarat, yaitu 1) Mursal yang disampaikan 
oleh tabi`in yang berjumpa dengan sahabat. 2) Ada petunjuk 
yang menguatkan sanad mursal itu.117 Adapun dalam 
 
 116Al-Syafi’i..., h. 190. 
 117Huzaimah, Pengantar…, h. 130. 
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menanggapi pertentangan sunnah dengan sunnah Imam al-
Syafi’i membagi kepada dua bagian; 1) Ikhtilaf yang dapat 
diketahui nasikh-mansukhnya, maka diamalkanlah yang 
nasikh. 2) Ikhtilaf yang tidak dikeahui nasikh-mansukhnya. 
Dalam ikhtilaf yang terakhir, Imam al-Syafi’i membaginya 
dalam dua kategori, yaitu ikhtilaf yang dapat dipertemukan 
dan ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan. 
Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak 
dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara 
berikut ini:  
  1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru 
kemudian, dan yang terdahulu dianggap mansukh, sehingga 
harus dapat diketahui asbab al-wurudnya. 
  2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu 
yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.118  
  3) Ijma’ Dalam Pandangan Imam Syafi’i 
Ijma’ menurut Imām al-Syāfi’i adalah kesepakatan para 
‘ulama’ diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri 
tertentu dan bukan pula ijma` kaum tertentu saja. Namun 
Imam al-Syafi`i tetap berpedoman bahwa ijma` sahabat 
adalah ijma’ yang paling kuat. Imām al-Syāfi’i 
mendefinisikan ijma’ sebagai konsensus ulama dimasa 
tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. 
Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam 
perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.119 
Imām al-Syāfi’i membagi ijma’ menjadi dua yaitu ijma’ 
sarih dan ijma’ sukuti. Namum yang paling diterima olehnya 
adalah ijma’ sarih sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, 
dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan 
berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak 
 
 118Huzaimah..., h. 130. 
 119Al-Syafi`i, al-Risalah…, h.472. 
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mengandung keraguan. Sedangkan ijma’ sukuti ditolaknya 
karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan 
diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu 
mengindikasikan persetujuannya. 
Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah 
terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, ijma` 
hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah 
mempunyai dasar atau sumber hukum.120 
  4) Kiyas Menurut Imam Syafi’i 
 Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama 
yang pertama kali mengkaji kiyas (merumuskan kaidah-
kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imām al-Syāfi’i.121 
Dengan demikian Imām al-Syāfi’i menjadikan kiyas sebagai 
hujjah ke empat setelah Alquran, as-Sunnah, dan ijma’ dalam 
menetapkan hukum Islam.122 Ia menempatkan kiyas setelah 
ijma`, karena ijma’ merupakan ijtihad kolektif sedangkan 
kiyas merupakan ijtihad individual. Syarat-syarat kiyas yang 
dapat diamalkan menurut Imām al-Syāfi’i adalah sebagai 
berikut: 
a. Orang itu harus mengetahui dan mengusai bahasa arab. 
b. Mengetahui hukum Alquran, faraid, uslub, nasikh-
mansukh, ‘amm-khas, dan petunjuk dilalah nas. 
c. Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma` dan ikhtilaf 
dikalangan ulama. 
 
 120T.M. Hasbi al-Shidieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab 
(Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), h. 28.  
 121Abu Zahrah, al-Syafi`i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara’uhu wa 
Fikihuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), h. 298.  
 122Huzaimah, Pengantar…, h. 130. 
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d. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga 
mampu membedakan masalah-masalah yang mirip 
hukumnya.123 
5) Istidlal Imam Syafi’i 
 Bila Imām al-Syāfi’i tidak mendapatkan keputusan 
hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari kiyas, maka 
barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, 
bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli 
kitab yang terakhir yang disebut “syar`u man qablana” dan 
tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah 
pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum 
dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh 
ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-
lainnya.124 
Diriwayatkan oleh ar-Rabi’, bahwa Imam Syafi’i 
berkata dalam kitab al-Risalahnya yang artinya sebagai 
berikut: 
“Suatu ketika kami menjumpai para ulama mengambil 
pendapat seorang sahabat, sementara pada waktu yang 
lain mereka meninggalkannya. Mereka berselisih 
terhadap sebagian pendapat yang diambil dari para 
sahabat.” Kemudian seorang teman diskusinya 
bertanya: “Bagaimanakah sikap anda terhadap hal ini?”. 
Dia menjawab: “Jika kami tidak menemukan dasar-dasar 
hukum dari Alquran, sunah, ijma’, dan sesamanya, maka 
kami mengikuti pendapat salah seorang sahabat”. 
Diriwayatkan juga oleh ar-Rabi’, bahwa Imam Syafi’i di 
dalam kitab al-Umm (kitab yang baru) berkata: “Jika kami 
tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Alquran dan 
 
 123Al-Syafi`i, Risalah…, h. 510-511.  
 124Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 245. 
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sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para 
sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika 
kami harus bertaklid, maka kami lebih senang kembali 
(mengikuti) pendapat Abu Bakar, Umar atau Usman. 
Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf 
yang menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada 
Alquran dan sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat 
yang mempunyai dilalah”.125  
Keterangan di atas menunjukkan, bahwa dalam 
menetapkan hukum, pertama-tama Imam Syafi’i mengambil 
dasar dari Alquran dan Sunnah, kemudian pendapat yang 
telah disepakati oleh para sahabat. Setelah itu, pendapat-
pendapat yang diperselisihkan tersebut tidak mempunyai 
hubungan yang kuat dengan Alquran dan Hadist, maka dia 
mengikuti apa yang dikerjakan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin, 
karena pendapat mereka telah masyhur, dan pada umumnya 
sangat teliti. Demikian juga Imam Malik RA dalam 
kitabnya al-Muwaththa’ banyak sekali hukum-hukum yang 
didasarkan pada fatwa-fatwa sahabat. 
d.  Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal   
 Mazhab hanbali di bangun oleh imam Abu Abdillah 
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-
Syaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan 
meninggal di tempat yang sama tahun 241 H. Beliau adalah 
keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya, bernasab 
kepada kabilah Syaiban. Imam Ahmad telah diperkenalkan 
dengan ilmu sejak usia dini, apalagi keluarganya memiliki 
kemampuan untuk itu.126Imam Ahmad sudah mulai  belajar 
Alquran sejak masa kecil, belajar bahasa Arab dan hadis, 
riwayat para sahabat dan tabi’in dan sudah terlihat tanda 
 
125Abu Zahrah, Usul…, h. 332-334. 
126Rasyad..., h. 193-194. 
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kecerdasan sejak usianya masih kanak-kanak. Selain itu, ia 
juga tekun dalam belajar. Beliau belajar hadis dari para 
ulama yang ada di Baghdad, kemudian merantau untuk 
mencari ilmu ke Basrah, Hijaz, Kufah, dan Yaman bahkan 
samapai merantau lima kali ke Basrah dan Hijaz. Di Mekkah 
ia bertemu dengan Imam Asy-Syafi’i dan selama 
rantauannya banyak mendapatkan ujian dan kesulitan.127 
Gurunya yang pertama ialah Abu Yusuf Yakub bin 
Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah. Beliau 
mempelajari daripadanya ilmu fikih dan hadis, Abu Yasuf 
adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama. Imam 
Ahmad mempunyai musnad yaitu Musnad Imam Ahmad 
ialah kumpulan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad.128 
Diantara perjalanannya yang paling sulit adalah 
perjalanan mencari hadis dan mendengar dari perawinya 
yang masih hidup, dan merasa tidak cukup hanya menukil 
dari buku untuk kemudian disampaikan lagi, tetapi harus 
bertemu langsung untuk memastikan periwayatan. 
Kecenderungan Imam Ahmad tehadap pelajaran hadis dan 
periwayatannya telah memberi dampak besar baginya untuk 
memperdalam ilmu fikih. Setiap hadis yang dirawayatkan 
dan fatwa serta keputusan hakim oleh sahabat atau tabi’in 
dikuasainya, semua menjelma menjadi sebuah pemahaman 
yang sangat dalam, memberi Imam Ahmad keahlian fikih 
yang besar dan kemampuan menggali sehingga ia menjadi 
seorang mujtahid mandiri yang memiliki mazhab 
tersendiri.129 
 
 127Rasyad..., h. 194. 
128Syurbasi, Sejarah…, h. 195. 
 129Rasyad, Tarikh..., h. 195. 
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Imam Ahmad mendirikan mazhabnya di atas lima 
dasar sebagai berikut., yaitu; a) Nash Alquran dan Sunnah. 
Jika ia menemukan nash maka ia akan menggunakannya 
dalam berfatwa dan tidak melirik yang lain, tidak 
mendahulukan pendapat sahabat daripada hadis yang 
shahih, atau amalan penduduk Madinah atau yang lainnya. 
b) Fatwa sahabat yang tidak ada penentangnya, dan tidak 
menamakannya sebagai ijma’, namun beliau menamakannya 
karena wara’ “saya tidak menemukan ada yang 
menentangnya, c) jika para sahabat berbeda pendapat maka 
beliau akan memilih salah satunya jika sesuai dengan 
Alquran dan sunnah, dan tidak mencari pendapat orang lain, 
d) menggunakan hadis mursal dan hadist dhaif  jika tidak 
ada dalil lain yang menguatkannya dan didahulukan 
daripada kiyas, e) kiyas, jika tidak ada nash dari Alquran dan 
sunnah, atu pendapat sahabat atau hadis mursal atau hadis 
dhaif maka ia baru mengambil kiyas.130 
Sementara Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan 
metode hadits dalam beristinbat. Adapun sumber hukum 
yang dijadikannya sebagai landasan yaitu 
Alquran, sunnah, qaul shahabi yang tidak bertentangan, 
hadis mursal, hadis dhaif, kiyas dan sadz al-dzar’i. Imam 
Hanbal lebih mengutamakan hadis mursal atau hadis dhaif 
dari pada kiyas. Sebab, beliau tidak akan 
menggunakan kiyas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. 
Demikian juga halnya dengan qaul shahabi, beliau tidak 
menyukai fatwa bila tanpa didasarkan pada atsar. 
Apabila dalam Alquran dan sunnah tidak didapati dalil 
yang dicari maka beliau menggunakan fatwa para sahabat 
Nabi yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Namun 
jika tidak ditemui dalam fatwa tersebut, maka beliau 
 
130Rasyad..., h. 195-196. 
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mengunakan hadis mursal dan dhaif. Bila masih tidak 
ditemukan juga, maka barulah beliau mengkiyaskannya. 
D. Pasang Surut Perkembangan Bermazhab  
1. Masa Keemasan Bermazhab  
Awal sejarah perjalanan hukum Islam atau fikih 
merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini 
dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang 
memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang 
sosiokultural dan politik dimana mazhab hukum itu tumbuh 
dan berkembang. Dalam paradigma ushul fikih klasik 
terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam bisa 
berkembang mengikuti masa yaitu prinsip ijma, prinsip 
kiyas, prinsip maslahah mursalah, prinsip memlihara urf’, 
Berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima 
prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya 
hukum Islam.131 
Dengan berlalunya waktu, perkembangan hukum Islam 
yang dinamis dan kreatif pada masa awal kemudian 
menjelma kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif 
beberapa ahli hukum terkenal, tetapi dengan terjadinya 
kristalisasi mazhab-mazhab tersebut, hak untuk berijtihad 
mulai dibatasi dan pada gilirannya dinyatakan tertutup. 
Semacam konsensus gradual yang memapankan dirinya 
yang kurang lebih bermakna bahwa mulai saat itu tidak 
seorangpun yang boleh mengklaim bahwa iya memiliki 
kualifikasi untuk melakukan ijtihad mutlak dan bahwa 
 
131Taupiq Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas, Studi 




seluruh aktifitas di masa mendatang tinggal 
menyesuaiakan.132 
Sejak awal abad ke-15 Hijriah, penetapan hukum Islam 
telah dilaksanakan dalam bidang intelektualitas dan 
peradaban yang luas dan dalam. Suatu tajdid diharapkan 
dapat menghidupkan kembali semangat ijtihad, baik ijtihad 
intiqa’i (dengan menarjih pendapat melalui penelitian dan 
penyelesaian) dan ijtihad insya’i (dengan cara menetapkan 
hukum untuk perkara baru): yaitu ijtihad untuk 
mendiagnosis dan menyebutkan beragam problem zaman 
modern dengan obat Islam itu sendiri, bukan 
menyembuhkan dengan resep bikinan Barat dan Timur.133 
Untuk pengembangan pembaharuan hukum Islam 
dalam legislasi Indonesia kontemporer erat kaitannya 
dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam 
pengembangan budaya hukum Islam di Indonesia kaum 
Muslimin dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu hukum 
positif Islam yang terbatas pada mempermasalahkan hukum 
yang berlaku bagi kaum Muslimin dan nilai-nilai hukum 
Islam, yang akan berlaku bagi seluruh warga negara bahkan 
mungkin seluruh penduduk (termasuk yang bukan warga 
negara). Kedua alternatif tersebut akan memengaruhi 
pembentukan hukum nasional pada masa yang akan 
datang.134 
Ijtihad telah dipraktekkan sejak jaman Rasul. 
Rasulullah memberi pemecahan terhadap berbagai masalah 
 
132Muhaimin, Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: 
Kencana, 2007), h. 179-180. 
133Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: 
Kencana Prenadamedia, 2017), h. 101. 
134Amir Mu’alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam 
(Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 78. 
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yang dihadapi komunitas Islam berdasarkan Alquran. 
Tetapi, tidak semua masalah mendapat penegasan eksplisit 
dari wahyu. Menurut pendapat mayoritas ulama, Rasul 
sering berijtihad, yang pernah sesekali tidak tepat. Nabi 
segera mendapat teguran dari wahyu jika terjadi kesalahan 
dalam berijtihad. Sebagai contoh, keputusannya mengenai 
pembebasan dengan tebusan tawanan perang Badr. Oleh 
wahyu, keputusan ini dinyatakan salah, dan Nabi mendapat 
teguran dengan firman Allah; “Tidak patut bagi seorang Nabi 
mempunyai tawanan perang sebelum ia dapat 
melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki 
harta benda dunia sedang Allah menghendaki pahala 
akhirat.” Informasi ini ditegaskan dalam Q.S. (8): 67.  
َي   نبۡ ٱل  َعَرَب  َن ِف  ٱۡلَۡعب ِّۚ ت ر ي  وَن  يب ۡبخ  َله  ٓ َأۡسَر َٰ َحَّت َٰ  َنِب    َأن َيك وَن 
َم  َك َن ل 
 َوٱّلل   َعز يز  َحك يم
َرَةِۗ    َوٱّلل   ي ر ي   ٱۡلٓخ 
Terjemahnya: 
Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan 
sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka 
bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah 
sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat 
(untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 
 
Para sahabat Nabi pun berijtihad di kala beliau masih 
hayat. Nabi sendiri memerintahkan Amir Ibn al-Ash untuk 
memutuskan suatu perkara. Lalu, ia merasa canggung dan 
bertanya kepada Nabi, “Apakah saya pantas berijtihad 
padahal Engkau ada?” lalu jawab Nabi, “Ya, jika kamu benar 
dapat dua pahala dan jika salah dapat satu pahala”.135 Dalam 
 
135Ali Hasaballah, Ushul Tasyri’ al-Islamy (Mesir: Dar-Ma’arif, 




Hadis disebutkan bahwa ada dua orang dalam perjalanan, 
lalu mereka kehabisan air, sementara mereka harus shalat. 
Mereka bertayamum dan shalat. Tak lama kemudian mereka 
menemukan air, sementara waktu shalat masih ada. Masing-
masing di antara mereka berijtihad. Ijtihad salah satu di 
antara mereka berdua adalah mengulangi shalat dan yang 
lain tidak. Kasus ini diketahui Rasulullah, dan dia mengakui 
(kebenaran) hasil ijtihad kedua sahabat itu. 
Pada masa Rasulullah tidak ada problem metodologis 
pemahaman Alquran karena para sahabat berada langsung 
di bawah bimbingannya, dan bila perlu mereka dapat 
bertanya secara langsung mengenai masalah-masalah yang 
tidak jelas bagi mereka karena waktu itu belum muncul 
kaidah-kaidah yang pada masa kemudian dibakukan dalam 
teori yurisprudensi. Satu-satunya yang ideal bagi mereka 
adalah perilaku Nabi. Mereka belajar wudlu, shalat dan haji 
dengan cara mengamati langsung tindakan Rasulullah. 
Demikian juga, bila ada kasus-kasus tertentu, mereka 
mengajukan dan minta keputusan Nabi. 
Tetapi, lain halnya setelah Nabi wafat, wahyu sudah 
tidak turun lagi, Rasul tempat bertanya telah tiada, 
sementara persoalan-persoalan kemasyarakatan dan agama 
justru berkembang sebagai akibat luasnya wilayah yang 
didiami umat. Banyak masalah baru timbul dan belum 
pernah ada petunjuk pemecahannya baik dalam Alquran 
maupun hadis Nabi. Para sahabat dengan demikian harus 
berijtihad dengan menafsirkan ulang dan memperluas 
pengertian–pengertian hukum yang telah tersedia dalam 
Alquran dan Hadis Nabi Saw., 
Pada periode awal, ra’yu (pertimbangan pemikiran 
yang sehat) banyak digunakan dan merupakan alat ijtihad 
yang utama. Istilah ini merupakan istilah generik yang 
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mendahului pertumbuhan hukum serta prinsip–prinsip 
kiyas dan istihsan yang lebih sistematis. 
Para sahabat tidak memahami Alquran dan Sunah 
Rasul secara harfiah. Mereka menggali semangat dan prinsip 
yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan 
pada keadaan konkrit yang mereka hadapi. Sebagai contoh, 
Umar ibn Khattab tidak membagi-bagikan tanah- tanah di 
Irak (yang disebut tanah Sawad) kepada para prajurit yang 
menaklukkannya seperti yang berlaku dalam tradisi 
Rasulullah dan Abu Bakar. Alasan Umar tidak membagikan 
tanah tersebut orang orang yang telah kaya. Dari sejarah kita 
ketahui bahwa tentara pada jaman Rasulullah dan Abu 
Bakar tidak digaji karena itu mereka mendapat bagian dari 
rampasan perang. Tetapi, pada jaman Umar diadakan 
tentara reguler dan diberi tunjangan tetap. Karena itu, Umar 
tidak memberi rampasan perang kepada mereka. Hasil tanah 
Sawad tersebut digunakan oleh Umar untuk kepen- tingan 
umum seperti tunjangan bagi mereka yang kurang mampu 
dan biaya pemeliharaan perbatasan, dan lain-lain.136 
Pada masa tabi’in dan sesudahnya kegiatan ijtihad kian 
berkembang berikut dengan berbagai kecenderungan 
masing-masing. Perbedaan-perbedaan kian berkembang dan 
corak ijtihad sangat dipengaruhi oleh sifat kedaerahan. 
Orang–orang Irak dianggap lebih cenderung pada 
penggunaan rasio, sementara orang–orang Madinah lebih 
menyukai tradisi atau Hadis. Namun, kedua kecenderungan 
ini tidaklah merupakan kutub-kutub yang bertentangan satu 
sama lain secara frontal. Kecenderungan-kecenderungan itu 
hanya merupakan perbedaan porsi saja dalam pemakaian 
rasio atau Hadis. Pada dasarnya keduanya sama-sama 
memakai ra’yu dan Hadis, namun orang-orang Madinah 
 
136Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Terj. Agah 
Gornad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 98. 
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lebih banyak menggunakan referensi Hadis, sedang orang 
Irak terpaksa berhati-hati menerima Hadis karena mereka 
memang agak jauh dari sumber tradisi Rasulullah di 
Madinah. 
Pada periode imam-imam mujtahidin yang 
berlangsung di abad II H sampai pertengahan abad IV H, 
terjadi perkembangan ijtihad yang pesat, mazhab–mazhab 
hukum mengalami kristalisasi, dan metode-metode 
pemahaman Alquran dan Hadis dibakukan. Peranan yang 
sangat menonjol dalam bidang ini dimainkan oleh Asy-Syafi’i 
(W. 204 H.) yang menyusun kitab al-Risalah yang menjadi 
buku pertama dalam metodologi pemahaman hukum dan 
dalam metodologi Hadis. Bahkan, dalam disiplin ilmu-ilmu 
syari’ah metodologi beliau masih tetap relevan dan 
dipertahankan sampai sekarang. 
Masa Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan Islam, 
atau sering disebut dengan istilah ‘’The Golden Age’’. Pada 
masa itu Umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan, baik 
dalam bidang ekonomi, peradaban dan kekuasaan. Selain itu 
juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, 
ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku 
dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini kemudian 
yang melahirkan cendikiawan-cendikiawan besar yang 
menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan. Bani Abbas mewarisi imperium besar 
Bani Umayah. Hal ini memungkinkan mereka dapat 
mencapai hasil lebih banyak, karena landasannya telah 
dipersiapkan oleh Daulah Bani Umayah yang besar.137 
Periode ini dalam sejarah hukum Islam juga dianggap 
sebagai periode kegemilangan fikih Islam, di mana lahir 
beberapa mazhab fikih yang panji-panjinya dibawa oleh 
tokoh-tokoh fikih agung yang berjasa mengintegrasikan fikih 
 
137A. Hasjmy, Sejarah…, h. 210. 
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Islam dan meninggalkan khazanah luar biasa yang menjadi 
landasan kokoh bagi setiap ulama fikih sampai sekarang.  
Sebenarnya periode ini adalah kelanjutan periode 
sebelumnya, karena pemikiran-pemikiran di bidang fikih 
yang diwakili mazhab ahli hadis dan ahli ra’yu merupakan 
penyebab timbulnya mazhab-mazhab fikih, dan mazhab-
mazhab inilah yang mengaplikasikan pemikiran-pemikiran 
operasional.138 Ketika memasuki abad kedua Hijriah inilah 
merupakan era kelahiran mazhab-mazhab hukum dan dua 
abad kemudian mazhab-mazhab hukum ini telah melembaga 
dalam masyarakat Islam dengan pola dan karakteristik 
tersendiri dalam melakukan istinbat hukum.  
Kelahiran mazhab-mazhab hukum dengan pola dan 
karakteristik tersendiri ini, tak pelak lagi menimbulkan 
berbagai perbedaan pendapat dan beragamnya produk 
hukum yang dihasilkan. Para tokoh atau imam mazhab 
seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Ahmad bin 
Hanbal dan lainnya, masing-masing menawarkan kerangka 
metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi 
pijakan mereka dalam menetapkan hukum.139 Metodologi, 
teori dan kaidahkaidah yang dirumuskan oleh para tokoh 
dan para Imam Mazhab ini, pada awalnya hanya bertujuan 
untuk memberikan jalan dan merupakan langkah-langkah 
atau upaya dalam memecahkan berbagai persoalan hukum 
yang dihadapi baik dalam memahami nas Alquran dan al-
Hadis maupun kasuskasus hukum yang tidak ditemukan 
jawabannya dalam nas.   
Metodologi, teori dan kaidah-kaidah yang dirumuskan 
oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang dan 
diikuti oleh generasi selanjutnya tanpa disadari menjelma 
 
138Satori, Pasang..., h. 106. 
139Mun’im, Sejarah…, h. 61-62.  
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menjadi doktrin (anutan) untuk menggali hukum dari 
sumbernya. Dengan semakin mengakarnya dan 
melembaganya doktrin pemikiran hukum di mana antara 
satu dengan lainnya terdapat perbedaan yang khas, maka 
kemudian ia muncul sebagai aliran atau mazhab yang 
akhirnya menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut 
mazhab dalam melakukan istinbat hukum.  
Teori-teori pemikiran yang telah dirumuskan oleh 
masing-masing mazhab tersebut merupakan sesuatu yang 
sangat penting artinya, karena ia menyangkut penciptaan 
pola kerja dan kerangka metodologi yang sistematis dalam 
usaha melakukan istinbat hukum. Penciptaan pola kerja dan 
kerangka metodologi tersebut inilah dalam pemikiran 
hukum Islam disebut dengan ushul fikih.   
Sampai saat ini Fikih ikhtilaf terus berlangsung, 
mereka tetap berselisih paham dalam masalah furu’iyyah, 
sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran 
dalam emahami nas dan mengistinbatkan hukum yang tidak 
ada nasnya. Perselisihan itu terjadi antara pihak yang 
memperluas dan mempersempit, antara yang memperketat 
dan yang memperlonggar, antara yang cenderung rasional 
dan yang cenderung berpegang pada zahir nas, antara yang 
mewajibkan mazhab dan yang melarangnya. 
Berbagai faktor yang menyebabkan aliran mazhab 
mampu mencapai masa keemasan. Terdapat berbagai faktor 
dalam masyarakat yang mendorong aktivitas keilmuan yang 
pada akhirnya melahirkan berbagai mazhab fikih, antara 
lain:  
a. Kesetabilan politik dan kesejahteraan ekonomi.  
b. Kesungguhan para ulama dan fuqaha.  
c. Perhatian para khalifah terhadap fikih dan fuqaha.  
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d. Pembukuan ilmu-ilmu (tadwîn al-‘ulûm). Pada masa ini 
telah dilakukan pembukuan berbagai cabang ilmu seperti 
hadis, fikih, dan tafsir yang memudahkan tersedianya 
rujukan untuk mengembangkan ilmu fikih.   
e. Adanya berbagai perdebatan dan diskusi (munâzharât) di 
antara ulama. Ini merupakan faktor terbesar yang 
merangsang perkembangan ilmu fikih.140 
2. Fanatisme Bermazhab 
Setiap arus pemikiran yang muncul dalam sejarah 
perjalanan Islam senantiasa cenderung mencari justifikasi 
kebenaran bagi dirinya pada kitab suci ini dan menjadikan 
kitab ini sebagai sandaran untuk menunjukkan kesesuaian 
pemikirannya dengan Islam dan dengan apa yang dibawa 
oleh Rasulullah Saw., Dengan demikian seseorang dapat 
mengklaim dirinya memiliki posisi di sebuah sistem 
keagamaan tertentu, kemudian dengan teguh ia akan 
mempertahankan posisi itu. 
Kecenderungan ini dan interaksinya dengan penafsiran 
secara alami merupakan lahan subur bagi tumbuhnya 
penulisan tafsir aliran yang dengan cepat terlibat dalam 
kancah persaingan dengan penafsiran yang panjang lebar, 
baik dalam uraian maupun cakupannya. Mazhab merupakan 
aliran keagamaan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur 
doktrin, tafsir, dan pengikut mazhab. Doktrin merupakan 
asas dan pondasi bagi perkembangan mazhab. Doktrin-
doktrin yang ditanamkan dalam pengembangan mazhab 
dapat berasal dari atsar (al-Qur`an dan as-Sunnah), rasio, 
amalan-amalan para pendahulu (dalam madinah), kiyas, dan 
maslahat kolektif. Tafsir dalam mazhab pada awalnya 
 
140Abdul Wahhab Khallaf, Ikhtisar Sejarah Hukum Islam 
(Khulasah Tarikh al-Tashri‘al-Islami). Terj. oleh Zahri Hamid & Parto 
Djumeno (Yogyakarta: Dua Dimensi. 1985), h. 46. 
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merupakan titik tolak dari lahir dan berkembangnya mazhab 
itu sendiri. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat 
muhkamat dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan 
kehidupan sosial mendorong munculnya perbedaan 
persepsi umat, dan pada gilirannya menggiring umat Islam 
dalam perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut semakin 
lama semakin meluas dan menumbuhkan fanatisme para 
pendukung mazhab.141 
Fanatisme mazhab (at-Ta’ashshub al-Mazhabi) adalah 
istilah yang diberikan kepada sikap yang hanya mengakui 
mazhabnya sebagai landasan dalam beragama dan menolak 
pendapat lain meskipun didukung dengan dalil atau 
pendapat yang kuat. Menurut sebagian sejarahwan Islam 
masa-masa kemunduran Islam di mulai ketika kegiatan 
ijtihad mulai mengalami penurunan, terutama setelah Ibnu 
Jarir al-Thabari meninggal dunia pada tahun 310 H.142 
Kemunduran dunia Islam dari sisi perkembangan ilmu 
pengetahuan juga dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Bani 
Abbas sampai ke abad 19. Periode ini ditandai dengan 
menyebarnya pusat-pusat kekuasaan Islam di beberapa 
wilayah, sehingga umat Islam sendiri dapat dikatakan dalam 
kondisi yang lemah dan berada dalam kegetiran. Dalam 
kondisi tersebut, jika keadaan negara (daulah) lemah, maka 
akan muncul banyak fitnah dan mihnah, sehingga hilanglah 
persaudaraan dan persatuan di kalangan umat Islam dan 
 
141Arif al-Wasim, “Fanatisem Mazhab dan Implikasinya dalam 
Penafsiran Alquran” Syariati Jurnal Studi Alquran dan Hukum, IV No 1 
(Mei 2018), h. 16. 
142Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 137. 
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yang akan timbul justru adalah perpecahan dan 
permusuhan.143 
Pada masa ini hukum Islam mulai mengalami stagnasi 
(jumud). Hukum tidak lagi digali dari sumber utamanya 
yaitu al-Qur’ân dan al-Hadits. Para ulama di masa ini 
memandang cukup untuk merujuk pendapat imam 
mazhabnya tanpa perlu melakukan ijtihad kembali. Pada 
masa ini mulai terlihat adanya kecendrungan baru, yakni 
mempertahankan kebenaran mazhabnya dengan 
mengabaikan mazhab lain, seolah-olah kebenaran 
merupakan hak prerogatif mazhab yang dianutnya. Pada 
fase ini dinilai telah terjadi pergeseran orientasi dari al-
Qur’ân dan al-Hadits menjadi orientasi kepada pendapat 
ulama. Suasana kejumudan yang terjadi pada umat Islam di 
fase ini juga menimbulkan suasana fanatisme terhadap 
masing-masing mazhab yang ada.144 Contoh konkretnya 
adalah pergeseran orientasi sumber-sumber penggalian 
hukum.145 
Para ahli banyak melakukan analisis mengapa 
kemunduran dan kejumudan ilmu pengetahuan dapat 
terjadi pada masa ini. Menurut Mun’im A. Sirry, secara 
umum terjadinya kemunduran penggalian hukum dan 
ijtihad banyak disebabkan oleh adanya keterpakuan tekstual 
yang membelenggu akal pikiran sebagai akibat hilangnya 
kebebasan berpikir. Menurut Farouk Abu Zaid, kebebasan 
berpikir ini hilang karena adanya pemaksaan penggunaan 
aliran mazzhab tertentu oleh penguasa pada saat itu seperti 
yang terjadi pada masa Khalifah al-Makmun dan al-
 
143Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum 
Islam (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 136. 
144Sopyan, Tarikh..., h. 138. 
145Muqthi Ali, Fanatisme Mazhab Dalam Tafsir Hukum 
(Tanggerang Selatan: Gunung Persada Press, 2019),  h. 67 
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Mu‟tashim dan al-Watsiq yang memaksakan doktrin Mazhab 
Muktazilah kepada para ulama.146 
Keterbelengguan akal pikiran ini menjalar secara akut 
hingga menyebabkan fanatisme terhadap kelompok atau 
mazhabnya sendiri. Saling klaim yang menjunjung tinggi 
mazhabnya serta merendahkan mazhab lain menjadi hal 
yang biasa bahkan menjadi semacam ciri khas yang ada pada 
karyakarya para ulama pada saat itu. Ulama pada saat itu 
mulai melabeli atau membatasi kajian ilmiahnya pada kajian 
mazhab tertentu atau bahkan kajian-kajian yang dilakukan 
justru untuk mempertahankan orisinalitas mazhab mereka 
sendiri. Saking kuatnya berpegangan dengan pendapat 
imam mazhabnya para ulama terjebak dalam kebelengguan 
akal pikiran dan klaimklaim berlebihan yang jauh dari sifat 
objektif. Para ulama pada saat itu sudah sampai pada tahap 
memandang bahwa pendapat para imam mazhab sepadan 
dengan nash al-Qur‟ân dan Sunnah yang tidak dapat diubah, 
digugat atau diganti. Umpamanya adalah Ubaid Allah al-
Karkhi, salah seorang ulama dari mazhab Hanafi yang 
mengatakan bahwa al-Qur‟ân dan al-Hadits yang 
bertentangan dengan mazhab Hanafi dapat ditakwilkan atau 
dapat di nasakh. Imam Iyadi juga pernah mengatakan bahwa 
bagi yang taklid, kedudukan pendapat imam mazhabnya 
dinilai sejajar dengan al-Qur‟ân dan hadits.147 
Itulah sebab-sebab umum yang memunculkan taklid 
sehingga masa keemasan Islam berakhir dan munculnya 
kejumudan dan fanatisme umat Islam pada masa itu. Secara 
lebih rinci penyebab munculnya taqlid adalah sebagai 
berikut: 
 
146Mun‟im, Sejarah…, h. 128. 
147Mun’im…, h. 130. 
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a. Adanya penghargaan yang berlebihan kepada guru. Hal 
itu tercermin dalam anggapan bahwa, pertama, setiap 
orang dewasa diawajibkan menganut salah satu mazhab 
dan diharamkan keluar dari mazhab yang dianutnya itu; 
kedua, mengambil pendapat kepada selain pendapat 
imam yang dianutnya adalah haram; dan ketiga, guru 
yang terdahulu lebih mengetahui makna nash daripada 
kita. 
b. Berkembang serta meluas khurafat, takhayul, dan mistik 
di kalangan masyarakat Islam yang merusak kemurnian 
tauhid. 
c. Munculnya kejumudan berpikir karena hilangnya 
semangat untuk melakukan ijtihad. Ulama mengalami 
frigiditas akibat kelesuan berpikir sehingga tidak lagi 
mampu menghadapi perkembangan zaman dengan 
menggunakan akal pikiran yang sehat dan merdeka serta 
bertanggung jawab. 
d. Para ulama terdahulu (pendiri mazhab dan pengikutnya) 
sangat produktif dan kreatif, hampir seluruh lapangan 
ijtihad dijajaki sehingga seolah-olah tidak memberikan 
sisa untuk melakukan ijtihad untuk ulama sesudahnya, 
bahkan ijtihad mereka sudah sampai kepada hal-hal yang 
belum ada dan belum terjadi. 
e. Munculnya ulama-ulama yang tidak mempunya 
kecakapan yang mumpuni, yakni orang-orang yang 
sebenernya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, 
namun ia memaksakan diri untuk melakukan ijtihad dan 
mengeluarkan produk hukum dalam bentuk fatwa yang 
membingungkan masyarakat. 
f. Adanya intervensi kekuasaan (sultan/khalifah) yang 
menganjurkan agar mengikuti mazhab yang dianutnya. 
Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap taklid. 
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Disamping itu, sultan hanya akan mengangkat qadhi dan 
mufti yang semazhab dengannya. 
g. Secara umum, pemerintah sudah tidak memperhatikan 
lagi perkembangan ilmu pengetahuan, seperti perhatian 
yang pernah diberikan oleh masa Abbasiyah awal (Harun 
al-Rasyid, al-Amiin dan khalifah lainnya). Khalifah lebih 
banyak menghambur-hamburkan hartanya untuk 
berpesta pora dan maksiat. 
h. Kesatuan dan keutuhan pemerintah Islan telah pecah, hal 
ini menyebabkan menurunnya kewibawaan pengendalian 
perkembangan hukum. Bukan hanya di kalangan 
penguasa pemerintahan, ternyata antar ulama pun terjadi 
persaingan yang tidak sehat yang menyebabkan diantata 
mereka saling menghasut. 
i. Adanya fatwa bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan 
cukuplah berpegah teguh pada ijtihad-ijtihad yang telah 
dilakukan oleh ulama terdahulu. 
j. Munculnya kesenangan pada harta secara berlebihan. 
k. Munculnya saling curiga antar pengikut mazhab, bahkan 
saling menghina yang tujuanya untuk meninggikan 
mazhab yang dianutnya dan merendahkan mazhab 
lain.148 
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, ada 
juga faktor eksternal yang juga turut menyebabkan 
redupnya era keemasn Islam dan tumbuh suburnya 
kejumudan di antara kaum muslimin yaitu: 
a. Bangkitnya kalangan Kristen Eropa (Renaissance) yang 
menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 
di kalangan mereka. 
 
148Sopyan, Tarikh…, h. 138. 
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b. Adanya serbuan bangsa Mongol yang melululantahkan 
peradaban Islam, yang telah berabad-abad lamanya 
dibangun. 
c. Munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa maupun 
di belahan dunia lain, seperti Afrika, Timur Tengah, dan 
Asia. Keadaan demikian membawa kepadaa 
ketidakstabilan politik yang berpengaruh pada 
perkembangan pemikiran.149 
Pada masa berkembangnya taklid dan fanatisme 
mazhab, kajian-kajian keilmuan yang melibatkan ijtihad 
memang berkurang, namun produktivitas para ulama dalam 
menghasilkan karya-karya ilmiah tidak berkurang. Hanya 
saja karya-karya mereka cenderung hanya sebagai penjelas 
(syarah) atau sebagai ringkasan (mukhtasar) terhadap 
karya-karya ulama mazhab. Di bidang penulisan tafsir 
terutama yang bercorak tafsir hukum hampir keseluruhan 
karya-karya yang telah tersusun dalam sebuah kitab yang 
paripurna justru dibuat setelah pasca zaman keemasan 
Islam. Artinya penyusunan atau penngumpulan karya-karya 
tafsir hukum justru banyak terjadi pada masa kemunduran 
atau masa taklid.150 
3. Tertutupnya Pintu Ijtihad 
Periode sesudah imam mujtahidin secara relatif 
dinyatakan sebagai masa mulainya kemunduran kehidupan 
intelektual kaum muslim sampai jatuhnya Kota Baghdad 
tahun 656H./1258 M. oleh tentara Mongol. Khusus dalam 
bidang fikih, para fuqaha cenderung taqlid kepada mazhab 
tertentu yang telah baku pada periode sebelumnya. Pada 
periode ini pula dikatakan pintu ijtihad mulai tertutup. 
Pekerjaan para fuqaha pada periode ini lebih terbatas 
 
149Sopyan…, h. 140. 
150Muqthi, Fanatisme…, h. 71. 
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memberikan alasan terhadap pendapat para imam, dan 
dengan demikian hanya berkisar pada pendapat yang sudah 
ada dan tidak keluar dari padanya. Ini pada akhirnya 
membawa kepada kecenderungan membela mazhab, 
betapapun pemikiran yang ada di dalamnya lebih lemah dari 
pendapat lain. 
Selanjutnya, setelah jatuhnya Baghdad keadaan 
intelektual kaum muslimin tidak mengalami banyak 
perubahan. Pekerjaan para ulama hanya berkisar pada 
membuat syarah (penjabaran) dan hasyiah (penjabaran atas 
syarah). Pada masa inilah tingkat kreativitas dan orisinalitas 
intelektual disebut sebagai tingkat yang lebih rendah. Ciri 
umum masyarakat muslim saat itu ialah suasana traumatis 
terhadap perpecahan dan perselisihan sehingga yang 
muncul sebagai dambaan atau obsesi utama masyarakat 
ialah ketenangan dan ketentraman. Agaknya dambaan 
mereka tercapai, tetapi dengan ongkos mahal, yaitu stagnasi 
atau kemandegan sebab ketenangan dan ketentraman itu 
mereka “beli” dengan menutup dan mengekang kreativitas 
intelektual dan penjelasan atas nama doktrin taqlid dan 
tertutupnya ijtihad.151 
Namun demikian, selama periode kemunduran ini 
masih tetap ada saja tokoh-tokoh cemerlang yang 
menyerukan perlunya ijtihad semisal Ibn Taimiyah (1263-
1328 M). “Program” Ibn Taimiyah ialah menghimbau kaum 
muslimin untuk mencari kembali ajaran Islam yang sejati, 
dan untuk melakukan ijtihad dalam menafsirkan doktrin–
doktrin agama. Bagi Ibn Taimiyah pintu ijtihad tidak pernah 
 
151Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam 
dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 313. 
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tertutup, bahkan beliau menyatakan dirinya sebagai seorang 
mujtahid mutlak.152 
Sebenarnya penutupan pintu ijtihad itu tidak pernah 
dinyatakan secara resmi, dan memang tidak ada suatu 
otoritas pun dalam Islam yang berhak menutup pintu ijtihad. 
Akan tetapi, penilaian terhadap kehidupan intelektual kaum 
muslimin pada masa sesudah periode imam mujtahidin itu 
memperlihatkan keadaan yang lambat laun aktivitas 
berpikir kreatif telah begitu mundur. Di samping itu, 
landasan-landasan yang mendorong proses kreatif itu 
hancur sehingga pada akhirnya mengakibatkan terhentinya 
kegiatan intelektual yang mampu membuat sintesis besar 
dalam kebudayaan Islam. Terhentinya aktivitas inilah 
sebenarnya yang diartikan sebagai “tertutupnya pintu” 
ijtihad. Terkait dengan ini, maka sebenarnya dapat 
ditegaskan bahwa bahwa tak ada satu masa pun berlalu di 
dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang yang mampu 
berijtihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan 
terjaga dan upaya-upaya pengacau agama pun dapat 
dicegah. Abu Zahrah berkata: “Kita tidak tahu siapa yang 
dapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah swt bagi 
perkembangan akal dan pikiran manusia. Bila ada orang 
yang berkata: ‘Pintu ijtihad telah tertutup,’ mana dalilnya” 
Para ulama ushul telah sepakat bahwa ijtihad (dalam 
arti merujukkan suatu perkara ke suatu hukum yang sudah 
ada) tetap terbuka. Ijtihad dalam arti ini tidak termasuk 
ijtihad menurut ketentuan ushul fikih. Dalam ijtihad 
menurut ushul fikih terjadi perbedaan pendapat mengenai 
tertutup atau terbukanya pintu ijtihad. Pada awal abad ke-IV 
Hijriyah, sebagian ulama, yang dipelopori ulama khalaf, 
memandang ijtihad sebagai kegiatan (pekerjaan) mujtahid 
 
152Syafi’i Ma’arif, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah 
(Jakarta: TP, 1995), h. xi. 
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berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, yaitu sejak 
wafatnya para mujtahid kenamaan, yaitu masa imam-imam 
mazhab153. Sebagian ulama yang lain, yang dipelopori oleh 
Imam Al-Syaukani, pada pertengahan abad ketiga belas 
Hijriyah berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. 
Kelompok ini memandang ijtihad sebagai sumber hukum.    
 Lebih lanjut, munculnya seruan terhadap ditutupnya 
pintu ijtihad pada masa itu, merupakan respon terhadap 
kelompok yang cenderung melakukan perubahan pada 
ajaran agama dan syari‟at Islam. Hal tersebut dilakukan oleh 
kelompok-kelompok yang menjadikan agama sebagai lahan 
bisnis yang menguntungkan bagi kehidupan dunia, yang 
telah dikuasai oleh api materialisme dan pemenuhan hawa 
nafsu dan kesenangan. Konsekuensi dari itu semua adalah 
muncul dan menjamurnya kelompok yang mengaku sebagai 
ulama, orang-orang yang mengaku sebagai pemilik otoritas 
dalam menyampaikan fatwa agama. Semua dilakukan tanpa 
berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai atau 
berlandaskan agama.  
Literatur yuristik Islam selalu menggambarkan sebab-
sebab tertutupnya pintu ijtihad dan berkembangnya taqlid. 
Ada beberapa sebab tertutupnya pintu ijtihad, antara lain 
yaitu masalah-masalah Islam dalam kaidah metodologis 
telah disusun secara baku. Di samping itu, fikih telah dikupas 
secara detail oleh para mujtahidin pada periode yang kreatif 
dari sejarah Islam. Kenyataan ini membawa para ulama yang 
datang kemudian tidak terlalu lagi berkreasi untuk berpikir 
lebih serius karena segala sesuatu yang berhubungan 
dengan ushul dan furu’ telah tersedia dalam karya 
peninggalan para imam mujtahidin. Mereka hanya tinggal 
mengambil dan bila perlu memberi sedikit komentar atau 
 
153Abdul Karim al-Khatib, Ijtihad Menggerakkan Potensi Dinamis 
Hukum Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 170. 
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ulasan saja. Selain faktor di atas, maka penyebab lainnya 
adalah melemahnya kepercayaan diri ulama-ulama yang 
datang kemudian. Mereka merasa kemampuan mereka 
begitu tidak berarti, dan karena itu takut untuk ber-istinbat 
(melakukan penyimpulan) langsung dari sumber asli yaitu 
Alquran dan Hadis. Mereka sudah merasa cukup hanya 
dengan menerima apa yang mereka warisi dari imamnya 
tanpa melakukan kritik lebih jauh. 
Muhammad Zuhri berpendapat bahwa periode taklid 
tejadi sejak runtuhnya Baghdad ditangan Holako sampai 
sekarang. Unsur Turki atau Thurani adalah suatu unsur yang 
besar sekali yang terdiri dari beberapa kabilah yang 
berbeda-beda, setelah menyiapkan sarana-sarana berkelana 
ia jelajahi negeri-negeri Islam untuk menguasainya sebagai 
tambahan atas negeri asalnya. Sebenarnya sebab pintu 
ijtihad tertutup tentu jauh lebih kompleks lagi dari apa yang 
dikemukakan di atas. Mungkin sama kompleksnya dengan 
sejarah dan struktur kebudayaan Islam itu sendiri. Kondisi 
politik jelas merupakan faktor yang sangat berpengaruh 
yang membawa keadaan stagnasi intelektual. 
Menurut Ibn Khaldun terdapat hubungan antara laju 
kreativitas keilmuan dengan kompleksitas institusi 
kemasyarakatan dan level kemakmuran suatu masyarakat. 
Ilmu pengetahuan merupakan barang mewah yang baru 
menjadi tuntutan apabila telah terlebih dahulu kebutuhan 
ekonomi terpenuhi, dan industri ilmu pengetahuan dapat 
dicapai oleh masyarakat yang memiliki tingkat keragaman 
dan diferensiasi yang tinggi dalam pranata sosialnya. 
Hancurnya kemajuan ilmu dan karena itu pudarnya ijtihad 
di kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordova, Qairawan, dan 
lain-lain dikarenakan mundurnya kemakmuran di kota-kota 
tersebut.154 Ini merupakan dampak dari disintegritas politik 
 
154Ibn Khaldun, al-Muqaddimah (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.), h. 434. 
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yang dialami dunia Islam sesudah jaman kejayaannya. 
Kekayaan publik tersebut tersedot untuk kepentingan 
perang yang menghancurkan, dan rakyat harus memikul 
beban berat. 
Ketiga, dalam literatur ushul fikih, dapat dijumpai 
pembahasan tentang kemampuan akal. Kebanyakan penulis 
ushul dari kalangan ortodoks cenderung menerima 
pendapat bahwa akal tidak berguna dalam mengetahui yang 
baik dan buruk, serta tidak ada hukum kecuali yang 
ditetapkan Tuhan. Pendapat yang terlalu melemahkan 
kedudukan akal ini barangkali juga besar pengaruhnya 
dalam menutup pintu ijtihad. 
Di samping pendapat di atas, ada beberapa sebab yang 
sering disebut orang berkenaan dengan tertutupnya pintu 
ijtihad antara lain sebagai berikut. 
a. Terbagi-baginya negara Islam pada abad keempat hijriyah 
ke dalam beberapa kerajaan kecil, serta terjadi 
percekcokan para raja dalam merebut kekuasaan. Hal ini 
telah memaksa mereka mengabaikan dukungannya 
kepada gerakan penetapan hukum, dan sejalan dengan 
hal itu, para ulama pun sibuk dengan masalah politik. 
b. Adanya fanatisme mazhab, hilangnya sikap percaya diri, 
serta berbuat “semaunya” atau secara berlebih–lebihan 
dalam men-takwil-kan berbagai nash untuk menguatkan 
mazhab yang dianutnya. 
c. Meluasnya berbagai penyakit etis di kalangan ulama, rasa 
dengki-mendengki, serta egoistis. 
d. Tersebarnya sikap mencari hidup dari fatwa dan jabatan 




e. Kekhawatiran para ulama akan lemahnya penyokong 
agama, yang bisa jadi membawa kepada runtuhnya 
bangunan fikih yang telah dibina oleh imam yang 
terdahulu, karena itu mereka berfatwa agar pintu ijtihad 
ditutup untuk mencegah ikut-sertanya orang-orang yang 
tidak ahli dalam berijtihad atau dalam menggali hukum 
dari sumbernya. 
Konsep mengenai tertutupnya pintu ijtihad sama sekali 
tidak muncul di benak kaum muslim yang hidup dalam 
periode awal tersebut karena ijtihad melekat dalam diri 
mereka yang secara langsung dipraktikkan. 
Fazlur Rahman berpendapat, walaupun secara formal 
pintu ijtihad tidak pernah ditutup, namun taqlid atau 
menerima otoritas secara mentah-mentah berkembang 
sedemikian suburnya sehingga secara praktis ijtihad 
menjadi tidak ada. Mula-mula taqlid ini disarankan kepada 
orang- orang awam. Walaupun akhirnya diakui bahwa 
orang-orang awam pun cukup memiliki kesanggupan untuk 
menilai dan memilih di antara pandangan-pandangan yang 
berbeda. Tetapi, di kemudian hari taqlid ini melanda semua 
umat Islam. Suara-suara yang menentang taqlid timbul 
terutama disponsori Ibnu Taimiyah. Sejak itu, generasi-
generasi muslim terdahulu dipersalahkan telah menutup 
pintu ijtihad dan mengambil sikap taqlid. Ijtihad adalah 
penting dalam melakukan gerakan reformasi Islam pada 
abad ke-18. Modernis Muslim lebih menyerukan ijtihad yang 
urgensinya lebih besar sejak terjadi perbenturan antara 
masyarakat muslim dengan kekuatan- kekuatan baru.155 
Dampak dari tertutupnya ijtihad telah menyebabkan 
umat Islam semakin malas untuk berpikir dan pasrah 
 
155Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, Terj. Anas Masyuddin 
(Bandung: Pustaka, 1995), h. 262. 
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dengan mengikuti berbagai mazhab yang telah ada karena 
mereka menilai bahwa ijtihad bukan aktivitas yang mudah 
dilakukan dan apa yang diperbarui lagi. Hal ini pula di 
antaranya yang menjadi argumentasi kelompok yang 
berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, H. Mustafa 
mengutip bahwa ada empat alasan mengapa pintu ijtihad 
tertutup, yaitu: 
a. Hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, 
munakahat, jinayat dan sebagainya dianggap sudah 
lengkap dan dibukukan secara rinci dan rapi. Oleh karena 
itu, ijtihad dalam hal ini tidak diperlukan lagi. 
b. Mayoritas kaum sunni hanya mengakui mazhab empat. 
Karena itu, penganut ahlu al-sunnah hendaknya memilih 
salah satu dari mazhab empat dan tidak boleh pindah 
mazhab. 
c. Membuka pintu ijtihad, selain sesuatu yang percuma dan 
membuang-buang waktu, hasilnya akan berkisar pada 
hukum yang terdiri atas kumpulan pendapat dua mazhab 
atau lebih yang dikenal dengan istilah talfiq yang 
kebolehannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama 
ushul, hukum yang telah dikeluarkan oleh salah satu 
mazhab empat, berarti ijtihad itu hanyalah tehsil al-hasil, 
hukum yang dengan salah satu mazhab di luar mazhab 
empat tidak dianggap sah oleh mayoritas ulama ahlu al-
sunnah, hukum yang tidak seorang pun membenarkannya 
yang pada hakikatnya sama dengan menentang ijmak. 
d. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa sejak awal abad 
keempat Hijriah sampai saat ini, tidak seorang pun berani 
menonjolkan dirinya atau ditonjolkan oleh pengikutnya 
sebagi mujtahid mutlaq mustahiq. Hal ini menunjukkan 
bahwa syarat-syarat berijtihad itu memang sangat sulit, 
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sehingga dapat dikatakan tidak mungkin lagi untuk saat 
sekarang.156 
Akibat dari pandangan tertutupnya pintu ijtihad 
menyebabkan sikap taklid yang berlebihan dikalangan umat 
Islam, sehingga memberikan kemunduran dalam 
menghadapi persoalan kontemporer, sebagian ulama 
menyatakan bahwa ijtihad masih terbuka dengan beberapa 
alasan antara lain:  
a. Menutup pintu ijtihad berarti menjadikan hukum Islam 
yang dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam 
akan ketinggalan zaman. Sebab, banyak kasus baru yang 
hukumnya belum dijelaskan oleh Alquran, sunnah, dan 
belum juga dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.  
b. Menutup pintu ijtihad berarti menutup kesempatan bagi 
para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-
pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali 
sumber (dalil) hukum Islam.  
c. Membuka pintu ijtihad berarti membuat setiap 
permasalahan baru yang dihadapi oleh umat dapat 
diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu 
berkembang serta sanggup menjawab tantangan 
zaman.157 
4. Terbukanya Pintu Ijtihad 
Krisis yang dialami umat Islam di zaman modern ini, 
menurut Rahman berasal dari sikap ulama’ klasik yang 
keliru dalam memandang sumber-sumber Islam sebagai 
kompedia yang terdiri atas bagian-bagian yang terisolasi dan 
terpilahpilah. Hal ini terjadi karena untuk memahami aspek 
 
156Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Malang: 
Sinar Grafika, 2008), h. 49.  
157Mustofa…, h. 58. 
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historis terhadap akar spiritual Islam pada saat itu belum 
ada. Berangkat dari pertibangan semacam inilah Rahman 
kemudian mencoba menyelesaikan krisis yang dialami oleh 
umat Islam. Kemudian ia mengelaborasi dan 
mensistematisasi gagasan-gagasan ulama terdahulu, dalam 
suatu bentuk metodologi tafsir yang sistematis dan 
komprehensif. 
Ijtihad merupakan usaha maksimal untuk 
mengungkapkan dan melahirkan hukum-hukum syariat dari 
dasar-dasarnya melalui pemikiran yang serius sehingga 
dalam kajiannya mengenai wilayah ijtihad sebagaimana 
ulama ushul fikih menempatkan ijtihad pada wilayah fikih. 
Ijtihad merupakan kewajiban kifayah dari umat Islam dan 
bila seorang telah memenuhi kapasitas ilmu ijtihad, baginya 
wajib a’in. Pentingnya melakukan ijtihad di karenakan 
perubahan sosial budaya yang disebabkan oleh kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut telah 
melahirkan permasalahan-permasalahan baru dalam 
hukum. Menurut yusuf al-qardhawi, setiap zaman memiliki 
problematika, konteks realitas dan berbagai kebutuhan yang 
memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Ada juga 
peristiwa atau persoalan lama yang terjadi dalam kondisi 
dan sifat yang dapat mengubah tabiat, bentuk dan 
pengaruhnya. Kadang-kadang hukum atau fatwa yang 
ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu tidak relevan lagi 
sehingga fatwa tersebut harus direvisi karena berubahnya 
masa, tempat, adat istiadat dan kondisi. Jika ulama-ulama 
dahulu saja telah menetapkan bahwa fatwa dapat 
berubahnya zaman.158 
Ijtihad telah ada sejak masa Rasulullah Saw., Dan 
puncaknya pada masa al-khulafa ar-rasyidin ketika para 
 
158M. Yusuf Al-Qardhawi, Al-Ijtihad al’Ma’asir Bain al-Idhibat wa 
al-Nifrat (t.t.: Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), h. 5. 
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sahabat meletakkan dasar-dasar ijtihad dibidang hukum. 
Demikian pula generasi halnya, generasi setelahnya mereka 
mampu membentuk madrasah (aliran) hukum fikih 
diberbagai tempat, mengadakan studi, mengajar, dan 
memberikan fatwa-fatwa hukum. Menurut al-Qardawi, 
ijtihad berperan dalam dua lapangan. Pertama, bidang 
dimana nash-nash (teks) yang tidak tegas disebutkan. 
Ketidaktegasan agama menyebutkan persoalan ini memang 
sengaja dilakukan, sebagai pemberian rahmat kepada 
umatnya. Dengan demikian, para mujtahid leluasa 
memberikan interpretasinya dan merealisasikannya dengan 
kehendak agama melalui proses ijtihad, analogi, mashlahah 
mursalah, istihsan, istishab dan sebagainya. Kedua, adalah 
teks-teks zhanni (relative benar), baik zhanni dalam hal 
otentisitasnya.159 
Pemikiran ijtihad baru (kontemporer) sebenarnya 
berorientasi pada memberikan kemudahan kepada para 
ulama yang memiliki kemampuan (qualified) untuk 
melakukan ijtihad pada zaman ini. Pintu ijtihad telah 
dibukakan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya sejak dahulu, 
hanya dalam sejarahnya muncul isu tertutupnya pintu 
ijtihad. Karena ijtihad dilakukan oleh mereka yang tidak 
berkompeten dan dimanfaatkan sekadar untuk melegitimasi 
beberapa kebijakan penguasa tertentu. 
Dalam perkembangannya muncul beberapa aliran 
ijihad, yang kemudian terbagi dalam tiga pokok aliran ijtihad 
yaitu: 
a. Aliran yang mempersempit dan mempersulit ijtihad 
terbagi menjadi dua yaitu kelompok ijtihad zhahiriyah 
baru, mereka menekuni hadis, tetapi tidak 
 
159M. Yusuf Al-Qardhawi, Fatawa Muasirah (Beirut: Dar Al-Fikr, 
1991), h. 47-48. 
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mempraktikkan fikih dan ushulnya, dan kelompok yang 
mempercayai akan wajibnya mengikuti mazhab tertentu 
dan tidak boleh keluar dari mazhab tersebut; 
b. Aliran yang berlebih-lebihan dalam memperluas ijtihad 
walaupun terhadap nash-nash yang muhkamat dan 
hukumnya telah tetap. Aliran ini terbagi kedalam dua 
kelompok, yaitu kelompok yag mendahulukan mashlahat 
daripada nash dan kelompok yang hanya memberi 
legitimasi terhadap apa yang terjadi; 
c. Aliran yang moderat (mengambil jalan tengah), yaitu 
aliran yang mengikuti nash dan memerhatikan maksud-
maksud syariah serta tidak bertentangan dengan kaidah-
kaidah hukum yang telah disepakati. 
Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali 
ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut 
pembaharuan hukum Islam, sebab ia berusaha menetapkan 
ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan 
dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur, yaitu: 
a. Menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum 
ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung. 
b. Menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi 
suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya 
tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan 
kemashlahatan manusia masa kini.  
Untuk itu perlu ditetapkan ketentuan hukum baru yang 
lebih mampu merealisasikan kemashlahatan umat yang 
merupakan tujuan syariat dengan mempertimbangkan 
perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern. Contohnya ketentuan 
hukum Islam mengenai pemimpin wanita. Ijtihad ulama 
sekarang telah membolehkan wanita menjadi pemimpin 
103 
 
atau kepala Negara, padahal ijtihad lama menetapkan bahwa 
wanita tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala Negara.160 
Ijtihad dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu sebagai 
berikut: 
a. Apabila ijthad lama itu adalah salah satu dari sekian 
kejadian yang terkandung oleh suatu teks Alquran dan 
hadits. Dalam keadaan demikian, pembaharuan dilakukan 
dengan mengangkat pula kejadian yang lain yang 
terkandung dalam ayat dan hadis tersebut. Contoh, dalam 
masalah zakat yang ketentuannya telah   ditetapkan oleh 
jumhur ulama bahwa ada tujuh macam kekayaan yang 
wajib dizakati, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, 
buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang 
tambang dan barang peninggalan kuno (barang 
terpendam). Dan pendapat yang menetapkan penghasilan 
yang datang dari teks atau nas yang dijadikan dasar oleh 
jumhur ulama. 
b. Apabila hasil ijtihad lama didasarkan atas urf setempat 
dan bila urf itu sudah berubah maka untuk ijtihad lama 
ataupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad 
baru yang didasarkan kepada urf’ setempat yang telah 
berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala 
Negara wanita. Hasil ijtihad ulama Negara sesuai dengan 
urf masyarakat Islam masa itu yang tidak bisa menerima 
wanita sebagai kepala wanita, urf’ masyarakat Islam 
sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima 
wanita sebagai kepala Negara. Hasil ijtihad ulama pun 
sudah berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita 
boleh menjadi kepala Negara. 
 
160Asep Hikmat, The Islamic Law and Constitution (Cet. IV; 
Bandung: Mizan, 1995), h. 267. 
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c. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan kiyas maka 
pembaruan dapat dilakukan dengan meninjau kembali 
hasil-hasil ijtihad atau ketentuan hukum yang ditetapkan 
oleh kiyas dan metode istinbath hukum lain. Contohnya 
tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang 
dikiyaskan kepada orang junuub (orang yang mandi 
besar) karena sama-sama hadas besar. Ada ulama yang 
merasa kiyas di tas kurang tepat karena ada unsur lain 
yang membedakan haid dengan junub meskipun 
keduanya sama-sama hadas besar.161 
Ijtihad dalam Agama adalah salah satu prinsip 
fundamental yang mengokohkan dinamika Islam dan 
mengukuhkan potensi dalam mendiagnosis berbagai 
problematika kehidupan manusia yang diakibatkan oleh 
gerak interaksi yang melingkupinya. Ijtihad sebagai proses 
pemikiran dan kajian suatu masalah dalam rangka mencari 
kesimpulan hukum yang disebut “fikih” selalu dituntut 
aktual dan kontekstual. Seiring dengan perputaran dan 
perjalanan waktu yang cepat serta lahirnya berbagai produk 
teknologi yang bersentuhan dengan manusia, muncullah 
berbagai persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh 
ulama’ dahulu. Bahkan belum tergores dalam hati sanubari 
mereka. Lebih dari itu ada sebagian peristiwa atau persoalan 
lama yang terjadi dalam dondisi dan sifat yang dapat 
mengubah tabiatnya, bentuk dan pengaruhnya, sehingga 
fikih atau fatwa hukum yang ditetapkan oleh ulama 
terdahulu tidak relevan lagi. Hal demikian itu memotivasi 
para ahli fikih untuk merefisi fatwa atau keputusan fikihnya 
lantaran berubahnya masa, tempat, adat istiadat, dan 
kondisi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.   
 
161Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam 
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 114-115. 
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Dengan demikian kebutuhan kita terhadap ijtihad 
merupakan kebutuhan yang bersifat kontinu, dimana 
realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun 
kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami 
perubahan dan perkembangan. Hal ini memberikan 
konsekwensi juga kepada perkembangan fikih itu sendiri 
yang dituntut agar selalu aktual dan kontekstual. Hal ini 
akan terwujud kalam pintu ijtihad selalu terbuka. 
Harus diakui bahwa persoalan kehidupan yang 
semakin modern ini jauh lebih kompleks dibandingkan 
dengan masa di mana para mujtahid mutlak itu hidup. 
Banyak persoalam-persoalan modern yang belum bisa di 
antisipasi oleh buku-buku fikih. Sihingga kemudian 
diperlukan terobosan baru untu menjawab persoalan 
kontemporer yang akan muncul sesuai dengan kondisi 
sosial, kultur dan budaya suatu masyarakat. 
Untuk itu, agar semua persoalan dewasa ini dapat 
ditangani dan dijawab oleh fikih Islam, maka satu-satunya 
jalan adalah melalui lembaga Ijtihad. Model seperti apa yang 
cocok untuk kondisi sekarang ini, Prof. Dr. Umar Shihab 
menguraikan sebagai berikut: 
1) Ijtihad Intiqa’i 
Para ulama terdahulu telah memecahkan berbagai 
permasalahan yang dihadapinya, bukan berarti apa yang 
mereka tetapkan atau hasilkan dalam bentuk ijtihad itu 
adalah suatu ketetapan yang final untuk sepanjang masa. 
Akan tetapi perlu ditilik kembali apakah masih sesuai 
dengan situasi dan kondisi zaman. Para mujtahid sekarang 
dituntut untuk mengadakan studi perbandingan diantara 
pendapat itu dan meneliti dalil-dalil yang dijadikan landasan 
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atau mujtahid dewasa ini harus memilih pendapat yang 
dipandang kuat dan lebih sesuai dengan kondisinya. 
2) Ijtihad Insya’i (Penalaran Baru) 
Ijtihad ini sangat diperlukan karena berbagai 
permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi sekarang, yang belum pernah 
terpetik dalam had para mujtahid terdahulu. Upaya untuk 
mengantisipasi permasalahan modern tidak akan tercapai 
apabila mujtahid sekarang hanya terpaku pada pendapat 
ulama terdahulu, sebab mereka belum mengalami kasuk-
kasus itu apalagi berijtihad dalam had  tersebut. 
a) Ijtihad Komparatif (Perbandingan) 
Ijtihad komparatif adalah menggabungkan kedua 
bentuk ijtihad di atas (Ijtihad intiqa’i dan Ijtihad Insya’i). 
Dengan demikian, di samping untuk menguatkan atau  
mengkompromosikan beberapa pendapat juga diupayakan 
adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai 
dengan tuntutan zaman. Pada dasarnya, hasil ijtihad yang 
dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung 
yang tetap utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, 
melainkan masih memerlukan ijtihad baru, dalam arti 
diperlukan kemampuan mengotak-atik dengan jalan 
menggabungkan kedua bentuk ijtihad diatas.162 
Tidak semua orang dibenarkan melakukan ijtihad 
karena ijtihad bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, para 
ahli ushul fikih memberikan persyaratan khusus bagi orang 
yang akan melakukannya. Al-Ghazali telah mengemukakan 
beberapa syarat berkaitan dengan seorang mujtahid. Secara 
garis besar, ia membagi syarat ijtihad menjadi dua 
 
162Umar Shihab, Hukum Islam dan Tranformasi Pemikiran 
(Semarang: Dina Utama, 1996), h. 78-80 
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kelompok. Pertama, syarat yang dikelompokkan syarat 
utama, yang meliputi penguasaan terhadap materi hukum 
yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, kemudian 
bahasa Arab yang merupakan alat dalam memahami sumber 
tersebut. Kedua, syarat yang dikelompokkan sebagai syarat 
pelengkap, yaiyu mengetahui nasikh mansukh, baik untuk 
Alquran maupun Al-Hadis dan mengetahui cara untuk 
menyeleksi atau mengklasifikasikan hadis sebagai sumber 
hukum. Asy-Syatiby menambahkan syarat ijtihad lainnya, 
yaitu keharusan mengetahui maksud disyariatkannya 
hukum dalam Islam (Maqashid al-Syari’ah).163 
Selain itu, adapun syarat-syarat yang diperlukan pada 
mujtahid menurut tokoh-tokoh pembaharu hukum Islam, 
antara lain: 
1) Mengetahui dengan sempurna hukum Alquran dan 
hukum-hukum Sunnah, dasar-dasar syariat umum. Dia 
harus mengetahui ayat-ayat hukum dan hadis-hadis 
hukum, mengetahui sebab-sebab nuzul, sebab wurud, 
sah tidaknya hadis, nasikh mansukh, mutawatir dan 
masyhur. Dalam hal ini dia cukup mengetahui tempat 
memperoleh dalil-dalil itu. 
2) Mengetahui hukum-hukum yang telah di ijma’iy dan yang 
diperselisihkan.164 
3) Mengetahui illat-illat hukum dan jalan-jalan menggali 
illat-illat itu dari dalil serta petunjuk lafaz kepada makna 
dan mengetahui maksud-maksud syara’, rahasia-rahasia 
tasyri’, maslahah al-mursalah dan ‘urf  masyarakat. 
4) Mengetahui bahasa Arab, hal ini perlu untuk mengetahui 
nash. Selain dari itu hendaklah mujtahid itu orang yang 
 
163Mustofa, Hukum Islam…, h. 70. 
164Hasbi, Pengantar..., h. 205 
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adil, melaksanakan sendiri hukum-hukum yang telah 
diijtihadkan.165 Dan sebagian ulama menambah pula 
supaya mujtahid itu Islam. 
Tidak semua urusan dalam agama dibenarkan untuk 
menjadi objek ijtihad. Ada wilayah yang tidak boleh 
diijtihadi dan ada wilayah yang boleh diijtihadi. Imam Al-
Ghazali telah memberikan batasan khusus berkenaan 
dengan lapangan ijtihad, yaitu setiap hukum syara’ yang 
dalilnya tidak qhath’i. Yang dimaksud dengan qhath’i di sini 
adalah suatu lafaz yang menunjuk kepada hukum tertentu 
dan tidak mengandung makna lain. Dapat pula berarti suatu 
lafaz yang dipahami darinya satu makna tertentu dan tidak 
mengandung kemungkinan untuk dipahami makna lain, 
selain ditunjukan itu. Oleh karena itu, sifatnya absolut, tidak 
berubah, dan tidak bisa diubah. Termasuk dalam ranah ini 
adalah hukum Islam yang secara eksplisit disebutkan dalam 
Alquran dan Hadis Mutawatir yang penunjukannya telah 
jelas (qhath’i al-dalalah). 
Kemudian menurut Minhajuddin selama nash itu qhat’i 
al-wurud, maka kepastian dan kehadirannya dalil-dalil itu 
dari sisi Tuhan atau Rasul-Nya bukan lagi menjadi ajang 
pembahasan.166 Berkaitan dengan ayat-ayat yang sifatnya 
qhat’i ini, para ulama membuat suatu rumusan dalam 
bentuk kaidah fikih yaitu: 
 َلمس غ لإلجته د ِف موعدالن ص  
Artinya: 
Tidak ada pintu ijtihad Ketika sudah ada ketetapan nas. 
 
165Abiy Ishaq al-Sya ibiy, Al-Muwafaqat fi Us-l al-Ahkam (t.p. Dar 
al-Rasyad al-Hadisah, t.th.), h. 59. 
166Minhajuddin, Posisi Fikih Muqaran, Fikih Perbandingan dalam 




LANDASAN NORMATIF BERMAZHAB 
 
A. Legalitas Alquran 
Alquran sebagai sumber utama penetapan hukum 
Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang perintah 
bermazhab atau mengikuti suatu mazhab. Hal ini disebabkan 
oleh karena Alquran lebih dulu diturunkan oleh Allah Swt. 
kepada Nabi Muhammad Saw., dibanding fenomena 
bermazhab di kalangan umat Islam saat itu. Namun 
demikian, jika ditelusuri secara mendalam, maka secara 
tersirat terdapat banyak ayat yang memerintahkan umat 
Islam untuk mengikuti pendapat para ulama sebagai orang-
orang diberi keistimewaan ilmu agama oleh Allah Swt., 
orang-orang yang bisa memahami kandungan Alquran, 
orang-orang yang bisa menjelaskan makna dan kandungan 
Alquran kepada umat Islam. 
Karena itu, sekalipun tidak ditemukan perintah 
langsung Alquran untuk bermazhab, tetapi kedudukan 
ulama sebagai pewaris para nabi menempatkannya sebagai 
orang yang harus diikuti pendapat-pendapatnya tentang 
maksud Allah Swt., yang terhadap para mukallaf. Namun 
demikian, tidak menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam 
untuk mengikuti pendapat (mazhab) tertentu dari seorang 
ulama kecuali Allah Swt., hanya mewajibkan untuk 
mengikuti ulama dan tidak mengkhususkan dengan satu 
imam saja tanpa imam yang lain, di antara ayat-ayat yang 
menunjukkan secara tersirat prntingnya mengikuti dan 





1. Q.S an-Nisa (3): 59 
َيب َه  ٱل ب يَن َءاَمنب ٓوا  َأط يع وا  ٱّلل َ وَ  َزۡعت ۡم ِف  َيََٰٓ  فَب  ن تَبنبََٰ
نك ۡمِۖ َأط يع وا  ٱلر س وَ  َوأ و ِل  ٱۡلَۡمر  مب 
ۡمء  ر د وه  شببَ و   ٱّلل    إ ىَل  فبببَ ونَ  ك نببت مۡ   إ ن َوٱلر سبب  نبب  ۡوم   بب ٱّلل    تب ۡؤم  ر ِّۚ  َوٱۡليبببَ لبب كَ  ٱۡلٓخبب  ۡي  ذََٰ  خببَ
و يال   َوَأۡحسَ 
ۡ
 ن  َر
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
Dalam Kitab Tafsir al-Sawial tafsir al-Jalalain 
disebutkan bahwa lafaz ulul amri pada ayat tersebut 
memiliki berbagai penafsiran. Salah satunya adalah ulul 
amri dapat berarti pendapat para imam mujtahid.167 Dalam 
kaitan ini, maka seorang mujtahid memiliki tanggung jawab 
keagamaan dama menjelaskan makna-makna yang 
terkandung dalam sebuah nas, dan nas-nas keagamaan 
tersebut harus diungkap melalui proses ijtihadiyah oleh 
seorang imam.  
2. Q.S. an-Nisa (3): 83. 
أَۡمر   َج َٓءه ۡم   َوإ ىَلَٰٓ   ٱلر س و    إ ىَل   َعد وه    َوَلوۡ   ب ه ۦِۖ   أََذاع وا    ٱۡۡلَۡون   أَو    ٱۡلَۡمن   م  نَ َوإ َذا 
ه مۡ  ٱۡلَۡمر   أ و ِل  
نبۡ    ٱّلل   َعَلۡيك ۡم َوَعمۡحَت ه    َيۡستَبُنب ر ونَه   ٱل ب ينَ  َلَعل َمه   م 
َۡ ه ۡمِۗ َوَلۡوََل َف
نبۡ م 
َبۡعت      م  ٱلش ۡيرَََٰن إ َل  قَل يالَلٱتب 
 
 
167Ahmad al-Sawi al-Maliki, Hasiyytu al-Sawi ala Tafsir al-Jalalain. 




Dan apabila datang kepada mereka suatu berita 
tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu 
menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya 
kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah 
orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya 
(akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan 
Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat 
Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, 
kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). 
Ayat ini secara tersirat juga menjelaskan fungsi dan 
tanggung jawab seorang ulul amri, baik dalam pengertian 
pemimpin masyarakat maupun dalam pengertian pemimpin 
agama. Sebagai pemimpin agama, seorang mujtahid atau 
imam mazhab berkewajiban untuk menjelaskan kandungan 
nas kepada umat Islam oleh karena tidak semua Islam dapat 
memahami makna yang terkandung dalam sebuah nas.  
3. Q.S. az-Zumar (21): 9. 
رََة َويَبۡرج وا  َعمۡحََ  عَب  ه ۦِۗ ق ۡ  َهۡ  َيَۡ  َوقَ ٓ  م  ا أَم ۡن ه َو قََٰن    َءاَ َٓء ٱل ۡي  َس ج   َبع  ٱۡلٓخ 
َ  يَبَتبَك ر  أ و ل وا  ٱۡلَۡلبََٰ   َيۡسَتو ي ٱل ب    إ َّن 
 يَن يَبۡعَلم وَن َوٱل ب يَن ََل يَبۡعَلم وَنِۗ
Terjemahnya:  
(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih 
beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-
waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia 
takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 
rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-
orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah 
yang dapat menerima pelajaran. 
Ayat ini menegaskan secara nyata adanya perbedaan 
umat Islam bahwa seorang ulama atau imam mujtahid 
maupun imam mazhab berbeda dengan seorang masyarakat 
awwam. Masyarakt awwam harus bertaklid kepada seorang 
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imam oleh karena mereka tidak mapu mengeluarkan hukum 
dari dalil-dalil Alquran maupun dalil hadis karenanya 
dibutuhkan peran seorang imam mujtahid. 
 
4. Q.S al-Anbiya (21): 7. 
َلَك إ َل  ع َج َل بۡ مٓ  َوَم ٓ أَۡعَسۡلَن  قَب َ  َفۡسل ٓوا   إ لَۡيه ۡمِۖ  ن وح     نت ۡم ََل تَبۡعَلم ونَ ك    إ ن ٱلب  ۡكر   أَۡه
Terjemahnya: 
Kami tiada mengutus rasul rasul sebelum kamu 
(Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki 
yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka 
tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, 
jika kamu tiada mengetahui. 
Salah satu intisari dari kandungan ayat ini adalah 
menjelaskan kepada kita bahwa pada zaman awal-awal 
Islam, orang Islam yang meminta fatwa kepada para sahabat 
dan tabi’in tidak memandang apa mazhab sahabat dan 
tabi’in tersebut, mereka hanya bertanya kepada orang yang 
bersedia menjawab dan memberi fatwa tanpa ada kewajiban 
yang mengikat mereka untuk mengikuti fatwa hukum ulama 
tersebut.  
Dalam ayat ini terdapat pujian bagi ahli ilmu, yaitu 
para ulama, imam mujtahid maupun imam mazhab, 
khusunya ulama yang memiliki ilmu yang mendalam 
terhadap Alquran dan hadis nabi. Itulah sbabnya, Allah Swt., 
memerintahkan umat Islam untuk bertanya persoalan 
agama kepada meereka, merujukkan pendapat mereka 
kepada hasil ijtihad mereka dalam semua peristiwa. Di 
dalam ayat ini juga terdapat legalitas terhadap ahli ilmu, 
karena Allah memerintahkan orang yang tidak tahu untuk 
bertanya kepada mereka, dan bahwa tugas orang awam 
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adalah bertanya kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang dimaksud 
di sini adalah orang yang memahami nas Alquran.168  
Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah 
kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar 
bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini 
merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam 
agar tidak taklid kepada imam-imam mazhab.169 Salah satu 
hikmah dari perintah Allah Swt., untuk bertanya ke pada 
ulma dan tidak bertaklid oleh karena Allah Swt., tidak 
membaebani hamba-Nya di luar kemampuannya, 
sebagaimana di tegaskan dalam Alquran surah al-Baqarah 
(2): 286, yang berbunyi;  
ٱۡكَتَسبَ  َم   َه   َوَعَليبۡ َم  َكَسَبۡ   َمَ   و ۡسَعَه ِّۚ  إ َل   نَبۡفس    ٱّلل    ي َكل  ف   ََل ََل  ب َن   َع  
ِۗ ۡ
َن ٓ إ ۡصرا َكَم  مَحَۡلَته   َعَلى ٱل ب يَن  م ۡ  َعَليبۡ
ب َن  َوََل َنۡ َ ِّۚ َع
ۡ
يَن ٓ أَۡو َأۡخرَأ ۡبَ ٓ إ ن ن س  تب َؤاخ 
 ِّٓۚ َن ب َن  َوََل ن َم  ۡلَن  َم  ََل طَ َقَ  لََن  ب ه ۦِۖ َوٱۡعف  َعن   َوٱۡغف ۡر لََن  َوٱۡعمَحۡ  َع
َ م ن قَبۡبل َن ِّۚ  أَن
ف ر يَن   َن  َفٱنص ۡرَ  َعَلى ٱۡلَقۡوم  ٱۡلكََٰ  َمۡولَىبَٰ
Terjemahnya: 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari 
kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 
"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika 
kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang 
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami 
 
168Hadim al-Haram al-Syarifain, Alquran dan Terjemahnya 
(Jakarta: Al-Mujammah, 1971), h. 408. 
169M. Saleh, "Eksistensi Mazhab Dalam Hukum Islam Masa 
Kontemporer," stin, vol. 13 no. 1 (Mei 2016), h. 161.  
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memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 
tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". 
 
5. Q.S. al-Fathir (35): 28. 
ع َب د ه   م ۡن  ٱّلل َ  َشى 
ََيۡ   َ إ َّن  ل َكِۗ  ن ه   َكبََٰ أَۡلوََٰ َتل ف  
ۡ ُم  م   عََٰ َوٱۡلَنبۡ َوٱل َوٓاف      َ ٱلن   َوم َن 
 إ ن  ٱّلل َ َعز يز  َغف وع  
ِۗ
ؤ ا     ٱۡلع َلمََٰٓ
Terjemahnya: 
Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-
binatang melata dan binatang-binatang ternak ada 
yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. 
Ulama adalah orang yang paling dekat dengan Allah 
Swt., orang yang paling memahami maksud-maksud, orang 
yang paling mampu menagkap makna hakiki dan majazi dari 
sebuah nas Alquran dan hadis, ulama adalah orang paling 
takut keopda Allah Swt., Alasan-alasan inilah yang 
menyebabkan kepada orang awwam harus mengikuti dan 
meneladani para ulama. Karena itu, dapat ditegaskan bahwa 
dari penjelasan yang telah dikemukakan tentang perpaduan 
penjelasan Alquran dan hadis nabi dengan ijtihad ulama 
akan menajdi pedoman dan petunjuk bagi orang Islam. 
B. Legalitas Hadis 
Pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup umat 
Islam masih dalam kesatuan akidah dan syariat. Semua 
persoalan berakhir kepada Rasulullah Saw., sebagai 
pemegang otoritas pembinaan hukum dan akidah. Nabi 
sendiri yang menetapkan dan memutuskan hukum yang 
terjadi, baik berdasarkan petunjuk Alquran atau 
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berdasarkan hadis nabi. Umat Islam pada masa itu tidak 
perlu berijtihad tentang sesuatu persoalan yang belum ada 
nasnya. Para sahabat merasa cukup dengan adanya 
Rasulullah sebagai tempat bertanya. Jikapun sesekali perlu 
menggunakan ijtihad, hasil ijtihad disampaikan kepada 
Rasulullah Saw., lalu Rasulullah Saw., memberikan 
keputusannya.170 
Seperti halnya Alquran, hadis nabi pun tidak 
menyebutkan secara tersurat tentang perintah mengikut 
suatu mazhab oleh karena perbedaan waktu antara nabi dan 
kehidupan imam amzhab tersebut, namun secara tersirat 
posisi hadis sama dengan Alquran yang tuk mengikuti para 
ulama sebagai pewaris nabi, ulama sebagai orang yang 
paling takut kepada Allah Swt., ulama sebagai orang yang 
paling bisa menjelaskan maksud-maksud Alquran dan hadis 
nabi. Atas dasar itu dapat dipahami bahwa pemikiran-
pemikiran ulama atas Alquran dan hadis nabi mutlak untuk 
diikuti oleh umat Islam.  
Sesungguhnya bermazhab tidak diatur secara 
mendetail dalam hadis. Dengan kata lain tidak ada hadis 
yang mengatur mazhab atau bermazhab secara mendetail, 
rinci atau spesifik. Sejarah juga menunjukkan bahwa 
Rasulullah tidak pernah melarang seseorang untuk bertanya 
kepada beberapa sahabat. Begitu pun sahabat tidak pernah 
melarang seseorang untuk bertanya kepada orang lain. 
Namun secara tersirat ada banyak hadis yang 
memerintahkan untuk mengikut dan mengamalkan hasil 
ijtihad seorang ulama.  
Di antara hadis yang menjadi landasan normatif dalam 
bermazhab adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin 
 
170Hasbi Shiddiqui, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1978), h. 66. 
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Jabal yang menggambarkan kepada kita semua bagaimana 
Rasulullah Saw., melegalkan hasil ijtihad seorang sahabat 
nabi. Dengan kata lain, hadis Muaz bin Jabal ini menjadi 
bukti bahwa Rasulullah Saw., mengakui ijtihad. Hal itu dapat 
dipahami bersama, ketika Rasulullah saw. memuji Muaz bin 
Jabal lantaran jawabannya yang menegaskan bahwa ijtihad 
akan dilakukannya manakala Alquran dan hadis tidak 
memberi jawaban atas suatu persoalan hukum sebagaimana 
yang tertera pada redaksi hadis tersebut.171 Karena itu, 
dapat dipahami dengan jelas bahwa hadis tentang diutusnya 
Muaz ke Yaman, menggabarkan kepada kita bagaimana 
seorang mujtahid harus menyikapi permasalahan hukum 
yang ia hadapi dan tidak tidak ditemukan hukumnya dalam 
Alquran dan hadis. 
Karena itu, jika dikaji secara mendalam dengan 
pandangan fikih, maka akan ditemukan kedudukan mazhab 
sebagai kumpulan pendapat-pendapat dengan proses 
penggalian hukum entah itu dilakukan dengan istin atau 
dilakukan dengan ijtihad tertentu guna memberikan 
jawaban hukum kepada umat yang tidak dapat melakukan 
penggalian hukum.172 
Dengan demikian konfirmasi hadis tentang ijtihad 
dapat dilihat sebagai suatu proses bermazhab, yang 
memposisikan seorang awam bertanya kepada orang yang 
berilmu yakni para imam mujtahid sebagaimana yang Allah 
perintahkan. Sedangkan Imam Mujtahid melakukan 
penggalian hukum sebagaimana hadis tentang Rasulullah 
mengutusyang mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman. Esesensi 
hasil ijtihad seorang mujtahid tidak nebhaikan apakah hasil 
 
171Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih (Cet. 4; Jakarta: Amzah, 
2016), h. 181.  
172Zainul Arifin, "Model Ijtihad Saintifik dalam Penentuan Waktu 
Ibadah," Istinbat, vol 12, no. 1 (Mei 2015), h. 72. 
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ijtihad itu harus benar dan tidak bisa salah tetapi justru nabi 
menegaskan bahwa benar salahnya sebuah ijtihad akan 
tetap mendapatkan pahala jika diniatkan untuk menemukan 
sebuah kebenaran, sebagaimana yang disabdakan oleh 
Rasulullah Saw., mengenai hakim yang berijtihad dimana 
ijtihad yang benar diberikan dua pahala. Sedangkan ijtihad 
yang salah diberikan satu pahala. Imam Syafi menegaskan 
bahwa kesalahan itu dengan catatan tidak dilakukan dengan 
sengaja.173 Hadis terkait dengan pahala orang berijtihad 
tersebut ditegaskan dalam hadis nabi yang berbunyi sebagai 
berikut: 
َُبُث   اب َن ُم َم    َأخ  يَبع م   َبَن  َعب    ال َعز يز   َمي َسرََة َح  َبي    اّلل   ب ن  ع َمَر ب ن   َبَن  ع  َح 
أَْ   َعن   َسع ي    ب ن   ر   ب س  َعن   ب َراه يَم  إ  ب ن   َعن  ُم َم     َ د   ام  ب ن   اّلل    َعب     ب ن   يَز ي   
َ قَبي   ر و ب ن  ال َع ص  قَ  ر و ب ن  ال َع ص  َعن  َعم  قَ َ  َعس و  اّلل   َصل ى اّلل    س  َمو ىَل َعم 
تَبَهَ   فَ ج  َحَكَم  َوإ َذا  َران   َأج  فَبَله   َفَأَص َف  تَبَهَ   فَ ج  َ ك م   اۡل  َحَكَم  إ َذا  َوَسل َم  َعَلي ه  
ر   رََأ فَبَله  َأج  ر  ب ن  َحز م  فَبَق َ  َهَكَبا َح َبم  أَب و َسَلَمَ  َعن  َفَح ب    ب ه  أَ  َفَأخ  َِ َبك 
 أَْ  ه َريب رَةَ 
Terjemahnya: 
Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul 
Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku 
Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin 
Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan 
budak 'Amru bin Al 'Ash dari 'Amru bin Al 'Ash ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila seorang hakim berhukum lalu 
berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan 
apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka 
baginya satu pahala." Lalu aku menceritakannya 
 




kepada Abu Bakar bin Hazm, kemudian ia berkata, 
seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku 
dari Abu Hurairah.174 
Hadis lain yang menegaskan posisi ulama untuk diikuti 
hasil-hasil ijtihad fatwanya adalah hadis riwayat ad-Darimi 
yang menjelaskan tentang posisi ulama sebagai pewaris para 
nabi, yaitu; 
ب ن   َخ ل     َح َبم   يَز يَ   ب ن   بَبو ع   َُبََ   َأخ  م   َع ص  أَب و  َُبََ   َعب      َأخ  َعن   َمع َ اَن 
اّلل    َصل ى  اّلل    َعس و   َلَن   َق َ  َصل ى  َس ع يََ   ب ن   ب   َِ َعن  ع ر  ر و  َعم  ب ن   الر مح َن  
َل    نب َه  ال ع ي ون  َوَوج  ر  ُث   َوَع ََن  َمو ع َ    بَل يَغ   َذعََف   م  َعَلي ه  َوَسل َم َصاَلَة ال َفج 
ال ق ل   َه   نب  فَبَق َ  م  َن   َفَأو ص  م َود     َمو ع َ       َ اّلل   َكَأن  َعس وَ   َي  َق       فَبَق َ   وف  
  ِ يَع  َمن   َف  ن ه   ِي   َحَبش  ا  َعب    َوإ ن  َك َن  َوالر  َع    ع   َوالس م  اّلل    ب تَبق َو   يك م   أ وص 
فَبَعَلي   ت اَلف   َكب ي ا  اخ  َفَسَيَ   بَبع   ي  الر اش   يَن م ن ك م   اۡل  َلَف ء   َوَسن     ب س ن     ك م  
َع   و  َ َكت  َف  ن  ك    ُم  َ بَ   ب    ك م  َوال م ح  ب  َوإ ي  لنب َواج   ِ َه   َ وا َعَليب  ال َمه   ي  َي َع
َع   ك م  َوُم  َ َكت  ال  م وع  َف  ن  ك    ب    م  َمر ة  َوإ ي   ََاَلَل   َق َ  أَب و َع ص 
Artinya: 
Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim telah 
mengabarkan kepada kami Tsaur bin Yazid telah 
menceritakan kepadaku Khalid bin Ma'dan dari Abdur 
Rahman bin 'Amr dari 'Irbadl bin Sariah ia berkata; " 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat subuh 
bersama kami, kemudian beliau memberikan 
wejangan dengan wejangan yang sangat dalam hingga 
air mata (kami) bercucuran dan bergetarlah hati- hati 
(kami), kemudian seseorang bertanya; "wahai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seakan-akan 
 
174Lidya Pustaka -i-software, Kita 9 Imam hadis Mozilla Fire Fox. 




wejangan ini adalah wejangan penutup (yang engkau 
berikan), maka berikanlah kami wasiat. Lalu Beliau 
berkata: " Aku wasiatkan kepada kalian untuk 
bertakwa kepada Allah Subhaanallahu wa Ta'ala dan 
selalu mendengar dan ta'at (kepada para pemimpin), 
meskipun ia seorang budak dari Habasyah, 
sesungguhnya barang siapa diantara kalian yang 
hidup setelahku niscaya ia melihat perbedaan yang 
banyak, maka kalian harus mengikuti sunnahku dan 
sunnah khulafa`urrasyidin yang lurus, gigitlah dengan 
gigi geraham kalian (peganglah dengan teguh), 
berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang baru 
(perkara bid`ah), karena sesuatu yang baru itu 
bid`ah". Abu 'Ashim berkata: "Hendaklah kalian 
berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru 
(dalam agama), karena setiap bid`ah itu sesat".175 
Dari ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa 
landasan hukum bermazhab adalah wajib bagi orang-orang 
yang tidak mengerti esensi dari agama Islam. Hal ini 
disebabkan adanya sebuah kekhawatiran akan tersesat 
dalam proses memahami agama. 
C. Legalitas Logika 
Adapaun landasan mengikuti mazhab dalam 
pandangan logika didasari dengan berbagai aspek logis, 
antara dari urgensi bermazhab bagi umat Islam, mazhab 
dapat membantu umat Islam yang tidak memiliki 
kemampuan untuk mengeluarkan sebuah hukum dari 
Alquran dan hadis nabi, dan mazhab dapat membantu 
seseorang memilih penetapan hukum yang sesuai dengan 
kemapuannya. 
 
175Lidya Pustaka -i-software, Kita 9 Imam hadis Mozilla Fire Fox.  
Sumber; ad-Darimi. Bab Mengikuti Sunnah. Hadis 95. 
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Atas dasar itu dapat dipahami bahwa bermazhab bagi 
seorang awwam atau masyarakat Islam yang tidak memiliki 
kemampuan berijtihad menjadi sesuatu yang 
mutlak.176 terkait dengan ini, maka al-Amidi menjelaskan 
bahwa orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian 
berijtihad, walaupun dapat menghasilkan sebagian ilmu 
yang diakui (mu’tabar) dalam berijtihad, ia wajib mengikuti 
pendapat para mujtahid dan berpegang dengan fatwa-
fatwanya.177  
Karena itu, orang awwam memiliki kewajiban untuk 
meminta fatwa dan mengikuti ijtihadad para ulama, bahkan 
hampir semua ulama usul mengatakan bahwa bermazhab 
bagi orang awam itu hukumnya wajib dan menjadi sebuah 
keharusan, cuma mereka berbeda, apakah bermazhab harus 
bertaklid atau harus menjadi muttabi. Atas dasar itu, maka 
orang awwam itu dibedakan menjadi dua, yaitu orang 
awwam orang awwam yang tidak paham masalah hukum 
dan orang awwam yang meiliki pengetahuan tetapi belum 
mereka belum sampai kepada taraf mujtahid. Karena itu, 
kedua orang awwam ini harus tetap bertanya kepada imam 
atau mengikuti perdapat imam yang telah di dalam mazhab 
imam tersebut.  
Jika dicermati lebih dalam di mana tidak ditemukan 
dalil-dalil Alquran ataupun hadis yang mewajibkan 
mengikuti mazhab-mazhab tertentu termasuk empat 
mazhab yang terkenal itu: Al-Ahnaaf (Mazhab Hanafi), 
Maliki, Syafi’i dan Hanaabilah (hambali). Kita hanya 
diwajibkan untuk megikuti dalil-dalil dari Alquran ataupun 
sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini yaitu 
 
176Lihat al-Amidi, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Vol. 5 (Kairo, 
Mussasat al-Halabi, 1955), h. 198. 
177Khudhari Bek, Ushul al-Fikih, (Mesir, Maktabah Tijariyyah al-
Kubra, 1960), h. 382. 
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para shabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in serta para ulama yang 
mengikuti jejak. 
Namun faktanya adalah bahwa keberadaan mazhab 
dalam sjaah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam 
meberi gambaran betapa dinamisnya syariat Islam, begitu 
luasnya lapangan ijtihad, bahkan dengan semakin 
banyaknya mazhab dalam Islam justru semakin mendorong 
hukumm Islam untuk eksis dan mampu menjawa segala 
persoalan yang muncul di tengah masyarakat, dengan 
demikian hukum Islam dengan pemikiran-pemikiran 
mazhabnya tersebut akan selalu aktual dengan 
perkembangan zaman. 
Keberadaan mazhab-mazhab tersebut juga 
menunjukkan keistimewaan syariah Islam oleh karena 
beragamnya mazhab tersebut dapat menghindarkan umat 
Islam dari sikap fanatik terhadap suatu mazhab tertentu, 
keberadaan mazhab tidak menyalahi aturan yang sudah 
ditetapkan, keberadaan mazhab tidak sampai menjelek-
jelekkan mazhab lain, keberadaan mazhab tidak bertujuan 
untuk mencari mudahnya saja dan keberadaan suatu 
mazhab bertujuan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah oleh Alquran dan hadis. Kemudahan-kemudahan 
yang dibawa dalam bermazhab ini sesuai dengan firman 
Allah Swt., di Q.S. al-Baqarah (2); 185. Yang berbunyi: 
رَ  َر َوََل ي ر ي   ب ك م  ال ع س   ي ر ي   اّلل   ب ك م  ال ي س 
Terjemahnya; 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. 
Alasan lain perlunya bermazhab adalah oleh karena 
tidak semua umat Islam mampu untuk melakukan ijtihad, 
maka diperlukan imam mazhab dalam memahami petunjuk 
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yang Allah Swt., dalam Alquran. Allah Swt., tidak pernah 
membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. 
Karena itu, jika seorang awam tidak memahami kandungan 
nas, mereka diminta untuk bertanya kepada orang-orang 
berilmu jika ada permasalahan hukum yang tidak 
diketahui.178 
Untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan 
orang awam tersebut, maka seorang imam harus melakukan 
proses ijtahadi dan proses ijtihad tersebut dianggap sebagai 
usaha yang sangat mulia oleh karena memiliki niat dan 
tujuan untuk mennyingkap rahasia-rahasia yang terkandung 
di dalam sebuah nas. Karena itu, sekalipun hasil ijtihad 
itusalah tetap saja diberikan pahala atas usaha kerasnya.179 
Ini juga menunjukkan bahwa hasil ijtihad seorang imam 
mujtahid tidak dituntut untuk sampai kepada kebenaran 
hakiki terhadap hasil ijtihadnya, sebab kebenaran hakiki itu 
hanya diketahui oleh Allah. Ia hanya diharuskan mencapai 
kebenaran lahiriah sesuai dengan kemampuannya. 
Karena itu, mengikuti sebuah mazhab yang besar dan 
sudah teruji lebih dari seribu tahun tentu bukan hal yang 
salah, bahkan pemikiran-pemikiran itu sudah sangat 
lengkap isinya, seolah tidak ada tempat lagi untuk ijtihad, 
kecuali pada masalah-masalah kontemporer yang tidak ada 
di zaman dahulu. Para imam mazhab itu pula hidup di masa 
seratusan hingga dua ratusan tahun sepeninggal Rasulullah 
Saw., Sehingga jarak yang lebih dekat kepada Rasulullah 
Saw., ini menjadi salah satu jaminan keaslian dan 
originalitas syariat Islam dibandingkan dengan umat Islam 
saat ini. 
 
178Abdul Mufid, “Talfiq Antara Mazhab dalam Kajian Hukum 
Islam,” Jurnal Hukum, vol. x no. 1 (Mei 2013), h. 6. 




LOGIKA NORMATIF BERMAZHAB 
 
A. Pengertian Logika Normatif 
Logika berasal dari kata logos yang berarti kata, secara 
luas dapat dinyatakan bahwa logika adalah penggunaan 
kata, sehingga penggunaan kata-kata tersebut dapat 
membawa seseorang pada beberapa makna. Kata-kata yang 
bembawa pada suatu makna bila berkombinasi dengan kata-
kata lain, suatu kalimat yang mengemukakan hubungan 
maknawi antara dua kata atau lebih disebut proposisi.180 
Logika sering juga diartikan sebagai sesuatu yang masuk 
akal, wajar, bisa dimengerti dan dipahami, bisa ditangkap 
oleh akal pikiran atau logika.   
Dalam kaitannya dengan logika, maka penalaran 
filosofis dapat dipahami sebagai studi tentang metode dan 
prinsip-prinsip penalaran yang digunakan untuk menguji 
dan membedakan penalaran yang tepat dengan penalaran 
yang tidak tepat. Logika tersebut sesungguhnya tidak 
menelaah seluruh kegiatan berpikir melainkan hanya 
menelaah metode dan prinsip untuk membedakan 
penalaran yang tepat dan yang tidak tepat.181 Asal muasal 
kata logika diambil dari kata sifat logike (bahasa Yunani) 
yang berhubungan dengan kata benda yakni logos yang 
berarti pikiran atau perkataan sebagai pernyataan dari 
pikiran. Hal ini membuktikan bahwa ternyata ada hubungan 
yang erat antara pikiran dan perkataan yang merupakan 
pernyataan yang digunakan dalam bahasa. Bahasa pada 
 
 180Bambang Q Anees, dan Radea Julia A. Hambali, Filsafat 
 Untuk Umum (Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2003), h. 202.  
 181Benyamin Molan, Logika Ilmu dan Seni Berpikir Kritis (Cet. I; 
Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 1-2.  
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hakikaktnya mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai 
sarana komunikasi antar manusia dan sebagai sarana 
budaya yang merpesatukan kelompok manusia yang 
mempergunakan bahasa tersebut. Fungsi bahasa yang 
pertama disebut sebagai fungsi komunikatif dan fungsi 
kedua disebut sebagai fungsi kohesif atau integratif. 
Pengembangan suatu bahasa haruslah memperhatikan 
kedua fungsi ini agar terjadi kesimbangan yang saling 
menunjang dalam pertumbuhannya. 182 
Penggunaan logika dalam penalaran telah banyak 
mendapat perhatian dari berbagai ahli, sehingga mereka 
juga merumuskan berbagai pengertian logika, sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Hasbullah Bakri bahwa logika adalah 
pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum akal 
manusia, sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai 
kebenaran.183 Logika juga mempelajari aturan-aturan dan 
cara berpikir yang dapat membawa manusia kepada 
kebenaran. Berdasarkan pengertian tersebut, maka logika 
tidak dapat dilepaskan dari aspek berpikir yang pada 
gilirannya akan menghasilkan sebuah kebenaran atau 
penyimpulan yang benar. 
 Pengertian lain dikemukakan oleh N. Drijarkara yang 
menyatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan yang 
memandang hukum-hukum susunan atau bentuk pikiran 
manusia yang menyebabkan pikiran dapat mencapai 
kebenaran. Sementara Fudyartanta mengatakan bahwa 
logika adalah ilmu yang mempelajari secara mendalam 
tentang kebenaran berpikir atau suatu ilmu radikal tentang 
berpikir yang benar. Poedjawijatna juga mengatakan bahwa 
 
 182Burhanuddin Salam, Logika Materil Filsafat ilmu Pengetahuan 
(Cet.1; Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 136.  
 183Surojiyo, Dasar-Dasar Logika (Cet. 6; Jakarta, 2012), h. 7. 
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logika adalah ilmu yang mempelajari dan merumuskan 
kaidah-kaidah dan hukum-hukum sebagai pegangan untuk 
berpikir tepat dan praktis untuk mencapai kesimpulan yang 
valid dan pemecahan persoalan yang bijaksana. 184 
 Dalam berbagai buku yang berbahasa Inggris, logika 
sering dikatakan sebagai bidang pengetahuan dalam 
lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-
asas dan aturan penalaran yang benar karena penalaran 
dianggap sebagai kunci yang menjadi pembahasan dalam 
logika, sehingga penalaran tersebut adalah suatu corak 
pemikiran khas yang dimiliki manusia untuk memecahkan 
suatu masalah. Terkait dengan ini, William Alston 
mendefinisikan logika dengan mengatakan “Logic is the 
study of inference, more precisely the attemp to devise 
criteria for separating valid from invalid inferences”. Logika 
adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat dan 
usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan 
penyimpulan yang tepat dengan yang tidak tepat.185 
 Berdasarkan beberapa definisi logika di atas, maka 
yang menjadi pembahasan utama adalah adanya asas dan 
kaidah dalam berpikir sistematis, sehingga diperoleh 
kesimpulan yang sah. Logika sendiri dapat dilihat dari 
beberapa aspek, yaitu;186 
 Pertama, logika dari aspek kemampuan berlogika 
pada manusia mengenal dua bentuk, yaitu logika alamiah 
dan logika ilmiah. Kemampuan berlogika alamiah sudah ada 
pada setiap manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan 
dimiliki oleh setiap orang tanpa belajar logika secara khusus. 
Sementara logika ilmiah hanya bisa didapatkan melalui 
 
 184Surojiyo …, h. 8.  
 185Surojiyo …, h. 9. 
 186Benyamin, Logika Ilmu…, h. 6.  
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pembelajaran, membanca buku, maka seseorang akan 
mendapatkan kemampuan logika ilmiah. 
 Kedua, logika dari aspek sejarah dan penggunaan 
lambang serta simbol terdiri logika klasik dan logika 
modern. Logika klasik diperkenalkan oleh Aristoteles pada 
abad ke-5 SM yang banyak menggunakan lambang bahasa 
yang disebut juga dengan logika Aristotelian atau logikan 
tradisional. Sedangkan logika modern dkembangkan di 
zaman modern oleh A. de Morgan (1809-1871), George 
Boole (1815-1864), Betrand Russel (1872-1970), dengan 
menggunakan lambang non bahasa. Logika ini menerapkan 
prinsip-prinsip matematika pada logika modern karenanya 
disebut jga logika matematis atau logika simbolik. 
 Ketiga, logika dari aspek segi bentuk dan isi argumen 
terdiri dari logika formal dan logika material. Logika formal 
menganalis kebenaran sebuah argumen dari segi bentuk 
saja, maka logika formal lebih melihat segi penalarannya, 
apakah dalam proses penalaran atau dari premis-premis ke 
kesimpulan, argumen tepat atau tidak, lurus atau tidak. Jika 
proses penalarannya tepat dan lurus, maka konklusi yang 
ditarik pasti tepat dan lurus. Argumen seperti ini dalam 
logika disebut sahih atau valid. Berbeda dengan logika 
material yang selalu melihat kebenaran sebuah argumen 
dari segi isi atau materinya. Sebuah argumen dinyatakan 
benar dari segi isi, jika pernyataan yang terdapat dalam 
argumen memang sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, jika 
pernyataan-pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan, 
maka argumen dinyataakan tidak benar. Dengan demikian, 
dalam suatu argumen ada dua persoalan yang harus 
dibedakan dengan tegas, yaitu kesahihan bentuk dan 
kebenaran isi atau materi. Dalam hal ini, bisa ditemukan 
logika yang dari segi formalnya tidak sahih tetapi dari segi 
isi ataui materinya benar atau dari segi formalnya sahih 
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tetapi tidak benar dari segi isi atau mater atau tidak sahih 
dari segi formal dan tidak benar dari segi materi. Sementara 
yang diharapkan dari logika adalah penalaran yang sahih 
dari segi formal dan benar dari segi materi.  
B. Perkembangan Logika Normatif 
1. Sejarah Perkembangan Logika 
 Nama logika untuk pertama kali diperkenalkan oleh 
filosuf Cocero pada abad 1 SM, tetapi dalam pengertian seni 
berdebat. Pada abad ke-3 sesudah masehi Alexander 
Aphrodisias adalah orang pertama yang menggunakan kata 
logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya 
pemikiran kita. Di samping kedua filosuf ini, Aristoteles juga 
berjasa besar dalam menemukan logika namun ia belum 
memakai kata logika tetapi menggunakan istilah analitika 
dan diakletika. Analitika merupakan penyelidikan mengenai 
berbagai argumentasi yang bertitik tolak pada putudan-
putusan yang benar sedangkan dialektika untuk 
penyelidikan mengenai argumentasi-argumentasi yang 
bertitik tolak dari hipotesis atau putusan yang tidak pasti 
kebenarannya.187 Namun demikian, apa yang dimaksudkan 
dengan analitika dan dialektika adalah logika, sebagaimana 
yang dinyatakannya bahwa logika adalah ajaran tentang 
berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran 
itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran.188 
 Karena itu, awal lahirnya ilmu logika tidak dapat 
dilepaskan dari upaya para ahli pikir Yunani, merekalah 
yang telah menganalisis kaidah-kaidah berpikir dan 
menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat 
kesimpulan. Ahli pikir yang mempolopori perkembangan 
 
 187Surojiyo, Dasar…, h. 4. 
 188Surojiyo…, h. 10. 
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logika sejak awal lahirnya adalah Aristoteles yang ditandai 
dengan berbagai karya-karyanya di bidang logika. 
Perkembangan logika setelah Aristoteles banyak dilanjutkan 
oleh murid-muridnya seperti Theoprastus dan Porphyrius. 
Theoprastus memimpin aliran peripetik (warisan gurunya) 
yang telah menyumbangkan pikiran tentang pengertian 
(yang mungkin tidak mengandung kontradiksi dalam 
dirinya) dan mungkin sifat asasi dari setiap kesimpulan 
(harus mengikuti unsur terlemah dalam pangkal 
pikirannya). Adapun Porphyrius adalah seorang ahli pikir 
dari Iskandariyah yang amat terkenal dalam bidang logika 
yang telah berhasil menambahkan sesuatu yang baru dalam 
pelajaran logika yang dinamakan eisagoge. Dalam pelajaran 
baru itu dibahas lingkungan zat dan sifat di ndalam alam 
yang sering disebut klasifikasi pada masanya.189 
Perkembangan logika juga mengalami kendala, yaitu 
pada masa Kaisar Konstantin bertahta telah melarang 
pelajaran logika. Sebagai dampak dari pelarangan tersebut 
muncul inisiatif dari seorang komentator, yaitu Boethius 
(480-524 M) untuk menerjemahkan buku logika dari bahasa 
Yunani ke dalam bahasa latin.190 Buku yang diterjemahkan 
tersebut termasuk bagian-bagian yang dilarang. Akibatnya 
Boethius dijatuhi hukuman mati, sejak saat itulah logika di 
Barat mengalami kematian selama seribu tahun sampai 
akhirnya Barat belajar dan membawa buku-buku logika 
dalam Islam ke Eropa, sehingga Barat kembali mencapai 
kemajuan penalaran secara logis. 
Semenatara itu, perkembangan logika dalam Islam 
diawali dengan beberapa upaya para filosuf Islam dengan 
menyalin buku-buku karya Aristoteles ke dalam bahasa Arab 
 
 189Surojiyo…, h. 12. 
 190Surojiyo…, h. 12.  
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sebagaimana yang dilakukan oleh Johana bin Pafk yang 
menyalin buku categori Aristoteles menjadi Manqulatul 
Assyarat li Aristu. Filosuf lainnya adalah Ibnu Sikkit Jakub al-
Nahwi (803-859 M) yang memberi komentar dan tambahan 
dalam bukunya Ishlah fil Manthiqi. Selain itu, Jakub bin Ishak 
al-Kindi (791-863 M) menyalin bagian-bagian logika 
Aristoteles dan memberi komentar satu persatu karena 
penyalinan bagian-bagian ini tidak dilarang oleh gereja saat 
itu. 
Namun terdapat juga beberapa penyalinan dari karya 
Aristoteles yang jelas-jelas dilarang oleh pihak gereja, 
sebagaimana yang dilakukan oleh Ishak bin Hunain yang 
telah berhasil menyalin karya Aristoteles yang berjudul 
Categoriate dan De Interpretatione ke dalam bahasa Arab 
menjadi Maqulat li Aristu dan Kitabu Aristhathalis; Bari 
Armanias. Kemudian Said bin Jakub al-Dhimsiki juga 
menyalin Eisagose dan Topica menjadi Isaghuji wa Tupigha 
Aristu. Abubisyri Matta al-Mantiqi juga menyalin Analytica 
dengan nama Kitabul Burhan.191 
Penyalinan karya-karya Aristoteles di atas masih 
dalam bentuk bagian-bagian tertentu disebabkan karena 
beberapa faktor yang di antaranya karena larangan gereja, 
sehingga kurang menyeluruh dan tidak dapat dipahami 
secara komprehensif. Upaya untuk menerjemahkan karya 
Aristoteles dalam bentuk yang lebih menyeluruh baru 
dilakukan oleh al-Farabi (873-950 M), yang menguasai 
dengan baik bahasa Yunani tua (Greek) dan ia juga dikenal 
sebagai guru kedua karena ulasan-ulasan dan komentarnya. 
Al-Farabi menghasilkan empat karya di bidang logika 
yaitu; 1. Kutubul Manhiqil Tsamaniyat (menyalin dan 
memberi komentar 7 bagian dari karya Aristoteles dan 
 
 191Surojiyo…, h. 12-13.  
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menambahkan satu bab, sehingga menjadi delapan bagian).  
2. Muqaddamat Isaguji Allati Wadha’aha Purpurius 
(memberi komentar atas bagian klasifiasi yang diciptakan 
Porphyrius murid Aristoteles). 3. Risalat fil Manthiqi, al-
Qaulu fi Syaraitil Qaqini (membahas dan merumuskan 
syarat-syarat kontradiksi dari karya Aristoteles). 4. Risalat 
fil Kiyas, Fushulun Yuhtajju ilaiha fi Shina’atil Manthiqi 
(membahas bentuk-bentuk silogisme dan merumuskan 
persyaratannay berdasarkan hukum Aristoteles.192 
 Ahli pikir lain yang ikut mengembangkan logika 
adalah Abu Abdillah al-Khawarizmi, yang telah menyusun 
dan menciptakan Aljabar serta buku Mafatihul Ulum fil 
Manthiqi (komentar tentang logika), Ibnu Zina juga melalui 
karya besarnya Assyifa yang salah satu bagiannya 
membahas tentang logika. Adapun karyanya yang khusus 
membahas logika adalah Isyarat wal Tanbihat fil Manthiqi. 
Buku ini setelah diolah oleh pemikir Barat kemudian 
dijadikan sebagai standar pelajaran logika pada abad 17 dan 
melahirkan aliran Port Royal di Prancis.193 
 Memasuki abad ke-14 muncul berbagai reaksi 
terhadap pelajaran logika yang terlalu memuja akal dalam 
mencari kebenaran sehingga banyak tuduhan ekstrem 
terhadap pemuja akal tersebut, seperti yang dilakukan oleh 
Ahmad Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dengan menentang 
pelajaran logika dengan menulis sebuah karya untuk 
menentang logika tersebut, buku tersebut berjudul Fashihtu 
Ahlil Imam fi Raddi Ala’ Manthiqil Yunani (ketangkasan 
pendukung keimanan menangkis logika Yunani). 
Perkembangan logika semakin redup dengan jatuhnya 
Andalusia pada abad ke-15 dan hingga memasuki abad ke-
 
 192Surojiyo…, h. 13.  
 193Surojiyo…, h. 13. 
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20 hanya beberapa karya tentang logika yang dibuat oleh 
Ibnu Khaldun dan al-Duwani serta al-Akhdari. Karya al-
Akhdani yang berjudul Sullam fil Manthiqi banyak dipakai 
sebagai pelajaran dasar logika di dunia Islam. Pad abad 20 
itu pula semanagat mempelajari logika bangkit kembali 
dengan munculnya berbagai gerakan pembaharuan Islam 
yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad 
Abduh.194 
Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan 
pembaharu dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir 
abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana 
Muhammad Abduh lahir tidak diketahui secara pasti, karena 
ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak 
mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. 
Tahun 1849 M / 1265 H adalah tahun yang umum dipakai 
sebagai tanggal lahirnya. Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir, 
diperkirakan di Mahallat Nasr. Bapak Muhammad Abduh 
bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang 
telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab 
yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibn 
al-Khattab.195 
C. Penerapan Logika Normatif dalam Bermazhab  
Penggunaan logika dalam penalaran memiliki tujuan, 
yaitu bahwa tujuan umum mempelajari logika sebagai suatu 
studi ilmiah hanyalah memberikan prinsip-prinsip hukum 
tentang berpikir yang tepat atau benar guna mencapai 
kebenaran. Dengan kata lain, mempelajari logika dapat 
menimbulkan kesadaran untuk menggunakan sistem-sistem, 
prinsip-prinsip, hukum-hukum tentang berpikir yang 
 
 194Harun Nasution, Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah 
Pemikiran dan Gerakan, (Cet. 5 ; Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 58. 
195Nasution…, h. 58. 
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sistematis. Selain itu, logika dapat membimbing penalaran 
seseorang agar tidak tersesat oleh suatu pola pikir yang 
berdasarkan otoritas tertentu, bahkan menurut Aristoteles 
tugas utama pelajaran logika adalah mengakui hubungan 
yang tepat antara yang umum dan yang khusus. Karena itu, 
keterangan-keterangan ilmiah dapat menunjukkan kepada 
prinsip-prinsip dasar tentang berlakunya uraian yang hanya 
bersumber dari keterangan-keterangan yang bersifat 
umum.196 
 Selain itu, orang yang belajar logika diharapkan dapat 
menalar dengan baik dan tepat, siapapun yang belajar 
logika, maka sesungguhnya ia belajar untuk menilai 
penalarannya dan penalaran orang lain berdasarkan prinsip-
prinsip dan kaidah yang dikenal dalam logika. Urgensi 
mempelajari logika dalam penalaran dimaksudkan agar 
seseorang dapat menjelaskan dan mempergunakan prinsip-
prinsip abstrak yang dapat dimanfaatkan dalam semua 
disiplin ilmu pengetahuan, maka belajar logika pasti dapat 
membantu kita untuk mampu berpikir abstrak yang 
merupakan tuntutan untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan.  
 Kegunaan lainnya adalah bahwa logika adalam ilmu 
untuk bernalar lurus, cepat dan teratur, maka belajar logika 
pasti membantu seseorang untuk berperilaku secara logis 
dalam mengeinterpretasikan secara tepat fakta dan persepsi 
orang lain dan melacak penalaran-penalaran yang sesat dan 
menyesatkan serta menunjukkan di mana letak 
kesesatannya. Sebagai sebuah alat dalam mencari dan 
menemukan kebenaran, maka belajar logika dapat 
membantu seseorang mengembangkan penalaran ilmiahnya 
dengan tetap setia pada kebenaran yang merupakan ciri 
 
 196Burhanuddin Salam, Logka Materil..., h. 3-4.  
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khas para pencari kebenaran dan pencinta kebijaksanaan. 
Dalam mencari kebenaran logika selalu menguji hubungan 
antara argumentasi atau premis dengan kesimpulan, maka 
belajar logika dapat membantu seseorang menjalani suatu 
disiplin intelektual yang perlu untuk memandu seseorang 
dalam proses menarik kesimpulan yang sah dan dapat 
dipertanggung jawabkan.197 
Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran 
mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri pertama adalah adanya 
suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika, 
maka dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran 
mempunyai logikanya sendiri atau kegiatan penalaran 
merupakan suatu proses berpikir logis di mana berpikir 
logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola 
tertentu atau logika tertentu, berpikir logis itu mempunyai 
konotasi yang bersifat jamak (plural) dan bukan tunggal 
(singular). Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis jika 
ditinjau dari suatu logika tertentu dan mungkin tidak logis 
bila ditinjau dan sudut logika yang lain. Hal mi sening 
menimbulkan gejala apa yang dapat kita sebüt sebagai 
kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak 
konsistennya kita dalam mempergunakan pola berpikir 
tertentu. 
Ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dan 
proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan 
berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan 
kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis logika 
penalaran yang bersangkutan. Dengan demikian, penalaran 
ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang 
mempergunakan logika ilmiah, dan demikian juga penalaran 
lainnya yang mempergunakan logikanya sendiri. Sifat 
 
 197Benyamin, Logika Ilmu…, h. 4.  
134 
 
analitik ini, kalau kita kaji lebih jauh, merupakan 
konsekuensi dan adanya suatu pola berpikir tertentu, tanpa 
adanya pola berpikir tersebut maka tidak akan ada kegiatan 
analisis, sebab analisis pada hakikatnya merupakan suatu 
kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak semua 
kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran yang 
berdasarkan pada analitis atau suatu cara berpikir yang 
tidak termasuk ke dalam penalaran bersifat tidak logis dan 
tidak analitik. Dengan demikian, maka kita dapat 
membedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut 
penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. 
Sebagai penalaran ilmiah, maka logika tidak dapat 
dilepaskan dari penggunaan kata-kata atau bahasa ilmiah 
yang berbasis pada ilmu.  
Ilmu merupakan bangunan pengetahuan yang tersusun 
secara sistematis dan dapat diperoleh melalui penalaran 
ilmiah, penalaran ilmiah merupakan sistesis antara 
penalaran deduktif dan penalaran induktif dengan beberapa 
karakteristik seperti dilakukan dengan sadar, bertujuan 
mencapai kebenaran ilmiah, bersifat rasional atau empiris, 
sistematis analitis, dan kesimpulan yang dihasilkan tidak 
mampunyai kebenaran mutlak.198 
John Dewey menyatakan bahwa proses penalaran 
ilmiah tersebut mencakup lima langkah pokok, yaitu 
mengenali dan merumuskan masalah, menyususn kerangka 
berpikir, perumusan hipotesis, menguji hipotesis dan 
menarik kesimpulan. Langkah-langkah ini dilakukan dalam 
proses penelitian kuantitatif, khususnya yang bertujuan 
menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori 
 
 198Aceng Rahmat, Filsafat Ilmu Lanjutan. Edisi I (Cet. I; Jakarta: 
Predana Media Group, 2011), h. 248.  
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justifikasi. Sementara proses ilmiah dalam penelitian 
kualitatif yang lebih bersifat induktif menempuh langkah 
yang agak berbeda karena dilaksanakan dalam konteks 
penemuan teori. Penelitian kuantitatif bersifat apriori 
karena kesimpulan sementara telah disusun lebih dahulu 
berdasarkan teori sebelum data empiris disimpulkan. 
Sedangkan penelitian kualitatif bersifat aposteriori karena 
teori yang digunakan untuk membahas dan memaknai data 
empiris yang dikumpulkan dari lapangan.199 
Kebenaran penalaran ilmiah tersebut tidak mutlak 
sempurna sekalipun metode yang digunakan telah canggih. 
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bahwa tidak 
ada manusia yang sempurna, selalu ada kemungkinan salah 
dalam mengamati fakta serta melaksanakan proses rasional, 
bahwa instrumen yang digunakan mungkin tidak memiliki 
validitas dan realibilitas yang memadai, bahwa proses 
analisis data yang tidak tepat, bahwa bidang kajian yang 
kompleks dan terus berubah.200 
Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di 
atas, maka kekeliruan yang terjadi dalam proses penalaran 
tentu saja akan mempengaruhi tingkat kebenaran 
kesimpulan yang dicapai. Sementara itu, kebenaran ilmiah 
mengacu kepada aspek formal dan aspek material dengan 
berdasarkan pada dua kriteria utama untuk menilai 
kebenaran kesimpulan penalaran ilmiah, yaitu kriteria 
koherensi dan koresponsensi. Kriteria koherensi menilai 
koherensi kesimpulan dengan teori yang telah dan masih 
dinilai benar, untuk menjamain kebenaran pada dimensi ini 
maka hipotesis yang disusun sebagai jawaban harus 
dikembangkan berdasarkan teori yang dinilai benar dan 
 
 199 Aceng…, h. 249. 
 200Aceng…, h. 249.  
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masih berlaku. Adapun kebenaran menurut kriteria 
korespondensi mengacu kepada data empiris, maka perlu 
diperhatikan teknik dan instrumen pengumpulan data. 
Langkah pertama, ialah menentukan data yang diperlukan 
untuk memecahkan masalah penelitian, data tersebut terkait 
dengan cakupan konsep yang diteliti sesuai dengan teori 
yang digunakan. Data tersebut tercantum di dalam definisi 
konseptual yang merupakan sintesis dari teori yang dikaji, 
baik secara tersurat maupun tersirat.201 
D. Corak Penalaran Logika Normatif dalam Bermazhab 
1. Metodologi Penalaran Tekstual  
Istilah paradigma dalam pandangan Thomas Khun 
dipahami sebagai teori-teori, metode-metode, fakta-fakta 
dan eksperimen-eksperimen yang telah disepakati bersama 
dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan. 
Secara singkat dapat difahami bahwa paradigma adalah 
pandangan-pandangan pokok tentang alam, Tuhan, dan 
manusia.202 
Dalam sejarah penalaran literalistik hukum Islam, 
paradigma fikih dan usul fikih begitu mewarnai corak 
penalaran ini yang telah berhasil dibangun oleh para imam 
mazhab dan mujtahid dengan berbagi metode penalaran 
yang mereka gunakan. Corak penalaran filosofis dengan 
bersandar pada rasio dan corak penalaran literal dengan 
bersandar pada teks kebahasaan ayat dan hadis menjadi 
bagian yang dominan dalam paradigma fikih dan usul fikih. 
Karena itu ciri khas paradigma literalistik ini adalah 
penalaran fikih yang menjadikan rasio dan teks sebagai 
 
 201Aceng…, h. 250. 
 202Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions 
(London: The University of Chicago Press. Ltd, 1970), h. 11-18. 
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landasannya sementara penalaran usul fikih menjadikan 
realitas sebagai dasar dalam memahami hakikat makna teks.    
Sejak awal perkembangannya, hukum Islam 
merupakan suatu kekuatan dan sumber motivasi kreatif-
dinamis untuk mengkreasi aturan yang mengikat bagi 
perjalanan ummat manusia. Munculnya sejumlah aliran 
hukum Islam yang mempunyai corak beraneka ragam sesuai 
dengan latar belakang sosio-kultural di mana aliran itu 
tumbuh dan berkembang menunjukkan kecenderungan di 
atas.  
Pada mulanya, hukum Islam lahir secara natural di 
bawah bimbingan wahyu yang diemban langsung oleh 
rasulullah. Begitu pula pada era sahabat dan tabi’in, hukum 
Islam tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui 
instink dan naluri mereka dalam menyerap kalam ilahi 
maupun sabda abi. Praktis pada kurun-kurun ini kelahiran 
hukum Islam tidak dilatari oleh perdebatan sengit di antara 
para Juris Islam baik dari kalangan Sahabat maupun Tabi’in. 
Baru pada era tabi’ al-tabi’in, tepatnya pada abad kedua 
Hijriyah, hukum Islam mengalami perkembangan pesat 
seiring perluasan wilayah Islam dan ranah penerapan 
hukum sebagai pengejawantahan wahyu Tuhan.  
Jika pada dua kurun sebelumnya hukum Islam lahir 
secara natural melalui bimbingan wahyu maka pada kurun 
ini kelahiran hukum Islam tidak lepas dari kegelisahan 
akademik yang kemudian memunculkan paradigma hukum 
rasionalis (ahlur ra’yi) di satu pihak dan paradigma hukum 
tradisionalis (ahl al-hadis) di pihak lain. Kenyataan seperti 
ini sesungguhnya dilatari oleh semakin jauhnya bentangan 
jarak antara masa pewahyuan dengan realitas masyarakat 
yang kian berkembang. 
Sumber wahyu dalam bentuk teks agama, baik Alquran 
maupun hadis, telah berhenti turun sepeninggal rasulullah. 
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Sementara itu realitas masyarakat terus bergerak dinamis 
seiring perputaran zaman. Dalam menyikapi persoalan 
seperti ini setengah pihak ada yang mengedepankan 
penggunaan akal-budi manusia yang saat itu sering 
disimplifikasi menjadi kiyas (analogi).  
Embrio penalaran rasional dan normatif sesungguhnya 
mulai tumbuh sejak era sahabat walaupun dengan kadar 
intensitas berbeda dibanding pada era tabi’in yang ditandai 
dengan kemunculan mazhab-mazhab besar dalam ilmu fikih. 
Umar bin al-Khatthab RA., misalnya, lebih mengedepankan 
pengamatan realitas sosial ketimbang formalitas teks ajaran. 
Ide pembukuan Alquran, tidak memberi bagian zakat 
mu’allaf, enggan menjatuhkan hukuman potong tangan dan 
contoh-contoh sejenisnya dapat ditangkap sebagai cermin 
penalaran sahabat Umar yang menganut pola rasionalisme.  
Sahabat Abdullah Ibnu Umar r.a dalam batas-batas 
tertentu dapat merepresentasikan pola penalaran seperti 
ini. Di lain pihak, pola penalaran tradisionalisme juga 
menjadi corak penalaran para sahabat yang lain seperti Abu 
Bakar al-Shiddiq RA, Abdullah Ibnu Mas’ud r.a dan lain-lain. 
Pada fase berikutnya, tabi’in, kubu penalaran rasionalisme 
diwakili oleh ‘Alqamah al-Nakha’i di Irak, sedangkan kubu 
tradisionalisme direpresentasikan oleh Sa’id bin al-
Musayyab di Madinah. 
Filosofi penalaran yang dibangun oleh para sahabat 
dan tabi’in tersebut kemudian diwariskan kepada para 
mujtahid sesudahnya, sehingga para mujtahid tersebut 
berhasil mengembangkan aliran penalaran normatif dan 
rasional terhadap hukum Islam yang kemudian dikenal 
dalam sejarah sosial hukum Islam dengan ahlul hadis dan 
ahlur ra’y. Ahlul hadis atau kelompok yang metode 
pemahamannya terhadap ajaran wahyu amat terikat oleh 
informasi dari nabi. Artinya, ajaran Islam itu hanya 
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diperoleh dari Alquran dan petunjuk nabi, di samping 
disebut sunnah petunjuk nabi juga disebut hadis karenanya 
mereka disebut ahlul hadis. 
Sementara istilah ahlur ra’y digunakan untuk 
menyebut kelompok pemikir hukum Islam yang memberi 
porsi yang lebih banyak pada akal. Bila kelompok ahlul hadis 
dalam menjawab persoalan hukum tampak terikat oleh teks 
nas (Alquran dan hadis), maka kelompok ahlur ra’y tidak 
terikat pada nas bahkan leluasa menggunakan akal. 
Sebenarnya ahlu ray bukan berarti kelompok yang 
meninggalkan hadis tetapi mereka juga menggunakan hadis 
sebagai dasar penetapan hukum hanya mereka dalam 
melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nas 
syariat itu mempunyai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan 
manusia.203 
Perbedaan kelompok ahlul hadis dan ahlur ra’y 
tersebut disebabkan karena kelompok ini muncul di Hijāz 
utamanya di Madinah yang lebih banyak mengetahui hadis 
dan tradisi rasul dibanding dengan penduduk di luar Hijāz. 
Hijāz adalah daerah yang perkembangan budayanya dalam 
pantauan rasulullah hingga wafat dan di Madinah beredar 
hadis nabi jauh lebih banyak dibanding daerah lain, semua 
persoalan hukum dan budaya sudah terjawab oleh teks 
wahyu dan hadis.  
Di Madinah tidak banyak varian mata pencaharian 
penduduk seperti yang terdapat di daerah Irak, ulamanya 
pun sudah mapan dengan tradisi menyelesaikan masalah 
hukum dengan teks wahyu dan tidak memerlukan memeras 
otak, sehingga pada masa itu Hijāz dikenal sebagai pusat 
hadis. Sementara ahlur ra’y berkembang penalaran karena 
 
 203Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Ed. 1 (Cet. 
1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.  
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banyaknya persoalan hukum yang mereka hadapi dan 
terbatas jumlah hadis yang beredar di Irak, sehingga mereka 
berupaya memikirkan secara filosofis rahasia yang 
terkandung di balik nas, metode ini kemudian dikenal 
dengan ta’lil al-ahkām.204 
Atas dasar itu, maka perbedaan pendapat yang terjadi 
di kalangan ahlul hadis dan ahlur ra’y di samping 
disebabkan oleh cara pandang yang berbeda juga karena 
faktor daerah yang jauh dari pusat hadis juga karena faktor 
berkembangnya persoalan-persoalan hukum dan sosial 
budaya. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di kalangan 
mereka tetapi jauh sebelumnya para sahabat juga telah 
berbeda pemahaman terhadap nas disebabkan karena 
perbedaan persepsi dalam menjawab mengapa keputusan 
hukum diambil (ilat hukum). Perbedaan juga terjadi karena 
sebuah hadis diketahui atau dipakai oleh orang tertentu 
yang tidak diketahui atau dipakai oleh orang lain. Perbedaan 
lainnya adalah bahwa hadis yang ada dipandang tidak kuat, 
sehingga ditinggalkan dan terakhir perbedaan disebabkan 
karena keragaman pengetahuan tentang nasakh telah 
melahirkan perbedaan pendapat.205 
Perbedaan tersebut kemudian terimplentasi ke dalam 
rumusan-rumusan fikih lokal yang dilahirkan oleh para 
imam mazhab, sehingga sebagian kalangan mengasumsikan 
bahwa fikih merupakan sumber keterbelakangan umat. 
Alasannya sederhana, dengan mengapresiasi fikih yang 
terpragmentasi dalam berbagai lembaran kitab kuning, tidak 
jarang kita terkondisikan oleh realitas masa lalu secara apa 
adanya tanpa melihat latar belakang kesejarahan. Di lain 
pihak justru dapat diasumsikan bahwa fikih itu adalah 
 
 204Zuhri…, h. 67-68.  
 205Zuhri…, h. 48. 
141 
 
sumber dinamika ajaran Islam karena ia tak lain adalah 
produk ijtihad yang dikreasikan oleh para juris Islam 
(fukaha). Sebagai kreasi ijtihad, fikih tentunya tidak bisa 
lepas dari konteks sejarah kapan dan di mana ia lahir. 
Dengan demikian, dasar pijakan fikih tidak semata berupa 
teks suci, tetapi realitas masyarakat fikih itu sendiri sebagai 
objeknya.206 
Dalam sejarah kelahiran dan kemunculannya, maka 
bangunan fikih muncul ketika persoalan kemanusiaan di 
masyarakat mengemuka dan perlu direspons. Dengan 
demikian, asumsi fikih sebagai sumber dinamika memiliki 
relevansi tersendiri karena ia lahir untuk merespons 
dinamika masyarakat, bahkan tidak jarang fikih dinilai 
sebagai salah satu epistemologi ilmu kewahyuan yang paling 
konkret bersentuhan langsung dengan realitas. Pijakan fikih 
tidak semata otoritas normatif yang melangit, tetapi juga 
penghayatan terhadap realitas objektif di muka bumi.  
Dalam kaitan ini, tidak mengherankan jika tipologi 
mazhab fikih dalam bentangan sejarahnya selalu dilatari 
konteks realitas yang mengitarinya. Mazhab fikih hanafi, 
misalnya, tampil dengan performa rasionalismenya karena 
Imam Abu Hanifah (w. 150) sebagai founding fathernya lahir 
dan dibesarkan di masyarakat perkotaan yang cenderung 
berpikiran rasional bahkan permisif. Karenanya dia lebih 
sering menggunakan dalil analogi (kiyas) ketimbang teks 
hadis yang terkadang diragukan otoritas kesahihannya. 
Sebaliknya, Imam Malik (w. 179) yang lahir dan dibesarkan 
dalam masyarakat Madinah, yang cenderung membangun 
formula mazhab fikih tradisional. Bangunan fikih mazhab 
Maliki dengan formula demikian merupakan pelestarian 
 
206Abu Yazid, Fikih Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana 




terhadap amalan ulama Hijaz (Madinah) yang sudah 
mentradisi secara kokoh dan mapan bahkan ditemukan 
bahwasanya ada sekitar 40 masalah yang diputuskan 
berdasarkan amal ahl al-Madinah, sebagaimana dijelaskan 
dalam al-Muwaththa yang merupakan buku kumpulan hadis 
pertama yang sekaligus dapat disebut sebagai kitab fikih 
dengan mendasarkan kepada hadis atau riwayat.207 
Sementara Imam Syafi’i pernah berguru ke Irak kepada 
murid-murid Abu Hanifah tetapi sebelum itu ia pernah 
mengembara ke Yaman karena diminta oleh pejabat 
setempat, kemudian ia sampai ke Baghdad dan tinggal di 
sana sampai dua tahun lalu kembali ke Mekah kemudian 
kembali lagi ke Baghdad untuk beberapa bulan saja sampai 
akhirnya ke Mesir. Dari berbagai pengembaraan itu, Imam 
Syafi’i dapat memahami corak penalaran fikih ahlur ra’y dan 
ahlul hadis kemudian ia berpendapat bahwa tidak seluruh 
metode ahlur ra’y itu tidak baik diambil tetapi tidak baik 
pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka.  
Dengan modal rihlah ilmiyah seperti ini, Syafi‘i dapat 
memadukan penggunaan sumber ajaran suci yang berupa 
teks dengan kemampuan rasio secara bersamaan. Di satu 
pihak, beliau amat menghormati penggunaan sunnah 
sebagai sumber inspirasi hukum. Di pihak lain, beliau juga 
tidak dapat menafikan begitu saja pentingnya penggunaan 
analogi dalam penetapan hukum-hukum syar’iat.208 
 
207Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya 
terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam dalam “Hukum Islam dalam 
Tatanan Masyarakat Indonesia” ed, Cik Hasan Bisri (Cet. I; Jakarta: 
Logos, 1998), h. 5. 
 208Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic 
Jurisprudence (The University of Chicago Press, USA, 1969), h. 6. 
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Pengamatan yang komprehensif terhadap kedua aliran 
pebalaran di atas kemudian mendorong Syafi’i untuk 
meletakkan dasar-dasar metode istinbat hukum seperti 
tercermin dalam master piece-nya, al-Risalah. Dengan 
terbangunnya metodologi hukum Islam ini, perdebatan 
sengit antara kedua aliran pemikiran di atas menjadi 
berkurang, atau bahkan sirna sama sekali, lantaran satu 
sama lain kemudian saling memahami hakikat perbedaan 
serta dapat merujuk semua aspek perbedaannya pada dasar-
dasar istinbat yang sudah dibangun dan dibukukan oleh 
Syafi‘i. Peran Syafi’i memediasi kalangan rasionalis dan 
tradisionalis ini cukup memberikan andil dalam 
perkembangan pemikiran hukum Islam sampai saat ini.209
 Karena itu, Imam Syafi’i tidak fanatik terhadap satu 
mazhab bahkan berusaha menempatkan diri sebagai 
penegah antara kedua metode berpikir tersebut. Demikian 
pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena ia menjadi 
murid utama dari Imam Syafi’i, kemudian menjadi mujtahid 
yang mandiri, sehingga ia dan pengikutnya dikenal sebagai 
pemikir literalis sebagaimana Imam Syafi’i sekalipun lebih 
berhati-hati dan dekat dengan literalis.210 
Pada kenyataannya, tidak semua penganut pola 
pemikiran rasionalisme dengan serta merta mengabaikan 
formalitas teks, sebagaimana juga bukan berarti penganut 
kubu penalaran tradisionalisme menafikan begitu saja aspek 
 
 209Tak kurang dari tokoh semisal Mohammad Arkoun, Pemikir 
Islam kelahiran Aljazair, pernah menandaskan bahwa pasca kelahiran 
rumusan metodologi hukum Islam oleh al-Syafi’i, wilayah agama yang 
semula thinkable (dapat terpikirkan) menjadi unthinkable (tak dapat 
dipikirkan). Mohammed Arkoun, Rethinking Islam Today, dalam edisi 
Indonesia, Islam Kontemporer Menuju Dialog Antar Agama, (Yogyakarta: 
Pelajar, 2001), h. xiii. 
 210 Zuhri, Hukum Islam…, h. 113.  
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nalar dalam mengamati realitas. Apa yang sesungguhnya 
membedakan kedua pola penalaran di atas adalah 
segmentasi dominan dalam mengapresiasi teks dan 
mentransformasi nilai ajaran terhadap realitas yang 
dihadapi.  
Jika pola penalaran rasionalisme lebih banyak 
bergumul dengan aspek realitas secara fisik maka pola 
pemikiran tradisionalisme lebih berwawasan formal-
metafisik dalam menyikapi keberadaan teks. Dengan 
demikian, penyekatan seperti di atas sesungguhnya dalam 
batas-batas tertentu dapat dianggap simplifikasi yang sangat 
personal lantaran substansi ajaran suci sendiri tidaklah 
mengenal penyekatan seperti itu. Inti ajaran suci 
sesunguhnya dapat memadukan keduanya dalam 
konteksnya yang bersifat komplementer, satu sama lain 
dapat saling melengkapi secara proporsional. 
2. Metodologi Penalaran Maqashid Syariah 
Ilmu usul fikih merupakan metodologi terpenting yang 
ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki 
oleh umat lain.211  Sebenarnya ilmu ini tidak hanya menjadi 
metodologi baku bagi hukum Islam saja, tetapi merupakan 
metodologi baku bagi seluruh pemikiran intelektual Islam. 
Akan tetapi, sejarah pemikiran Islam telah mempersempit 
wilayah kerjanya hanya dalam wilayah pemikiran hukum 
saja. Oleh karena itu, ilmu yang didirikan oleh Syafi’i (w. 204 
H/819 M) ini oleh ulama-ulama selanjutnya seperti al-Qhadli 
 
211Thaha Jabir al-‘Alwani, Source Methodology in Islamic 
Jurisprudence, edisi 2, Edisi bahasa Inggris oleh Yusuf Talal De Lorenzo 
dan Anas S. al-Shaikh-Ali, Herdon –Virginia: IIIT, 1416/1994, xi. Abdul 
Hamid A. Abu Sulaiman dan Ali Garisyah memberikan pernyataan 
serupa. Lihat juga Abdul Hamid A. Sulaiman, Crisis in The Muslim 
Mind, Herdon Virginia: IIIT, 1415/1993). Bandingkan dengan Ali 
Garisyah, Metode Pemikiran Islam, Manhaj al-Tafkir al-Islami (Jakarta: 
Gema Insani Press, 1989), h. 56. 
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al-Baidlawi (w. 685H/ 1286 M) mendefinisikannya sebagai 
“pengetahuan tentang dalil-dalil umum fikih (beberapa 
metode atau kaidah), cara memanfaatkannya dan 
pengetahuan tentang orang yang memanfaatkan dalil-dali 
umum itu.212 
Dengan demikian, dapat dimengerti bila dikatakan 
bahwa kemunduran yang dialami oleh fikih Islam dewasa ini 
diduga kuat juga disebabkan oleh kurang relevannya 
perangkat teoritik ilmu usul fikih untuk memecahkan 
problem kontemporer yang ada. Dalam perjalanan sejarah 
ilmu ini, ar-Risalah karya Syafi’i dianggap buku rintisan 
pertama tentang ilmu ini. Ar-Risalah yang penulisannya 
bercorak teologis-deduktif itu kemudian diikuti oleh para 
ahli usul mazhab mutakallimun, seperti Malikiyah, Syafi’iyah, 
Hanabilah dan Mu’tazilah).  
Sementara itu ulama hanafiyah memiliki cara 
penulisan  tersendiri yang  bercorak  induktif-analitis,  baik 
ar-Risalah dan buku-buku usul mazhab mutakallimun 
maupun mazhab hanafiyah memiliki kesamaan paradigma, 
yaitu paradigma literalistik dalam arti begitu dominannya 
pembahasan tentang teks berbahasa Arab, baik dari segi 
grammar maupun sintaksisnya dan mengabaikan 
pembahasan tentang maksud dasar dari wahyu yang ada di 
balik teks literal.213 
 
212Ali bin Abd. Al-Kafi as-Subki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1416. 1995), h. 19. 
213Dengan meminjam kerangka analisis al-Jabiry, model berpikir 
yang memusatkan pada kajian teks dan bahasa pada umumnya 
dikategorikan sebagai corak berpikir yang menggunakanepistemologi 
Bayani, yang berbeda secara tegas dari medel berpikir dan berijtihad 
model Burhani dan lebih-lebih Irfani. Lihat dalam M. Amin Abdullah, “Al-
Ta’wil al-‘Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, Al-
Jami’ah, vol. 39, 2. 2001. 359-391. 
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Bila istilah paradigma literalistik di atas dipadukan 
dengan kerangka berfikir al-Jabiri tentang pembagian 
epistemologi Islam, maka bisa dikatakan bahwa paradigma 
hukum Islam klasik adalah paradigma literalistikdalam arti 
dominannya pembahasan tentang teks (dalam hal ini teks 
berbahasa Arab) baik dari segi grammar maupun 
sintaksisnya dan cendrung mengabaikan pembahasan 
tentang maksud dasar dari wahyu yang ada dibalik teks 
literal tersebut. Secara sederhana paradigma yang dianut 
bertumpu pada teks, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, paradigma ini disebut paradigma bayani, yang 
menurut al-Jabiri al-bayan memiliki beberapa arti 
diantaranya azh-zhuhur wa al-wudhuh (ketampakan dan 
kejelasan), sedangkan secara terminologi al-bayan berarti 
pencarian kejelasan yang berporos pada al-ashl (pokok) 
yakni teks (naql-nas) baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Secara langsung berarti langsung menganggap 
teks sebagai pengetahuan jadi Secara tidak langsung berarti 
melakukan penalaran dengan berpijak pada teks itu. Dalam 
paradigma ini, akal dipandang tidak akan dapat memberikan 
pengetahuan kecuali jika akal itu disandarkan (berpijak) 
pada nas (teks). 214 
Adapun karakteristik dari epistemologi bayani antara 
lain, pertama, epistemologi ini selalu berpijak pada asal 
(pokok) yang berupa nas (teks), baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Dalam ilmu usul fikih yang 
dimaksud dengan nas adalah Alquran, hadis dan Ijma'. 
Sedangkan dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan nas 
adalah perkataan orang Arab. Kedua, epistemologi ini selalu 
menaruh perhatian secermat-cermatnya pada proses 
 
214Muhammad 'Abid al-Jabiri, Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah 
Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-'Arabiyyah 
(Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), h. 20. 
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transmisi naql (teks) dari generasi ke generasi. Menurut 
epistemologi ini, apabila proses transmisi teks itu benar, 
maka isi nas itu pasti benar, karena nas itu masih murni dari 
Allah atau nabi. Tetapi jika teks tersebut proses 
transmisinya sudah tidak bisa dipertanggung jawabkan, 
maka nas itupun tidak bisa dipertanggungjwabkan isinya.  
Dengan kata lain epistemologi ini sesungguhnya 
senantiasa berpijak pada riwayah (naql). Sebagai bukti dari 
ciri kedua ini adalah begitu banyaknya pembahasan yang 
dilakukan oleh para ulama tentang riwayah yang ingin 
menjaga orisinalitas khabar (dalam hal ini berupa nas atau 
teks).215 
Dalam tradisi berfikir literalisme tersebut terdapat dua 
cara dalam mendapatkan pengetahuan dari teks yaitu; 
Pertama, berpegang pada teks zahir. Kecendrungan ini 
berakar pada tradisi sebelum Ibn Rusyd (Andalusia) dan 
memuncak pada masa Ibn Hazam (zahiri). Kecendrungan 
tekstualisme ini sebenarnya mulai diperlihatkan oleh Syafi'i 
bahkan mungkin bisa dikatakan beliau adalah peletak dasar 
paradigma literalistik. Sarana yang dipakai adalah kaedah 
bahasa Arab sedangkan yang menjadi sasarannya adalah 
teks Alquran, hadis dan ijma'. Kedua, berpegang pada 
maksud teks bukan teks zahir. Kecendrungan ini berlaku 
pada tradisi setelah Ibn Rusyd terutama pada prakarsa asy-
Syatibi. Berpegang pada maksud teks ini baru digunakan bila 
teks zahir ternyata tidak mampu menjawab persoalan-
persoalan yang relatif baru,216 dan model ini yang kemudian 
dikenal dengan maqashid al-syariah. 
 
215N.J Coulson, A. History of Islamic Law (ttp: Edinburgh 
University Press, 1991), h. 188. Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, 
terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 19-38. 
216Muhammad Abed al-Jabiri, Takwin al-Aql al-'Arabi (Beirut: al-
Markaz as-Saqafi al-'Arabi, 1993), h. 96-98. 
148 
 
Bukti lain digunakannya paradigma literalistik dalam 
kajian hukum Islam klasik adalah begitu banyaknya 
pembahasan tentang kaidah kebahasaan dalam ilmu usul 
fikih. Al-Juwayni telah membuktikan hal tersebut dengan 
mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas pembahasan 
dalam usul fikih berkaitan dengan kata-kata (alfazh) dan 
makna. Terkait dengan kata-kata haruslah disadari bahwa 
syariat itu berbahasa Arab. Seseorang tidak akan sempurna 
(dalam menguak) kandungan syariat selama ia belum 
menguasai nahwu dan bahasa Arab".217 
Rasionalitas yang dibangun oleh ulama usul fikih 
tradisional sebenarnya ingin melakukan penalaran yang 
sesuai dengan tuntunan Allah yang ujungnya adalah 
tercapainya kemaslahatan manusia pada umumnya di dunia 
dan akhirat dan ini pada akhirnya terwadahi dalam metode 
berfikir yang baku yakni kiyas, istihsan, istislah, istishab, 
sadd al-zari'ah dan urf.  
Paradigma di atas sebenarnya bisa dipahami karena 
ahli hukum Islam (usul fikih) klasik memaknai hukum itu 
berasal dari titah ilahi sehingga hanya melalui teks-teks suci 
yang didengar rasulullah sajalah yang pemanifestasian 
hukum itu dapat diketahui. Dalam hal ini, mayoritas ahli 
hukum Islam menganut faham optimisme bahasa yang 
dipengaruhi oleh teologi kekuasaan ilahi, suatu faham yang 
menganggap bahwa bahasa adalah sarana memadai untuk 
melakukan komunikasi. Akibatnya pendekatan yang 
digunakanpun adalah pendekatan bayan atau tekstualis, 
pandangan optimisme bahasa ini kemudian mengarah pada 
berkembangnya logika deduktif, sehingga model pendekatan 
yang digunakan-pun adalah teologis-normatif-deduktif.  
 
217Al-Juwayni, al-Burhan fi Usul al-Fikih, Editor, Abdul Adzim 
Mahmud ad-Dib, I (Cet. 4; Manshurah, Mesir: al-Wafa, 1418), h. 130. 
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Paradigma literalistik dengan menggunakan model 
pendekatan yang teologis-normatif-deduktif cenderung 
didominasi Aristotalian logic yang bercirikan dichotomous 
logic. Akibatnya, pada satu sisi, studi hukum Islam 
dipandang cenderung mendekati masalah secara hitam-
putih, benar-salah, halal-haram, Islam-kafir, sunnah-bid'ah 
dan yang semacamnya walaupun pada sisi yang lain 
sesungguhnya tujuan pokok agama diturunkan itu adalah 
mengajarkan tentang aturan-aturan hidup yang bersifat 
pasti (nilai, norma dan aturan), dan begitu pula hukum 
agama (Islam) dimana salah satu ciri pokok berfikir hukum 
adalah menuntut adanya kepastian dan bukan ketidak-
pastian.218 
Begitu rigidnya paradigma literalistik, sehingga 
menurut Fazlur Rahman ada tiga kelemahan dari metode 
studi Islam klasik dan pertengahan yaitu, pertama, 
pemahaman yang terpotong-potong. Kedua, kurang 
memperhatikan unsur sejarah, dan ketiga, terlalu tekstual. 
Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan 
dengan studi yang atomistis, ahistoris, dan literalistis. 
Senada dengan Rahman, Arkoun juga melancarkan kritik 
terhadap para pemikir hukum Islam yang masih 
menyandarkan pendapatnya kepada sistem pemikiran 
epsitemik zaman tengah dengan ciri, pertama, 
mencampurkan antara mitos dan sejarah, kedua, 
menekankan keunggulan teologis orang Muslim atas non-
Muslim, ketiga, pensucian bahasa, keempat, univokalisasi 
makna yang diwahyukan Tuhan, kelima, anggapan tentang 
 
218Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities", dalam 
Islam: Past Influence and Present Challenge, diedit oleh Alford T. Welch 
dan Pierre Cachia (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1979), h. 
319-327.   
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nalar pribadi yang transhistoris, dan keenam, diktum hukum 
diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas.219 
Pengertian seperti ini jelas tidak tepat karena kategori 
penilaian seperti halal atau haram, hukum Islam juga terdiri 
atas kategori-kategori relasional. Lebih penting lagi adalah 
bahwa hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-
norma berjenjang (berlapis). Seharusnya studi usul fikih 
atau penelitian hukum Islam tidak hanya terbatas pada 
penemuan peraturan hukum konkret an-sich, tetapi lebih 
dari itu juga harus diarahkan kepada penggalian asas-asas 
dengan mempertimbangkan pendekatan pertingkatan 
norma sehingga lebih mudah merespons berbagai 
perkembangan masyarakat dari sudut hukum syariah. 
Paradigma literalistik dengan penalaran yang 
berpegang pada teks berlangsung selama kurang lebih lima 
abad, yaitu abad ke-2 sampai abad ke-7 H, kemudian 
mengalami perbaikan dengan munculnya Syatibi pada abad 
ke-8 H yang menambahkan paradigma literalistik dengan 
teori maqashid asy-syari'ah atau penalaranyang berpegang 
pada maksud teksyang mengacu pada maksud Allah, 
sehingga tidak lagi terpaku pada literalisme teks. Asy-Syatibi 
sendiri mengungkapkan bahwa ia memang berupaya 
menjadikan Usul fikih sebagai ilmu burhani yang qat'i 
sehingga dapat mendatangkan dan menghasilkan 
pengetahuan hukum Islam yang valid secara ilmiah.220 
Dengan demikian ilmu usul fikih tidak lagi hanya 
terpaku pada literalisme teks. Kehadiran Syatibi sama sekali 
tidak menghapus paradigma literal, tapi ingin lebih 
melengkapinya agar ilmu ini dapat lebih sempurna dalam 
 
219Fazlur…, h. 319-327. 
220Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam, I. Edisi 
Abdullah Darraz (Mesir: tp., t.th), h. 29-34. 
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memahami perintah Allah. Di sini, -Syatibi merobah dari 
rasionalisme deduktif menjadi rasionalisme induktif. Namun 
jika menggunakan teori paradigm shift yang ditawarkan oleh 
Kuhn sebagaimana dijelaskan diawal, maka Syatibi hanya 
melengkapi paradigma lama saja agar tidak terlalu 
literalistik dan belum melakukan perubahan yang 
revolusioner bagi usul fikih. 
Namun, enam abad kemudian, sumbangan Syatibi pada 
abad ke-8 H/14 M, direvitalisasi oleh para pembaharu usul 
fikih modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid 
Ridha, Abdul Wahhaf Khallaf, Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi. 
Oleh karena hanya melakukan revitalisasi, maka kelompok 
ini dikategorikan oleh Wael B Hallaq sebagai para 
pembaharu penganut aliran utilitarianisme keagamaan 
(religious utilitarianism). Menurut Hallaq, walaupun Abduh 
telah mencoba menawarkan beberapa konsep pembaharuan 
Usul fikih, seperti rekonsepsi ijma', maksimalisasi peran akal 
dalam memahami nas, maksimalisasi prinsip maslahah dan 
memanfaatkan pendapat para pakar hukum dimasa lalu 
dengan cara talfik, namun ia sesungguhnya lebih merupakan 
inspirator bagi para pembaharu usul fikih selanjutnya.221 
Pada disisi lain, munculnya pemikir kontemporer 
seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, 
Abdullahi Ahmed an-Na'im, Muhammad Said Ashmawi, 
Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur dikategorikan oleh 
Hallaq sebagai kelompok pembaharu penganut aliran 
liberalisme keagamaan (religious liberalism) karena 
 
221Wael B. Hallaq, A. Historyof Islamic Legal Theories: An 
Introduction to Sunni Usul Fikih (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997), h. 213. 
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coraknya yang liberal (bahkan cendrung radikal) dan 
cendrung membuang teori-teori ushul fikih lama.  
Dari segi bahasa maqasid al-syariah berarti maksud 
atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. Maqasid jamak 
dari kata qasada yang berarti tuntutan, kesengajaan atau 
tujuan. Istilah maqasid al-syariah adalah al-ma’anni allati 
syuri’at laha al-ahkam (kandungan nilai yang menjadi tujuan   
pensyariatan hukum),222  yang identik dengan istilah filsafat 
hukum Islam. Kajian utama dalam teori maqasid al-syariah 
adalah mengamati tujuan hukum yang diwujudkan dalam 
bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun 
di akhirat. Maksudnya, menelusuri aspek kemaslahatan 
merupakan inti dari maqasid al-syariah.  
Penggunaan istilah maqasid syariah mengandung 
pengertian yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh 
Nuruddin al-Khadīmi dalam bukunya al-Maqasid fi al-
Mazdhab al-Maliki yang mengemukakan secara diplomatis 
dua alasan historisitas istilah maqashid syariah yaitu;223 
Pertama, apabila maqasid syariah adalah sekedar 
wacana ilmiyah yang pembahasannya disinggung dalam 
 
222Ahmad al-Hajj al-Kurdi, Al-Madkhal al-Fikihi: Al-Qawa’id al-
Kulliyah (Damsyik: Dar al-Ma’arif, 1980), h. 186. 
223Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa teori maqāsid 
syariah  telah digunakan oleh nabi dan para sahabatnya sampai pada 
masa sebelum Syatibi sebagai metode penalaran filosofis sekalipun pada 
masa ini pembahasan mengenai maqāsid belum terlalu mendalam 
karena maqāsid masih dikaitkan dengan disiplin keilmuan Islam seperti 
tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan 
pada periode kerasulan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad), 
sebab kata al-maqāsid (esensi) dan sinonimnya, seperti kata al-hikmah, 
al-ilat (motif), al-asrar (rahasia), dan al-ghayat (tujuan akhir) sudah 
banyak disinggung baik dalam Alquran  maupun hadis karenanya fase ini 
dikenal dengan istilah maqāshid yang belum dalam bentuk yang telah 
dibakukan apalagi dibukukan secara spesifik. 
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berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadis, fikih, 
dan usul fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan pada 
periode kerasulan (masa turunnya wahyu pada Nabi 
Muhammad), sebab kata al-Maqasid (esensi) dan 
sinonimnya, seperti kata al-Hikmah, al-Ilat (motif), al-Asrar 
(rahasia), dan al-Ghāyat (tujuan akhir) sudah banyak 
disinggung baik dalam Alquran maupun sunnah. Fase ini 
dikenal dengan istilah maqashid saja dan belum dalam 
bentuk yang telah dibakukan seperti istilah maqasid syariah 
yang dikenal dalam filsafat hukum Islam. 
Kedua, apabila yang dimaksud dengan maqashid al-
syariah adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen 
(ilm mustaqil), keilmuan yang memiliki definisi, kerangka 
pembahasan dan target kajian tersendiri, maka sejarah 
awalnya dinisbatkan pada Imām Syatibi (w. 790 H / 1388 
M) yang telah menjadikan satu bab dalam bukunya al-
Muwāfaqāt sebagai lembaran khusus yang membahas secara 
tuntas maqashid al-syariah. Kesimpulan Nuruddin al-
Khadīmi tersebut diambil karena sebelum Imām Syātibi, 
para ulama semisal Abu Bakar al-Qaffāl (w: 365 H / 975 M), 
al-Juwaini (w: 478 H / 1185 M) al-Ghazāli (w: 505 H / 1111 
M), Izzuddin bin Abd. Salam (w: 660 H / 1261 M), al-Qarrafi 
(w: 684 H / 1285 M), dan Ibn al-Qayyim (w: 751 H / 1350 
M), hanya menyinggung tentang maqāshid secara sekilas di 
tengah pembahasan mereka seputar masalah fikih atau usul 
fikih. 224  
Namun sayang proyek besar Imam Syatibi yang ditulis 
setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada terkubur 
begitu saja dan baru pada tahun 1884 M buku al-Muwāfaqāt 
mulai dikenal dan dikaji pertama kali di Tunis. Sejak saat 
 
 224Nuruddin al-Khadimi, Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki 
(Cet. I; Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003), h. 30-36. 
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itulah orang mulai memanfaatkan dan mengkaji konsep 
maqashidnya Imām al-Syātibi. Ide mengenai ilmu baru “Ilmu 
Maqāshid al-Syariah” kembali muncul di abad 20 dengan 
Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur (1879-1973 M) sebagai 
tokohnya, bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap 
sebagai bapak maqashid kontemporer, setelah Imām al-
Syātibi. Dialah yang paling serius menggoalkan konsep ilmu 
baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari usul fikih setelah 
sebelumnya merupakan bagian darinya.225 
Sebenarnya Ibn ‘Asyur pun bukan satu-satunya orang 
yang pertama kali mengangkat tema itu pada masa 
kontemporer. Sebelumnya, tema yang sama diangkat oleh 
Mohammad Munir ‘Imran dalam disertasi yang diajukan 
pada Madrasah Qadla al-Syar’i di Mesir tahun 1930 M 
dengan judul “Qasd al-Syari’ min Wadl'i al-Syariah”, dan 
seorang juris Islam asal Tunis yang semasa dengan Ibn 
‘Asyur, Mohammad Abdul Aziz telah membahas topik di atas 
dan dimuat di majalah al-Zaetuniyah tahun 1936 M dengan 
judul “Maqasid Syariat wa Asrar al-Tasyri’.226 
Syātibi dan Ibnu Atsyūr bukanlah orang pertama yang 
menggulirkan istilah ini karena jauh sebelum -Syātibi, Abu 
al-Ma’ali al-Juwāini yang lebih dikenal dengan sebutan Imām 
al-Haramāin (w.478 H) telah menggagas permasalahan ini 
dengan melontarkan ide maqashid al-syariah sebagai ilmu 
baru yang mempunyai karateristik kepastian dalil-dalilnya 
 
225Jamaluddin Atiyyah, Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah. 
Edisi 23 (al-Muslim al-Muashir, 2002. h. 19. 
226Atiyyah…, h. 19. 
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dan melampaui perbedaan-perbedaan mazhab fikih dan 
bahkan dari usul fikih yang bersifat zhaniyyah itu sendiri.227 
Meski konsep yang ditawarkan al-Juwaini ini tidak 
begitu dalam dibanding dengan Imam Syatibi, tetapi ia telah 
memberikan andil yang cukup besar dibanding tokoh-tokoh 
semasanya dalam menggulirkan ide tersebut, sehingga 
dijadikan sebagai pijakan dan inspirasi orang-orang 
setelahnya, termasuk al-Syātibi sendiri. Lebih jauh lagi apa 
yang disebutkan oleh Ahmad al-Raisuny dari penelitiannya 
bahwa istilah maqashid al-syariah telah digunakan oleh 
orang-orang sebelum Imām Haramāin. Tokoh-tokoh yang 
memberikan concern terhadap tema ini antara lain; Al-
Turmudzi al-Hakim (abad III), dia termasuk orang yang 
pertama kali menggunakan dan menggulirkan istilah 
maqashid, meski dengan teorinya yang khas, seperti yang 
tertuang dalam karyanya, al-shalāt wa maqūha. Berikutnya 
adalah Abu Mansur al-Maturidi (w. 333), Abu Bakar al-Qaffal 
(w. 365), Abu Bakar al-Abhary (w. 375), al-Baqillāni (w. 
403), dilanjutkan Imam Haramain, Imam al-Ghazali (w. 
505), al-Razi (w. 606), al-Amidī (w.631), Ibn Hājib (w. 646), 
Izzudin bin Abdul Salām (660) yang tertuang dalam 
karyanya Qawāid al-Ahkām fi Mashālih al-Anām, al-
Baidhāwi (w. 685), al-Isnāwi (w. 772), Ibn Subki (w. 771), 
dan beberapa tokoh  lainnya.228 
 
227Imām Haramāin al-Juwāini mengungkapkan keprihatinannya 
akan kemerosotan peradaban sosial, terutama cendekiawan dan politisi 
Islam., menurutnya untuk keluar dari kondisi ini tidak ada cara selain 
“membangun maqāshid al-syariah yang universal dan mengangkatnya 
dari level zhonni sebagai karakteristik ushāl fikih ke level qoth’i. Lihat 
Abdul Majid al-Shogir, al-Fikr al-Usuly wa Isykâliyyat al-Sulthah al-
Ilmiyyah fi al-Islam (Cet. I; Beirut, Dar al-Muntakhob al-Arabi, 1994), h. 
356. 
228Ahmad Raisuni, Nadhariyyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam Syatibi, 
(Cet. I; Mesir: Dār al-Kalimat, 1997), h. 24-44. 
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Sekalipun istilah maqasid syariah telah dikenal 
sebelum Syatibi, namun menurut penulis tetap saja tidak 
dapat dipisahkan dari pemikiran Syatibi karena dialah yang 
pertama kali memperkenalkan teori ini secara lengkap 
sebagai sebuah metode penalaran filosofis apalagi bukunya 
al-Muwafaqat sangat berpengaruh terhadap tokoh-tokoh 
sesudahnya seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid 
Ridha, Abdullah Darraz, Muhammad Thahir bin Asyur dan 
‘Allal Fasy.  
 Muhammad Abduh adalah orang pertama 
yang mengumumkan pentingnya ulama-ulama dan para 
mahasiswa Timur Tengah untuk mempelajari karya-karya 
Imam Syatibi terutama al-Muwāfaqāt. Sama halnya dengan 
muridnya, Rasyid Ridha yang bukan saja terpengaruh 
dengan ide maqashidnya Imam Syatibi, ia juga sangat 
terpengaruh dengan al-I’tishamnya demi menghidupkan 
kembali harakah salafiyyah yang sejak lama diusungnya. 
 Demikian juga dengan Thahir bin Asyūr yang 
mencoba mengenyampingkan usul fikih dan menggantinya 
dengan maqashid syariah sebagai ilmu yang berdiri sendiri 
(‘ilm mustaqil) dan terlepas dari ilmu usul fikih yang 
dipandangnya sebagai ilmu yang telah usang dan produk 
fikihnya cenderung kurang manusiawi, bahkan buku Allal 
Fasy, Difa’ ‘an al-Syari’ah dan Maqashid al-Syari’ah al-
Islamiyyah wa Makarimuha merupakan perluasan dan 
terkadang pengulangan dari apa yang tertulis dalam al-
Muwāfaqāt.  Karena besarnya pengaruh Syatibi dengan al-
Muwafaqatnya inilah, maka ulama-ulama usul kemudian 
sepakat menjadikan Imām Syatibi sebagai bapak maqashid 
syariah pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara 
lengkap, sistematis dan jelas.229 
 
229Satria Effendi M. Zein, Usul Fikih (Cet. 1; Jakarta: Prenada 
Media, 2005), h. 35. 
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Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa ide pen-
ta’sis-an ilmu maqasid al-syariah telah digulirkan oleh 
ulama-ulama dulu. Namun pada era kontemporer ini, ide itu 
diteruskan dan dikembangkan oleh Ibn ‘Asyur yang tertuang 
dalam bukunya “Maqasid al-Syariah al-Islamiyah”. 
Sebenarnya Ibn ‘Asyur pun bukan satu-satunya orang yang 
pertama kali mengangkat tema itu pada masa kontemporer. 
Sebelumnya, tema yang sama diangkat oleh Mohammad 
Munir ‘Imran dalam disertasi yang diajukan pada Madrasah 
Qadla al-Syar’i di Mesir tahun 1930 M dengan judul “Qasd al-
Syari’ min Wadl'i al-Syariah”, dan seorang juris Islam asal 
Tunis yang semasa dengan Ibn ‘Asyur, Mohammad Abdul 
Aziz telah membahas topik di atas dan dimuat di majalah al-
Zaetuniyah tahun 1936 M dengan judul “Maqasid Syariah wa 
Asrar al-Tasyri’".230 
Akan tetapi, karyanya Ibn ‘Asyur yang pertama kali 
diterbitkan tahun 1946 M tersebut merupakan satu-satunya 
kajian yang memberikan corak lain bagi maqasid syariah 
dari yang mulanya bagian dari usul fikih menjadi ilmu 
tersendiri (ilm mustaqil). Ide ini muncul karena menurut 
kacamatanya, bahwa ilmu usul fikih sudah tidak bisa 
memenuhi kebutuhan zaman secara maksimal, karena 
memang ia diformat sesuai dengan kondisi pada saat itu, 
bahkan dengan karateristik fikihiyyah yang cenderung 
mengutamakan persoalan-persoalan individu dari pada 
kepentingan publik atau sosial.  
Selain itu usul fikih terkesan ‘mandul’ dalam 
memproduksi hukum-hukum yang bersifat universal dan 
lebih substansial, di samping ketidakmampuannya 
meminimalisir perbedaan pendapat yang berkembang, 
karena masih berlandaskan pada dasar-dasar yang bersifat 
 
230Jamaluddin Atiyyah, Nahw Faaliyat al-Maqashid al-Syariah. 
Edisi 23 (tt: al-Muslim al-Muashir, 2002), h. 19. 
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zanni. Karenanya perlu ada format baru yang bisa takayyuf 
(mensosialisasikan diri) dan beradaptasi serta sanggup 
memenuhi kebutuhan zaman yang semakin global. Dan 
format baru itu bernama ilmu maqasid syariah.231 
Tidak dapat dibantah bahwa proyek Ibn ‘Asyur ini 
banyak terilhami dan ini diakuinya sendiri dari konsep-
konsep sebelumnya Izuddin bin Abdul Salam, Imam al-Qarāfi 
dan terutama sekali adalah Imam Syatibi. Ibn Asyur melihat 
bahwa tanpa mengurangi apresiasinya yang tinggi pada 
ulama sebelumnya semisal Imam Syatibi yang terkadang 
terlalu luas dan melebar dalam pembahasannya serta sering 
melupakan hal-hal yang mestinya mendapat perhatian yang 
serius, sehingga apa yang diinginkan tidak tercapai.232 
Jadi apa yang dilakukan oleh Ibn ‘Asyur tidak bisa 
dikatakan ‘mengekor’ tanpa kreasi dan inovasi dengan 
sekedar memberikan catatan-catatan kecil dan contoh-
contoh baru pada konsepnya Imam Syatibi. Justru 
sebaliknya bahwa Ibn Asyur telah memberikan inovasi baru 
dan bahkan melampaui dari apa yang dilakukan Imam 
Syatibi. Hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya yang 
dihasilkan oleh Ibn Asyūr di antaranya Maqashid al-Syariah 
al-Islamiyah, al-Tahrir wa al-Tanwir, Alaysa al-Subh bi Qarib 
dan Ushul Nidzam al-Ijtima fi al-Islam. Di dalam kitab 
“Maqashid al-Syariah al-Islamiyah” ditemukan bahwa kreasi 
inovatif dalam bidang maqashid al-syariah yang dilakukan 
Ibn ‘Asyur bisa dikembalikan pada dua pokok bagian; 
Pertama, menetapkan pokok-pokok maqasid, kedua; 
penambahan-penambahan terhadap teori maqashid. 
 
231Muhammad al-Thahir bin Asyur, Maqashid al-Syariah al-
Islamiyah, editor: Muhammad al-Thahir al-Maysawiy (Cet. I; Kuala 
Lumpur: Dar al-Fajr, 1999), h. 122 
232Asyur…, h. 124. 
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Pada bagian pertama, selain menjelaskan pokok-pokok 
maqashid, iapun menampilkan secara metodologi dominasi 
cara pandang maqasid, dan mampu membedakan antara 
kaidah istinbat lughawi dan sudut pandang maqashid 
syariah. Pokok-pokok maqashid yang ditetapkan Ibn ‘Asyur 
digolongkan menjadi tiga bagian yaitu;233 Pertama, Qawaid 
maqasid ‘ammah. Ismail al-Hasani menyebut bahwa ada 24 
kaidah umum yang ditetapkan Ibn ‘Asyur, yang antara lain 
adalah; a) “semua hikmat dan ilat syariah adalah demi 
kemasalahatan umum, baik sosial dan individu”. b) 
terbangunnya maqasid kepada fitrah. Dari kaidah ini muncul 
muncul maqāshid-maqāshid yang lain di antaranya yaitu 
egaliter (al-musawah), kebebasan (al-hurriyah) dan 
toleransi (al-samahah). Kedua, Kawaid Maqasid Khas. 
Menurut hasil kesimpulan Ismail al-Hasani bahwa dalam 
kawaid maqashid al-khas banyak menyentuh persoalan 
muamalah. Di antara kaidah tersebut adalah tujuan syari’ 
dari muamalah adalah menentukan macam-macam hak 
kepada pemiliknya bahwa tujuan pemberlakuan hukuman 
adalah ta’dib bagi pelakunya, memuaskan korban, dan 
menghindari perbuatan serupa dari orang lain dan tujuan 
dari tasarrufāt maliyah adalah berputarnya keuangan, 
menjaganya, dan berlaku adil. Ketiga, kaidah menetapkan 
Maqasid al-Syariah (Turuq itsbat al-maqashid al-Syariyyah) 
ada tiga cara menurut Ibn ‘Asyur untuk dapat mengetahui 
maqāshid Syariat.234 
1) Melalui istiqra’, mengkaji syariat dari semua aspek, dan 
ini ada dua macam yaitu mengkaji dan meneliti semua 
hukum yang diketahui ilatnya. Dengan meneliti ilat, 
 
233Ismail Hasani, Nadzariyyat al-Maqasid ‘inda Muhammad al- 
Thahir Ibn ‘Asyur (Cet. I; Virginia: The International Institute of Islamic 
Tought, 1995), h.  426. 
234Asyur, Maqashid…, h. 136-140. 
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maqashid akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh; 
larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang 
lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang 
ditawar orang lain. Ilat dari larangan itu adalah 
keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. 
Dari situ dapat diambil satu tujuan yaitu langgengnya 
persaudaraan antara saudara seiman. Dengan 
berdasarkan pada maqasid tadi maka tidak haram 
meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama 
mencabut keinginannya itu. Kemudian meneliti dalil-dalil 
hukum yang sama ilatnya, sampai dirasa yakin bahwa ilat 
tersebut adalah maqasidnya, seperti banyaknya perintah 
untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah 
satu maqasid syariah adalah adanya kebebasan. 
2) Cara kedua adalah bahwa dalil-dalil Alquran yang jelas 
dan tegas dalalahnya yang kecil kemungkinannya 
mengartikan bukan pada makna zahirnya berdasarkan 
penggunaan bahasa Arab.  
3) Cara ketiga adalah bahwa dalil-dalil sunnah yang 
mutawatir, baik secara ma’nawi atau amali. Demikianlah 
ijtihad dari seorang Ibn ‘Asyur, yang dengan tegas 
menyatakan bahwa ilmu maqashid bisa dijadikan 
alternatif dalam menggali hukum. Dengan menggunakan 
ilmu ini maka akan tercipta hukum fikih yang lebih hidup 
dan dinamis. Meski proyek Ibn ‘Asyur ini dianggap belum 
final, tapi paling tidak dia telah melakukan terobosan 
spektakuler dan memberikan sumbangan yang berharga 
bagi generasi berikutnya dalam menggali dan 
merumuskan formula maqasid yang lebih detail.  
Dalam konteks inilah, term maqasid syariah kemudian 
berkembang menjadi sebuah metode penalaran filosofis 
yang berdiri sendiri sebagai sebuah disiplin keilmuan yang 
independen (ilm mustaqil), keilmuan yang memiliki definisi, 
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kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri. 
Substansi metode maqāsid syariah ini kemudian dipahami 
bahwa inti dari konsep maqāsid syari’ah adalah 
kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibn al-
Qayyim al-Jauziyah bahwa maqâshid syarịah adalah 
mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan 
kemashlahatn kepada mereka, pengendalian dunia dengan 
kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan 
tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal 
manusia.235 
Sementara itu, Abdul Wahhab al-Khallaf, menulis 
sebagai berikut bahwasanya maksud umum Syāri’ 
menetapkan hukum ialah untuk menegakkan kemaslahatan 
manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan 
menolak kemudaratan bagi mereka. Karena sesungguhnya 
kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari 
urusan-urusan dharuriyyah, hajiayât dan tahsiniyyât. 
Apabila urusan-urusan tersebut telah terpenuhi dan 
terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Hukum 
Islam menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam 
aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga 
urusan (dharuriyyah, hajiyyât dan tahsiniyyât) baik bagi 
perorangan maupun masyarakat.236 
Sementara substansi maqāsid syari’ah yang 
dikemukakan Syatibi maqāshid Syariah dapat dilihat dari 
dua sudut pandang. Pertama, maqashid Syari’ (tujuan 
Tuhan). Kedua, maqashid mukallaf (tujuan mukallaf). Dilihat 
dari sudut tujuan Tuhan, maqāshid syariah mengandung 
empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari Syari’ menetapkan 
 
235Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, I’lām al-Muwaqqi’in, Juz III (Kairo: 
Dar al-Kutub al-Hadis, 1969), h. 177. 
236Abd. Al-Wahab Khallaf, ‘Imu Usul Fikih (Cet. III; Kuwait: 
Mathba’ al-Nasyr, 1977), h. 198. 
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syariatyaitu kemashlahatan  manusia di dunia dan akhirat; 
(2) penetapan syariat sebagai sesuatu  yang harus dipahami; 
(3) penetapan syariat sebagai hukum  taklifi yang harus 
dilaksanakan; (4) penetapan syariat guna membawa 
manusia ke bawah lindungan hukum.  
 Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu 
syariat bagi manusia tidak lain agar tercapai suatu 
kemashlahatan bagi umat manusia. Untuk itu, Tuhan 
menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan 
syariat sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami 
dan melaksanakan syariat, manusia akan terlindung di 
dalam hidupnya dari segala kekacauan yang ditimbulkan 
oleh hawa-nafsu.237 
 Adapun tujuan syariat ditinjau dari sudut tujuan 
mukallaf ialah agar setiap mukallaf dapat mematuhi 
keempat tujuan syariah yang digariskan oleh Syari’ di atas, 
sehingga tercapai tujuan mulia syariat, yakni kemaslahatan 
manusia di dunia dan di akhirat. Agar kemaslahatan manusia 
dapat terwujud, maka seorang mujtahid harus memiliki 
kemampuan untuk memahami maqāsid syariah tersebut 
yaitu dengan memiliki pengetahuan bahasa Arab, memiliki 
pengetahuan tentang sunnah, memiliki pengetahuan tentang 
sebab turunnya ayat. Terkait dengan ketiga syarat dalam 
memahami maqasih syariah para ulama memiliki corak 
pemahaman yang berbeda-beda yaitu;238 
 
237Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 43. 
238Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi. 





1) Ulama yang berpendapat bahwa maqasid syariah adalah 
sesuatu yang abstrak tidak dapat diketahui kecuali 
melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zhāhir lafaz yang 
jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian yang pada 
gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. 
Petunjuk dalam bentuk zāhir lafaz itu, baik disertai 
ungkapan bahwa taklif tidak berkaitan dengan 
kemaslahatan hamba atau sebaliknya dengan 
menyatakan keharusan urgensi kemaslahatan, maka 
pandangan ini menolak analisis dalam bentuk kiyas. 
Kelompok ini disebut ulama zāhiriyah. lama yang tidak 
menempuh pendekatan zāhir lafz dalam mengetahui 
maqāsid syariah yang terbagi dua yaitu kelompok ulama 
yang berpendapat bahwa maqasid syariah bukan dalam 
bentuk zahir dan bukan pula yang dipahami dari tunjukan 
zāhir lafz itu. Maqāsid syariah merupakan hal lain yang 
ada dibalik tunjukan zāhir lafz yang terdapat dalam 
semua aspek syariah sehingga tidak seorangpun dapat 
berpegang dengan zāhir lafz yang memungkinkan ia 
memperoleh pengertian maqasid syariah. Kelompok ini 
disebut ulama Batiniyyah.  
2) Sementara kelompok kedua, berpendapat bahwa maqasid 
syariah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian 
lafal. Artinya zahir lafz tidak harus mengandung tunjukan 
mutlak. Apabila terdapat pertentangan zāhir lafz dengan 
nalar, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah 
pengertian nalar. Kelompok ini disebut ulama al-
Muta’ammiqīn fi al-Kiyās. 
3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan 
zahir lafz dan pertimbangan makna ilat dalam suatu 
bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafz dan 
tidak merusak kandungan makna ilatagar syariat tetap 
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berjalan secara harmoni tanpa kontradiksi-kontradiksi. 
Kelompok ini disebut ulama al-Rāsikīn. 
Sehubungan dengan itu, al-Syaukani juga menekankan 
pentingnya pengetahuan tentang maqashid syariah ini. 
Menurutnya, orang yang berhenti pada lahir nas atau hanya 
melakukan pendekatan hanya melalui pendekatan 
lafzhiyyah (tekstual) serta terikat dengan nas yang juz’i dan 
mengabaikan maksud-maksud terdalam dari pensyariatan 
hukum, ia akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam 
ijtihad.239Jadi, dengan pemahaman maqashid syariah 
penalaran filosofis dapat dikembangkan, terutama dalam 
menghadapi berbagai permasalahan baru yang tidak 
disinggung oleh nas. Dengan demikian, hukum Islam akan 
tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial 
yang senantiasa berubah dan berkembang.    
Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk 
memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk 
menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. 
Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang 
pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber 
hukum yang utama, Alquran dan hadis. Dalam rangka 
mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, 
berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima unsur 
pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok 
tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 
Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, 
manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, 
sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia 
tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.240 
 
239Asafri …, h. 44. 
240Asafri …, h. 44. 
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Menurut Syatibi, penetapan kelima pokok di atas 
didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan hadis. Dalil-dalil 
tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kuliyyat dalam 
menetapkan al-kuliyyat al-khams. Ayat-ayat Alquran yang 
dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah, 
yang tidak di naskh dan ayat-ayat Madaniyah yang 
mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu 
adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, 
larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman 
yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan 
harta orang lain dengan cara tidak benar. Ia setelah 
mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan 
bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk 
menetapkan al-Kuliyyat al-khams termasuk dalil qath’i, 
maka ia juga dapat dikelompokan sebagai qath’i. Agaknya 
yang dimaksud dengan istilah qath’i oleh Syatibi adalah 
bahwa al-kuliyyat al-khams, dari segi landasan hukum, dapat 
dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat 
dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.241 
Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di 
atas dibedakan menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, 
dan tahsiniyyat, pengelompokan ini didasarkan pada tingkat 
kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan 
terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada 
pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. 
Dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urut pertama, 
disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat.  
Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga 
melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua 
melengkapi peringkat pertama.242 Yang termasuk maslahat 
 
241Asafri …, h. 126. 
242Asafri…, h. 126. 
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atau maqāshid dharūriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-
din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan 
aqal (al-aql). Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat 
ditempuh dengan dua cara yaitu dari segi adanya (min 
nahiyyati al-wujud) yaitu dengan cara manjaga dan 
memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan 
keberadaannya dan dari segi tidak ada (min nahiyyati al-
‘adam) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang 
menyebabkan ketiadaannya. Misalnya, menjaga agama dari 
segi al-wujud seperti shalat dan zakat, menjaga agama dari 
segi al-‘adam seperti  jihad dan hukuman murtad, menjaga 
jiwa dari segi al-wujud seperti makan dan minum, menjaga 
jiwa dari segi al-‘adam seperti hukuman kisas dan diyat, 
menjaga akal dari segi al-wujud seperti makan dan mencari 
ilmu, menjaga akal dari segi al-‘adam seperti had bagi 
peminum khamr, menjaga an-nasl dari segi al-wujud seperti 
nikah, menjaga an-nasl dari segi al-‘adam seperti had bagi 
pezina dan muqdzif, menjaga al-mal dari segi al-wujud 
sepertijual beli dan mencari rizki  dan menjaga al-mal dari 
segi al-‘adam seperti riba, memotong tangan pencuri.243 
Urutan kelima dharuriyyat tersebut sangat penting 
karena berpengaruh pada kesimpulan hukum yang akan 
dihasilkan. Urutan kelima dharuriyyat ini bersifat ijtihādy 
bukan naqly, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman 
para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqra. 
Dalam merangkai kelima dharuriyyat ini (ada juga yang 
menyebutnya dengan al-kulliyyat al-khamsah), Syatibi 
terkadang lebih mendahulukan aql dari pada nasl, terkadang 
nasl terlebih dahulu kemudian aql dan terkadang nasl lalu 
mal dan terakhir aql. Namun satu hal yang perlu dicatat 
bahwa dalam susunan bagaimanapun Imam Syatibi tetap 
selalu mengawalinya dengan din dan nafs terlebih dahulu.  
 
243Asafri…, h, 21. 
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Para ulama usūl lainnya pun tidak pernah ada kata 
sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarkāsyi misalnya, urutan itu 
adalah: an-nafs, al-māl, an-nasab, ad-din dan al-‘aql. 
Sedangkan menurut al-Amidi: ad-din, an-nafs, an-nasl, al-aql 
dan al-māl. Bagi al-Qarafi: an-nufus, al-adyan, al-ansab, al-
‘uqul, al-amwal atau al-a’radh. Sementara menurut al-
Ghazāli: ad-din, an-nafs, al-‘aql, an-nasl dan al-māl. Namun 
urutan yang dikemukakan al-Ghazali ini adalah urutan yang 
paling banyak dipegang para ulama fikih dan usul fikih 
berikutnya. Bahkan, Abdullah Darrāz, pentahkik al-
Muwāfaqāt sendiri, memandang urutan versi al-Ghazāli ini 
adalah yang lebih mendekati kebenaran.  
Cara kerja dari kelima dharuriyyat di atas adalah 
masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. 
Menjaga al-din harus lebih didahulukan daripada menjaga 
yang lainnya; menjaga al-nafs harus lebih didahulukan dari 
pada al-aql dan nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh 
yang dapat penulis kemukakan adalah membunuh diri atau 
menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang 
dilarang sebagaimana bunyi teks dalam surat al-Baqarah. 
Akan tetapi kalau untuk kepentingan berjihad dan 
kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena 
sebagaimana telah disinggung di atas bahwa menjaga agama 
harus didahulukan dari pada menjaga jiwa.  
Oleh kerena itu, sebagian besar para ulama 
membolehkan istisyhad pada pejuang Palestina dengan 
pertimbangan hukum di atas.  Akan tetapi bagaimana 
dengan kasus orang sakit yang karena suatu kebutuhan 
pengobatan boleh dilihat auratnya atau musafir yang boleh 
mengkashar shalat, bukankah itu berarti an-nafs lebih 
didahulukan dari pada ad-din? Persoalan ini sesungguhnya 
bukanlah persoalan baru karena Abdullah Darrāz telah 
memberikan penjelasan ringkas bahwa dalam tataran umum 
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agama harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya 
karena ini menyangkut usūl al-din, sedangakan dalam hal 
tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari 
pada agama (mustatsnayyat).244  
Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa tujuan 
Allah menurunkan syariat adalah untuk kemaslahatan 
mukallaf di dunia dan akhirat yang menurut Syātibi manusia 
dapat menangkap maksud-maksud Tuhan dengan berupaya 
memahami nas-nas agama karena syariah ini diturunkan 
dalam bahasa Arab sebagaimana firman-Nya dalam surat 
Yusuf ayat 2; as-Syu’ara (26): 195.  ٍ َِبَِ م ِبب َا َا   ٍ ن  dengan) بِِلسَا
bahasa Arab yang jelas). Oleh kerena itu, untuk dapat 
memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk 
dan uslub bahasa Arab. Dalam hal ini Imam Syatibi berkata: 
“Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia 
seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu 
tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara 
mantap. Dengan bahasa, lebih mudah memahami syariat ini 
disamping dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya 
dengan lisan Arab seperti usul fikih, mantiq, ilmu maāni dan 
yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab 
dan usul fikih termasuk salah satu persyaratan pokok yang 
harus dimiliki seorang mujtahid.  
Syariat ini ummiyyah, maksudnya untuk dapat 
memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam 
seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini 
dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua 
kalangan manusia. Memahami syariat ini memerlukan 
bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua 
kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu 
kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. 
 




Syariah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang 
ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep maslahah 
(fahuwa ajrā ‘ala i’tiba’i al-maslahah). Diantara landasan 
syariat ummiyyah ini adalah karena pembawa syariat itu 
sendiri (rasulullah) adalah seorang yang ummi.245 
Setelah manusia memahami maksud-maksud Tuhan 
yang terdapat dalam nas tersebut, maka manusia kemudian 
dituntut untuk melaksanakan pengetahuan agama tersebut. 
Ada dua masalah pokok terkait tujuan ketiga dari hukum 
Islam ini yaitu;  
Pertama, taklif yang di luar kemampuan manusia (at-
taklif bima laa yuthaq). Pembahasan ini tidak akan dibahas 
lebih jauh karena sebagaimana telah diketahui bersama 
bahwa tidaklah dianggap taklif apabila berada di luar batas 
kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syatibi 
mengatakan: “Setiap taklif yang di luar batas kemampuan 
manusia, maka secara syar’i taklif itu tidak sah meskipun 
akal membolehkannya”. Apabila ada teks syariat yang 
mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, 
maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau 
redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “Dan janganlah 
kalian mati kecuali dalam keadaan muslim”. Ayat ini bukan 
berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian 
adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan 
ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman 
dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian 
tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu juga 
dengan sabda nabi: “Janganlah kamu marah” tidak berarti 
 
 245Posisi nabi sebagai orang yang ummi ditegaskan dalam 
firman-Nya suratal-Jum’ah ayat 2, al-A’raf ayat 158, al-Ankabūt 48 dan 
keterangan-keterangan lainnya. Ibn Katsir, Abi al-Fida’ Imaduddin, Tafsir 




melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang 
tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya 
adalah agar sedapat mungkin menahan diri ketika marah 
atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.  
Kedua, taklif yang di dalamnya terdapat masyaqqah, 
kesulitan (al-taklif bima fiihi masyaqqah). Persoalan inilah 
yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam Syatibi. 
Menurut Imam Syatibi, dengan adanya taklif, Syari’ tidak 
bermaksud menimbulkan masyaqqah bagi pelakunya 
(mukallaf) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat 
tersendiri bagi mukallaf. Bila dianalogikan kepada 
kehidupan sehari-hari, maka obat pahit yang diberikan 
seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan 
kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi 
kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.  
Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban 
jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya 
untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah 
amar makruf nahyil munkar. Demikian pula dengan hukum 
potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk 
merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya 
harta orang lain.246 
Apabila dalam taklif ini ada masyaqqah, maka 
sesungguhnya ia bukanlah masyaqqah tapi kulfah, sesuatu 
yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia 
sebagaimana dalam kacamata adat, orang yang memikul 
barang atau bekerja siang malam untuk mencari kehidupan 
tidak dipandang sebagai masyaqqah, tetapi sebagai salah 
satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah. 
 
246Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan 
Keserasian Alquran (Jakarta: Lentera Hati, Vol.12, 2009), h. 78. 
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Demikian juga halnya dengan masalah ibadah. 
Masyaqqah seperti ini menurut Syatibi disebut masyaqqah 
mu’tadah karena dapat diterima dan dilaksanakan oleh 
anggota badan dan karenanya dalam syara’ tidak dipandang 
sebagai masyaqqah. Yang dipandang sebagai masyaqqah 
adalah apa yang disebutnya dengan masyaqqah ghair 
mu’tadah atau ghair ‘adiyyah yaitu masaqqah yang tidak 
lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila 
dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. 
Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang 
jompo. Semua ini adalah masyaqqah ghair mu’tadah yang 
dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi masyaqqah ini, Islam 
memberikan jalan keluar melalui rukhshah atau keringanan. 
Tujuan lain dari hukum Islam adalah agar manusia 
berada dalam perlindungan syariah sehingga para mukallaf 
dapat terbebas dari belenggu hawa nafsunya sehingga ia 
menjadi hamba yang dalam istilah Syatibi hamba Allah yang 
ikhtiyāran dan bukan yang idthirāran. Atau dalam istilah Dr. 
Ahmad Zaid: Ikhrājul ‘abd min da’iyatil hawa ila dairatil 
‘ubudiyyah. Untuk itu, setiap perbuatan yang mengikuti 
hawa nafsu, maka ia batal dan tidak ada manfa’atnya. 
Sebaliknya, setiap perbuatan harus senantiasa mengikuti 
petunjuk syari’ dan bukan mengikuti hawa nafsu.  
Demikian sekilas tentang maqāshid syariah menurut 
Imam Syatibi. Gambaran di atas tentunya tidak memberikan 
pemahaman yang menyeluruh tentang maqāshid syariah itu 
sendiri, namun paling tidak tergambar bahwa rumusan 
Imam Syatibi ini lebih sistematis dan lengkap dibandingkan 
rumusan-rumusan para ulama usul sebelumnya. Hal 
tersebut disebabkan karena Alquran dan hadis menjadi 
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sumber utama hukum Islam yang memuat pokok-pokok 
ajaran yang menyangkut kebutuhan umat manusia.247 
Secara metodis Alquran menjelaskan hal-hal yang 
berhubungan dengan masalah akidah secara terperinci, 
tetapi dalam lapangan hukum (ibadah dan muamalah) 
hanya diberikan secara garis besar. Meskipun begitu, apabila 
dicermati lebih mendalam tampak pula ayat-ayat hukum 
yang telah mendapat pengaturan secara terperinci dan jelas, 
sehingga hanya mengandung arti tunggal dan tidak 
mengandung kemungkinan makna lain.248 
Suatu ayat yang lafaznya menunjukkan makna tertentu 
yang bisa difahami secara tekstual, tidak mengandung 
kemungkinan untuk ditakwilkan, dan tidak bisa difahami 
selain makna dasarnya itu sendiri.249 Menurut Abdul Wahab 
Khallaf seperti disebutkan oleh Said Ramadan250, dari 228 
ayat hukum yang mengatur soal-soal umat Islam, 70 ayat di 
antaranya adalah ayat hukum dalam kategori qath’iy al-
dalālah, yang umumnya berkenaan dengan masalah-masalah 
seperti perkawinan, kewarisan, dan bisnis. Secara filosofis, 
adanya ayat-ayat yang qath’iy al-dalālah seperti ini 
menunjukkan bahwa masalah tersebut sangat 
penting,251untuk diperhatikan selain disebabkan karena 
 
247Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. 1; Jakarta: 
Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 82. 
248Wahbah al-Zuhaini, Usul al-Fikih al-Islamy, Juz III (Beirut: Daar 
al-Fikr, t.th.), h. 1052. Lihat pula Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum 
Islam, Jilid V (Cet. V; Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-va Houve, 2001), h. 1454. 
249Khallaf, Usul…, h. 45. 
250Mohammad Daud Ali, 2002. Hukum Islam dan Peradilan Agama 
(Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2. 
251Kuntjoro Purbapranoto, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila 
(Cet. V; Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 138. 
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manusia cenderung untuk melupakan atau 
meremehkannya.252  
Dari sekian ayat-ayat hukum, yang ada dalam Alquran 
berikut segala aspek hukumnya semuanya memiliki arti 
kemaslahatan. Ayat-ayat tersebut adalah terdapat dalam  
Q.S. al-Maidah (5); 6, Q. S. al-Ankabut (29); 45, Q.S. al-
Haj (22); 39 dan Q.S. al-Baqarah (2); 179. Ayat-ayat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
   1. Q.S. al-Maidah (5): 6. 
ل وا  و ج وَهك ۡم َوأَۡي  َيك ۡم إ ىَل ٱۡلَمرَاف    ة  فَٱۡغس  َيب َه  ٱل ب يَن َءاَمنب ٓوا  إ َذا ق ۡمت ۡم إ ىَل ٱلص َلوَٰ  َيََٰٓ
ج ن ب َوإ ن ك نت ۡم   
ٱۡلَكۡعَبۡي ِّۚ إ ىَل  َوأَۡعج َلك ۡم  ك ۡم  ب ر ء وس      َوٱۡمَسح وا  
ِّۚ
 ك نت م  َوإ ن  َفٱط ه ر وا 
ََىَٰٓ  َأَح     أَوۡ   م ۡر َج َٓء  أَۡو  َسَفر    فَبَلمۡ   ٱلن  َس ٓءَ   لَََٰمۡست م    أَوۡ   ٱۡلغَ ٓ      م  نَ   م  نك مَعَلىَٰ 
  َوأَۡي  يك م ب و ج وه ك مۡ  فَٱۡمَسح وا   طَي  ب  َصع ي ا فَبتَبَيم م وا   ٗ  َم ٓء َِ   وا  
ِّۚ
 ٱّلل    ي ر ي   َم  م  ۡنه 
 َ ي ر  َولََٰك    َحرَج  م  نۡ   َعَلۡيك م  ل َيۡجَع َلَعل ك ۡم ن  َعَلۡيك ۡم  ن ۡعَمَته    َول ي ت م   ل ي َره  رَك ۡم  ي   
 َتۡشك ر وَن  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
 
252Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius (Cet. III; Jakarta: 
Paramadina, 2004), h. 147. 
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kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur. 
 
2. Q.S. al-Ankabut (29); 45. 
ٱۡلَفۡحَش ٓء    َهىَٰ َعن  
تَبنبۡ َة   إ ن  ٱلص َلوَٰ
َةِۖ َم إ لَۡيَك م َن ٱۡلك تََٰ  َوأَق م  ٱلص َلوَٰ أ وح  ٱۡت   َم ٓ 
 َوٱّلل   يَبۡعَلم  َم  َتۡصنَبع وَن  
ِۗ
 َوٱۡلم نَكر ِۗ َوَلب ۡكر  ٱّلل   َأۡكَُب 
Terjemahnya: 
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 
Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya 
shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji 
dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 
(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-
ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. 
 
3. Q.S. al-Haj (22); 39. 
 َوإ ن  ٱّلل َ َعَلىَٰ َنۡصر ه ۡم َلَق  ير   
ِّۚ
ن  ۡم ظ ل م وا  تَبل وَن ِبَ   أ ذ َن ل ل ب يَن يب قََٰ
Terjemahnya: 
Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 
diperangi, karena sesungguhnya mereka telah 
dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha 
Kuasa menolong mereka itu. 
 
4. Q.S. al-Baqarah (2); 179. 
   تَبتب ق ونَ  َلَعل ك مۡ  ٱۡلَۡلبََٰ   َيََٰٓ و ِل  َوَلك ۡم ِف  ٱۡلق َص ص  َحيَبوَٰة 
Terjemahnya:  
Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) 




Apabila terdapat persoalan hukum yang tidak 
ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya maka 
dianalisis dengan metode maqashid al-syariah,253yang 
mengacu pada ruh syariat dan tujuan umum agama Islam 
yang mengandung empat aspek, yaitu; tujuan awalnya 
adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 
syariah sebagai sesuatu yang harus difahami, syariat sebagai 
hukum taklif yang harus dilaksanakan dan syariat bertujuan 
membawa manusia kedalam lindungan hukum yang pasti.254 
 Namun dalam kenyataannya tidak semua persoalan 
hukum mendapat pengaturan dengan nas-nas di dalam 
Alquran maupun hadis. Banyak persoalan hukum baru yang 
tidak ditemukan dalil-dalil hukumnya dalam Alquran dan 
sunnah,255 dan jika ini tidak dicarikan dalil-dalil hukum lain 
(tidak dilakukan penemuan hukum) sesuai dengan jiwa dan 
tujuan syariat (maqaashidu al-syariah), hukum Islam dapat 
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman, kuno, 
menghambat kemajuan, dan akan ditinggalkan orang.256  
 
253Maqashid al-Syariah atau tujuan hukum merupakan 
pengekspresian penekanan hubungan dari kandungan hukum Tuhan 
dengan aspirasi hukum yang manusiawi. Dalam wujudnya yang 
demikian, maqashid al-syariah dapat disebut sebagai suatu pendekatan 
filsafat dalam hukum Islam. Asafri, Maqashid…, h. 156. 
254Asafri, Konsep…, h. 70.  
255Amir Syarifuddin, Usul Fikihi, Jilid I (Cat. I; Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu, 1997), h. 105. 
 256Kalau Ibnu Khaldun mengatakan bahwa masyarakat berubah 
tiap seratus tahun, tetapi sekarang secara sosiologis perubahan 
masyarakat terjadi setiap enam bulan sekali. Pantas saja seorang filosof 
dan ahli hukum berkebangsaan Romawi, Cicero, pernah mengatakan 
bahwa hukum itu tertatih-tatih mengikuti perubahan masyarakat. Lihat 





3. Metodologi Penalaran Kontekstual   
 Paradigma penalaran ilmiah merupakan kelanjutan 
dari paradigma maqasid syariah yang dikembangkan oleh 
Syatibi, yang direvitalisasi kembali sekitar Enam abad 
kemudian oleh para pembaharu usul fikih modern seperti 
Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridha (w.1935), Abdul 
Wahhab Khalaf (w. 1956), dan Hassan Turabi dengan 
merevitalisasi prinsip maslahah. 
 Pengembangan usul fikih dan teori maqasid dari 
zaman Syatibi hingga masanya Abdul Wahab Khalaf dan 
kawan-kawannyanya itu dianggap oleh tokoh-tokoh usul 
fikih periode Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur, Nasr 
Hamid Abu Zaid, Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad 
Toha, Abdullah Ahmed an-Naim, Said Ashmawi tidak cukup 
mampu menjawab atau kurang cukup bisa digunakan pada 
konteks kekinian, bahkan teori maslahah pun dianggap tidak 
cukup memadai membuat hukum Islam mampu hidup di 
dunia modern. 
Hal ini disebabkan karena realitas yang terdapat dalam 
teks suci pada zaman nabi tetap dijadikan pertimbangan 
dalam penetapan hukum di zaman modern ini yang tentu 
tidak lagi sama dengan konteks nabi. Pertanyaan semacam 
ini menurut sebagian pakar seperti Muhammad Iqbal, 
Muhammad Taha, Abdullahi Ahmed Na’im, Muhammad Said 
Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur sama 
sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip 
maslahat klasik. 
Karena itu, mereka cenderung tidak menggunakan 
perangkat-perangkat usul fikih klasiktetapi mereka justru 
menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang diberikan 
oleh disiplin ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu 
humaniora seperti sosiologi, sejarah, filsafat, kritik sastra, 
linguistik, hermeneutik, cultural studies, psikologi, 
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antropologi dan perangkat ilmu lainnya. Kelompok ini 
menganggap bahwa sumber pengetahuan bukan lagi 
terbatas pada teks tetapi realitas (al-waqi'), baik realitas 
alam, sosial, humanitas maupun keagamaan.  
Sekalipun kelompok ini cenderung membuang usul 
fikih klasik dalam penalarannya, tetapi metodologi usul fikih 
kontemporer yang dibangun oleh Fazlur Rahman, Nasr 
Hamid Abu Zaid, dan Muhammad Syahrur dalam melakukan 
ijtihad terhadap pemecahan hukum Islam sebenarnya 
memiliki kesamaan substantif yaitu penekannya pada 
kontekstualisasi teks yang dibuat pada masa lalu untuk 
realitas saat ini dalam menafsirkan hukum, meski dengan 
metode ijtihad yang berbeda. 
Fazlur Rahman berpendapat tidak lagi cukup memadai 
untuk menggunakan teori fikih dan usul fikih tentang 
qath'iyyat dan dhanniyat. Ia menawarkan istilah ideal moral 
dan legal spesifik sebagai pembagian awal tradisi Islam. 
Muhammad Arkoun menawarkan pemahaman ulang tentang 
tradisi Islam dengan membedakan secara tegas antara 
Turats (dengan T besar) dan turats (dengan t kecil). Ia 
mempertanyakan semakin kaburnya dimensi tarikhiyyat 
(kesejarahan) dari keilmuan fikih. Demikian juga dengan 
Muhammad Syahrur yang menawarkan teori bacaan 
kontemporer (qira'ah mu'ashirah), Nasr Hamid Abu Zaid 
dengan reinterpretasi teks suci, Ali Harb dengan teori dari 
kritik akal menuju kritik teks, dan Abdullah Ahmed an-Na'im 
dengan teori naskh mansukh yang berbeda dari pemahaman 
selama ini. 
 Namun tawaran metode induktif-integratif yang 
digagas oleh Fazlurrahman yang menekankan pembedaan 
antara nas normatif-universal dengan nas praktis temporal, 
dengan dikombinasikan dengan teori pertingkatan norma, 
mungkin bisa menjadi salah satu alternatif dalam 
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mengaktualisasikan paradigma tersebut. Teori induktif 
integratif atau disebut juga hermeneutik yang ditawarkan 
oleh Fazlurrahman yang ia sendiri tidak menyebut 
metodenya dengan induktif/integratif, tetapi metode/teori 
hermeneutik (hermeneutical theory).  
Metode ini kelihatannya diilhami oleh dua konsep 
umum yang pernah muncul dikalangan ulama sebelumnya, 
yakni pertama, metode induktif yang pernah diperkenalkan 
al-Ghazali, yang disebutnya dengan al-istiqra' (induksi). 
Maka disinilah terlihat rasionalisasi, bahwa metode 
induktif/integratif seperti ini dapat juga disebut sebagai 
metode silang (cross-referential) atau metode induktif. 
Kedua, muncul dari konsep yang mengatakan bahwa 
"seluruh Alquran saling menafsirkan (one part of the Qur'an 
interprets another) atau "different parts of the Qur'an 
explain one another", sebuah konsep yang sudah dikenal 
sejak masa sahabat. Shatibi dalam karyanya al-Muwafaqat 
menekankan pentingnya studi Alquran yang menyatu atau 
induktif /integratif. 
Konsep ini bagi al-Syatibi merupakan perwujudan dari 
pandangan "kalam Allah adalah kalam yang menyatu". 
Dengan demikian tampak bahwa posisi Alquran pada satu 
sisi dituntut harus realistik untuk menyelesaikan problem-
problem yang dihadapi masyarakat Arab ketika masa 
pewahyuan sebagai objek wahyu, dan dipihak lain sebagai 
kitab wahyu yang universal, Alquran harus memberikan 
prinsip-prinsip umum agar relevan dengan tuntutan dan 
kebutuhan sepanjang masa.257 
 
 257Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul (Kairo: 




Dari tawaran teori induktif/integratif (hermeneutik) 
Fazlurahman di atas, terlihat bahwa di satu sisi pemahaman 
terhadap Alquran dan teks-teks keislaman lainnya dalam 
konteks modernitas saat ini tidak bisa lagi hanya terbatas 
interpretasinya dari segi grammar maupun sintaksis an-sich, 
namun harus mempelajari situasi dan latar belakang 
kehidupan masyarakat Arab baik sebelum Islam datang 
maupun di dalam masa pewahyuan sehingga menjadi unsur 
yang harus difahami dalam memahami Alquran sebagai 
sumber inspirasi lahirnya sebuah hukum. Dalam hal ini 
ilmu-ilmu bantu sosial humanis lainnya mutlak diperlukan.  
Wael B. Hallaq menamakan kelompok ini dengan aliran 
liberalisme keagamaan (religious liberalism), karena 
coraknya yang liberal dan cenderung membuang teori-teori 
usul fikih lama. Menurut Hallaq upaya pembaharuan di 
bidang usul dari kelompok kedua ini dianggapnya lebih 
menjanjikan dan lebih persuasif. Kelompok kedua ini dalam 
membangun metodologinya selalu menghubungkan antara 
teks suci dan realitas dunia modern dengan berupaya 
melewati makna eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan 
maksud luas dari teks. 
Para pemikir hukum Islam kontemporer yang mencoba 
menawarkan paradigma ilmiah tersebut walaupun tidak 
secara keseluruhan- masuk pada tipologi yang pertama 
dalam menawarkan reformulasi hukum Islam yang 
mencerminkan nilai-nilai keislaman pada satu sisi, namun 
pada sisi lain menawarkan sebuah hukum yang sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Dengan kata 
lain, mereka ingin menawarkan analisa tekstual-kontekstual 
yang terstruktur sehingga melahirkan hukum yang lebih 
humanistik dan artikulartif namun tetap dalam bingkai 
maksud wahyu.  
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Karena itu, dewasa ini kajian usul fikih hendaknya 
tidak lagi terbatas pada penemuan norma-norma hukum 
dan terfokus pada teks-teks saja, namun norma tersebut 
juga ditemukan di dalam kehidupan manusia dan prilaku 
masyarakat itu sendiri baik pada masa dulu maupun 
sekarang sehingga tercipta hubungan yang dialektis. 
Untuk itu, arah pengembangan diskursus syariah 
hendaknya diarahkan dalam membangun argumen-argumen 
syariah yang berdimensi filosofis, juridis-syar'i, dan 
sosiologis-empiris sehingga kelemahan studi usul fikih yang 
mengabaikan aspek-aspek sosiologis empirs dapat diakhiri. 
Dan untuk mengakiri kekurangan ini, maka merekonstruksi 
usul fikih dalam konteks kekinian, yaitu suatu model 
penalaran yang memadukan antara nas dan realitas yang 
berkembang dalam masyarakat.  
Merekonstruksi usul fikih berarti berusaha 
membangun beberapa teori atau metode yang digunakan 
dalam sebuah penalaran. Tujuan digunakannya paradigma 
rekonstruksi teori adalah untuk menunjang proses 
penalaran filosofis agar lebih sempurna, sehingga kebenaran 
ilmiahnya pun dapat terjaga sesuai dengan proses 
metodologis yang berlaku.  
Seseorang ingin menggunakan paradigma 
"rekonstruksi teori" harus memahami dengan benar teori-
teori yang akan digunakannya dan memastikan dengan 
benar bahwa teori-teori itu saling menunjang dan berguna 
(dapat diterapkan) dalam sebuah penalaran ilmiah, yaitu 
dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang 
sifatnya rasional, misalnya penguasaan teori dan 
kemampuan menerjemahkannya secara aplikatif, harus 
menjadi pertimbangan utama apabila seseorang akan 
menggunakan paradigma "rekonstruksi teori". 
181 
 
Semua paradigma yang ada dapat digunakan dalam 
penalaran sebagai konsep berpikir, yang model penyelidikan 
ilmiah sangatlah abstrak. Paradigma ini digunakan untuk 
tujuan menuntun pola pikir seseorang ke arah norma 
metodologis, sehingga secara dejure dapat dipertahankan 
secara benar dan sahih. Paradigma ilmu dapat diperkaya 
apabila si ilmuwan mampu merekonstruksikan berbagai 
teori yang telah ada. Rekonstruksi tersebut harus disertai 
dengan sebuah "catatan" bahwa berbagai teori yang akan 
direkonstruksi harus saling menunjang dan sesuai dengan 
tujuan penalaran ilmiah. 
Kemampuan seorang ilmuwan dalam mengabstraksi 
sangat diperlukan agar rekonstruksi terhadap sebuah 
paradigma menjadi lebih sahih dan menunjang kebenaran 
ilmiah. Kebenaran ilmiah itu sangat dipengaruhi oleh sejauh 
mana kriteria kebenaran itu dapat diartikulasikan oleh 
seseorang yang selalu menggunakan penalarannya dalam 
mencermati sebuah realitas.  
Terkait dengan ini, maka John S Brubacher 
mengemukakan empat teori tentang kebenaran dalam 
bukunya yang berjudul Modern Philosophies Education. 
Keempat teori kebenaran tersebut adalah sebagai berikut, 
yaitu;258 
a. Teori Korespondensi menyatakan bahwa kebenaran ialah 
hubungan antara subjek yang menyadari dengan objek 
yang disadari. Kebenaran itu sudah ada di luar diri 
manusia, yaitu dalam dunia ini dan manusia tinggal 
mencari dan menemukannya. Karena itu, kebenaran lebih 
ditentukan oleh faktor eksternal dan bukan faktor 
internal. 
 
 258Burhanuddin, Logika Materil…, h. 58-59. 
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b. Teori konsistensi, teori ini mengemukakan bahwa 
kebenaran itu ialah ketetapsamaan antara subjek 
terhadap objek yang sama, seberapa jauh konsistensi 
antara tanggapan subjek yang satu dengan subjek yang 
lain dengan menentukan validitas dari kebenaran yang 
ditangkap. Menurut teori ini bahwa tidaklah cukup 
menjamin bahwa setiap subjek-objek disebut kebenaran 
dengan ciri meningkatnya watak setiap subjek yang selalu 
cenderung ke arah subjektivitas. 
c. Teori pragmatisme, teori ini menyatakan bahwa 
kebenaran ialah sesuatu yang praktis yang bekerja. 
Kebenaran tidaklah ada melainkan terjadi. Kebenaran 
adalah proses pemeriksaan terhadap (benar-tidaknya) 
sesuatu dalam praktik pelaksanaan. Karena itu, 
kebenaran tidak pernah sempurna dan abadi melainkan 
dalam proses berubah-ubah. Sesuatu disebut benar hanya 
kapan bergunadan mampu memecahkan problema yang 
ada. 
d. Teori religius, teori ini berpendirian bahwa kebenaran 
ialah kebenaran ilahi atau kebenaran yang bersumber 
dari Tuhan Kebenaran, yaitu kebenaran yang 
disampaikan melalui wahyu. Manusia bukan saja makhluk 
jasmani yang ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan 
saja tetapi manusia juga adalah sebagai makhluk rohaniah 
sekaligus pendukung nilai. Di sini kebenaran tidak cukup 
diukur dengan rasio individu tetapi harus bisa menjaga 
kebutuhan dan memberi keyakinan pada seluruh umat. 
Karena itu, kebenaran haruslah mutlak dan berlaku 




REALITAS SOSIOLOGI DALAM HUKUM 
BERMAZHAB 
 
enetapan aturan hukum dalam hukum Islam 
merupakan hasil proses penalaran ijtahadi yang 
bersumber dari Alquran dan hadis. Proses penetapan 
hukum dalam mazhab tidak dapat dilepaskan dari aspek 
asbab al-nuzul (sebab turun) ayat dan asbab al-wurud 
(sebab nabi mengeluarkan) hadis nabi.  Di dalam Alquran 
dan hadis terdapat beberapa ayat maupun hadis yang turun 
dan dikeluarkan berkaitan langsung dengan realitas sosial 
masyarakat, baik untuk menjawab maupun untuk 
mengkonfirmasi perilaku sosial tersebut.  
Selain Alquran dan hadis, ijma menjadi sumber ketiga 
penetapan hukum Islam dengan berbagai metodologi 
penggalian hukumnya, seperti kiyas, istihsan, istislah, 
istishab, sad zara’i dan urf. Dalam proses pengalian hukum 
melalui metode ijtihadiyah ini, juga tidak dapat dilepaskan 
dari berbagai realitas sosial yang berkembang dalam 
masyarakat, apakah realitas itu terkait dengan aspek sosial 
budaya, aspek politik hukum dan kesehatan maupun 
perubahan hukum itu sendiri 
A. Asbab al-Nuzul Ayat 
Dalam pengertian bahasa asbab al-nuzul diartikan 
dengan sebab-sebab turunnya ayat Alquran yang berasal 
dari kata tunggal sabab yang berarti penalaran, alasan dan 
sebab.259 Dari pengertian ini, maka asbab al-nuzul terkait 
 
 259Ibrahim Anis, et. al, al-Mu’jam al-Wasīt. Juz I (Cet. VIII; Bairut: 
Dar al-Ma’aarif, 1972), h. 411-412. Lihat juga Ahmad Von Denifer, 
Ulumul Qur’an An Introduction to the Sciences of the Qur’an, 
diterjemahkan oleh A. Nasir Budiman dengan judul Ilmu Alquran 




dengan sesuatu yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat 
dalam Alquran yang mengungkap suatu permasalahan atau 
peristiwa.  
Dalam pengertian lain, asbab al-nuzul berarti turunnya 
ayat-ayat Alquran dari kata “asbab” jamak dari “sababa” 
yang artinya sebab-sebab, nuzul yang artinya turun. Yang 
dimaksud disini adalah ayat Alquran. Asbabun nuzul adalah 
suatu peristiwa atau sesuatu yang menyebabkan turunnya 
ayat-ayat Alquran baik secara langsung atau tidak 
langsung.260 
Sedangkan secara terminologi asbab al-nuzul 
mengandung banyak pengertian, antara lain dikemukakan 
oleh Az-Zarqani, ia mengatakan bahwa  asbab an-nuzul 
adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan 
dengan turunnya ayat Alquran yang berfungsi sebagai 
penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi”. Pengertian 
lain dikemukakan oleh ash-Shabuni, ia mengatakan bahwa 
asbab an-nuzul merupakan sebuah peristiwa atau kejadian 
yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia 
yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, 
baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada nabi atau 
kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Ulama lain 
yang memberikan pengertian tentang asba al-nuzul adalah 
Subhi Shalih, ia berpendapat bahwa asbab al-nuzul adalah 
sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa 
ayat Alquran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa 
sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap 
hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi”.261 
 
260Ahmad Syadali dan Ahmad Rifa’i, Ulumul Qur’an I, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2006), h. 89. 
261Subhi Shalih, Mabahits fi ‘Ulumul Qur’an (Beirut: Dar al-Qalam 
li Al-Malayyin, 1988), h. 132. 
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Sementara Mana’ al-Qathan memberikan definisi asbab 
al-nuzul sebagai peristiwa yang menyebabkan turunnya 
Alquran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, 
baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang 
diajukan kepada Nabi”.262 Nurcholis Madjid menyatakan 
bahwa asbab al-nuzul adalah konsep, teori atau berita 
tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari 
Alquran kepada Nabi Saw., baik berupa satu ayat, satu 
rangkaian ayat maupun satu surat.263 
Secara umum asbab al-nuzul adalah segala sesuatu 
yang menjadi sebab turunnya ayat, baik untuk 
mengomentari, menjawab, ataupun menerangkan hukum 
pada saat sesuatu itu terjadi. Dengan demikian (menurut 
definisi tersebut) yang harus diperhatikan adalah bahwa 
berbagai peristiwa masa lalu pada jaman para nabi dan rasul 
tidak termasuk asbab al-nuzul. Di sisi lain, mengetahui 
waktu, tempat, dan orang-orang dalam segala seluk-beluk 
kisah suatu ayat atau surah mempunyai pengaruh yang 
besar dalam mengukur kedalaman makna ayat dan 
mengungkap tabir yang terselubung didalamnya. Begitu pula 
sebaliknya, ketidaktahuan terhadap semua itu akan 
menyebabkan timbulnya kekeliruan, bahkan bisa 
menimbulkan pengamalan yang berlawanan dengan yang 
dikehendaki oleh suatu ayat. Dari beberapa pengertian yang 
dikemukakan di atas, maka asbab al-nuzul atau sebab 
turunya suatu ayat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu 
suatu peristiwa yang melatarbelakangi turunya ayat dan 
suatu pertanyaan yang melatarbelakangi turunnya ayat 
untuk menjawab peristiwa tersebut. Sebab-sebab turunnya 
 
262Mana’ al-Qathan, Mabahits fi Ulumul Qur’an, Mansyurat al-
Ahsan al-Hadits (tt: t.p., 1973), h. 78.  
263Moh. Ahmadehirjin, Alquran dan Ulumul Qur’an (Yogyakarta: 
PT. Dana Bhakti Primayasa, 1998), h. 30. 
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ayat yang berkaitan dengan suatu peristiwa dapat 
diklasifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu; 
1) Peristiwa berupa pertengkaran, seperti kisah tentang 
perselisihan oleh kaum Aus dan Khazraj sehingga turun 
ayat ini yang menyerukan untuk menjauhi 
perselisihan.264  
2) Peristiwa berupa kesalahan yang serius, seperti kisah 
seorang Imam shalat yang sedang dalam keadaan 
mabuk, sehingga salah mengucapkan surat al-Kafirun, 
sehingga turun ayat dengan perintah untuk menjauhi 
shalat dalam keadaan mabuk.265  
3) Peristiwa berupa cita-cita atau keinginan, sebagaimana 
yang dicontohkan oleh Umar ibn Khattab yang 
menginginkan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, 
maka turunlah ayat ini.266    
Sedangkan peristiwa yang berupa pertanyaan juga 
dibagi menjadi tiga macam, yaitu; 
1) Pertanyaan tentang masa lalu seperti pertanyaan 
mereka kepada Muhammad tentang Dzulkarnain.267  
2) Pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang 
sedang berlangsung pada waktu itu seperti pertanyaan 
mereka tentang roh.268  
3) Pertanyaan tentang masa yang akan datang, seperti 
orang-orang kafir tentang hari kebangkitan.269 
 
 264Q.S. Ali Imran (3) : 100.  
 265Q.S. an Nisa (4) : 43.  
 266Q.S.  al-Baqarah (2) : 125. 
 267Q.S. al-Kahfi (18) : 83.   
 268Q.S. Al-Isra’(17) : 85 
 269Q.S. al-A’raf (7): 187.   
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Pembagian jenis asbab al-nuzul di atas menunjukkan 
bahwa tidak semua ayat yang diturunkan berkaitan dengan 
suatu sebab.  Ayat-ayat seperti ini sangat banyak ditemukan 
dalam Alquran dengan jumlah yang lebih banyak dari ayat-
ayat ahkam yang mempunyai asbab al-nuzul. Misalnya, ayat-
ayat yang mengisahkan hal ihwal umat terdahulu dengan 
nabinya, menerangkan peristiwa masa lalu, menceritakan 
hal-hal gaib yang akan terjadi, menggambarkan hari kiamat 
beserta nikmat surga dan siksaan neraka. Ayat-ayat ini 
bukan untuk memberikan tanggapan atas suatu peristiwa 
pada saat itu atau suatu pertanyaan melainkan semata-mata 
untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar 
menempuh jalan yang lurus. 
Dengan demikian, tidak benar pandangan sebagian 
ulama yang mengatakan bahwa setiap ayat yang turun pasti 
ada asbab al-nuzulnya, bahkan hanya sebagian kecil saja 
ayat-ayat yang memiliki asbab al-nuzul yaitu ayat-ayat 
hukum dan sebagian ayat-ayat tentang kisah seorang nabi. 
Misalnya, turunnya surah Yusuf secara keseluruhan karena 
keinginan yang serius beberapa sahabat yang disampaikan 
kepada nabi agar nabi berkenan bercerita tentang Nabi 
Yusuf karena mengandung pelajarandan peringatan.270 
Dalam kitab “Asbab al Nuzul” karya al-Wahidi 
dijelaskan jumlah ayat yang memiliki asbab al nuzul 
sebanyak 715 ayat atau 11, 46 % dari keseluruhan ayat 
Alquran. Dalam kitab “Lubab al nuqul fi asbab al nuzul” 
karya Al suyuti terdapat 711 ayat atau 11,40 %. Sedangkan 
dalam kitab “Al musnad al shahih min asbab al nuzul” karya 
Muqbil bin Hadi al wadi’i terdapat 333 ayat atau 5, 34 %. 
Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ayat-ayat yang 
mempunyai asbab al-nuzul sangat sedikit dibanding dengan 
 
270HM. Roem Rowi, Menimbang kembali signifikansi asbab al 
nuzul dalam pemahaman Alquran. (Surabaya: tp, 2005), h. 16. 
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jumlah ayat Alquran secara keseluruhan. Namun jumlah 
surat yang memiliki asbab al-nuzul menurut ketiga ulama 
tersebut cukup dominan, dari 114 surat-surat Alquran. 
Jumlah surat yang ayat-ayatnya mempunyai asbab al nuzul 
sebanyak: 82 surat atau 71, 90 %, 103 surat atay 90, 35 %, 
dan 55 surat atau 48, 24 %. Namun tetap tidak signifikan, 
karena yang menjadi ukuran adalah jumlah ayat-ayat yang 
mempunyai asbab al-nuzul.271 
Memahami aspek sosiologis yang terkandung dalam 
Alquran tidak cukup hanya dengan mengkaji Asbab an-
Nuzul mikro, namun yang lebih penting adalah mengetahui 
asbab an-nuzul makro. Asbab an-nuzul makro adalah latar 
belakang sosio-historis masyarakat Arab secara 
keseluruhan, yaitu memahami situasi makro dalam kondisi 
Arab pra Islam dan ketika Islam datang. Asbab an-nuzul 
makro tidak hanya membahas bagian-bagian individual 
Alquran saja, tetapi juga terhadap Alquran secara 
keseluruhan dengan latar belakang paganisme Mekkah. 
Memahami unsur makro tersebut akan membantu 
seseorang dalam memahami pesan Alquran secara 
keseluruhan. Memahami Alquran tanpa Asbab an-nuzul 
mikro dan makro akan menggiring pada kesalahan dalam 
menilai secara tepat dasar Alquran.272   
Asbab al-nuzul berfungsi mengungkap kejadian-
kejadian historis dan peristiwa-peristiwa yang 
melatarbelakangi turunnya nas Alquran. Tinjauan terhadap 
Alquran, seperti mengetahui ayat mana yang turun terlebih 
dahulu dan mana yang belakangan; ayat mana yang turun 
berkenaan dengan sebab tertentu yang mendahuluinya, ayat 
 
271Roem Rowi…, h. 16. 
272Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi 
Intelektual (Cet. II; Bandung: Pustaka, 2000), h. 6-7.  
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mana yang menjelaskan sebab tersebut, dan ayat mana yang 
merupakan tanggapan terhadapnya atau menjelaskan 
hukumnya; apakah ayat tersebut harus dipahami 
berdasarkan keumuman arti atau kekhususan sebab 
turunnya; jangkauan pertimbangan terhadap realitas ayat 
dan situasi serta kondisi yang menyertainya; kejadian dan 
siapa-siapa yang terlibat didalamnya semua itu dijelaskan 
dalam asbab al-nuzul.273 
Jika dilihat dari kaca mata realitas sosial, akan terlihat 
bahwa Alquran sangat bersifat realistis, dalam arti selalu 
seiring sejalan dan tidak mengabaikan realitas sosial. Hal ini 
dikarenakan Alquran mempunyai fungsi sebagai petunjuk 
(hudan) bagi kehidupan. Begitu intensifnya pergumulan 
antara ayat-ayat al-Qur`an dengan realitas sosial, sehingga 
ayat-ayat Alquran yang turun berdasarkan kronologi 
sosiologis masyarakat Makkah dan Madinah yang memiliki 
realitas sosial yang berbeda pada penetapan-penetapan ayat 
tersebut. Ayat-ayat tersebut kemudian dibagi ulama menjadi 
ayat Makkiyyah yang diturunkan sebelum rasulullah 
melakukan hijrah ke Madinah berkisar antara 19 sampai 30 
ayat dan berlangsung selama kurang lebih 13 tahun berisi 
ajaran dasar tentang akidah dan akhlak. Sedangkan ayat-
ayat Madaniyyah yang mulai diturunkan sejak rasulullah 
hijrah ke Madinah, yang berkisar antara 11 sampai 30 ayat 
dan berlangsung selama kurang lebih 10 tahun berisi ajaran 
yang bersifat amaliyah secara utuh seperti shalat dan lain-
lain. 
Keberadaan ayat Makkiyah dan Madaniyah 
menunjukkan bahwa realitas sosial mendapat perhatian 
dalam proses turunnya Alquran. Pada fase Makkah belum 
ada kesempatan dan pendorong kepada tasyri’ yang bersifat 
 
273Dawud al-Aththar. Perspekltif baru ilmu Alquran. Terj. Afif dan 
Ahsin. (Cet. 1; Bandung: Pustaka Hidayah. 1994), h. 25.  
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‘amali, dan belum dibentuk peraturan pemerintahan, 
perdagangan, dan lain-lain, sehingga dalam surat-surat 
Makkiyyah dalam Alquran seperi surat Yunus, ar-Ra’du, al-
Furqan, Yasin, dan al-Hadid, tidak terdapat satu ayat pun 
dari ayat-ayat hukum yang ‘amali, bahkan kebanyakan ayat-
ayatnya khusus membahas masalah akidah, akhlak, dan 
tamsil perjalanan hidup umat manusia di masa lampau . 
Hal yang berbeda terlihat pada fase Madinah, Islam 
telah terbina menjadi umat dan telah membentuk 
pemerintahan, serta media-media dakwah telah berjalan 
lancar. Keadaan mendesak diberlakukannya tasyri’ dan 
undang-undang guna mengatur hubungan antar individu 
satu dengan yang lain sebagai umat yang sedang 
berkembang. Realitas tersebut menghendaki 
diberlakukannya hukum-hukum seperti hukum perkawinan, 
perceraian, pewarisan, perjanjian utang-piutang, 
kepidanaan, dan lainlain. Surat-surat Madaniyyah dalam 
Alquran seperti al-Baqarah, Ali Imran, an-Nisa`, al-Maidah, 
al-Anfal, dan al-Ahzab merupakan surat-surat yang memuat 
ayat-ayat mengenai hukum-hukum tersebut.   
Mencermati cara Alquran dalam hubungannya dengan 
realitas sosial, akan terlihat bahwa Islam berangkat 
bersama-sama dengan manusia secara apa adanya dan 
menerapkan hukum sesuai dengan tingkat kemampuannya, 
tahapan, dan keadaannya, atau dengan kata lain, realitas 
sosialnya, dan hukum yang diterapkan tersebut dianggap 
sebagai batas taklifnya. Apabila seseorang sudah siap 
dengan taklif itu maka kepadanya diterapkan dan apabila 
tingkat kemampuannya meningkat taklifnya juga 
ditingkatkan, begitu seterusnya.   
Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat Alquran yang 
berhubungan dengan realitas saat diturunkannya terbagi 
menjadi dua, yaitu ayat yang diturunkan untuk menjawab 
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pertanyaan para sahabat Rasulullah. Dalam hal ini banyak 
sekali ditemukan ayat-ayat yang dimulai dengan kata 
“yas`alunaka”. Ayat-ayat tersebut di antaranya dapat 
ditemukan dalam Q.S. al-Anfal (8):1, Q.S. al-Baqarah (2): 
189, 219, 222, 217, dan lain-lain.  
1. Q.S. al-Anfal (8) :1. 
 ئ  َيۡسل
َبۡين ك ۡمِۖ  َفٱتب ق وا  ٱّلل َ َوَأۡصل ح وا  َذاَت 
 ق   ٱۡلَنَف   ّلل    َوٱلر س و  ِۖ
وَنَك َعن  ٱۡلَنَف   ِۖ
 َوَأط يع وا  ٱّلل َ َوَعس وَله  ٓ إ ن ك نت م م ۡؤم ن َي  
Terjemahnya: 
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) 
harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan 
perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu 
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 
perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang 
yang beriman". 
 
2. Q.S. al-Baqarah (2): 189. 
ب ي وَت ئَيسۡ  ت وا  ٱۡل
ۡ
ن َر َ  َوٱۡۡلَج  ِۗ َولَۡيَس ٱۡلُب   ِبَ  ق ي   ل لن    ق ۡ  ه َم َموََٰ
ل وَنَك َعن  ٱۡلَه ل   ِۖ
َلَعل ك ۡم  ٱّلل َ  َوٱتب ق وا    
ِّۚ َ ِب  وََٰ بۡ َأ م ۡن  ب ي وَت  ٱۡل ت وا  
ۡ
َوأ ٱتب َقىَِٰۗ  َمن   ٱۡلُب    َولََٰك ن   ظ ه وع َه   م ن 
 تب ۡفل ح وَن  
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. 
Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu 
bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah 
kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, 
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 
bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari 




3. Q.S. al-Baqarah (2): 219. 
ر ِۖ ق ۡ  ف يه َم ٓ إ ُۡث  ئَيسۡ  َ   َوَمنََٰف ع   َكب يل وَنَك َعن  ٱۡۡلَۡمر  َوٱۡلَمۡيس   م ن َأۡكَُب   َوإ ۡۡث ه َمٓ  ل لن  
 ِۗ َلَعل ك ۡم َوَيسۡ  نب ۡفع ه َم ٱۡلٓيََٰ    َلك م   يب َبي    ٱّلل    ل َك   َكبََٰ
ٱۡلَعۡفَوِۗ ق     
ي نف ق وَنِۖ َم َذا  ل وَنَك 
   تَبتَبَفك ر ونَ 
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar 
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa 
keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya 
kamu berfikir. 
 
4. Q.S. al-Baqarah (2): 222. 
أَذسئلَويَ  ه َو  ق ۡ   يض ِۖ  ٱۡلَمح  َعن   يض    ِف    ٱلن  َس ٓءَ   فَٱۡعَتز ل وا     وَنَك   َوََل   ٱۡلَمح 
َي    تَبقۡ  ٱّلل َ  إ ن    
ِّۚ
ٱّلل   أََمرَك م   َحۡيث   م ۡن  ت وه ن  
ۡ
فَأ َتَره ۡرَن  فَ  َذا   
يَۡره ۡرَنِۖ َحَّت َٰ  َرب وه ن  
ب َي َوَي    ٱۡلم َتَره  ر ينَ     ٱلتب و َٰ
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 
"Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu 
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, 
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-






5. Q.S. al-Baqarah (2):  217. 
ق َت    ئَيسۡ  ٱۡۡلََرام   ٱلش ۡهر   َعن   ۡ   ف يه ِۖ ل وَنَك   ٱّلل     َسب ي    َعن َوَص   َكب يِّۚ  ف يه   ق َت    ق 
َ  َأۡكَُب   م ۡنه   أَۡهل ه ۦ َوإ ۡخَراج   ٱۡۡلََرام   َوٱۡلَمۡسج    ب ه ۦ وَك ۡفر ُ    ع ن
َن   ٱّلل  ِّۚ  م نَ  َأۡكَُب   َوٱۡلف تبۡ
د ييَبَزا  َوََل   ٱۡلَقۡت ِۗ  َعن  يَبر د وك ۡم  َحَّت َٰ  ت ل وَنك ۡم  يب قََٰ يَبۡرَت  ۡد ل وَن  َوَمن   
ِّۚ
ٱۡسَترََٰع وا  إ ن   ن ك ۡم 
َوه َو َك ف ر  فَبَيم ۡ   َعن د ين ه ۦ  ۡ  َفأ و لََٰٓئ كَ م نك ۡم  ل ه مۡ  َحب َر يَ  ِف   أَۡعمََٰ
نبۡ رَة ِۖ  ٱل   َوٱۡلٓخ 
  َأۡصحََٰ   َوأ و لََٰٓئ كَ 
   ل   ونَ خََٰ  ف يَه  ه مۡ  ٱلن  ع ِۖ
Terjemahnya: 
Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada 
bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu 
adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari 
jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) 
Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari 
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan 
berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada 
membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi 
kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu 
dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka 
sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari 
agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka 
itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, 
dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. 
Ayat yang diturunkan sebagai respon terhadap suatu 
kejadian. Hal ini merupakan perintah Allah Swt., kepada 
Rasulullah Saw., untuk menyikapi kejadian tertentu. Ayat-
ayat semacam ini bisa ditemukan misalnya dalam Q.S. al-
Maidah (5): 33, Q.S. an-Nahl (16): 126, Q.S. an-Nisa`(4): 7, 
11, 12, dan lain-lain.                 
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1. Q.S. al-Maidah (5): 33. 
يب َقتب ل ٓوا  أَۡو  ؤ ا  ٱل ب يَن َي َ ع ب وَن ٱّلل َ َوَعس وَله   َوَيۡسَعۡوَن ِف  ٱۡلَۡعب  َفَس د ا َأن  َ  َجزََٰٓ إ َّن 
َم   ل َك  ذََٰ ٱۡلَۡعب ِّۚ  م َن  ي نَفۡوا   أَۡو  لََٰف   خ  م  ۡن  َوأَۡعج ل ه م  أَۡي  يه ۡم  تب َقر َع  أَۡو  ب ٓوا   ۡم ي َصل 
ۡزي  نبۡ  ِف  خ  رَة  َعَباف  َع  يم   ٱل   َوَم ۡم ِف  ٱۡلٓخ 
 َي ِۖ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh 
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri 
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) 
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 
2.  Q.S. an-Nahl (16): 126. 
ت ۡم فَبَع ق ب   بۡ  َم َو َخۡي َوإ ۡن َع قَب
ۡ ت م ب ه ۦِۖ َولَئ ن َصَُبُۡت  بۡ ُب   وا  ِب  ۡب  َم  ع وق   يَن  ل  لص َٰ
Terjemahnya: 
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah 
dengan balasan yang sama dengan siksaan yang 
ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, 
sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang 
yang sabar. 
3. Q.S. an-Nisa`(4) : 7. 
َنص ي    ل َ ان    تَبَركَ   ّم    ل  لر  َج     َرب ونَ   ٱۡلوََٰ
ل َ ان    تَبَركَ   ّم      َنص ي   َول لن  َسٓ ء    َوٱۡلَقبۡ  ٱۡلوََٰ
َرب ونَ 
َ  تَبَركَ  ّم     َنص ي  َول لن  َس ٓء   َوٱۡلَقبۡ ل      رَب وَن م ۡفر َوَوٱۡلَقبۡ  ان  ٱۡلوََٰ
Terjemahnya: 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang 
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
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ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan. 
4. Q.S. an-Nisa`(4) : 11. 
ن َس ٓء   فَ  ن ك ن   َبَيۡي ِّۚ  ٱۡل ن َحظ    م ۡب    ل لب َكر    
أَۡولََٰ  ك ۡمِۖ  ٓ ٱّلل   ِف  يك م   نَبَتۡي    فَبۡوََّ ي وص 
بۡ  ٱ
   َم   ب ل بَ   فَبَله ن  
ِۖ
ۡ  َوإ ن   تَبَرَك َ ة  َك َن َبوَ   ٱلن  ۡصف ِّۚ   فَبَلَه   وََٰح  وََٰح    ل ك   ۡيه  َول َ ه َم    
نبۡ  م  
  َ   َله   َك نَ   إ ن تَبَركَ  ّم    ٱلس   
ِّۚ َبَواه   َوَوع بَهٓ   َوَل  ل ه   َيك ن َل ۡ  فَ  ن  َوَل   َفِل  م  ه   َأ
ِّۚ
ب ل ث   ٱل
   َفِل  م  ه    إ ۡخَوة   َلهٓ    َك نَ  فَ  ن
ِّۚ
 َ ي    َبۡع    م نُ   ٱلس    َٓ   ي وص م  َوص     أَوۡ   ِب 
ؤ ك ۡم َِٓ َءا  َدۡينِۗ
نَبۡفع َلك ۡم  َرف  
أَقبۡ أَيب ه ۡم  َتۡ ع وَن  ََل  َنٓ ؤ ك ۡم 
بۡ ََ   ِّۚ َوَأ  َعل يم    َك نَ  ٱّلل َ   إ ن   ٱّلل  ِۗ   م  نَ   َفر ي
    مَحك ي
Terjemahnya: 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang 
anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 
ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 





5. Q.S. an-Nisa`(4) : 12.  
 ِّۚ  ٱلر ب ع   فَبَلك م   َوَل  َم ن   َك نَ   فَ  ن َوَلك ۡم ن ۡصف  َم  تَبَرَك أَۡ وََٰج ك ۡم إ ن َل ۡ َيك ن م  ن  َوَل
ي   َبۡع   م نُ  تَبرَۡكَنِّۚ  ّم    َٓ  ي وص يَ  َوص   ل ك مۡ  َيك ن َل ۡ  إ ن تَبرَۡكت مۡ  ّم    ٱلر ب ع   َوَم ن   َدۡينِّۚ  أَوۡ  ِب 
 ِّۚ ي   َبۡع   م  نُ  تَبرَۡكت مِّۚ  ّم    ٱلب م ن   فَبَله ن   َوَل  َلك مۡ  َك نَ   نفَ   َوَل َٓ  ت وص ونَ  َوص   َدۡينِۗ  أَوۡ  ِب 
َل   ي وَعث    َعج    َك نَ  َوإ ن ه َم   وََٰح    فَل ك      أ ۡخ   أَوۡ   َأخ    َوَلهٓ    ٱۡمرَأَة  أَو    َكلََٰ
نبۡ  م  
 ِّۚ َ ي   َبَر م ن ذََٰ َأكۡ  َك نب ٓوا    فَ  ن ٱلس    َبۡع   َوص   م ُن 
ب ل ث ِّۚ  ي وَصىَٰ ل َك فَبه ۡم ش رََك ٓء  ِف  ٱل
 َٓ ََٓ ع ِّۚ  َغۡيَ  َدۡين  أَوۡ  ِب  ي   م   يم  َحل   َعل يم   َوٱّلل    ٱّلل  ِۗ  م  نَ  َوص 
Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang 
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak 
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang 
mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. 
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu 
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu 
mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah 
dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik 
laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga 
itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau 
sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi 
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan 
yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 




Proses turunnya Alquran (nuzul) memang sudah 
berakhir dengan wafatnya Rasulullah, namun Al-Qur`an 
sebagai pedoman dasar dalam agama Islam mempunyai sifat 
shalihun li kulli zaman wa makan (bisa diterapkan di segala 
situasi tanpa terikat oleh ruang dan waktu). Dalam hal ini Al-
Qur`an mempunyai fungsi tanazzul atau diturunkan sesuai 
dengan konteksnya, sesuai realitas sosial yang menghendaki 
solusi darinya. Tanazzul merupakan sebuah proses ijtihad 
untuk menyikapi realitas yang sedang berjalan serta 
merupakan usaha untuk menerapakan ajaran Al-Qur`an 
sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan realitas sosial yang 
melatarinya.   
Bisa dikatakan bahwa asbab al-nuzul, yang dalam hal 
ini menunjukkan adanya konteks, situasi kemasyarakatan, 
dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Semua itu menjadi bukti yang jelas bahwa teks agama atau 
taklif datang untuk menjawab keadaan yang sedang 
dihadapi manusia, untuk dijadikan contoh secara umum 
yang terlepas dari batasan ruang dan waktu dan yang terjadi 
di setiap waktu dan tempat, karena sebagaimana dikatakan 
oleh para ahli ushul fikih dalam berinteraksi dengan teks 
agama bahwa al-‘ibrah bi umum al-lafdzi la bi khusus as-
saba. Al-Qur`an merupakan wahyu terakhir dan nabi 
Muhammad saw juga merupakan nabi terakhir. 
Konsekwensinya, al-Qur`an harus berisi semua yang 
dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik berupa ajaran untuk 
diterapkan segera maupun diterapkan untuk situasi yang 
tepat di masa depan yang jauh sekalipun. Asbabun nuzul 
dengan muatan realitas sosialnya menjadi dasar dan 
pertimbangan dalam dalam penetapan hukum Islam. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dan 
keraguan dalam mengartikan ayat-ayat Alquran karena 
tidak mengetahui sebab turunnya ayat, sebagaimana pada 
kisah yang berkenaan dengan suatu peristiwa yaitu 
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beberapa orang mukmin menunaikan shalat bersama 
rasulullah. Pada suatu malam yang gelap gulita sehingga 
mereka tidak dapat memastikan arah kiblat dan akhirnya 
masing-masing menunaikan shalat menurut perasaan 
masing-masing sekalipun tidak menghadap arah kiblat 
karena tidak ada cara untuk mengenal kiblat. Seandainya 
tidak ada penjelasan mengenai asbabun nuzul tersebut 
mungkin masih ada orang yang menunaikan shalat 
menghadap ke arah sesuka hatinya dengan alasan firman 
Allah tersebut.274      
Penerapan Asbab an-Nuzul dalam penafsiran 
sosiologis Alquran adalah untuk lebih memahami ayat dan 
menghilangkan keraguan. Di samping itu, untuk 
menghindari kesan adanya pembatasan secara mutlak 
terhadap suatu ayat. Penerapan Asbab an-Nuzul sifatnya 
sangat kasusistik dan tidak bisa diterapkan untuk semua 
ayat Alquran. Penerapan Asbab an-Nuzul yang sangat 
terbatas dikalangan ulama menimbulkan kebingungan. Di 
satu sisi, kegunaan Asbab an-Nuzul diakui oleh mayoritas 
ulama, namun di sisi lain penerapannya sangat kasusistik. 
Minimnya peran Asbab an-Nuzul dalam penafsiran 
sosiologis Alquran disebabkan Asbab an-Nuzul lebih 
dipahami dalam konteks mikro, sehingga ruang lingkup 
pembahasannya menjadi sangat terbatas. Selain itu, juga 
disebabkan oleh kebiasaan ulama berpegang pada kata-kata 
yang umum dan bukan sebab yang khusus (al-ibrah bi 
‘umum al-lafd laa bi khusus as-sabab). 
Memegangi keumuman kata dan mengabaikan 
kekhususan sebab pada semua teks Alquran menghasilkan 
pemikiran yang sulit diterima. Akibat yang serius adalah 
munculnya penghancuran terhadap hikmah ditetapkannya 
 
274Q.S.  al-Baqarah (2): 115. 
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tasyri secara bertahap dalam masalah halal-haram, terutama 
berkaitan makanan dan minuman. Selain itu, juga 
mengancam hukum itu sendiri. Kajian Asbab an-Nuzul di 
samping meneliti fakta sejarah dibalik suatu ayat, juga 
mengetahui hikmah dibalik tasyri ayat-ayat hukum. Hikmah 
tasyri tidak akan ditemukan jika keumuman kata tetap 
dijadikan pegangan padahal aspek sosiologis historis perlu 
diperhatikan agar mendapatkan pemahaman yang 
mendekati kebenaran dalam penetan hukum Islam terhadap 
kasus-kasus sosiologis. Di antara ayat-ayat yang diturunkan 
berdasarkan pertimbangan sosiologis adalah ayat mengenai 
pelarangan khamr yang diturunkan secara bertahap,275 ayat 
tentang judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib 
dengan anak panah.276 Ayat tentang larangan mendekati 
shalat dalam keadaan mabuk.277               
Dengan demikian, asbab al-nuzul merupakan petunjuk 
historis hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari 
situasi sosial masyarakat dalam konteks sosiologis yang 
memiliki hubungan dan dialektika antara nas (teks) dan 
realitas. Asbab al-nuzul memberikan materi baru bagaimana 
peran teks dalam merespon realitas yang melingkupinya. 
Teks juga menjelaskan bagaimana ayat atau sejumlah ayat 
diturunkan ketika ada satu peristiwa khusus yang 
mengharuskan munculnya teks tersebut. Sangat sedikit ayat-
ayat yang diturunkan tanpa ada sebab eksternal. Sehingga 
dalam memahami makna teks dituntut adanya pengetahuan 
awal tentang realitas yang memproduksi teks-teks 
tersebut.278  
 
275Q.S al-Baqarah (2): 219. 
276Q.S al-Maidah (5): 90-91. 
277Q.S al-Nisa (3): 43.  
 278Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qurán: Kritik Terhadap 
Ulumul Qurán (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 125-126.  
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Karena itu, Alquran yang diturunkan selama lebih dari 
dua puluh tahun secara berangsur-angsur merupakan 
jawaban langsung terhadap problematika yang muncul saat 
itu. Alquran sebagai petunjuk bagi umat manusia hanya 
memberikan prinsip-prinsip umum pada masa itu, sehingga 
Alquran mampu menjawab problem yang muncul pada masa 
pewahyuan. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi 
pewahyuan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk 
menemukan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam 
ayat-ayat Alquran.      
B. Asbab al-Wurud Hadis 
Sebagaimana Alquran yang memuat aspek-aspek 
sosiologis dalam penetapan ayat-ayatnya, khususnya ayat-
ayat hukum, hadis nabi juga memiliki hubungan yang erat 
dengan realitas sosial masyarakat bahkan hadis nabi telah 
bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang 
oleh sebagian ulama memahami bahwa dalam sunnah nabi 
mencakup aspek realias wahyu yang mereka sebut dengan 
sunnah tasyri’iyyah atau penetapan-penetapan hukum Allah 
yang berdasarkan wahyu. Sementara sunnah non 
tasyri’iyyah dengan muatan realitas sosial, seperti adat dan 
kebiasaan nabi sebagai bagian dari masyarakat Arab tidak 
dapt dilepaskan dari berbagai penetapan hadis-hadis nabi 
yang oleh sebagian ulama menganggap penetapan yang 
tidak mutlak untuk diikuti karena terkait dengan latar 
belakang sosilogis kehidupan nabi sebagai orang Arab. 
Sunnah non tasyri’iyyah inilah yang dianggap sebagai 
implementasi dari aspek-aspek sosiologis dalam penetapan 
hadis nabi yang kemudian dikenal dengan asbab al-wurud. 
 Secara etimologis, “asbabul wurud” merupakan 
susunan idhafah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. 
Kata “asbab” adalah bentuk jamak dari kata “sabab”. 
Menurut ahli bahasa diartikan dengan “al-habl” (tali), 
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saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang 
menghubungkan satu benda dengan benda lainnya 
sedangakan menurut istilah adalah Dengan demikian, secara 
sederhana asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-
sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa 
dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka asbabul wurud 
maka asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab 
atau latar belakang (background) munculnya suatu hadis.279 
 Menurut Imam as-Suyuthi bahwa asbabul wurud itu 
dapat dikatagorikan menjadi tiga macam, yaitu: 1) sebab 
yang berupa ayat Alquran, 2) sebab yang berupa hadis itu 
sendiri 3) sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan 
para pendengar dikalangan sahabat, yaitu; 
 Pertama, sebab yang berupa ayat Alquran. Artinya di 
sini ayat Alquran itu menjadi penyebab nabi mengeluarkan 
sabdanya.  Misalnya, ayat tentang orang beriman yang tidak 
mencampur keimanannya dengan kezhaliman.280  
لََٰٓئ َك َم م  ٱۡلَۡمن  َوه م م ۡهَت  ونَ   يَبۡلب س ٓوا  إ يََٰنَبه م ب  ۡلم  أ و 
   ٱل ب يَن َءاَمن وا  َوََلۡ
Terjemahnya: 
Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman 
(syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan 




279Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqin, Asbabul 
Wurud Study Kritis-Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual 
(Yogyakarta PT. Pustaka Pelajar, 2001), h. 7.  
280Q.S. al-An’am (6): 82.   
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Ketika itu sebagian sahabat memahami kata “azh-
zhulmu” dengan pengertian al-Jaur yang berarti berbuat 
aniaya atau melanggar aturan. Nabi kemudian memberikan 
penjelasan bahwa yang dimaksud “azh-zhulmu” dalam 
firman tersebut adalah asy-syirku yakni perbuatan syirik, 
sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Luqman.281 
ن  ل   ۡرَك َل ۡلم  َع  يم  إلَوإ ۡذ قَ َ  ل ۡقمََٰ  إ ن  ٱلش  
 ۡبن ه ۦ َوه َو يَع  ه   يََٰب َم  ََل ت ۡشر ۡك ب ٱّلل  ِۖ
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 
anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: 
"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang besar". 
Kedua, sebab yang berupa hadis. Artinya pada waktu 
itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat merasa 
kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain 
yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. 
Misalnya, hadis nabi tentang para Malaikat di bumi yang 
dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan 
dan keburukan seseorang, sebagaimana penjelasan hadis 
berikut ini; 
َوَعل م  ب ن   َبَ  َو  َهي   ب ن  َحر ف   َشيب  أَْ   ر  ب ن   ََي ََي ب ن  أَي وَف َوأَب و َبك  بَبَن   و َح 
ع َلي َ   اب ن   َبَن   َح  َق َ   ََي  ل َيح  َوالل ف ظ   ع َلي َ   اب ن   َعن   الس ع   ي  ك ل ه م   ر   ح ج 
َُبََ  َعب    ال َعز يز  ب ن  ص َهي    َ َأخ  َ َعَليب َه    َعن  أََنس  ب ن  َم ل ك  َق  ََن  َة  َفأ ب م  م ر  ِب 
ََن  َة   ِب  َوم ر   َوَجَب    َوَجَب    َوَجَب    َوَسل َم  َعَلي ه   اّلل    َصل ى  اّلل    َنِب    فَبَق َ   َخي  ا 
َعلَ  اّلل    َصل ى  اّلل    َنِب    فَبَق َ   َشرِا  َه   َعَليب   َ َوَجَب   َفأ ب م  َوَجَب    َوَجَب    َوَسل َم  ي ه  
َوَجَب    فَبق ل َ   َخي    َه   َعَليب   َ َفأ ب م  ََن  َة   ِب  م ر   َوأ م  م  أَْ   َلَك      
ف  ع َمر   َق َ  
 
 281Q.S. al-Luqman (31) : 13  
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َوَجَب    َوَجَب    َوَجَب    فَبق ل َ   َشر   َه   َعَليب   َ َفأ ب م  ََن  َة   ِب  َوم ر   َوَجَب    َوَجَب   
َن    فَبَق َ  عَ  أَبب نَبيب ت م  َعَلي ه  َخي  ا َوَجَب   َله  اَل  س و  اّلل   َصل ى اّلل   َعَلي ه  َوَسل َم َمن  
َع ب  أَنب ت م  ش َهَ اء   َوَمن  أَبب نَبيب ت م  َعَلي ه  َشرِا َوَجَب   َله  الن  ع  أَنب ت م  ش َهَ اء  اّلل   ِف  ال 
َع ب  أَنب ت م   َع ب  اّلل   ِف  ال  بَبَن    ش َهَ اء  اّلل   ِف  ال  َراُث   َح  َبم  أَب و الر ب يع  الز ه  و َح 
س َلي َم َن  ب ن   َجع َفر   َُبََ   َأخ  ََي ََي  ب ن   ََي ََي  َح َبم   و  ح  اب َن  َي     يَبع م   مَح  د  
الن ِب     َعَلى  م ر   َق َ   أََنس   َعن   َكب     َعن   ََن  َة  ك اَلُه َ   َوَسل َم ِب  َعَلي ه   اّلل     َصل ى 
َع ََن َح  يث  َعب    ال َعز يز  َعن  أََنس  َغي َ َأن  َح  يَث َعب    ال َعز يز  َأُتَ   َفبََكَر ِب 
Artinya:  
Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Ayyub dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin 
Harb dan Ali bin Hujr As Sa'di semuanya dari Ibnu 
Ulayyah -sedangkan lafazhnya milik Yahya- telah 
mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib 
dari Anas bin Malik ia berkata; Suatu ketika iringan 
jenazah lewat di hadapan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, mayit itu dipuji dengan kebaikan, 
maka beliau pun bersabda: "Telah wajib baginya, 
telah wajib baginya, telah wajib baginya." Kemudian 
lewatlah iringan jenazah lain di hadapan beliau, 
namun mayat itu dicaci dengan keburukan, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Telah wajib baginya, telah wajib baginya, telah wajib 
baginya." Maka Umar berkata, "Ibu dan ayahku 
menjadi tebusan bagimu, telah lewat iringan jenazah 
lalu mayit itu dipuji dengan kebaikan kemudian Anda 
mengatakan: 'Telah wajib baginya, telah wajib 
baginya, telah wajib baginya.' Setelah itu, lewatlah 
jenazah lain, dan mayit itu dicaci dengan keburukan 
lalu Anda pun mengatakan: 'Telah wajib baginya, 
telah wajib baginya, telah wajib baginya.'" Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Siapa yang telah kalian puji dengan kebaikan, maka 
telah wajib baginya surga. Dan siapa yang telah kalian 
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cela dengan keburukan, maka telah wajib pula 
baginya neraka. Kalian adalah Syuhada`ullahi (para 
saksi Allah) di muka bumi, kalian adalah 
Syuhada`ullahi (para saksi Allah) di muka bumi." Dan 
telah menceritakan kepadaku Abu Rabi' Az Zahrani 
telah menceritakan kepada kami Hammad yakni Ibnu 
Zaid -dalam jalur lain- Dan telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada 
kami Ja'far bin Sulaiman keduanya dari Tsabit dari 
Anas ia berkata; Suatu ketika iringan jenazah lewat di 
hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia 
pun menyebutkan makna hadits Abdul Aziz, dari 
Anas. Hanya saja haditsnya Abdul Aziz lebih 
sempurna.282  
Ketiga, sebab yang berupa perkaitan yang berkaitan 
dengan para pendengar dikalangan sahabat. Sebagai contoh 
adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuraid Bin 
Suwaid ats-Tsaqafi. Pada waktu fath makkah (pembukaan 
kota makkah) beliau pernah datang kepada nabi seraya 
berkata: “Saya bernazar akan shalat di Baitul Maqdis”. 
Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu nabi bersabda: 
ح  َوع بَبي    اّلل   ب ن  أَْ  َعب    اّلل   َعن  أَ  ْ  َح َبم  ََي ََي َعن  َم ل ك َعن  َ ي    ب ن  َعَِ
ََغر   َعن  أَْ  ه َريب َرةَ  َأن  َعس وَ  اّلل   َصل ى اّلل   َعَلي ه  َوَسل َم قَ َ   َعب    اّلل   َسل َم َن ال 
ََرامَ  َ  اۡل  َواه  إ َل  ال َمس ج  ج   ي َهَبا َخي   م ن  أَل ف  َصاَلة  ف يَم  س   َصاَلة  ِف  َمس 
 
Artinya:  
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 
Zaid bin Rabah dan 'Ubaidullah bin Abu Abdullah dari 
Abu Abdullah Salman Al Ahgar dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
 
282Lidya Pustaka, i-Sofware, Litab 9 Imam hadis, Mozillah Fiefox.  
Sumber:Muslim.Kitab Jenazah. Bab: Mayit yang Disanjung dengan 
Kebaikan dan Dicela dengan Keburukkan. No. Hadist: 1578.  
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"Shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu kali shalat 
di masjid yang lain, kecuali Masjid Haram.283 
 Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab 
biasanya hadis yang disampaikan oleh nabi bersifat 
kasuistik, kultural, bahkan temporal. Karena itu, 
memperhatikan konteks historisitas munculnya hadis sangat 
penting, karena paling tidak akan menghindarkan 
kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis, 
sehingga tidak terjebak pada teksnya saja, sementara 
konteksnya diabaikan. Pemahaman hadis yang mengabaikan 
peranan asbabul wurud akan cenderung bersifat kaku, 
literalis-skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif 
terhadap perkembangan zaman.  
C. Fakta Sosiologis 
Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis 
produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa ulama, 
keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di 
negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik 
tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum. 
Keempat prodak pemikiran hukum Islam ini mencerminkan 
adanya keterkaitan teks-teks agama dengan realitas sosial 
yang berkembang dalam masyarakat Islam sebagai bagian 
dari perkembangan sosial budaya yang turut dipengaruhi 
oleh faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak 
pada perkembangan logika hukum diberbagai bidang dan 
juga telah memegaruhi perkembangan sosial-budaya 
masyarakat. Pertukaran budaya dan percaturan pemikiran 
semakin intens terjadi dibelahan dunia. Sehingga akibat-
 
283Lidya Pustaka, i-Sofware, Litab 9 Imam hadis, Mozillah Fiefox.  
Sumber Malik, kitab-, bab : Masjid Nabawi, hadis 414. 
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akibat positif-negatif yang ditimbulkan dari pola interaksi 
itu sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial-
budaya suatu masyarakat. Globalisasi telah memberikan 
keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang 
kehidupan. Dan setiap negara atau bangsa tidak dapat 
terlepas dari globalisasi yang telah melanda dunia saat ini. 
Arus globalisasi telah meruntuhkan batas-batas dan sekat-
sekat kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga negara 
manapun yang terbawa arus globalisasi akan berhubungan 
secara dekat apa yang disebut budaya lokal, pasar global, 
famili global, dan sebagainya.  
Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang 
ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan 
permasalahan, baik dibidang politik, ekonomi, hukum, 
pendidikan, sosial-budaya maupun pola interaksi antara 
satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu 
tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan 
pendekatan berbagai aspek pula. Arus globalisasi 
mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat 
regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-
perubahan itu tentunya membawa kecenderungan baru, 
baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. 
Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala 
perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia 
dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling 
bertabrakan dan saling mengganggu.284 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi 
diberbagai bidang berimplikasi pada munculnya berbagai 
macam kasus. Kasus-kasus ini harus mendapatkan legitimasi 
hukum, agar supaya setiap orang yang bersentuhan dengan 
kasus itu merasakan ketenangan batin dan tidak 
 
284Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Cet. I;  Jakarta: 
Prenada Media, 2005), h. 59. 
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menimbulkan problem hukum di kemudian hari. Kasus-
kasus seperti bank sperma dan sel telur, transplantasi organ 
tubuh, ataupun kasus dibidang penggunaan elektronik 
commerce dalam dunia maya dan high teknologi seperti 
sekarang ini.  
Dalam persfektif kajian fikih, kasus tersebut di atas 
relatif baru dan mungkin saja tidak memiliki landasan teks 
yang dapat dijadikan patokan dalam menentukan legalitas 
hukumnya. Namun kemajuan dan globalisasi tersebut telah 
berimplikasi pada perubahan-perubahan dalam berbagai 
bidang, termasuk aspek sosial budaya. Karena itu, aspek-
aspek pengubah hukum ditinjau dari aspek budaya dapat 
dilihat dari beberapa hal, yaitu;  
Pertama, pengaruh budaya luar, yaitu bahwa 
kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia 
mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara suatu 
kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan-
kebudayaan ini saling berpengaruh dan saling mengisi satu 
sama lainnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu 
masyarakat dalam sebuah waga negara, maka tidak dapat 
dielakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan 
kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Ketika hubungan itu berlangsung lama dan terus-
menerus, maka tidak mustahil akan terjadi penyerapan 
antara suatu budaya dengan budaya lainnya secara alamiah. 
Kontak kebudayaan ini akan menimbulkan problem 
tersendri, sebab mungkin saja ada yang dapat menerima 
begitu saja unsur-unsur peradaban asing itu dan juga ada 
yang tidak dapat menerima unsur-unsur baru tersebut. 
Unsur kebudayaan berupa tekhnologi mungkin saja akan 
diserap dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, akan 
tetapi unsur yang berupa ideology, falsafah hidup, dan nilai-
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nilai luhur mungkin sesuatu yang sulit diterima begitu saja 
dan ditelan mentah-mentah.285  
Kedua, Kejenuhan terhadaps sistem yang mapan, 
bahwa adanya otorisasi kekuasaan merupakan sesuatu yang 
sangat terlarang dalam dunia demokrasi, sebab kekuasaan 
dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam rentan 
waktu yang cukup lama, maka akan menimbulkan kejenuhan 
dalam kehidupan organisasi maupun berbangsa dan 
bernegara. Tumbangnya orde baru, dan tumbangnya rezim-
rezim di Timur-tengah adalah bukti bahwa kepemimpinan 
otoriter adalah sesuatu yang menjenuhkan. Wujud 
kejenuhan masyarakat atas suatu tirani terefleksikan dengan 
adanya upaya untuk meruntuhkan nilai-nilai yang sudah 
mapan dan keinginan untuk mengganti dengan nilai dan 
aturan baru. Amandemen UU Dasar dan perubahan 
beberapa UU atau peraturan pemerintah adalah bukti bahwa 
hukum itu harus senantiasa mengikuti perubahan dan 
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan 
kemasyarakatan. 
Ketiga, tingkat kepercayaan terhadap hukum semakin 
menipis, bahwa masyarakat akan taat dan patuh terhadap 
hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya, 
pertama, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan, kedua, 
patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh 
hukum, ketiga, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.286 Adanya 
kecenderungan ketidakpatuhan terhadap hukum, karena 
faktor-faktor tersebut di atas tidak terigentrasi dalam 
kehidupan masyarakat. Supremasi hukum akan berjalan 
dengan baik apabilah tingkat kepatuhan masyarakat 
 
285Manan…, h. 85-86. 
286Manan…, h. 91.  
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terhadap hukum juga tinggi, karena hukum telah memihak 
kepada kepentingan masyarakat yang berfungsi sebagai 
obyek dari pemberlakuan suatu hukum. 
Faktor-faktor sosial budaya yang senantiasa 
berkembang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi telah merasuki berbagai prodak pemikiran 
hukum Islam dewasa ini. Di samping karena tuntutan 
perubahan zaman, juga dimaksudkan untuk merespons 
segala perkembangan sosial budaya dari para pelaksana 
hukum. Untuk mengetahui pengaruh sosial budaya dalam 
prodak pemikiran hukum Islam, maka hal itu dapat dilihat 




















PRODAK SOSIOLOGIS PEMIKIRAN 
BERMAZHAB 
A. Teori Istinbat Hukum  
Dalam istinbat hukum Islam terdapat empat ilmu 
penting yang saling berkaitan, yaitu ilmu fikih dan ilmu 
ushul fikih sebagai ilmu pokok dan kaidah fikih serta kaidah 
ushul fikih sebagai ilmu bantu. Ushul fikih merupakan 
metodologi hukum dan sekaligus berfungsi sebagai 
pengukur terhadap derajat kebenaran istinbat. Sebagai 
metode, ushul fikih berperan dalam menentukan prosedur 
istinbat hukum dan dengan metode ini kemudian fikih 
disusun dan dikembangkan.287 
Sedangkan kaidah ushul dan kaidah fikih berkaitan 
dengan ushul fikih, ulama melakukan penyerderhanaan dari 
ilmu ini sehingga melahirkan rumusan-rumusan yang dapat 
dibuktikan kebenarannya yang kemudian rumusan tersebut 
diberi nama kaidah ushul fikih yang berfungsi sebagai media 
untuk mempermudah hakim dan ulama dalam melakukan 
istinbāth hukum. Demikian pula dalam ilmu fikih juga terjadi 
penyederhanaan-penyerdehanaan yang dilakukan oleh 
ulama sehingga melahirkan formulasi-formulasi yang dapat 




 287Jaih Mubarok, Kaidah Fikih, Sejarah dan Kaidah Asasi. Ed. 1 
(Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. vii 
 288Jaih Mubarok ... h. viii 
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1. Kaidah Fikih  
Para peneliti hukum Islam menjelaskan bahwa sejarah 
kaidah fikih dengan menentukan periodesasinya menjadi 
tiga bagian yaitu zaman pertumbuhan dan pembentukan, 
zaman perkembangan dan kodifikasi dan zaman 
kematangan dan penyempurnaan. 
a. Masa Pertumbuhan dan Pembentukan 
 Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung 
selam tiga abad lebih dari zaman kerasulan hingga abad ke 
tiga Hijrah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam 
dapat dibagi menjadi tiga dekade yaitu zaman nabi 
Muhammad Saw yang berlangsung selama 22 tahun lebih 
dan zaman tabi’in serta zaman tabi’tabi’in yang berlangsung 
selama 250 tahun. Tahun 351 H atau 974 M dianggapsebagai 
zaman kejumudan karena tidak ada lagi ulama pendidi 
mazhab dan ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir 
al-Thabari (w. 310 H/734 M) yang mendirikan mazhab 
Jaririah.289 
Dengan demikian, ketika fikih mencapai puncak 
kejayaan, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Ciri 
kaidah fikih yang dominan adalah Jawāmi al-Kalim (kalimat 
ringkas cakupan maknanya sangat luas), atas dasar ciri 
dominan tersebut ulama menetapkan bahwa hadis yang 
mempunyai ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fikih.Karena 
itu, periodesasi sejarah kaidah fikih dimulai sejak zaman 
Nabi Muhammad Saw. Beberapa sabda nabi yang dianggap 
sebagai kaidah fikih adalah pajak itu disertai jaminan, tidak 
boleh menyulitkan orang dan dipersulit, bukti dibebankan 
kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat, 
 
 289Jaih Mubarok.., h. 43.   
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benda yang memabukkan banyak atau sedikit adalah 
haram.290 
Sahabat juga berjasa dalam membentuk kaidah 
fikihkarena dua alasan yaitu sebagai murid Nabi dan mereka 
mengetahui situasi yang menjadi turunnya wahyu dan 
terkadang wahyu turun berkenaan dengan diri mereka. 
Misalnya, ketika Umar Ibn al-Khattāb membicarakan syarat-
syarat mahar dalam pernikahan, ia berkata: 
 291ط  و  ر  الش   َ ن  ع   َّ  و  ق  ۡل  ا   ع   ط  قَ مَ 
Maksudnya: 
“Hak-hak terputus apabila persyaratan-persyaratan 
tidak terpenuhi” 
Aplikasi dari kaidah ini adalah bahwa suami 
berkewajiban memberi nafkah dan istri berkewajiban 
melayani suami. Karena itu, istri tidak berhak mendapatkan 
nafkah dari suami jika ia tidak melaksanakan kewajibannya 
demikian pula suami tidak berhak mendapatkan pelayanan 
dari istri jika ia tidak melaksanakan kewajibannya memberi 
nafkah kepada istri. 
Dalam riwayat Abd al-Razaq dijelaskan bahwa 
Abdullah Ibn Abbas berkata: 




 290Jaih Mubarok ..., h. 44-45.  
 291Ali Ahmad al-Nadāwi, al-Qawāid al-Fikihiyyah, Mafhumuha, 
Nasyatuha, Tatawwuruha, Dirāsah Muallifatiha, Adillatuha, 
Muhimmatuha, Tatbīqatuha (Damaskus: Dār al-Qalam, 1994), h. 92. 




“Setiap aw (atau) adalah pilihan dan setiap fa in lam 
tajidu (apabila engkau tidak mendapatkan) 
menunjukkan urutan (tertib). 
Salah satu contoh aplikasi dari kaidah ini adalah firman 
Allah dalam QS al-Baqarah (2: 184) yaitu; 
م  أ َخَرِّۚ َوَعَلى  َ   أَۡو َعَلىَٰ َسَفر َفع  ة م  ۡن أَي   َفَمن َك َن م نك م م ر ي
تِّۚ م  م ۡع  ودََٰ أَي 
ه َو َخۡي ل ه  ِّۚ َوَأن َتص وم وا  ٱل ب يَن ي ر يق ونَه   ف ۡ يَ  طََع م  م ۡسك يِۖ َفَمن َتَرو َ  َخۡيا فبَ 
 َخۡي ل ك ۡم إ ن ك نت ۡم تَبۡعَلم وَن  
Terjemahnya: 
Dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa 
diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan 
(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) 
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari 
yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang 
miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati 
mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik 
baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui. 
Berdasarkan ayat tersebut dipahami bahwa sebab 
dibolehkannya meninggalkan puasa ramdhan adalah karena 
sakit dan melakukan perjalanan. Disebut dua karena adan 
kata aw yang menunjukkan pilihan yaitu salah satu dari dua 
pilihan tersebut. 
Sementara generasi tabi’in yang mengembangkan 
kaidah fikih adalah Abu Yūsuf Ya’qub Ibn Ibrāhim (113-182 
H) yang dimuat dalam kitabnya yang terkenal yakni al-
Kharaj. 
   نَ م    تَ مَ  ن  مَ    ك  
 293    مَ ال    ي  بَ ل   ه   ل  مَ فَ  ه  لَ  ثَ ا ع   وَ  ََل َي م  ل  س  امل
 




“Harta setiap orang yang meninggal yang tidak memiliki 
ahli waris diserahkan kepada baitul mal”  
 294 ن  و  ر  ع  مَ    ب   كَ    ب َ  َل إ     حَ أَ    يَ  ن    م  يئ  شَ  جَ ر  َي   ن  اَ   م  مَ إلل   سَ ي  لَ 
Maksudnya: 
“Imam dilarang memungut (menyita) harta seseorang 
kecuali terdapat ketentuan yang membolehkannya” 
 295 ه  ن  ذ  إ   الَ ب   ي   غَ ال  ك  ل   م  ِف   ن  رَ صَ تَ يبَ  ن  اَ    ح  ِلَ ل     و  ََي  َلَ 
Maksudnya: 
“Seseorang dilarang mengelola harta orang lain kecuali 
dengan izin pemilikinya” 
Tokoh kaidah fikih lainnya dari kalangan tabi’in adalah 
Muhammad Ibn Hasan al-Syaibāni (w. 189 H) dengan 
beberapa kaidah yang dibuatnya yaitu; 
 296 كَ ال  ذَ   ن  اَل ى خ  لَ عَ  ي  ق  ليَ ا   ه  يَ ت  َيَ  َّت  حَ  ه   ل  ى حَ لَ عَ  وَ ه  فبَ    حَ  ه  لَ  ن  مَ    ك  
Maksudnya: 
“Hak setiap orang yang memiliki hak melekat sebelum 
ada bukti yang meyakinkan bahwa benda itu bukan 
haknya” 




 294Abu Yūsuf Ya’qub Ibn Ibrāhim, Kitab al-Kharaj (Raudah: al-
Matba’ah al-SalāMaksudnya: fiyyah, 1382), h. 65-66. 
 295Al-Nadāwi, al-Qawāid..., h. 327. 
 296Al-Nadāwi..., h. 98. 




“Melakukan pemeriksaan dibolehkan pada setiap yang 
boleh dalam keadaan yang terpaksa” 
 Imam Syafi'i yang hidup pada fase kedua Hijra (150-
204 H) juga menetapkan beberapa kaidah fikih di antaranya 
adalah: 
ََ ىف     و  ََي    298  هَ ي  ىف غَ  ظ  وَ َي     َلَ مَ  ة  وعَ ر   ال
Maksudnya: 
“Sesuatu yang dibolehkan karena dalam keadaan 
terpaksa adalah tidak dibolehkan ketika tidak 
terpaksa” 
َ  ىف   َل إ   م  رَ ُم َ     جَ ۡل َ ِ     َيَ   سَ ي  لَ   299 ة  عَ و  ر  ال
Maksudnya: 
“Sesuatu yang haram tidak menjadi halal karena 
kebutuhan kecuali dalam keadaan terpaksa” 
ََ ذَ إ    300 عَ سَ ت إ   ر  م  َلَ ا    ََّ ا 
Maksudnya: 
“Bila sesuatu dalam kesulitan ia akan mendapat 
kemudahan” 
Ulama yang terkenal setelah Imām al-Syafi’i adalah 
Imām Ahmad Ibn Hanbal (w.241 H). Di antara kaidah yang 
dibangun oleh Imām Ahmad Ibn Hanbal adalah sebagai 
berikut; 
َ   جَ مَ    ك   بَ  ه  ي  ف      301 ن  ه  لرَ واَ    قَ َ الصَ وَ  ب  ام    ه  ي  ِو  ف   ع  ي  ال
 
 298Al-Nadāwi..., h. 101.  
 299Al-Nadāwi..., h. 102. 




“Setiap yang dibolehkan untuk dijual, dibolehkan 
untuk dihibahkan dan digadaikan” 
 
 َ    ج  الرَ  ه  يَ تَ ش  ئ يَ ي  شَ    ك  
 كَ ال  ذَ  ي َ غَ   مَ اَ وَ  ه  ََ ب  ق  يبَ  َّت  حَ  ه  ع  يب  َ اَل فَ  ن   َ و  يب   و  اَ     كَ   يَ ّم 
 302 ه  ي  ف   صَ خ  رَ فب 
Maksudnya: 
“Setiap yang dibeli seseorang dengan ditukar atau 
ditimbang   tidak boleh dijual sebelum dapat dipegang 
(dikuasai) selain itu dibolehkan”. 
Pada zaman berikutnya muncul seorang ulama yang 
bernama Sulaiman Ahmad Ibn Muhammad al-Khutābi al-
Busthi (w.388 H) yang banyak membentuk kaidah-kaidah 
fikih dalam kitabnya Ma’ālim al-Sunan dan diantara kaidah 
yang dibentuknya adalah; 
 303 ي   ق  يَ الَ  م  حَ  ز  يب   َلَ  ك  الشَ 
Maksudnya: 
“Keraguan tidak mengurangi keyakinan” 
 304 ك  لش   ِ     زاَ ي   َلَ  ي   ق  اليَ 
Maksudnya: 
“Keyakinan tidak dapat dihilangkan karena keraguan” 
 
b. Fase Perkembangan dan Kodifikasi 
 
 301Al-Nadāwi..., h. 103. 
 302Al-Nadāwi..., h. 103. 
 303Al-Nadāwi..., h. 105. 
 304Al-Nadāwi..., h. 103. 
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Dalam sejarah hukum Islam, abad ke-IV dikenal 
dengan zaman Taklid yang ditandai dengan beberapa ulama 
yang melakukan tarjih pendapat imam mazhabnya masing-
masing dan melakukan ilhāq atau analogi atau kiyas. Pada 
fase ini, ulama sudah mulai memuji pendapat imam pendiri 
mazhab secara berlebihan. Diantaranya adalah Ubāidallah 
al-Karkhi (w.349) salah seorang pengikut Imam Abu Hanifah 
yang berpendapat bahwa setiap ayat Alquran dan hadis yang 
bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah dapat 
ditakwilkan atau dinasahkan. Sedangkan Qādi Iyyād pernah 
berkata bahwa bagi yang berTaklid, maka pendapat imam 
mazhab sejajar dengan Alquran dan al-Sunnah.305 
Menurut Ibn Khaldun, ketika mazhab para imam fikih 
menjadi ilmu khusus bagi pengikutnya dan tidak ada jalan 
melakukan ijtihad, maka ulama melakukan tandzir atau 
penyamaan untuk dihubungkan serta memilahnya ketika 
terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakan setiap 
dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka. Dengan 
caratandzir dan isytibāb (dipilah) fikih dikembangkan dan 
selanjutnya ulama meletakkan cara-cara baru dalam ilmu 
fikih yang disebut al-Qawāid al-Dhawābith atau al-Furūq dan 
mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang pertama 
memperkenalkan ilmu ini.306 
Menurut riwayat al-Alā’i al-Syāfi (w.761H), al-Suyūti 
(w.911 H), Ibn al-Nujāim (w.970 H) dan Abu Thahir al-
Dabbās ulama abad ke-IV hijrah telah mengumpulkan 17 
kaidah penting dalam mazhab Hanafi.Al-Karkhi yang hidup 
sezaman dengan Abu Thahir al-Dabbās mengadopsi 
mengadopsi kaidah-kadiah fikih tersebut dan 
 
 305Mun’im A. Sirri, Sejarah Fikih Islam, Sebuah Pengantar 
(Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 129.   
 306Al-Nadāwi..., h. 133. 
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menguumpulkannya dengan kaidah-kaidah lain sehingga 
berjumlah 37 kaidah seperti yang dibukukan dalam Ushūl al-
Karkhi.307 
Disamping kitab Ushūl al-Karkhi terdapat kitab fikih 
lainnya yang disusun oleh Muhammad Ibn Harits al-Husyni 
al-Māliki (w.361 H) dengan judul Ushūl al-Futiya yang 
memuat banyak kaidah fikih.308Sekalipun abad IV H 
dianggap sebagai awal zaman kodifikasi kaidah fikih tetapi 
buku yang membahas kaidah fikih tersebut adalah Ta’sis al-
Nazhar karya Ibn Zāid al-Dabūsi al-Hanafi (w.430 H) 
karenanya hingga abad V H, Hanafi adalah aliran yang paling 
berjasa dalam pengembangan kaidah fikih.309 
Pada abad VI H ditemukan hanya satu kitab yang 
disusun dalam disiplin ilmu kaidah fikih yaitu idhāb al-
Qawāid karya ‘Ala al-Din Muhammad Ibn Ahmad al-
Samarkandi (w.540 H). Sedangkan pada abad VII H kitab-
kitab fikih yang telah disusun oleh ulama adalah al-Qawāid 
al-Furu’ al-Syafi’iyyat karya Muhammad Ibn Ibrāhim al-
Jakarmi al-Sahlaki (w. 613 H). Kitab Qawāid al-Ahkām fi 
Masālih al-Anām karya Izz al-Dīn Abd Salām (w.660 H). 
Kitab al-Muzhab fi Dhabt Qawāid al- Mazhab karya 
Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Rasyid al-Bakri al-Qafsi 
(w.685 H).310Kitab pertama dan kedua disusun oleh ulama 
pengikut mazhab Syafi’i sedangkan kitab ketiga disusun oleh 
ulama pengikut mazhab Maliki.Oleh karena itu, dominasi 
mazhab dalam kodifikasi dan pengembangan kaidah fikih 
pada abad IV dan V masih didominasi oleh mazhab Hanafi 
dan pada abad VI dan VII didominasi ileh mazhab Syafi’i. 
 
 307Al-Nadāwi..., h. 136.  
 308Al-Nadāwi..., h. 137.  
 309Jaih Mubarok, Kaidah Fikih..., h. 66. 
 310Al-Nadāwi, al-Qawāid..., h. 137. 
219 
 
Abad ke VIII H dikenal sebagai zaman keemasan dalam 
kodifikasi kaidah fikih karena perkembangan kodifikasi 
kaidah fikih begitu pesat. Buku-buku kaidah fikih terpenting 
dan termasyhur pada abad ini adalah; Al-Asybāb wa al-
Nazhāir karya Ibn Wakil al-Syafi’i (w.716 H). Kitab al-
Qawāid karya al-Maqqārial-Maliki (w.750 H). Al-Majmu’ al-
Muzhab fi Dhabb Qawāid al-Mazhab karya al-Ala’i al-Syafi’i 
(w.761 H). Al-Asyāb wa al-Nazhāir karya Jamal al-Din al-
Subkhi (w.771 H). Al-Asybāb wa al-Nazhāir karya Jamalal-
Din al-Isnāwi (w.772 H). Al-Mantsur fi al-Qawāid karya Badr 
al-Din al-Zarkāsyi (w.794 H). Al-Qawāid fi al-Fikih karya Ibn 
Rajab al-Hambali (w.795 H) dan Al-Qawāid fi al-Furu’ karya 
Ali Ibn Usmān al-Gazzi (w.799 H).311 
Pada X H tercatat sebagai periode syarh atau 
penjelasan karena pada zaman ini muncul Ibn al-Mulaqqin 
(w.804 H) yang mengkodifikasi kaidah fikih dengan 
caramenjelaskan kitab-kitab yang telah ada sebelumnya. Di 
antara kitab-kitab yang disusun pada abad ini adalah Asna’ 
al-Maqāsid fi al-Tahrir al-Qawāid karya Muhammad Ibn 
Muhammad al-Zubair (w.808 H).Kitab al-Qawāid al-
Manzhumāt fi al-Qawāid al-Mazhab karya al-Maqdisī (w.815 
H).Kitab Tahrīr al-Majmu’ al-Muzhab fi Qawl-Mazhab karya 
al-Alā’i.Kitab al-Qawāid karya Taqi al-Dīn al-Hishni (w. 829 
H). Kitab Nazhām al-Dakhāir fi al-Asybāb wa al-Nazhāir 
karya Abd al-Rahmān Ibn Ali al-Maqdisī (w 876 H). Dan 
kitab al-Qawāid wa al-Dhawābith karya Ibn Abd al-Hādī (w. 
880 H).312 
Abad ini dianggap sebagai zaman kesempurnaan bagi 
kaidah fikih dan pada masa ini muncul Jalāl al-Dīn al-Suyūthi 
(w. 910 H) yang meramkum kaidah-kaidah fikih yang 
 
 311Al-Nadāwi..., h. 138-139. 
 312Al-Nadāwi..., h. 138-139. 
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dianggap paling penting yang bertebaran dalam kaidah-
kaidah karangan al-Alā’i, al-Subki dan al-Zarkāzi yang 
kemudian dikumpulkan dalam Kitab al-Asybāb wa al-
Nazhāir yang hingga kini masih dianggap sebagai buku 
kaidah fikih yang paling lengkap.313 
c. Fase Kematangan dan Penyempurnaan 
Aliran hukum Sunni yang berjasa dalam pembentukan 
kaidah fikih pada zaman pertumbuhan adalah Hanafiah 
dengan tokohnya seperti al-Karkhi dan al-Dabūsi tetapi 
peran ini bergeser pada abad VI dan VII H karena aliran 
Hanafi mengalami stagnasi dan pada zaman stagnasi ini 
muncul Kitab Syarh Ushūl al-Karkhi yang disusun oleh Najm 
al-Dīn Abu Hafs al-Nasāfi (w. 537 H). Sekalipun aliran Hanafi 
mengalami stagnasi tetapi tidak berarti dalam aliran ini 
tidak terdapat pengembangan kaidah fikih. Pada masa ini 
tetap pengikut Hanafi lainnya seperti Qadhi Khān dan al-
Husairi yang menjadikan fikih sebagai salah satu media 
dalam menentukan illat dan mentarjih pendapat ulama.314 
Abad X yang dianggap sebagai periode kesempurnaan 
kaidah fikih tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan 
kaidah fikih pada zaman sesudahnya dan salah satu kaidah 
fikih yang disempurnakan di abad XIII H adalah kaidahh 
yang berbunyi yaitu; 
 315هن  ذ  إ   بالَ  ه  ي   غَ  ك  ل   م  ىف   نَ ر  صَ تَ يبَ  ن  اَ    حَ ِلَ ل     و  َيَ  َلَ 
Maksudnya: 
 
 313Al-Nadāwi ..., h. 140.  
 314Mubarok, Kaidah Fikih ..., h. 98. 
 315Zain al-Abidin Ibn Ibrāhim Ibn Nujāim al-Hanafi, al-Asybāb 
wa al-Nazhāir ala Mazhab Abi Hanifah al-Nu’man (Kairo: Mu’assah al-
Halabi wa al-Syirkah, 1968), h. 158. 
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“Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain 
kecuali ada izin dari pemilikinya” 
 316َل َيو  َلح  ان يتصرن ىف ملك غيه بال اذن  
Maksudnya: 
“Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain 
tanpa izin” 
Sekalipun ditulis sejak lama, kaidah fikih masih 
bercampur dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Karena itu, 
pada abad XII H muncul kodifikasi kitab fikih yang bernama 
Majallāt al-Ahkām al-Adliyyātyang disusun oleh Laznah 
Fuqaha Usmāniyah. Para fuqaha ini merangkum dan 
memilih kaidah fikih dari sumber- sumbernya seperti al-
Asybāb wa al-Nazhāir karya Ibn Nujāim dan Majmu’ al-
Haqāiqkarya al-Khadīmi.317 
2. Kaidah Usul Fikih 
Eksistensi usul fikih sebagai sebuah metode atau cara 
berpikir dalam menetapkan hukum telah ada jauh sebelum 
kehadiran al-Risalah. Ushūl al-fikih sebagaimana 
diungkapkan oleh Abu Zahrah muncul seiring dengan 
munculnya masalah fikih karena fatwa-fatwa fikih tersebut 
merupakan hasil kajian yang menggunakan metode-metode 
tertentu dan metode kajian itulah yang kemudian dikenal 
sebagai usul fikih.318 
Sebenarnya Kaidah-kaidah ushūl al-fikih sudah mulai 
tumbuh sejak zaman sahabat karena para ulama generasi 
pertama ini telah melahirkan fatwa-fatwa fikih yang 
 
 316Zain al-Abidin..., h. 158. 
 317Zain al-Abidin...., h. 152-153.  
 318Muhammad Abu Zahrah, Ushūl al-Fikih, (ttp: Dār al-Fikr al-
‘Arabi, tt), h. 7.   
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menggunakan kaidah-kaidah ushūl al-fikih sebagaimana 
yang diakui oleh Mustāfa Ahmad al-Marāgi bahwa Umar Ibn 
al-Khattāb menganalogikan kepemimpinan politik pada 
imam shalat ketika memperkuat dukungannya pada Abū 
Bakr sebagai khalifah yang pertama karena dia adalah 
sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imām 
shalat pada saat beliau sakit. Kemudian dia Umar juga 
mendesak Abū Bakr untuk mengambil kebijaksanaan agar 
mengumpulkan Alquran yang tersebar dalam tulisan yang 
terpisah-pisah dan dalam hafalan para sahabat.319 
Kedua fakta sejarah di atas menunjukkan bahwa 
penggunaan kaidah ushūl dalam menyelesaikan berbagai 
problem sosial, politik dan keagamaan sudah dimulai sejak 
periode sahabat.Namun pada saat ini produk pemikiran 
hukum maupun metodologinya belum terkodifikasi dengan 
baik karena perhatian mereka belum terfokus pada aspek 
ini.Kodifikasi kaidah-kaidah ushūl al-fikih secara 
metodologis baru dimulai pada masa Muhammad Idrīs al-
Syāfi’i (150-204 H) yang selain rajin mengeluarkan fatwa ia 
juga rajin menuliskannya dalam sebuah kitab tersendiri 
sehingga lahirlah al-Risālah yang ditulis ketika ia tinggal di 
Baghdād dan disempurnakan ketika tinggal di Mesir.320  
Karena itulah, ‘Abd Wahhāb Khallāf menyatakan 
bahwa yang pertama kali menyusun ilmu ushūl al-fikih yang 
utuh dan menyeluruh adalah al-Syāfi’i dengan kitabnya al-
Risālah. Sementara Abū Hanifah sangat produktif 
 
319Ahmad Mustāfa al-Marāghi, al-Fath al-Mubīn fi Thabaqāt al-
Usuliyyin. Jilid I (Kairo: Muh. Amin Ramj, 1974), h. 16. 
320Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk 
Ushūl fikih Mazhab Sunni (A History of Islamic Legal Theory) 
diterjemahkan oleh E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 44. 
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melahirkan fatwa-fatwa fikih hasil kajian ijtihadnya namun 
beliau tidak menuliskan rumusan-rumusan metodologi 
kajian hukumnya tersebut secara sistematis dalam satu 
buku yang akan dengan muda dipelajari oleh ulama lain 
generasi sesudahnya. Langkah ke arah ini baru dimulai oleh 
murid-murid beliau yakni Abū Yūsuf (113-182 H) dengan 
karyanya yang amat menumental yang berjudul al-Kharaj 
yang di dalamnay memuat perbedaan-perbedaan nalar para 
ulama dalam berbagai kajian hukumnya. Namun dalam 
karyanya itu, Abū Yūsuf belum menyuguhkan teori ushūl al-
fikih yang menyeluruh dan baru terfokus pada perbedaan-
perbedaan para ulama dalam kajian fikih rasionalnya. 321  
Dengan kata lain, Hallaq menyimpulkan bahwa 
kemunculan nama al-Syāfi’i sebagai pencetus ushūl al-fikih 
tidak didukung oleh data kesejarahan yang valid. Artinya 
munculnya anggapan bahwa al-Syāfi’i sebagai the Master 
Architect of Ushūl al-Fikih adalah sebuah kreasi yang datang 
belakangan. Pada saat munculnya al-Syāfi’i telah 
bermunculan tokoh-tokoh ahli hukum Islam yang memiliki 
corak rasionalisme dan tradisionalisme.  
Corak rasionalisme yang diwakili oleh Abū Yūsuf al-
Hanāfi dan tradisionalisme atau aliran kalam diwakili oleh 
kalangan Malikiah dan kemudian Imam Syāfi’i akhirnya 
dimasukkan pula dalam golongan ini karena dianggap gagal 
dalam menelurkan aliran tersendiri serta kaum Hanābilah. 
Setelah itu, muncul aliran yang mencoba menggabungkan 
kedua corak pemikiran hukum tersebut dengan teori 
konvergensinya. 
a. Aliran Tradisionalisme 
 
 321Imām al-Syaukāni, Konstruksi Epistimologi Hukum Islam 
Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional. Ed. 1 
(Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2006), h. 124-125. 
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Aliran tradisisonalisme atau kalam ini dikembangkan 
oleh para pengikut Imām al-Syāfi’i seperti Muhammad Ibn 
Muhammad Ibn al-Ghazāli (450-505 H) dengan karyanya 
ushūlnya al-Musytasyfa dan al-Manhūl.Kemudian ‘Ali Ibn 
Muhammad Ibn Salīm yang kemudian populer dengan Sayf 
al-dīn al-Amidi dengan karya ushūlnya al-Ihkām fi Ushūl al-
Ahkām. Selain dua tokoh ini, aliran kalam juga 
dikembangkan oleh ‘Abd Liāh Ibn Umar Ibn Muhammad Ibn 
‘Ali al-Baydhāwi (w. 658 H) yang kemudian populer dengan 
karya ushūlnya yakni al-Minhāj al-Wushūl ilā al-Ilm al-
Ushūl.322 
Secara umum mereka melahirkan rumusankaidah-
kaidah kulli melalui kajian induktif terhadap ayat-ayat 
Alquran dan al-Sunnah kemudian secara deduktif kaidah-
kaidah tersebut diterapkan dalam pengkajian hukum, baik 
dalam konteks ijtihad lafzi maupun akli.Mereka juga banyak 
melakukan ta’lil terutama untuk ayat-ayat non ubudiyyah 
dengan maksud agar ayat-ayat tersebut dapat menyerap 
furu’.323 Inilah cara utama aliran kalam yang 
mengorientasikan kajian hukumnya pada ayat-ayat Alquran 
dan al-Sunnah sebagai implikasi dasar pemikiran bahwa 
Syāri’ itu hanya Allah dan Rasul-Nya dan Tugas mujtahid 
hanya menemukan hukum dan bukan menciptakan hukum. 
Kemudian teori kajian hukum ini banyak diserap oleh para 
ulama yang berlatar belakang keilmuan kalam seperti al-
Juwāini dan al-Ghazāli dari kalangan Asyariyyah dan al-
Husāin Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Bashri dari kalangan 
Mu’tazilah dengan karyanya al-Mu’tamad fi al-Ushūl karena 
 
322Syaukāni..., h. 129. 
323Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja 




dua hal inilah aliran ini terkenal dengan nama aliran 
kalam.324 
b. Aliran Rasionalisme 
 Aliran ini dikembangkan oleh para pengikut Abū 
Hanīfah seperti Abū Liāh Ibn Umar Ibn Īsa yang populer 
dengan nama Abū Zayd al-Dabūsi (w.430 H) dengan karya 
ushūlnya yang berjudul al-Ushūl wa al-Furū dan Ta’sīs al-
Nazhar kemudian Ali Ibn Muhammad Ibn Husain yang 
populer dengan nama Fakhr al-Islām al-Bazdāwi (400-482 
H) dengan karya ushūlnya yang berjudul Kanz al-Wushūl ilā 
Ma’rifah al-Ushūl dan ‘Abd Līah Ibn Muhammad al-Nasāfi 
yang populer dengan nama Hafīzh al-Dīn al-Nasāfi (w. 710 
H) dengan karya ushūlnya yang berjudul Manār al-Anwār fi 
Ushūl al-Fikih.325 
 Berbeda dengan aliran kalam yang sangat tradisional 
dan idealis, aliran Hanafiah melahirkan rumusan kaidah-
kaidah yang lebih dapat memperhatikan karakter-karakter 
furu’ dan memperhatikan kepentingan mukallaf dengan 
melihat pesan Alquran dan al-Sunnah.326Pendekatan seperti 
ini, memberi peluang kepada para ulamanya untuk 
melahirkan kaidah-kaidah baru yang sebelumnya belum 
diangkat oleh ulama mazhabnya sendiri. 
c. Aliran Konvergensi 
 Di samping kedua aliran di atas, ada pula aliran ushūl 
al-fikih yang melakukan kajian ushūl dengan 
mengkombinasikan dua pendekatan di atas yang dalam 
sejarah kajian ilmu biasa disebut sebagai tharīqah al-jam’ān 
 
324Syaukāni, Konstruksi..., h. 131. 
325Syaukāni..., h. 130.  
326Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah (The 
Historry of Islamic Law) diterjemahkan oleh Hamid Ahmad (Jakarta: 
P3M, 1987), h. 43.  
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atau aliran konvergensi. Aliran ini secara harmonis 
memadukan dua corak kajian ushūl yakni dalam konteks 
tertentu mereka cenderung tradisional sementara untuk 
kepentingan yang lainnya mengikuti kecenderungan aliran 
rasionalisme Hanafiah. 
Di akhir abad ke-4 H/9 M muncul ahli hukum terkenal 
yang bermazhab Syāfi’i yang bernama Ibn al-Surāij.Ia 
dianggap sebagai satu-satunya ahli hukum Islam yang 
membela mazhab Syāfi’i dan mengangkatnya menjadi 
mazhab yang penting bersama dengan murid-muridnya Ibn 
al-Surāij mengkombinasikan pengetahuan aliran tradisional 
dan rasional dengan sebuah konseptualisasi ushūl al-fikih 
yang rasional dengan tradisi tekstual. Di antara murid-murid 
Ibn Surāij yang terkenal adalah Ibn Hawkawayh (w. 318 H), 
Ibrāhim Marwāzi (w. 340 H), Abū Bakr al-farīsi (w. 350 H), 
Ibn Qass (w. 336 H) Abū Bakr al-Sayrāfi (w. 330 H) dan al-
Qaffāl al-Shāsi sebagai eksponen dan pendiri ushūl al-fikih. 
Tokoh-tokoh besar lain yang kemudian menggunakan 
konvergensi adalah Tāj al-Dīn al-Sūbkhi (w. 727-771 H) 
dengan karyanya Jam’u al-Jawāmi kemudian Muhammad Ibn 
‘Ali Ibn Muhammad al-Syawkāni (1172-1250 H) dengan 
karyanya Irsyād al-Fuhūl ilā Tatbīq al-Hāq min ‘Ilm al-Ushūl 
dan generasi abad ke-19 dan awal abad ke-20 Syaikh 
Hudāiri Bek (w. 1927 M) dengan karyanya Ushūl al-Fikih.327 
Pada abad ke-8 H Ibrāhim Ibn Mūsa al-Syātibi dalam 
karyanya al-Muwāfaqāt mempermulasikan teori maqāshid 
al-Syāriah, sayangnya pendekatan maqāshid al-Syātibi 
mengalami kematangan ketika intelektualme muslim berada 
dalam kemunduran sehingga teori ini sekalipun memiliki 
potensi besar untuk melakukan sistematisasi aturan-aturan 
syari’ah tetapi tidak dikembangkan dan diimplementasikan 
 
 327Syaukāni, Konstruksi..., h. 132. 
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oleh sarjana-sarjana muslim sesudahnya bahkan hampir 
sama sekali diabaikan sehingga teori ditemukan kembali 
oleh Muhammad Thāhir Ibn Ashur lebih dari satu abad 
kemudian.328 
Pemikiran maqashid al-syariah yang dibangun oleh Ibn 
‘Asyur dapat dilihat dari berbagai karya-karyanya di 
antaranya Maqashid al-Syariah al-Islamiyah, al-Tahrir wa al-
Tanwir, Alaysa al-Subh bi Qarib dan Ushul Nidzam al-Ijtima 
fi al-Islam. Di dalam kitab “Maqashid al-Syariah al-
Islamiyah” ditemukan bahwa kreasi inovatif dalam bidang 
maqashid al-syariah yang dilakukan Ibn ‘Asyur adalah 
menetapkan pokok-pokok maqasid dan memberikan 
penambahan-penambahan terhadap teori maqashid. Pokok-
pokok maqasid yang ditetapkan Ibn ‘Asyur digolongkan 
menjadi tiga bagian yaitu; Qawaid maqashid ‘ammah. 
Qawaid maqasid Khos dan Kaidah menetapkan Maqashid al-
Syariah (Turuq Itsbat al-maqashid al-Syariyyah).329 
 Sekalipun Ibn ‘Atsur dapat mengembangkan teori 
maqashid yang dianggap  belum final, tetapi paling tidak dia 
telah melakukan terobosan spektakuler dan memberikan 
sumbangan yang berharga bagi generasi berikutnya dalam 
menggali dan merumuskan formula maqasid yang lebih 
detail, dan berakhirnya era al-Syātibi studi tentang ushūl al-
 
328Louay Sāfi, Ancangan Metodologi Alternatif (The Foundation of 
Knowledge: A Comparartive Study in Islam and Western Methods of 
inquiry) diterjemahkan oleh Imām Khori (Yogyakarta: Tiara Wacana, 
2001), h. 143. Ibn ‘Āsyūr dilahirkan dari sebuah keluarga terhormat 
yang berasal dari Andalusia pada tahun 1296 H atau 1879 M dan wafat 
pada tahun 1393 H atau 1973 M. Tempat lahir dan wafatnya sama yaitu 
di Tunis. Tim Penyusun The Encyclopedia of Islam, “Ibn Asyur”, The 
Encyclopedia of Islam. New Edition. Vol. III, (Leiden: tp, 1971), h. 720. 
329Lihat lebih lanjut Ismail Hasani, Nadzariyyat al-Maqasid ‘inda 
Muhammad al- Thahir Ibn ‘Asyur (Cet.I; Virginia: The International 
Institute of Islamic Tought, 1995), h.  426. 
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fikih mengalami kemerosotan yang sangat memprihatinkan 
terutama pada aspek substansi dan metodologi dan dalam 
waktu yang lama tradisi eksplorasi pemikiran spekulatif 
dalam bidang hukum Islam tidak muncul. Para sarjana 
muslim ketika itu hingga menjelang munculnya era 
pembaharuan pada abad ke 17-18 M dan seterusnyahanya 
sebatas mengulang-ulang materi-materi yang sudah ada 
dengan terfokus pada tradisi Ushūl al-Fikih al-Shāfi’iyyah 
khususnya pada Kitab al-Risālah. 
Kondisi di atas mengalami perubahan ketika gerakan 
kebangkitan dan pembaharuan mulai dikumandangkan oleh 
para pembaharu dan pemikir muslim belakangan seperti 
Muhammad ‘Abduh, Muhammad Iqbāl, Muhammad Rāsyid 
Rīda, Fazlūr Rahmān, Yūsuf Qarhdāwi, Mahmud Muhammad 
Tāha, Hāsan Hanāfi, Nasr Hamīd Abū Zayd, Mohammad 
Arkoun, Muhammad Syahrūr dan Hasan Turābi. Pada era 
inilah bangunan sistematika ushūl al-fikih yang telah 
dikodifikasi dipertanyakan kembali.330 
Untuk lebih mengenal corak teoritis pemikiran ushūl 
al-fikih pada era kebangkitan, maka penulis akan mengkat 
teori pemikiran hukum tokoh-tokoh tersebut diantaranya 
adalah Teori Naskh Mahmoud Mohammed Tāha dan Teori 
Nazhariyyah al-Hudūd Muhammad Syahrūr. 
Teori naskh Mahmoud Muhammed Tāha muncul 
sebagai jawaban terhadap problematika metodologi 
pembaruan hukum Islam modern yang sangat menekankan 
pada aspek otentitas sumber hukum dan kontunuitas 
dengan tradisi keilmuan Islam yang pernah ada sebelumnya. 
Setelah sebelumnya melakukan kegiatan-kegiatan spritual 
 
 330Ismail Hasani..., h. 135.  
229 
 
berupa kontemplasi, puasa dan meditasi semata-mata dalam 
rangka mendapatkan setitik pencerahan dari Allah.331 
Teori naskh Tāha berangkat dari teori nask yang telah 
ada tetapi secara konseptual ia berbeda. Pada teori naskh 
klasik, naskh dipahami sebagai penghapusan yang 
berindikasi pada tidak berlakunya lagi kekuatan hukum 
suatu ayat karena datangny ayat yang baru. Selain itu, teori 
naskh klasik bersifat kasuistik tetapi di tangan Tāha makna 
demikian itu berubah secara drastis karena bagi Tāha naskh 
tidak bisa dipahami sebagai penghapusan yang berarti ada 
ayat yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum karena sudah 
tergantikan oleh ayat yang turun kemudian tetapi lebih tepat 
bila dipahami sebagai penundaan dalam aplikasinya. 
Misalnya, ayat-ayat Makkiah tidak diaplikasikan pada 
periode kenabian karena kondisi masyarakat Madinah dan 
Arabia yang dekat dengan zaman jahiliyah dan Nabi sengaja 
tidak memberlakukan ayat-ayat Makkiah yang bersifat 
universal tanpa membedakan gender, suku, bangsa dan 
agamasampai datang suatu masa di mana kondisi 
masyarakat sudah memungkinkan pada waktu ayat-ayat 
Makkiah diberlakukan kembali.332 
Sedangkan yang dimaksud dengan Teori Nazhariyyah 
al-Hudud atau teori batas Muhammad Syahrur adalah bahwa 
terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab 
dan al-Sunnah yang menetapkan batas bawah dan batas 
minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu 
sedangkan batas atas merupakan batas maksimal. Perbuatan 
hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah demikian 
pula yang melebihi batas maksimal dan ketika batas-batas 
 
331Abdullāh Ahmed An-Na’im, Translator Introduction dalam 
Mahmoud Muhammed Tāha The Second Message of Islam (tt: Syracuse 
University Press, 1987), h. 4-5. 
332Syaukāni, Konstruksi..., h. 141. 
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ini dilampaui maka hukuman harus dijatuhkan menurut 
proporsi pelanggaran yang terjadi, jadi manusia dapat 
melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah 
ditentukan dan disinilah menurut Syahrur letak kekuatan 
Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan melahirkan 
jutaan ketentuan hukum dan itulah sebabnya risalah 
Muhammad Saw. Dinamakan Ummu al-Kitāb atau induk 
berbagai kitab dan ketentuan hukum karena sifatnya yang 
hanīf berdasarkan teori batas ini.333 
Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, 
Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori 
batas, yaitu: 
1. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas 
bawah (al-Had al-Adna) dan ini terjadi pada 
macam-macam perempuan yang tidak boleh 
dinikahi (Q.S. an-Nisā (4): 22-23), berbagai jenis 
makanan yang diharamkan (Q.S. al-Māidah (5): 3, 
utang piutang (Q.S. al-Baqarah: 283-284) dan 
tentang pakaian wanita. Ayat-ayat tersebut adalah: 
a. Perempuan yang tidak boleh dinikahi (QS an-Nisā 
(4): 22-23. 
َش    إ ن ه   َك َن فََٰح 
ٓؤ ك م م  َن ٱلن  َس ٓء  إ َل  َم  َقۡ  َسَلَفِّۚ َِ  َوَمۡقت َوََل تَنك ح وا  َم  َنَكَح َءا
بَ َسب يال    َوَس ٓءَ  َو ت ك ۡم  أ م هََٰ َعَلۡيك ۡم  ح ر  َمۡ   لََٰت ك ۡم   َوخََٰ ت ك ۡم  َوَعم َٰ ت ك ۡم  َوَأَخوََٰ َن ت ك ۡم 
َع    َََٰ ٱلر  م  َن  ت ك م  َوَأَخوََٰ ََۡعَنك ۡم  أَۡع  ٓ  
ٱل َٰ ت ك م   َوأ م هََٰ ٱۡل ۡخ    َبَن ت   َو ٱۡلَخ   َبَن ت   َو
   ِف  ح ج وع ك م م  ن ن  َس ٓ  ك م  
  َوأ م هََٰ   ن َس ٓ  ك ۡم َوعَبََٰٓئ ب ك م  ٱل َٰ
ٱل َٰ   َدَخۡلت م ِب  ن  فَ  ن َل ۡ
 
333M. Amin Abdullāh, Paradigma Alternatif Pengembangan Ushūl 
Fikih dan Dampaknya pada Fikih Kontemporer dalam Ainunrofiq (ed) 
‘Mazhab” Yogya: Menggagas Paradigma Ushūl Fikih Kontemporer 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), h. 136.  
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َوَأن  َأۡصلََٰب ك ۡم  م ۡن  ٱل ب يَن  َن ٓ  ك م  
بۡ َأ ٓئ     َوَحلََٰ َعَلۡيك ۡم  ج َن َح  َفاَل  ِب  ن   َدَخۡلت م  َتك ون وا  
 إ ن  ٱّلل َ َك َن َغف وع 
َمع وا  َبۡيَ ٱۡل ۡخَتۡي  إ َل  َم  َقۡ  َسَلَفِۗ
ۡ     يمع ح   اَِ
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 
lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 
dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 
ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; 
ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu 
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan 
yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa 
lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 
 
b. Jenis makanan yang diharamkan (QS al-Māidah (5): 3. 
َوٱۡلم ۡنَخن َق    ب ه ۦ  ٱّلل    ل َغۡي   أ ه     َوَم ٓ  ٱۡۡل نز ير   م  
َوَۡلۡ َوٱل م   َت    ٱۡلَميبۡ َعَلۡيك م   ح ر  َمۡ  
ٱلس   َأَكَ   َوَم ٓ  َوٱلن ر يَح    َوٱۡلم َتَد  يَ    َعَلى َوٱۡلَمۡوق وَذة   ذ ب َح  َوَم   ت ۡم 
يبۡ ذَك  َم   إ َل   ب ع  
 ٱۡليَبۡوَم يَئ َس ٱل ب يَن َكَفر وا  م ن د ين ك ۡم 
ِۗ
ل ك ۡم ف ۡس   م وا  ب ٱۡلَۡ َلََٰ ِّۚ ذََٰ ٱلن ص   َوَأن َتۡستَبۡقس 
َعَلۡيك مۡ  َوأَۡتَۡم    د يَنك ۡم  َلك ۡم  َأۡكَمۡل    ٱۡليَبۡوَم   
َوٱۡخَشۡون ِّۚ َشۡوه ۡم 
ََتۡ ن ۡعَم   َفاَل   
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ۡسلَََٰم د ين ٱۡل  َلك م   ي     َ  َوَع
ر ر   َفَمن  ِّۚ َۡ َمَص   ِف   ٱ ُۡث  م َتَج ن ف  َغۡيَ  َُمۡ  ٱّلل َ  فَ  ن  ل   
 يم  ع ح   َغف وع
Terjemahnya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas 
nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 
panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) 
adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu 
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah 
kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
c. Utang Piutang (Q.S. al-Baqarah (2) : 283. 
َسَفر   َوإ ن َعَلىَٰ  ن   َك ت ب  َِ   وا    َوَلَۡ ك نت ۡم     فَر هََٰ
ِۖ
ََ َ ك م  أَم نَ   فَ  نۡ   م ۡقب و َ   َبۡع  َبۡع
نَبَته   ٱۡؤت  نَ  ٱل ب ي فَبۡليب َؤد      َتۡكت م وا   َوََل  عَب ه  ِۗ ٱّلل َ  َوۡليَبت    أَمََٰ
َ َةِّۚ  فَ  ن هٓ   َيۡكت ۡمَه  َوَمن ٱلش هََٰ
َ  تَبۡعَمل وَن َعل يم  ّلل   َوٱ قَبۡلب ه  ِۗ َءاُث     ِب 
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
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Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
2. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas (al-
Had al-A’la). Ini terjadi pada tindak pidana pencurian 
(QS al-Māidah: 38), dan pembunuhan (QS al-Isra’: 33 
dan al-Baqara: 178 serta al-Nisa: 92).  
a. Tindak Pidana Pencurian (QS al-Māidah (5): 38. 
َ  َكَسَب    ِب  َجَزآَءُ  أَۡي  يَبه َم   َفٱۡقرَع ٓوا   َوٱلس  ع َق    الَوٱلس  ع َّ    َعز يز    َوٱّلل     ٱّلل  ِۗ   م  نَ   َنكََٰ
   يمَحك  
Terjemahnya: 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi 
apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
b. Pembunuhan (Q.S. al-Isra’ (17): 33. 
َمۡ ل وم ٱلنب ۡفَس ٱل    َحر َم ٱّلل   إ َل  ب ٱۡۡلَ   ِۗ َوَمن ق ت َ   تَبۡقتب ل وا   ۡ   َوََل   ل َول ي  ه ۦ َجَعۡلَن  فَبَق




Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu 
(alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara 
zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi 
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli 
waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
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Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. 
 
c. Pembunuhan (Q.S. al-Baqarah (2): 178. 
ب ٱۡلَعۡب    َلىِۖ ٱۡۡل ر  ب ٱۡۡل ر   َوٱۡلَعۡب   
َعَلۡيك م  ٱۡلق َص ص  ِف  ٱۡلَقتبۡ َءاَمن وا  ك ت َ   َيب َه  ٱل ب يَن  َيََٰٓ
َشۡمء   يه   َأخ  م ۡن  َله    ع ف َم  َفَمۡن   
ِّۚ
ب ٱۡل نَبىَٰ  إ لَۡيه    َوأََدآء    ب ٱۡلَمۡعر ون    َفٱت  َب  ُ َوٱۡل نَبىَٰ 
نِۗ  ل كَ  إ  ۡحسََٰ ف يف ذََٰ   ع ب  ك مۡ  م  ن ََتۡ
ِۗ
َٰ  َفَمن  َوَعمۡحَ َ  ٱۡعَتَ  ل كَ  َبۡع  َباف  أَل يم  عَ  فَبَله   ذََٰ
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; 
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan 
dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 
d. Pembunuhan (Q.S. al-Nisa (4): 92.  
 َ َخ إ َل   م ۡؤم ن    يَبۡقت َ   َأن  ل م ۡؤم ن    َوَم  َك َن 
َ   َوَمن  اِّۚ َ   م ۡؤم ن    قَبَت  عَقَبَب   فَبَتۡحر ير    اَخ
  َأن إ َل ٓ  أَۡهل ه ۦٓ  إ ىَلَٰٓ  م َسل َم   َود يَ  م ۡؤم َن 
ِّۚ
ق وا   َوه وَ  ل ك مۡ  َع  و   قَبۡوم   م ن َك نَ   فَ  ن َيص  
 قَبَب  ر ير  عَ فَبَتحۡ  م ۡؤم ن
ِۖ َن َنك مۡ  قَبۡوم ُ  م ن َك نَ   َوإ ن م ۡؤم  نَبه م َبيبۡ َبيبۡ  م َسل َم   َف  يَ  م  يبََٰ  َو
ر ير   أَۡهل ه ۦ إ ىَلَٰٓ 
ِۖ  عَقَبَب  َوَنۡ َن ۡ  َل ۡ  َفَمن م ۡؤم  َي م   َيَ   ٱّلل  ِۗ  م  نَ  تَبۡوبَ  م تَبَت ب َعۡي   َشۡهَرۡين  َفص 
    َعل يم   َحك يم ٱّلل    وََك نَ 
Terjemahnya: 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh 
seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah 
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(tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia 
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman 
serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka 
(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) 
dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara 
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya 
(si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang 
beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, 
maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada 
Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 
3. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah 
sekaligus yang berlaku pada hukum waris pada Q.S. al-
Nisa: 11-14, 176. dan poligami pada Q.S. al-Nisa (4): 3.  
a. Hukum Waris pada Q.S. al-Nisa (4): 11. 
ن َس ٓء   فَ  ن ك ن   َبَيۡي ِّۚ  ٱۡل ن َحظ    م ۡب    ل لب َكر    
أَۡولََٰ  ك ۡمِۖ  ٓ ٱّلل   ِف  يك م   نَبَتۡي    فَبۡوََّ ي وص 
بۡ  ٱ
   َم   ب ل بَ   فَبَله ن  
ِۖ
ۡ  َوإ ن   تَبَرَك َ ة  َك َن َبَوۡيه    ٱلن  ۡصف ِّۚ   فَبَلَه   وََٰح  ه َم   وََٰح    ل ك      َول َ
نبۡ  م  
  َ  لَ  َك نَ   نإ   تَبَركَ  ّم    ٱلس   
ِّۚ َبَواه   َوَوع بَهٓ   َوَل  ل ه   َيك ن َل ۡ  فَ  ن  ه   َوَل   َفِل  م  ه   َأ
ِّۚ
ب ل ث   ٱل
   َفِل  م  ه    إ ۡخَوة   َلهٓ    َك نَ  فَ  ن
ِّۚ
 َ ي    َبۡع    م نُ   ٱلس    َٓ   ي وص م  َوص     أَوۡ   ِب 
ٓؤ ك مۡ   َدۡينِۗ َِ  َءا
َنٓ ؤ ك مۡ  بۡ نَبۡفعلَ   َرف  أَقبۡ   أَيب ه مۡ   َتۡ ع ونَ   ََل   َوَأ  ك ۡم 
ِّۚ   ََ  َعل يم    َك نَ  ٱّلل َ   إ ن   ٱّلل  ِۗ   م  نَ   َفر ي
    مَحك ي
Terjemahnya: 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang 
anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari 
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harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 
ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 
dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 
b. Poligami pada Q.S. al-Nisa (4): 3.  
َمۡبََنَٰ  ٱلن  َس ٓء   م  َن  َلك م  طَ َف  َم   َفٱنك ح وا   ٱۡليَبتَََٰمىَٰ  ِف   ر وا   تب ۡقس  َأَل   ۡفت ۡم  خ  َوإ ۡن 
َأَل    ٓ أَۡدَنَٰ ل َك  ذََٰ أَۡيََٰن ك ۡمِّۚ  َمَلَكۡ   َم   أَۡو  َ ة   فَبوََٰح  تَبۡع  ل وا   َأَل   ۡفت ۡم  فَ  ۡن خ  َوع بَََٰعِۖ  ب لَََٰث   َو
 تَبع ول وا   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana 
kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 
adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 
yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya. 
4. Ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas 
atas berada pada suatu titik lurus. Ini berarti tidak ada 
alternatif hukum lain karena tidak boleh lebih dan tidak 
boleh kurang dari yang telah ditentukan. Menurut 
Syahrūh bentuk keempat ini hanya berlaku pada 
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hukuman zina yaitu seratus kali jilid (Q.S. an-Nur: 2) 
kemudian berdasarkan ayat 3-10 dari surah yang sama, 
hukuman tersebut hanya dapat dijatuhkan dengan 
syarat adanya empat orang saksi atau melalui li’an.  
a. Hukuman Zina pada Q.S. an-Nur (24): 2. 
وََٰح     فَٱۡجل   وا  ك     َوٱلز اُث   ه َم ٱلز ان َي   
نبۡ    م   َ َ   م  
خ ۡبك م  َوََل   َجۡلَ ةِۖ
ۡ
َف   ِب  َم   َر
ۡ
 ِف    عَأ
طَ ٓ  َف     ٱّلل     د ين  َعَباَِب َم   َوۡلَيۡشَهۡ   ر ِۖ  ٱۡلٓخ  َوٱۡليَبۡوم   ب ٱّلل    تب ۡؤم ن وَن   م  نَ إ ن ك نت ۡم 
 َي  ٱۡلم ۡؤم ن  
Terjemahnya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 
maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 
dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari 
akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman. 
5. Ketentuan yang memiliki batas atas dan bawah tetapi 
kedua batas tersebut tidak boleh disentuh karena 
dengan menyentuhnya berarti telah terjatuh pada 
larangan Tuhan. Hal ini berlaku pada hubungan 
pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai 
dari tidak saling menyentuh sama sekali (batas bawah) 
hingga hubungan yang hampir mendekati zina tetapi 
belum berzina berarti keduanya belum terjatuh pada 
batas-batas (hudud) Allah. 
6. Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah 
di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh 
dilampaui sedangkan batas bawah bernilai negatif dan 
boleh dilampaui. Hal ini berlaku pada hubungan 
kebendaan sesama manusia, batas atas yang berniali 
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pisitif berupa riba sementara zakat sebagai batas 
bawahnya yang bernilai negatif. Batas bawah ini boleh 
dilampaui dengan berbagai bentuk sedekah dan batas 
tengahnya yang bernilai zero dalam bentuk pinjaman 
tanpa memungut bunga atau riba.334 
Teori-teori tersebut di atas merupakan hasil 
pemikiran hukum Islam yang gemilang yang sampai 
sekarang diterapkan oleh ahli hukum Islam.Karena itu, tidak 
diragukan bahwa teori-teori tersebut adalah berlandaskan 
pada bentuk epistemologi hukum Islam yang sangat 
modernis karena mampu mengaktualisasikan ajaran Islam 
dalam pada setiap tempat dan waktu. 
B. Teori Pemikiran Mazhab  
Sebagai hasil dari proses pertumbuhan dan 
perkembangan bermazhab, maka dalam sejarah awal hingga 
masa keemasan bermazhab telah muncul berbagai teori 
pemikrian dalam bermazhab, teori-teori tersebut dikenal 
dalam sejarah sosial hukum Islam dengan istilah taklid, 
ittiba, talfiq dan ijtihad. Berikut akan diuraikan teori-teori 
tersebut: 
1. Taklid 
Taklid menurut bahasa berarti meniru atau mengikuti, 
sedang meurut istilah ialah: “Qobuli qaulil qo-il wa anta la 
ta’lamu hujjatah” (menerima pendapat seseorang dan kamu 
tidak mengetahui dari mana sumber atau alasan pendapat 
itu). Hukum dalam Agama Islam dibagi dua yaitu Aqli dan 
Naqli. Untuk aqli, sperti masalah-masalah Tauhid dan keiqlid 
dalam masalah ini, tetapi harus tahu dalilnya walau secara 
global, karena ini menyangkut ushuluddin. 
 
 334Syaukāni, Konstruksi..., h. 144-146. 
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Pengertian Taklid adalah mengambil pendapat ulama 
dengan tanpa mengetahui dalilnya. Mengambil satu hukum 
dengan referensi empat mazhab atau lainnya dengan tanpa 
mempelajari dalilnya, termasuk Taklid. Taklid boleh 
dilakukan oleh orang yang pengetahuannya agamanya 
terbatas, sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk 
mengakses dalil-dalil yang ada. Taklid boleh dilakukan 
hanya kepada ulama-ulama yang benar-benar mengetahui 
ilmu-ilmu agama dan Taklid yang terbaik adalah dengan 
disertai mempelajari dalil-dalil dari pendapat yang 
diikutinya. 
Adapun dalam hukum naqli seperti masalah-masalah 
fikihyah, mayoritas ulama salaf dan khalaf telah sepakat 
bolehnya bertaklid dalam masalah fikih (bermazhab) 
bahkan bisa menjadi wajib bagi kalangan orang awam 
seperti yang ditegaskan Imam al-Syatibi dan Imam Ibnu 
Hajar al-Haitsami. Namun belakangan ini sebagai ulama 
kontemporer khususnya dari kalangan Wahabiyah, 
memfatwakan haramnya taklid dalam masalah-masalah 
fikih, artinya haram bermazhab, dan harus ittiba’ atau 
mengikuti nabi Saw., seperti yang ditegaskan dalam Alquran 
dan hadis dan bukan ittiba’ kepada para imam mujtahid 
yang tidak ma’shum dari dosa dan kesalahan. 
Menurut sebagian besar ulama bahwa diperbolehkan 
bertaklid pada bidang furu’ atau cabang-cabang fikih, 
sedangkan masalah tauhid (keyakinan) tidak boleh 
bertaklid. Namun kalau dikaji secara empiris, tentu sulit 
untuk menerapkan ketentuan seperti ini. Bertaklid kepada 
salah satu dari empat mazhab fikih merupakan tindakan 
terpuji, karena seorang muqallid atau orang yang bertaklid 
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tentu telah berkeyakinan terhadap mazhab yang dianutnya 
dan menganggap mazhab lain salah.335 
Adapun yang harus diketahui dalam bemazhab adalah 
sebagai berikut, yaitu; 
a. Orang yang Taklid (muqallid) kepada salah satu mazhab 
tidak diwajibkan terus menerus bertaklid kepada 
mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbal), 
dan tidak ada larangan baginya untuk pindah ke mazhab 
lain. Semua kaum muslimin telah sepakat berdasarkan 
ijma bahwa setiap orang yang bertaklid kepada seorang 
imam boleh bertaklid kepada imam lain yang ia 
kehendaki kalau sudah meyakini hakekat mazhab 
tersebut. 
b. Pengikut mazhab yang sudah memahami masalah dan 
menguasai dalil-dalilnya dari Alquran dan hadis serta 
menguasai dasar-dasar ijtihad, ia harus bebas (lepas) 
dari imamnya untuk menangani masalah tersebut dan 
haram baginya taklid selama ia mampu melakukan 
ijtihad dalam masalah tersebut dengan berpegang pada 
kemampuan ilmiahnya yang cukup sempurna. Dalam 
hal ini terdapat kesepakatan antara para ulama, bahkan 
di antara para Imam mazhab itu sendiri. 
Oleh karena itu, bagi pengikut yang sudah mampu 
tersebut tidak boleh mengambil pendapat imamnya dan 
mengesampingkan hasil ijtihadnya sendiri dalam suatu 
masalah yang ia pahami dan dalil masalah tersebut. 
c. Semua imam mazhab empat adalah benar. Artinya 
bahwa ijtihad dari mereka, disisi Allah Swt., dianggap 
 





benar andaikata mereka yakin betul akan hakikat 
hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt., kepada para 
hamba-Nya dalam masalah-maslah yang sifatnya 
ijtihadiyyah. Imam mujtahid sekedar berusaha 
melakukan sesuatu menurut petunjuk yang ia peroleh 
dari hasil ijtihadnya.  
Dari sini kita dapat mengetahui bahwa seorang 
muqallid yang mengikuti siapa saja dari mereka berarti 
mengikuti kebenaran dan berpegang teguh kepada petunjuk 
pada saat muqallid mengikuti salah satu mazhab yang ia 
kehendaki, ia tidak boleh mempunyai gambaran bahwa 
mazhab yang lain salah. Oleh karna itu, para ulama telah 
sepakat bahwa seorang pengikut Hanafi yang makmum 
kepada pengikut Syafi’i atau Maliki, hukumnya adalah sah.  
Kemudian tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan kesepakatan para ulama timbul di beberapa negeri 
Islam dan juga pada sekelompok masyarakat, tindakan ini 
terjadi karena lantaran sikap fanatik sebagian kalangan 
masyarakat muslim. Kenyataan seperti ini terjadi dan telah 
meluas di kalangan masyarakat awwam maupun di kalangan 
orang-orang berilmu. Kebiasaan yang telah dilakukan oleh 
orang-orang tersebut dikarenakan dua faktor, yaitu fanatik 
yang tidak mempunyai alasan dan memanfaatkan kelompok 
masyarakat untuk sesuatu kepentingan. 
2. Ittiba 
Ittiba merupakan bentuk masdar dan berasal dari akar 
kata fi’il madi (ittaba’a) yang berarti menurut atau 
mengikuti. Sedangkan orang yang mengikuti dalam hal ini 
disebut dengan muttabi’.336 Kalangan usuliyyin 
mengemukakan bahwa ittiba adalah mengikuti atau 
 
336A.W Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia 
Terlengkap (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 128. 
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menerima semua yang diperintahkan dan yang dilarang atau 
yang dibenarkan oleh Rasulullah Saw.  
Dalam versi lain, ittiba diartikan dengan mengikuti 
pendapat orang lain dengan mengetahui argumentasi 
pendapat yang diikuti. Ittiba dapat dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu; ittiba kepada Allah Swt., dan ittiba kepada 
rasulillah Saw.m. Ittiba kepada Allah Swt., hukumnya adalah 
wajib sesuai firman Allah Swt., dalam Q.S. al-A’raf (7): 3. 
  3َن َتبَك ر و  م   ٱت ب ع وا  َم ٓ أ نز َ  إ لَۡيك م م  ن ع ب  ك ۡم َوََل تَبت ب ع وا  م ن د ون ه ۦٓ أَۡول َي َٓءِۗ قَل يال
Terjemahnya: 
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamnu dari 
Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-
pemimpin selainnya. Amat sedikit kamu mengambil 
pelajaran dari padanya.337 
Adapun ittiba kepada ulama dan mujtahid selain 
Allah Swt., dan rasulullah Saw., terdapat perbedaan 
pendapat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ia 
membolehkan ittiba kepada Rasul sedang pendapat yang 
lain mengatakan bahwa boleh ittiba kepada ulama yang 
dikategorikan sebagai waratsatul anbiya’ atau pewaris para 
nabi dengan mendasarlkan arumentasinya pada firman 
Allah dalam Q.S. al-Nahl (16); 43 yang berbunyi;  
ع َج َل إ َل   قَبۡبل َك  م ن  أَۡعَسۡلَن   مٓ   َوَم ٓ  َ   ل ٓوا  َ َفسۡ   إ لَۡيه ۡمِۖ   ن وح  ََل   أَۡه إ ن ك نت ۡم  ٱلب  ۡكر  
  43تَبۡعَلم وَن 
Terjemahnya;  
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali 
orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada 
 
337Alaiddin Koto, Ilmu Fikih dan Usul Fikih (Cet. I; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 129.  
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mereka, maka bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. 
Sementara menurut Said Ramadhan al-Buthi, ia 
mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ittiba dan 
taklid karena secara linguistik keduanya memiliki makna 
yang serupa. Dalam Alquran Allah Swt., mengambarkan 
bentuk terburuk dari sbuah taklid buta yang tidak 
diperbolehkan dengan menggunakan lafaz ittaba’a.  
3. Talfiq 
Setiap umat Islam yang sudah terkena beban taklif, 
wajib menjalamkan syariat Islam pada setiap aktivitas 
kehidupannya. Dasar yang menjadi pelaksanaan tersebut 
adalah Alquran dan sunnah, akan tetapi setiap mukallaf 
dapat menggali kedua sumber tersebut untuk dijabarkan 
dalam kegiatan hidupnya, karena melihat kenyataan bahwa 
manusia ini berbeda tingkat intelektualitasnya dalam setiap 
bidang dan mengingat sulitnya perangkat yang harus 
dimiliki oleh seorang penggali hukum (mujtahid).338 
Akibatnya tidak semua manusia mendapatkan ketentuan 
hukum dari sumber aslinya, tetapi melalui para mujtahid 
yang sanggup mengistinbatkan hukum dari sumber aslinya 
itu.  
Karena itu, secara bahasa, kata talfiq itu bermakna 
adh-dhammu dan al-jam’u yang berarti menggabungkan. 
Istilah talfiq antar mazhab bisa kita pahami secara 
etimologis sebagai penggabungan beberapa mazhab. Namun 
secara terminologis, ternyata kita tidak menemukan definisi 
ini dari para ulama fikih klasik. Kitab-kitab fikih dan ushul 
 
 338M. Alihasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,1996), h. 88. 
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fikih klasik ternyata tidak mencantumkan pembahasan 
tentang talfiq ini.  
Talfiq merupakan istilah yang lahir sebagai reaksi dari 
berjangkitnya taklid yang telah melanda ummat yang cukup 
lama kemudian talfiq muncul bersamaan dengan 
kembakitan kembali ummat Islam dan eksitensinya 
membawa pro dan kontra di kalangan ummat (fuqaha). 
Talfiq merupakan istilah yang relatif baru dalam kalangan 
lapangan fikih.  
Talfiq adalah suatu sistem fikih, bahwa seorang 
muqallid dapat mengambil sebuah pendapat yang 
dipandang lebih baik (kuat) dan terpercaya dari berbagai 
pendapat fikih yang diakui.  Permasalahan taklid yang telah 
mengundang polemik ulama dari rentang waktu yang cukup 
panjang, pada sekitar abad ke-10 hijriyah telah 
mengantakan kepada gagasan pembatasan taklid, yaitu 
dengan konsep talfiq. Mereka mengatakan bahwa taklid sah 
apabila tidak mengantarkan kepada talfiq. 
Menurut pendapat yang dipilih para ulama, seseorang 
boleh bertalfiq atau mengambil suatu masalah dari seseoang 
mujtahid lain dan boleh ia mengambil beberapa masalah 
dari sesuatu mazhab dan beberapa masalah lagi dari mazhab 
lain.  Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang boleh 
atau tidak bertalfiq. Perbedaan ini bersumber darin masalah, 
apakah boleh atau tidak seseorang berpindah dari satu 
mazhab ke mazhab lain.339 
Para ulama dalam menghadapi masalah ini terbagi 
kepada kelompok ulama yang tidk membolehkan, mereka 
beralsan bahwa manakalah seseorang telah memilih sesuatu 
mazhab, ia harus berpegang pada mazhab tersebut, dan 
tidak dibenarkan berpindah, baik secara keseluruhan 
 
339Alihasan…, h. 89. 
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maupun hanya sebagian kepada mazhab yang lain. Begitu 
pula dengan seorang mujtahid ketika ia sudah memilih salah 
satu dalil, ia harus berpegang kepada dalil tersebut. 
Sementara kelompok ulama yang membolehkan talfiq 
beralasan bahwa tidak boleh kita halangi seseorang 
mengikuti yang mudah-mudah karena seseorang boleh 
mengambil mana saja yang enteng apabila ia memperoleh 
jalan untuk itu.  
Mengacu pada pendapat di atas, maka boleh seseorang 
bertalfiq dan boleh mencari yang mudah-mudah itu dalam 
satu hukum yang tersusun dari dua ijtihad. Alasan lain 
adalah bahwa manusia sejak dari zaman sahabat hingga 
lahir mazhab-mazhab itu, bertanya tentang apa yang mereka 
perlukan kepada ulama-ulama yang berbeda-beda pendapat, 
tanpa ada teguran dari siapa pun, baik ia mengikuti yang 
mudah-mudah saja maupun ia mengikuti yang berat. 
Atas dasar itu, persoalan talfiq dapat diklasifikasi 
kedalam dua bentuk, yakni; talfiq yang dibolehkan, yaitu 
dengan mengambil pendapat-pendapat pada Mujtahid 
(mazhab) dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. 
Kemudian talfiq yang tidak dibolehkan yaitu dengan 
mengambil yang paling mudah dari pendapat-pendapat para 
mujtahid dalam suatu masalah. 
Dari segi kemaslahatannya, maka talfiq diperbolehkan 
dengan alasan, yaitu 1) Tidak ada nas yang mewajibkan 
seseorang harus terikat kepada salah satu mazhab. 2) Pada 
hakikatnya talfiq hanya berlaku pada masalah fikih yah. 3) 
Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah mazhab 
berarti akan mempersulit ummat. Hal ini bertentangan 
dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan ada 
kemudahan dan kemaslahatan, yaitu; 1) pendapat yang 
membenarkan harus bermazhab, adalah dari para ulama 
muta’akhirin setelah mereka terjangkit penyakit panatik 
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bermazhab. 2) Memperbolehkan talfiq tidak hanya akan 
membawa kelapangan, tetapi akan membawa kebawa 
Hukum Islam yang dinamis. 3) Kenyataan yang terjadi di 
kalangan sahabat, bahwa orang boleh meminta penjelasan 
hukum kepada sahabat yang junior, walaupun ada sahabat 
yang senior.340 
Itulah di antara keterangan mengenai talfiq yang 
merupakan konsep baru dalam lapangan Hukum Islam yang 
sampai saat ini eksetensinya telah membawa kepada pro 
dan kontra. Bagi ulama yang membolehkan beralasan, 
bahwa talfiq sesuai dengan prinsip penetapan hukum yang 
ditunjukka syara’ yaitu tidak menyulitkan. Tetapi 
kemudahan yang diberikan oleh agama tersebut jangan 
dimudah-mudahkan. Para ulama membolehkan talfiq ini 
dengan tujuan untuk memperkecil fanatisme terhadap satu 
mazhab atau menghindarkan perpecahan di kalangan 
ummat Islam dan juga akan memetik dinamika hukum Islam. 
Bagi ulama yang tidak memperbolehkan talfiq mereka 
adalah dari kelompok yang berpegang teguh kepada 
pendapat para Imamnya yang telah dijangkiti penyakit 
Taklid dan fanatik mazhab. Untuk lebih menjelaskan apa 
yang dimaksud dengan talfiq antara mazhab, saya akan 
memberikan beberapa contoh talfiq dalam kehidupan 
sehari-hari kita dalam beribadah atau bermuamalah. 
Dalam Mazhab Syafi’iyah, sebagaimana kepala atau 
beberapa helai rambut telah basah, maka hal itu sudah 
dianggap sah dalam mengusap kepala sebagai rukun wudhu. 
Sedangkan dalam Mazhab Al-Hanafiyah, yang disebut 
mengusap kepala itu haruslah seluruh kepala. Sementara, di 
dalam mazhab Asy-Syafi’iyah, seorang laki-laki yang 
menyetuh kulit perempuan ajnabiyah (bukan mahram) 
 
340Alihasan…, h. 91. 
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tanpa alas atau pelapis, dianggap telah batal wudhunya. 
Sedangkan mazhab Al-Hanabilah tidak demikian, karena 
batalnya wudhu hanya bila terjadi hubungan suami-istri. 
Bentuk talfiq dalam hal ini adalah ketika seseorang 
dalam wudhu mengambil sebagian mazhab Asy-Syafi’iyah 
dan sebagian lagi dari mazhab Al-Hanabilah. Misalnya, dia 
mengatakan bahwa cukuplah mengusap beberapa helai 
rambut sebagai bentuk mengusap kepala (mazhab Asy-
Syafi’iyah), namun berpendapat bahwa sentuhan kulit 
antara laki-laki dan perempuan ajnabiyah tidak 
membatalkan wudhu’ (mazhab Al-Hanafiyah). 
Seandainya bentuk wudhu yang baru diciptakan ini 
disodorkan kepada masing-masing mazhab, yaitu kepada 
mazhab Asy-Syafi’iyah dan mazhab Al-Hanafiyah, pastilah 
kedua mengatakn bahwa wudhu hasil talfiq itu tidak bisa 
diterima. Mazhab Asy-Syafi’iyah mengatakan tidak terima, 
karena orang itu telah batal menyentuh kulit wanita tanpa 
alas, sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan wudhu 
itu tidak sah, karena tidak seluu kepala kena air. 
Dalam mazhab Al-Hanafiyah, sebuah pernikahan tidak 
mensyaratkan harus ada wali, khususnya bagi wanita yang 
sudah pernah menikah sebelumnya. Dalam mazhab Al-
Malikiyah, sebuah pernikahan sudah dianggap sah meskipun 
tidak ada saksi-saksi, dan dalam pandangan mazhab Asy-
Ayafi’iyah, seandainya seorang istri ridha tidak diberi mahar, 
maka pernikahan tetap sah hukumnya. 
Ketiga pendapat yang berbeda itu kalau ditalfiq, akan 
menjadi sebuah model pernikahan baru tapi pernikahan 
jadi-jadian, dan sudah dipastikan bahwa semua mazhab 
pasti akan menolak model pernikahn seperti ini, karena 
dalam sudut pandang masing-masing mazhab, pernikahn itu 
tidak sah. Pernikahan model ini pada prinsipnya sama saja 
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dengan perzinaan, namun dengan mengatas namakan 
pernikahan. Dan ini adalah salah satu talfiq yang unik. 
4. Ijtihad 
Ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) 
untuk menemukan hukum agama (syara’), melalui salah 
satu dalil syara’ dan tanpa cara tertentu, maka hal tersebut 
merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-
mata dan hal tersebut tidak di namakan ijtihad. 
Ijtihad ialah mencurahkan segala tenaga (pikiran) 
untuk menemukan hukum agama (syara’), melalui salah 
satu dalil syara’ dan tanpa cara tertentu. Tanpa dalil syara' 
dan tanpa cara tertentu, maka hal tersebut merupakan 
pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan hal 
tersebut tidak dinamakan ijtihad. 
Adapun yang menjadi objek ijtihad ialah setiap 
peristiwa hukum yang sudah ada nasnya yang bersifat 
zhanni, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali. Bagi 
peristiwa-peristiwa yang sudah ada nasnya, berijtihad 
dengan jalan memahami nasnya yang memungkinkan 
mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran. Objek 
ijtihad ialah nas-nas yang bersifat zhanni ataupun yang tidak 
ada nasnya sama sekali. Hal ini juga berarti bahwa ijtihad 
adalah lebih luas dari kiyas, setiap ada kiyas tentu terdapat 
ijtihad, tetapi belum tentu setiap ada ijtihad terdapat kiyas. 
Ijtihad dibuka dalam segala bidang, termasuk dalam 
masalah-masalah ritual dan fikih. Hanya yang perlu 
diketahui di sini adalah ijtihad dengan cara, metodologi dan 
etika yang benar, sesuai dengan dalil-dalil yang ada.341 
Adapun yang menjadi objek ijtihad ialah setiap 
peristiwa hukum yang sudah ada nasnya yang bersifat 
 
 341Alihasan…., h. 33. 
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zhanni, ataupun yang belum ada nasnya sama sekali. Bagi 
peristiwa-peristiwa yang sudah ada nasnya, berijtihad 
dengan jalan memahami nasnya yang memungkinkan 
mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran. 
Umpamanya, apakah nas itu bersifat khusus, selanjutnya 
kalau bersifat umum, apakah di batasi keumumannya. Bagi 
peristiwa-peristiwa yang tidak ada ketentuan nasnya, maka 
obyek ijtihad dalam soal ini ialah meneliti hukumnya dengan 
jalan memakai kiyas atau istihsan, maslahah mursalah dan 
dalil-dalil hukum lainnya. 
Dengan demikian berarti bahwa obyek ijtihad ialah 
nas-nas yang bersifat zhanni ataupun yang tidak ada nasnya 
sama sekali. Hal ini juga berarti, bahwa ijtihad adalah lebih 
luas dari kiyas, setiap ada kiyas tentu ada ijtihad, tetapi 
belum tentu setiap ada ijtihad terdapat kiyas.  
Berkenaan dengan ijtihad dan kiyas ini, ada yang 
memandang sama aja antara ijtihad dan kiyas, seperti Imam 
Syafi’i oleh karena ijtihad telah tumbuh sejak awal Islam, 
yakni pada msahabat dan perkembangannya menjadi lebih 
pesat ketika memasuki periode tabi’in serta gebersi 
selanjutnya. Dalam perjalanannya yang begitu panjang 
perkembangan ijtihad telah mengalami pasang surut 
berdasarkan ciri dan kekhususan masing-masing sesuai 
periode pertumbuhan dan perkembangannya. 
Jika diamati secara seksama beberapa kitab yang 
memarkan tentang sejarah pertumbuhan dan 
perkembangan fikih, seperti kitab “Tarik al-Mazahib al-
fikhiyyah”, kitab Tarikh al-Fikih al-Islamiy”, terdapat 
beberapa kesamaan yang erat antara ijtihad dan fikih. Hal 
ini, disebabkan olehn karena prodak ijtihad adalah juga 
hukum-hukum yang terkait dengan tindakan seorang 
mukalaf sebagai objek pembahasan fikih, selanjutnya 
dibukukan kedalam berbagai kitab fikih.  
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Sebaliknya, fikih itu merupakan kumpulan hukum 
syara’ yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang 
hukum digali dari berbagai dalil-dalil nas berdasarkan 
proses ijtihad. Karena itu, dari keterkaitan itu dapat 
disimpulkan bahwa hasil proses ijtihad adalah salah satu 
sumber istidlal hukum Islam setelah Alquran dan hadis. 
Keterkaitan ijtihad dan fikih ini dapat dipahami oleh karena 
ditemukan persamaan periodesasi pertumbuhan dan 
perkembangan ijtihad tersebut, ini juga didukung oleh fakta 
bahwa pada umumnya para pemerhati dan penulis fikih 
telah penetapan perodesasi pertumbuhan dan 
perkembangan ijtihad sesuai dengan ciri dan kekhasan yang 
terdapat pada setiap periode tertentu.342  
Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa berijtihad itu 
hukumnya wajib dan di antara alasan yang dikemukakan 




َٰٓأ ِينَ ٱ يَ ِطيُعواْ  َّلذ
َ
َ ٱَءاَمنُوٓاْ أ ِطيُعواْ  ّللذ
َ
ْوِِل  لرذُسوَل ٱَوأ
ُ
رِ ٱَوأ مأ
َ ۖۡ  ۡلأ مِنُكمأ
إََِل   فَُردُّوهُ  ٖء  ََشأ ِِف  تُمأ  تََنَٰزَعأ ِ ٱفَإِن  ِمنُوَن   لرذُسولِ ٱوَ   ّللذ تُؤأ ُكنتُمأ  إِن 
 ِ ِ ٱب َوأمِ ٱوَ  ّللذ
سَ  ٓأۡلِخرِ  ٱ ۡلأ حأ
َ




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 
 342Yusuf al-Qardlawy, Ijtihad Dalam Syaria’at Islam (Jakarta: PT 
Bulan Bintang, 1987), h. 13-14. 
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Dalam Q.S. al-Hasyar (59): 2 Allah Swt., berfirman, 
yaitu; 
ر   …   2َفٱۡعَتُب  وا  َيََٰٓ و ِل  ٱۡلَۡبصََٰ
Terjemahnya: 
Maka ambillah ibarat wahai orang-orang yang 
mempunyai pandangan.  
Berdasarkan ayat yang kedua, maka bagi orang yang 
ahli memahami dan merenungkan sesuatu, diperintahkan 
untuk mengambil ibarat, ini berarti mengharuskan mereka 
melakukan ijtihad. 
Sementara dalam hadis alasan yang dijadikan dasar 
terhadap perlunya ijtihad dalam menemukan dalil legalitas 
ijtihad adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muaz bin 
Jabal. Riwayat Muaz bin Jabal ini seperti yang telah 
dikemukakan di atas dapat dijadikan sebagai dalil wajibnya 
melakukan ijtihad karena secara tidak langsung nabi telah 
merestui apa yang telah dipikirkan oleh Muaz bin Jabal 
tersebut.343 
C. Fatwa Hukum Ulama 
Hukum Islam merupakan salah satu ruang ekspresi 
pengamalan agama yang amat penting dalam kehidupan 
umat Islam, bahkan seorang pengkaji Islam menyebutkan 
bahwa hukum Islam merupakan ikhtisar pemikiran Islam, 
manipestasi paling tipikal dari cara hidup muslim dan 
merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri.  
 
 343Ali Hasan, Perbandingan..., h. 33–41. 
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Dalam perkembangannya, hukum Islam telah 
melahirkan berbagai produk pemikiran dan setiap 
pemikiran hukum Islam pada hakekatnya juga merupakan 
hasil dari adanya interaksi antara si pemikir hukum Islam, 
baik berupa individu maupun institusi formal dengan 
lingkungan sosial kultural maupun sosial politik di mana 
pemikiran itu dihasilkan. Salah satu prodak pemikiran 
hukum tersebut adalah fatwa ulama.  
Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu 
al-fatwa, dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, 
nasihat, jawaban pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang 
hukum. Sebagaimana dikutip Rifyal Ka’bah dalam buku Hans 
Wehr yang berjudul A. Dictionary of Modern Written Arabic, 
disebutkan bahwa fatwa diartikan sebagai “official legal 
opinion” atau pendapat dalam bidang hukum.344 
Yusuf Qardhawi memberikan pengertian secara istilah 
dengan mengartikan fatwa sebagai hukum yang 
menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai 
jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun 
kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak. Menurut al-
Jurjani, fatwa berasal dari al-fatwa atau al-futya yang berarti 
jawaban terhadap suatu permasalahan (musykil) dalam 
bidang hukum.345 
Zamakhsyari berpendapat bahwa secara terminologis 
fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu 
masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut 
Syatibi, fatwa dalam arti al-ifta berarti keterangan-
 
344Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 
Universitas Yarsi, 1998), h. 212. 
345Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 65. 
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keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk 
diikuti.346 
Pengertian fatwa yang lain adalah pendapat mengenai 
suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau 
jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta 
fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.347 Dalam ilmu usul 
fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang 
mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta 
fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.348 
Pengertian secara umum tentang fatwa adalah suatu 
pendapat hukum secara syar’i atas suatu permasalahan yang 
diajukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki 
kekuatan mengikat.349 
Dari pengertian fatwa tersebut di atas, terdapat dua hal 
penting yang menjadi karakteristik dalam fatwa tersebut, 
yaitu;  
a. Fatwa bersifat responsif karena fatwa menjadi jawaban 
hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya 
suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on 
demand). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai 
jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau 
kasus yang telah terjadi atau nyata. 
b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum 
tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa 
(mustafti), baik perorangan, lembaga, maupun 
masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum 
 
346Salma Barlinti..., h. 65. 
347Abdul Azis Dahlan., et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 
(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000) h. 326. Rifyal Ka’bah, Hukum 
Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h.  2 & 212. 
348Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi..., h. 326-328 
349Salma Barlinti, Kedudukan…, h. 65. 
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yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa 
fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan 
(qadha). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat 
berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. 
Apabila fatwa ini diadopsi menjadi keputusan pengadilan 
maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
apalagi jika diadopsi menjadi hukum positif dan menjadi 
regulasi suatu wilayah tertentu.350 
Jika dikaji lebih dalam, maka sesungguhnya fatwa-
fatwa ulama atau mufti bersifat kasuistik karena fatwa 
tersebut hanya merupakan respon atau jawaban terhadap 
pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa tidak 
mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa tidak 
harus mengikuti fatwa hukum yang diberikan kepadanya, 
tapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena 
merupakan respons terhadap perkembangan baru yang 
sedang dihadapi masyarakat atau orang yang meminta 
fatwa.  Kandungan fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, 
tapi jawaban atas pertanyaan tersebut akan selalui dinamis 
karena berlandasakn pada perkembangan yang terjadi saat 
fatwa hukum dibutuhkan oleh masyarakat.  
Legalitas fatwa di dalam Islam merupakan sesuatu 
yang telah ada sejak masa nabi, hal ini disebabkan oleh 
karena banyak sahabat nabi yang mengajukan pertanyaan-
pertanyaan atas persoalan sosial, budaya dan masalah 
hukum yang dihadapi saat itu, maka jawaban-jawaban yang 
diberikan oleh nabi saat itu ada dua bentuk yaitu; Pertama, 
jawaban yang langsung diberikan oleh Allah Swt., melalui 
malaikat Jibril yang tercantum dalam Alquran. Kedua, 
jawaban yang berupa pendapat nabi sendiri yang kemudian 
dikenal sebagai asbab al-wurud sebuah hadis.  
 
350Salma Barlinti..., h. 65-66 
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Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban ini dapat dilihat 
pada ayat-ayat Alquran dan hadis nabi. Di antara ayat-ayat 
Alquran menyebutkan kata fatwa tersebut dapat dilihat pada 
beberapa ayat yang menggunakan kata fatwa ( فتَى) dengan 
berbagai derivasinya seperti yang terkandung dalam ayat-
ayat berikut ini:  
1) Kata (أفَّت) afta pada QS. Yusuf (12): 43. 
َبَقرََٰت  َسۡبَع  أََع َٰ   ٓ ٱۡلَمل ك  إ ُث   َ نَوقَ َ   ك ل ه ن     
ۡ
ب لََٰ   َوَسۡبعَ  ع َج ن َسۡبع   ََي
 س نبُ
ر َۡ   َوأ َخرَ  خ 
ِۖ َيب َه  َيب سََٰ ت وُث  ِف  ع ۡءيَََٰم إ ن ك نت ۡم ل لر ۡءَي تَبۡعُب  وَن  َيََٰٓ
  43ٱۡلَمَِل  أَفبۡ
Terjemahnya: 
Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari 
kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh 
ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 
tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh 
bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang 
kering. "Hai orang-orang yang terkemuka: 
"Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu 
jika kamu dapat mena'birkan mimpi." 
 
2) Kata (يفتيكم) yuftikum dan kata (يستفتونك) yastaftunaka 
pada QS. an-Nisa (4): 127. 
ٱۡلك تََٰ  ِف   َعَلۡيك ۡم ِف   َلىَٰ 
يب تبۡ َوَم   ف يه ن   يب ۡفت يك ۡم  ٱّلل    ق    ٱلن  َس ٓء ِۖ  َوَيۡستَبۡفت وَنَك ِف  
َم ن   ك ت َ   َم   تب ۡؤت وَن ن   ََل  ٱل َٰ    ٱلن  َس ٓء   تَنك ح وه ن  يَبتَََٰمى  َأن  َوتَبۡرَغب وَن   
َخۡي  م ۡن  تَبۡفَعل وا   َوَم    
ب ٱۡلق ۡس  ِّۚ ل ۡليَبتَََٰمىَٰ  تَبق وم وا   َوَأن  ن   ٱۡلو ۡل ََٰ َعف َي م َن 
َۡ  ٗ  َوٱۡلم ۡسَت
  127  ٱّلل َ َك َن ب ه ۦ َعل يم فَ  ن 
Terjemahnya: 
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para 
wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu 
tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu 
dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para 
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wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada 
mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang 
kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak 
yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh 
kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara 
adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. 
 
3) Kata (ف ستفته) fastaftihim pada QS. Ash-Shaffat (37): 11.  
 إ   َخَلۡقنََٰه م م  ن ط ي 
  11 َل   ف ُ َفٱۡستَبۡفت ه ۡم أَه ۡم َأَش  َخۡلق   أَم م ۡن َخَلۡقَن ِّۚٓ
Terjemahnya: 
Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah); 
"Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya 
ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu." 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari 
tanah liat. 
Sementara menurut Yusuf Musa, sebagaimana 
dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “al-Islam wa Hajah 
al-Insaniyah Ilayh” menyebutkan bahwa permintaan fatwa 
terhadap nabi dapat dilihat dari percakapan sahabat dengan 
nabi sebagaimana yang terdapat dalam hadis nabi. Yusuf 
Musa menjelaskan bahwa jika nabi ditanyakan hukum suatu 
masalah atau muncul masalah baru di antara mereka yang 
menurut mereka harus segera diputuskan ketentuan 
hukumnya, maka beliau menunggu turunnya wahyu. Jika 
wahyu yang dimaksud turun, maka wahyu itulah yang 
memberikan jawaban atau ketentuan hukumnya, inilah yang 
kemudian disebut dengan asbab al-nuzul ayat. Akan tetapi 
jika tidak, maka berarti beliau diizinkan Allah untuk 
menjawab atau memberikan ketentuan hukum terhadap 
masalah yang ditanyakan tersebut oleh para sahabat namun 
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jawaban nabi selalu berlandaskan pada wahyu dan buka 
berlandaskan pada hawa nafsunya”. 351 
Fatwa nabi ini sifatnya sangat mengikat para sahabat 
karena para sahabat meyakini kebenarannya dan tidak 
dapat diubah sepanjang masa. Jika melihat pada sisi hukum, 
fatwa-fatwa terhadap pertanyaan bidang muamalah adalah 
bersifat mengikat dan berlaku tidak hanya bagi orang yang 
bertanya pada saat itu, tetapi juga bagi semua umat Islam 
sepanjang masa.352 
Setelah Rasulullah Saw., wafat, pertanyaan dari 
masyarakat mengenai ajaran Islam tetap terus hadir sesuai 
dengan peristiwa yang terjadi pada masanya. Pada masa 
sahabat (khalifah), tugas mengelaurkan fatwa hukum 
diambil alih oleh para sahabat dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang ada saat itu. Keberanian para sahabat 
mengeluarkan fatwa sepeninggal nabi didasari pada restu 
nabi kepada para sahabat untuk untuk berfatwa dalam 
rangka mendakwakan dan menyebarkan Islam.353 
Pada perkembangan selanjutnya, konsep fatwa dalam 
Islam terus mengalami perkembangan, sehingga banyak 
melahirkan kumpulan fatwa hingga masa kini, sebagaimana 
dijelaskan oleh Atho’ Mudzhar dalam bukunya yang berjudul 
“Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang 
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.” Atho’ Mudzhar 
menyebutkan bahwa mufti pertama yang tercatat dalam 
sejarah Islam adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i (wafat 95 
 
351Salma Barlinti..., h. 75-76. 
352Salma Barlinti…, h. 76. 
353Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam, (Jakarta: 
eLSAS, 2008), h. 20.  
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H), Atha’ bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abd Allah bin Abi 
Nujaih (w. 132 H).354 
Akan tetapi penghimpunan fatwa-fatwa belum 
dilakukan hingga abad ke-12. Dikalangan mazhab Hanafi, 
kumpulan fatwa yang paling awal adalah yang ditulis oleh 
Burhan ad-Din bin Maza (w. 570 H/1174 M) berjudul 
Zakhirat al-Burhaniyyah, oleh Qadi Khan (w. 592 H/1196 M) 
berjudul al-Khaniyyah, oleh Siraj ad-Din as-Sanjawi (w. abad 
ke-6 H.) berjudul as-Sirajiyyah, dan oleh Ibn al-Ali ad-Din (w. 
800 H/1397M) berjudul Tatar Khaniyyah. Di kalangan 
mazhab Maliki, kumpulan fatwa paling awal adalah dari al-
Wansyarisi (w. 914 H/1508 M) berjudul al-Mi’yar al-
Maghrib. Di kalangan mazhab Hanbali ada 5 jilid Kitab 
Majmu al-Fatawa atau dalam terbitan lain berjudul al-
Fatawa al-Kubra’ oleh Ibnu Taymiyyah. Pada abad ke-17, 
kumpulan fatwa yang paling tersohor adalah buatan India 
yang dikenal dengan judul Fatawa Alamqiriyyah.355 
Kitab-kitab fatwa ulama kontemporer di antaranya 
adalah al-Fatawa oleh oleh Mahmud Syaltut, Yas’alunaka fi 
ad-Din wa al-Hayah oleh Ahmad Syarbashi, al-Fatawa oleh 
Syekh Mutawalli asy-Sya’rawi, dan al-Fatawa oleh Yusuf al-
Qardawi. Keempatnya adalah tokoh fikih dari Mesir. Kitab-
kitab ini, kemudian banyak dijadikan sebagai sumber 
rujukan fatwa di beberapa negara Islam saat ini, seperti 
Mesir, Arab Saudi, Suriah, dan Maroko, mufti merupakan 
posisi penting dan memiliki lembaga resmi yang mengurus 
berbagai persoalan umat Islam. Mufti ini tidak terikat 
 
354Muhammad Atho Mudzar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama 
Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 
1975-1988, (Jakarta: INIS, 1993), h. 2. Lihat juga Rifyal Ka’bah, Hukum 
Islam di Indonesia, (Jakarta; Universitas Yarsi, 1998), h. 214. 
355Dikutip Atho Mudzar dalam N. J. Coulson, A History of Islamic 
Law (Edinburgb university Press, 1964), h. 143.  
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dengan salah satu mazhab, tetapi bersifat komprehensif 
dengan mempertimbangkan berbagai pendapat mazhab, 
sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat.356 
Di Indonesia dijumpai juga berbagai kitab yang berisi 
fatwa ulama fikih Indonesia, di antaranya adalah fatwa 
tentang “Soal Jawab Berbagai Masalah” oleh Abdul Qadir 
Hasan, Tanya “Jawab Agama dan Kata Berjawab” oleh Tim 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih 
Muhammadiyyah dan “Kumpulan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia” dan lain-lain.357  
Untuk menjadi seorang mufti ulama usul fikih 
mengemukakan persyaratan seorang mufti agar fatwanya 
dapat dipertanggungjawabkan, yaitu (1) baligh, berakal, dan 
merdeka; (2) adil;358 dan (3) memenuhi persyaratan 
seorang mujtahid atau memiliki kapasitas keilmuan untuk 
memberikan untuk memberikan fatwa.359 
Sebagai sebuah prodak pemikiran hukum yang 
berlandaskan pada kepekaan realitas sosial, maka 
keberadaan fatwa hukum tidak dapat dilepaskan dari 
berbagi faktor yang mempengaruhi keluarnya sebuah fatwa 
hukum. Rohadi Abdul Fatah menyebutkan beberapa faktor 
yang mempengaruhi lahirnya sbuah fatwa, yaitu:360 
 
356Salma Barlinti, Kedudukan…, h. 67. 
357Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi…, h. 328. 
358Imam al-Gazali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan adil 
adalah sesorang yang istikamah dalam agamanya dan memelihara 
kehormatannya pribadinya. Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi…, h. 327. 
359Berdasarkan persyaratan ini, seorang mufti tidak harus seorang 
laki-laki. Wanita pun boleh menjadi mufti asal memenuhi persyaratan di 
atas. Lihat Salma Barlinti, Kedudukan…, h. 68. 
360Rohadi Abd. Fatah, Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fikih 
Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 119-121. 
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a) Perubahan sosial budaya 
Perubahan sosial dan budaya sedikit banyak telah 
memberikan pengaruh terhadap penetapan fatwa. Hal ini 
dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya 
perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah adanya 
perbedaan sosial budaya. Hal ini tentu saja akan 
memberikan pengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan 
oleh para ulama, karena tuntutan sosial akan berbeda-beda 
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di samping itu, 
perkembangan sosial budaya satu tempat dengan tempat 
lainnyan tidaklah sama kemajuan yang dialaminya. 
b) Perkembangan Pengetahuan Modern 
Faktor perkembangan pengetahuan modern sangat 
memberi warna pada penetapan fatwa terhadap berbagai 
persoalan yang dihadapi. Banyak ilmu pengetahuan yang 
berkembang belakangan ini belum muncul pada masa para 
mujtahid fikih merumuskan fatwanya. Misalnya kalau 
berpegang pada definisi khamar yang menurut ulama fikih 
terdahulu bahwa khamer terbuat dari perasan anggur saja, 
maka teori tersebut saat ini telah ditolak oleh ilmu 
pengetahuan modern. Pengetahuan modern mengatakan 
bahwa zat yang efektif yang dapat membuat mabuk adalah 
alkohol. Alkohol terdapat dalam minuman yang berasal dari 
buah apel, gandum, kurma, bawang merah, dan sebagainya. 
c) Kebutuhan dan Tuntutan Zaman 
Faktor lain yang turut mempengaruhi penentuan fatwa 
adalah tuntutan zaman dan kebutuhannya yang 
mengharuskan para pakar fikih kontemporer untuk 
memperhatikan kenyataan yang tujuannya untuk 
mempermudah serta memperingan hukum cabang (furu’) 
yang bersifat operasional baik dalam perkara ibadah 
maupun muamalah. Di antara tuntutan zaman misalnya, 
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membolehkan seorang perempuan bepergian dengan 
pesawat terbang tanpa pengawalan muhrimnya dengan izin 






























361Muhammad Shuhufi, Metode Ijtihad Lembaga-lembaga Fatwa: 
Studi Kritis terhadap Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di 




FILOSOFI MODERASI BERMAZHAB 
 
A. Konsepsi Moderasi Bermazhab 
Kata moderasi dalam bahasa Arab diartiakan dengan 
al-wasathiyah. Secara bahasa al-wasathiyah berasal dari 
kata wasath. Al-Asfahaniy mendefenisikan wasath dengan 
sawa’un yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau 
dengan keadilan, yang tengah-tengah atau yang standar atau 
yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga 
dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis 
kebenaran agama.362 Sedangkan makna yang sama juga 
terdapat dalam Mu‟jam al-Wasit yaitu adulan dan khiyaran 
sederhana dan terpilih.363 Ibnu Asyur mendefinisikan kata 
wasath dengan dua makna. Pertama, definisi menurut 
etimologi, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah, 
atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya 
sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi, makna 
wasath adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar 
pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan 
dalam hal tertentu.364 
Dalam Merriam-Webster Dictionary (kamus digital) 
yang dikutip Tholhatul Choir, moderasi diartikan menjauhi 
perilaku dan ungkapan yang ekstrem. Dalam hal ini, seorang 
yang moderat adalah seorang yang menjauhi perilaku-
 
362Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, Mufradat al-Fadz al-Qur‟an 
(Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869.  
363Syauqi Dhoif, al-Mu‟jam al-Wasith (Mesir: ZIB, 1972), h. 1061. 
364Ibnu Asyur, at-Tahrir Wa at-Tanwir (Tunis: ad-Dar 
Tunisiyyah,1984), h. 17-18. 
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perilaku dan ungkapan-ungkapan yang ekstrem.365 Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi atau 
wasathiyah adalah sebuah kondisi terpuji yang menjaga 
seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap ekstrem; 
sikap berlebih-lebihan (ifrath) dan sikap muqashshir yang 
mengurang-ngurangi sesuatu yang dibatasi Allah swt., sifat 
wasathiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan 
Allah Swt., secara khusus. Saat mereka konsisten 
menjalankan ajaran-ajaran Allah swt., maka saat itulah 
mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah 
menjadikan umat Islam sebagai umat moderat; moderat 
dalam segala urusan, baik urusan agama atau urusan sosial 
di dunia.366  
Wasathiyah atau pemahaman moderat adalah salah 
satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh agama-
agama lain. Pemahaman moderat menyeru kepada dakwah 
Islam yang toleran, menentang segala bentuk pemikiran 
yang liberal dan radikal.367 Terkait dengan ciri-ciri 
wasatiyyah atau moderasi, maka menurut Afrizal Nur dan 
Mukhlis, seorang muslim yang moderat memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:368 
1. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman 
dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan 
dalam beragama) dan tafrith (mengurangi ajaran 
agama) 
 
365Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, dkk, Islam Dalam Berbagai 
Pembacaan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 468.   
366Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur‟an: 
(Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar 
AtTafsir)”, Jurnal An-Nur, (Vol. 4, No. 2 Tahun 2015), h. 209. 
367Afrizal Nur dan Mukhlis, “Konsep.., h. 209.  
368Afrizal Nur dan Mukhlis…, h. 212-213. 
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2. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan 
pengamalan agama secara seimbang yang meliputi 
semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, 
tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat 
membedakan antara inhiraf (penyimpangan,) dan 
ikhtilaf (perbedaan) 
3. I‟tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu 
pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi 
kewajiban secara proporsional. 
4. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati 
perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai 
aspek kehidupan lainnya 
5. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif 
pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi 
dan asal usul seseorang 
6. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan 
diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai 
mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di 
atas segalanya 
7. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip 
reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang 
mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman 
dengan berpijak pada kemaslahatan umum (mashlahah 
“ammah) dengan tetap berpegang pada prinsip al-
muhafazhah “ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-
jadidi al-ashlah (melestarikan tradisi lama yang masih 
relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih 
relevan) 
8. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu 
kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih 
penting harus diutamakan 35 untuk diimplementasikan 
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dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih 
rendah 
9. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu 
selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan 
hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat 
manusia 
10. Tahadhdhur (berkeadaban), yaitu menjunjung tinggi 
akhlak mulia, karakter, identitas, dan integritas sebagai 
khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan 
peradaban.  
Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat 
menginstalkan konsep baik dan konsep nilai yang ada dalam 
paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya, 
sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut 
Abudin Nata, pendidikan moderasi Islam atau disebutnya 
sebagai pendidikan Islam rahmatan li al-alamin, memiliki 
sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu: 369  
1. Pendidikan damai, yang menghormati hak asasi manusia 
dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok 
agama. 
2. Pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan 
kemitraan dengan dunia industri. 
3. Pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu 
humanisasi, liberasi dan transendensi untuk perubahan 
sosial. 
4. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi beragama dan 
pluralisme, 
 
369Abudin Nata, “Islam Rahmatan li al-„Alamin sebagai Model 
Pendidikan Islam Memasuki Asean Community” (Kuliah Tamu Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 7 Maret 2016), h. 10-14. 
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5. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang 
menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat. 
6. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan 
intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlak mulai 
(heart) dan keterampilan okasional (hand). 
7. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan 
intelek yang ulama. 
8. Pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-problem 
pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan 
metodologi pembelajaran. 
9. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara 
komprehensif. 
10. Pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan 
atas bahasa asing. 
Kata moderasi bermazhab terdiri dari dua frase yang 
masing-masing memiliki makna tersendiri. Sebelum 
menguraikan pengertian moderasi bermazhab, terlebih 
dahulu dijelaskan pengertiannya kata “moderasi” dan 
“bermazhab”. 
Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu 
moderatio yang memiliki arti sedang (tidak lebih dan tidak 
kurang). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 
dua pengertian kata moderasi, yaitu: 1. Pengurangan 
kekerasan, dan 2. Penghindaran keestreman. Dalam bahasa 
Inggris, kata moderation digunakan dalam pengertian 
average (rata-rata), standard (baku), core (inti), atau non-
aligned (tidak berpihak). Sedangkan dalam Bahasa Arab, 
moderasi dikenal dengan kata wasathiyah yang berarti 
tengah-tengah (tawassuth), berimbang (tawazun), dan adil 
(i’tidal). Secara umum dapat disimpulkan bahwa moderasi 
merupakan sikap mengedepankan keseimbangan dalam hal 
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moral, keyakinan, dan watak, ketika memperlakukan orang 
lain sebagai individu, maupun dalam konteks institusi 
negara.370  
Kata mazhab berasal dari kata sifat dan kata yang 
menunjukkan tempat yang diambil dari fi’il madhy “zahaba”, 
yazhabu, zahabun, zuhuban, mazhaban, zahaba”, yazhabu, 
zahabun, zuhuban, mazhaban, yang memiliki arti pergi.371 
Berarti pula pandangan, pendapat, kepercayaan, paham, 
ideologi, ajaran, doktrin, dan aliran.372 Dari segi istilah, 
mazhab meliputi dua hal: pertama, mazhab merupakan 
metode yang ditempuh oleh seorang Mujtahid dalam 
penetapan hukum yang didasarkan Alquran dan Hadis. 
Kedua, mazhab merupakan fatwa atau pendapat seorang 
Mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa yang bersumber 
dari Alquran dan Hadis. Secara umum dapat disimpulkan 
bahwa bermazhab merupakan seseorang yang memiliki 
dasar dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan 
hukum Islam.373 Dengan pengertian ini, terdapat persamaan 
makna antara bahasa dan istilah mazhab yaitu 
menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di 
kehidupan dunia dan akhirat.374 
Dari kedua pengertian moderasi dan bermazhab di 
atas, dapat disimpulkan bahwa moderasi bermazhab adalah 
sikap adil dalam menerima perbedaan pandangan atau 
 
370Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Agama, 
Moderasi Beragama, Kementerian Agama, 2019., h. 15-16. 
371Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, EnsiklopediIslam, (Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 214. 
372Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 
(Jakarta: Logos, 1997), h. 71. 
373Huzaemah…, h. 72. 
374 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1, (Jakarta: 
Darul Fikir, 2011), h. 41. 
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keyakinan dari suatu peristiwa yang didasarkan Alquran dan 
hadis. Menerima perbedaan keyakinan atau metode 
istinbath antar individu maupun golongan dalam 
syariat/hukum Islam.  
Beberapa pengikut imam mazhab bersifat toleran 
dalam menghadapi perbedaan, seperti Ibnu Qayyim yang 
merupakan pengikut dari mazhab Hanafi menjelaskan tidak 
ada keharusan untuk mengikatkan diri pada mujtahid 
tertentu dari berbagai aspek. Menurutnya, dalam suatu 
masalah ia mengikut imamnya, akan tetapi dalam masalah 
yang lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal 
ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu. Di 
kalangan mazhab Syafi’I menjelaskan “bila seorang awam 
mengikuti dan mengamalkan fatwa imam mujtahid dalam 
permasalahan fikih ia tidak boleh meninggalkan mazhab dan 
beralih mengikuti mazhab lain”. Ibnu Subki berpendapat 
walaupun pada awalnya tidak ada kewajiban berpegang 
pada satu mazhab, akan tetapi bersedia untuk berpegang, 
kemudian tetap mengikut pendapat mujtahid dan tidak 
boleh keluar darinya.375 
B. Tujuan Moderasi Bermazhab 
Membahas tujuan moderasi bermazhab, terlebih 
dahulu perlu digarisbawahi bahwa Islam itu sendiri adalah 
moderasi, yakni ajaran-ajarannya bercirikan moderasi 
olehnya itu penganutnya juga harus bersikap moderat. 
Seperti apa sikap moderat yang dimaksudkan, yaitu moderat 
dalam pandangan dan keyakinan, moderat dalam 
keterikatan, serta moderat dalam pemikiran dan perasaan. 
 
375Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting 
Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 105-106. 
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Berdasarkan hal di atas, mendefinisikan moderasi yang 
dimaksudkan oleh ajaran Islam dalam menyikapi perbedaan 
pemahaman dalam Islam sangatlah luas cakupannya. Istilah 
ini relatif populer, terkhusus setelah menyebarnya aksi-aksi 
radikalisme, ektrimisme, hingga fanatisme.376 
Ketika agama memerintahkan umatnya untuk berpikir, 
maka yang dituntut adalah kesungguhan seseorang 
menghasilkan pemikiran yang objektif sehingga bersedia 
mengubah atau bahkan meninggalkan pemikirannya jika 
menemukan hal yang lebih baik. Imam Syafi’I pernah 
berkata: “Dalam setiap diskusi, saya tidak pernah menolak 
siapa pun yang menemukan kebenaran: saya atau mitra 
saya”. Besarnya pengharagaan Rasulullah Saw., terhadap 
proses berijtihad dan berpikir, sehingga beliau bersabda:  
َُبُث   َبَن  َعب    ال َعز يز  يَبع م  اب َن ُم َم    َأخ  َبي    اّلل   ب ن  ع َمَر ب ن  َمي َسَرَة َح  َبَن  ع  َح 
أَْ  يَ  َعن   ب ن  َسع ي    ر   ب س  َعن   ب َراه يَم  إ  ب ن   َعن  ُم َم     َ د   ام  ب ن   َعب    اّلل    ب ن   ز ي   
 َ قَ  ال َع ص   ال َع ص  َعن  َعم ر و ب ن   ر و ب ن   قَ َ  َعس و  اّلل   َصل ى  قَبي س  َمو ىَل َعم 
َ ك   اۡل  َحَكَم  إ َذا  َوَسل َم  َعَلي ه   َحَكَم اّلل    َوإ َذا  َران   َأج  فَبَله   فََأَص َف  تَبَهَ   فَ ج  م  
ر   رََأ فَبَله  َأج  تَبَهَ  َفَأخ  ر  ب ن  َحز م  فَبَق َ  َهَكَبا َح َبم  أَب و  فَ ج  َِ َبك  َفَح ب    ب ه  َأ
 َسَلَمَ  َعن  أَْ  ه َريب رَةَ 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar 
bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul 
Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku 
Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin 
Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan 
budak 'Amru bin Al 'Ash dari 'Amru bin Al 'Ash ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
 
376M. Quraish Shihab, Wasathiyyah, Wawasan Islam Tentang 
Moderasi Beragam (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 35-36. 
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bersabda: "Apabila seorang hakim berhukum lalu 
berijtihad dan benar maka baginya dua pahala, dan 
apabila ia berhukum lalu berijtihad dan salah maka 
baginya satu pahala." Lalu aku menceritakannya 
kepada Abu Bakar bin Hazm, kemudian ia berkata, 
"Seperti inilah Abu Salamah menceritakan kepadaku 
dari Abu Hurairah.377 
Sedemikian besar penghargaan Islam terhadap 
pemikiran seorang mujtahid setelah melalui pertimbangan 
yang objektif dan menilai pendapat yang lebih tepat. Ulama 
masa lampau khususnya Ulama yang pakar di bidang 
hukum, tidak hanya berpikir tentang peristiwa-peristiwa 
yang akan datang dan merumuskan ketetapan hukumnya. 
Disinilah lahir istilah al-fikih al-iftiradhi, yaitu ijtihad 
seorang fakih dalam menentukan hukum syariat yang belum 
terjadi dengan mengandaikan kemunculan berbagai macam 
masalah yang berakar dari sebuah masalah. Konsep al-fikih 
al-iftiradhi itu yang dijadikan dasar oleh ulama kontemporer 
dalam menetapkan hukum.378 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa 
moderasi dalam konteks bermazhab dipahami sebagai cara 
pandang, sikap, dan perilaku mengambil posisi di tengah-
tengah, toleran, adil, dan tidak fanatik dalam bermazhab. Hal 
itu mengharuskan umat untuk bertindak dalam praktik 
bukan hanya secara teoritis. Tentu ada ukuran, batasan, dan 
indikator untuk menentukan perilaku bermazhab itu 
tergolong moderat atau ekstrem. Ukuran tersebut dapat 
dibuat dengan berlandaskan pada sumber-sumber 
terpercaya, seperti teks agama, konstitusi negara, 
 
377Lihat Lidya Pustaka i-software. Kitab 9 Imam Hadis-Mozilla 
Firefox. Sumber Abu Daud, Bab: Hakim Melaukan Kesalahan, nomor 
hadis 3103. 
378Qodri Azizi, Reformasi…, h. xxi-xxii. 
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kesepakatan bersama, dan kearifan lokal. Moderasi 
bermazhab sebagai jalan untuk memiliki sikap beragama 
yang seimbang antara pengamalan dan penghormatan 
kepada praktik bermazhab orang lain yang berbeda 
pandangan. Hal ini niscaya akan menghindarkan diri dari 
sikap fanatisme, ekstrimisme, dan revolusioner dalam 
memahami agama. Moderasi sebagai solusi atas munculnya 
sikap ultra-konservatif dan sikap liberal.379 
Minimnya pengetahuan terhadap moderasi bermazhab 
menimbulkan sikap mengkafirkan yang berbeda dari 
golongannya. Hal tersebut berujung tindakan radikal dalam 
suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang 
berdampak pada sistem sosial dan politik dengan 
menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem, baik secara 
verbal, fisik, maupun doktrin. Kelompok radikal tersebut 
biasanya ingin melakukan perubahan yang diinginkannya 
dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan 
dengan sistem sosial yang berlaku.  
Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena 
kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar 
keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak 
sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang 
mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun 
pada dasarnya agama tidak mengajarkan sikap radikalisme 
yang memiliki paham berbeda dengan kita. 
Lawan dari moderasi adalah intoleransi dan 
ekstrimisme. Sikap yang mesti dibangun untuk melawan itu 
di tengah masyarakat plural adalah rekonsiliasi moderasi-
toleransi dengan demokrasi untuk menggempur 
ekstrimisme. Oleh karena itu, dalam hubungan sesama 
manusia diperlukan sebuah ikatan sosial dalam rangka 
 
379Badan, Moderasi…, h. 17-18. 
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menjaga keberlangsungan hidup yang damai dan toleran. 
Persaudaraan dan toleransi merupakan prasyarat untuk 
melahirkan sikap-sikap keberagamaan yang moderat. Sama 
halnya dalam konteks bernegara yang menganut 
kebhinekaan yang diperkuat oleh sistem demokrasi, sikap 
moderasi merupakan keniscayaan. Tanpa penghayatan 
terhadap nilai yang baik, negara akan kacau akibat 
meluasnya konflik dan intoleransi.380 
Beberapa faktor yang memicu terciptanya intoleransi : 
1). Sikap agresif para pemeluk agama dalam mendakwahkan 
agamanya, 2) Organisasi-organisasi keagamaan yang 
cenderung berorientasi pada peningkatan jumlah anggota 
secara kuantitatif tanpa melakukan perbaikan kualitas 
keimanan, 3) Disparitas ekonomi antar penganut agama 
yang berbeda. Toleransi akan muncuk pada orang yang telah 
memahami kemajemukan secara optimis-positif.381 
Sikap toleransi menunjuk pada kerelaan menerima 
kenyataan dengan keberadaan orang lain, yang berarti 
membiarkan sesuatu untuk saling memudahkan dan 
mengizinkan. Terdapat dua macam penafsiran tentang 
toleransi, yaitu klaim bahwa toleransi hanya menuntut pihak 
lain beradaptasi atau penyesuaian (the negative 
interpretation of tolerance) dan klaim bahwa toleransi lebih 
membutuhkan bantuan, peningkatan, dan pengembangan 
(the positive interpretation of tolerance), dasar toleransi 
adalah bersikap menenggang (menghargai, membolehkan, 
membiarkan) pendirian yang berbeda atau bertentangan 
dengan pendirian pribadi. 
 
380Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, 
Keumatan, dan Kebangsaan, h. 238-239. 
381Mustadin, dkk., Membangun Konsep Toleransi Beragama, 
(Yogyakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 12. 
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Toleransi merujuk pada adanya suatu kerelaan untuk 
menerima kenyataan perbedaan dengan orang lain. Sikap 
toleransi merupakan sikap melarang adanya diskriminasi 
terhadap kelompok-kelompok yang berbeda, oleh karenanya 
dalam perbedaan pendapat atau paham harus 
memperlihatkan sikap saling menghargai dengan sikap 
sabar. 
Toleransi lahir dari sikap menghargai diri (self-
esteem), kuncinya adalah bagaimana semua pihak memberi 
persepsi dirinya dan orang lain. Jika persepsinya lebih 
mengedepankan dimensi negatif dan kurang apresiatif 
terhadap orang lain, kemungkinan besar toleransi akan 
lemah atau bahkan tidak ada. Sementara, jika persepsi diri 
dan orang lain positif, maka akan muncul sikap yang toleran 
dalam menghargai keragaman.382 
Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa 
prinsip keseimbangan dan keadilan dalam konsep moderasi 
berarti dalam beragama, seseorang tidak boleh ekstrem 
pada pandangannya, melainkan harus mencari titik temu. 
Moderasi (wasathiyah) merupakan aspek penting dalam 
ajaran Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, 
padahal wasathiyah merupakan tujuan ajaran Islam. 
Moderasi tak hanya diajarkan Islam, akan tetapi juga 
agama lain. Moderasi adalah kebajikan yang mendorong 
tercapainya keseimbangan dalam kehidupan sosial, 
personal, keluarga, hingga hubungan yang lebih luas. Praktik 
adil dan berimbang akan lebih mudah terbentuk jika 
seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya, yaitu 
ketulusan (purity), kebijaksanaan (wisdom), dan keberanian 
(courage). Dengan ini sikap moderasi selalu memilih jalan 
tengah apabila seseorang memiliki pengetahuan agama yang 
 
382Mustadin, dkk, …, h. 33-34. 
274 
 
memadai sehingga dapat bersikap bijak, tidak tergoda, tulus, 
serta tidak egois dalam tafsirannya sendiri sehingga terbuka 
dan mengakui kebenaran orang lain, serta berani 
menyampaikan masing-masing pandangannya atau 
pemahamannya sendiri berdasarkan ilmu.383 
Selain itu, Ismail Raji al-Faruqi mengelaborasi makna 
berimbang (tawazun) sebagai sikap untuk menghindarkan 
diri dari perilaku ekstrem yang tidak menguntungkan, 
seraya mencari titik temu menggabungkannya. Sikap 
berimbang berarti menghindarkan diri dari egoisme 
personal dan di sisi lain menjaga kebahagiaan bersama.384 
Hasan al-Banna dalam risalahnya “Da’watuna”, 
menyebutkan Dakwah Ikhawanul Muslimin bersifat umum, 
tidak berafiliasi ke suatu kelompok tertentu, tidak 
cenderung kepada suatu pendapat yang menurut orang-
orang memiliki konsekuensi, inti ajarannya mengajak 
kembali kepada ajaran agama. Ia ingin melihat bersatunya 
pandangan dan cita-cita umat Islam. Sehingga manfaatnya 
lebih optimal dan besar. Dakwah Ikhwanul Muslimin adalah 
dakwah yang tidak bercorak tertentu, ia selalu bersama 
kebenaran dan menyenangi kesepakatan serta sangat 
membenci perpecahan dan perselisihan. Inti dari 
kemenangan umat Islam adalah terwujudnya persatuan dan 
saling mencintai antarsesama. 
Ia juga menjelaskan dalam risalahnya, al-Mu’tamar al-
Khaamis bahwa menjauhi perbedaan-perbedaan dalam 
masalah fikih adalah termasuk salah satu ciri dakwah 
Ikhwanul Muslimin. Perbedaan masalah furu’ adalah sesuatu 
 
383Badan, Moderasi…, h. 20. 
384Mohammad Hasyim Kamali, The Middle Path of Moderation in 
Islam, the Qur’anic Principle of Wasathiyah (Oxford: Oxford University 
Press, 2015), h. 31. 
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yang pasti ada. karena itu pula, para sahabatpun tidak dapat 
terlepas dari perbedaan pendapat di antara mereka. Realitas 
perbedaan merupakan aksioma dan bersifat abadi.385 
Terdapat tiga fakta kesalahpahaman terhadap orang 
yang bersikap moderat, yaitu dianggap tidak punya 
pendirian, diklaim tidak paripurna dalam beragama, dan 
dianggap mengabaikan nilai-nilai dasar keagamaan. Tentu 
saja klaim tersebut tidak benar. Bersikap moderat sama 
sekali bukan mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau 
ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain 
yang berbeda paham keagamaan atau berbeda agama. 
Sebaliknya moderat dalam menyikapi perbedaan pandangan 
berarti percaya diri terhadap tujuan Islam yang 
mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi 
kebenaran terkait tafsir agama. 
Adanya perbedaan pendapat mestinya disikapi dengan 
bijak dan arif. Keragaman disikapi dengan akal pikiran untuk 
berlapang dada dan membuka dengan kebesaran jiwa. 
Kesamaan dan perbedaan digunakan sebagai media untuk 
saling melengkapi dan mendukung kemajuan bersama 
dalam kerukunan hidup umat beragama. Pentingnya untuk 
menghindari sikap mudah tersinggung, marah, frustasi, dan 
dendam. Meningkatkan sikap akhlak al-karimah untuk 
menghindari potensi konflik, kekacauan, dan kerusuhan 
antar aliran dalam beragama.386 Disinilah pentingnya 
menggunakan pendekatan multidimensi dalam membagun 
kemajuan hidup beragama yang plural. Oleh sebab itu, studi 
agama (religious studies) menjadi pendekatan yang 
 
385Yusuf al-Qaradhawi, Memahami, Khazanah Klasik, Mazhab, dan 
Ikhtilaf, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (tt: tp, t.h), h. 179. 
386Achmad Syahid, “Peta Kerukunan Umat Beragama Propinsi 
Bengkulu”, Riuh di Bernada Satu, Peta Kerukunan Umat Beragama di 
Indonesia (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 2. 
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mendesak untuk digunakan dan dikembangkan,387serta 
studi perbandingan mazhab dalam konteks memahami 
perbedaan dalam ajaran Islam. 
Jika ditelisik, kecenderungan belum responsifnya 
wajah fikih dalam kehidupan sosial diduga akibat dari 
keterbatasan atau minimnya sumber bacaan dalam satu 
ragam mazhab. Keterbatasan dalam penguasaan khazanah 
keilmuan fikih ini pada akhirnya berdampak munculnya 
pemahaman tunggal terhadap mazhab, sehingga sikap 
menjadi kurang responsif terhadap pemikiran mazhab yang 
lain. Oleh sebab itu, pentingnya melakukan pemahaman fikih 
yang lebih kontekstual terhadap kitab-kitab fikih yang 
ditulis oleh para ulama klasik agar perannya tidak hilang 
bagi kehidupan sekarang. Diperlukan keberanian dalam 
melakukan pembaruan, sekurang-kurangnya melakukan 
reformulasi hukum dan tidak mentolerir munculnya 
kevakuman hukum terhadap persoalan-persoalan baru, 
dengan dalih ulama terdahulu tidak membahasnya.388 
Sikap moderat berpedoman pada teks, dengan tetap 
memahami konteksnya. Lalu apa indikator moderasi 
beragama? menurut, Kementerian Agama terdapat 4 hal 
indikator moderasi beragama, yaitu 1) komitmen 
kebangsaan, 2) anti kekerasan, 3) toleransi, 4) akomodatif 
terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator tersebut 
digunakan dalam mengenali kekuatan moderasi yang 
dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia. Toleransi 
merupakan suatu sikap untuk memberi ruang dan tidak 
mengganggu hak kebebasan orang lain untuk meyakini dan 
 
387M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas dan Historisitas 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 7-8. 
388Ahmad Arifi, “Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi 




mengekspresikan keyakinannya meskipun hal tersebut 
berbeda dengan apa yang kita yakini. Toleransi selalu 
disertai menerima perbedaan dan berpikir positif.389 Dalam 
konteks buku ini toleransi beragama yang jadi tekanan 
adalah toleransi dalam menyikapi agama Islam yang 
memiliki ragam aliran. Melalui sikap toleransi bermazhab 
kita bisa memahami perbedaan pandangan dan keyakinan 
dalam menjalankan ibadah, namun tetap memiliki kesamaan 
dalam aqidah dan dasar hukum. 
Meneladani keberhasilan Nabi Muhammad harus 
berdasarkan beberapa prinsip dasar berikut: Pertama, unsur 
rasionalitas yang dibuktikan kerja keras yang dilakukan 
sesuai sunnatullah. Kedua, unsur kecerdasan Nabi Saw. 
dalam berdakwah untuk menganalisa dan mengambil 
keputusan yang tepat dan akurat. Ketiga, unsur 
keseimbangan antara hati, spiritual, dan moral. Keempat, 
unsur komprhenesif bahwa ajaran Islam yang dibawa 
Rasulullah menyentuh semua segi kehidupan sebagaimana 
yang dirumuskan al-Syatibi dengan istilah maqashid al-
syar’iyah (tujuan hukum Islam) yang meliputi; memelihara 
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara 
harta, dan memelihara keturunan.390 
Dalam hal ini, paham dan sikap bermazhab yang 
bernuansa kedamaian, keadilan, dan keadaban harus 
dijadikan dasar sebagai tuntutan hidup. Umat Muslim harus 
memiliki sikap moderasi bermazhab dalam mewujudkan 
nilai-nilai Islam sebagai upaya menekan arus radikalisasi 
dan ekstrimisme, baik lahir akibat keyakinan teologis 
maupun sebagai sikap perlawanan terhadap modernitas. 
 
389Badan, Moderasi…, h. 42-44 
390Moh. Dahlan, Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad 
Hasyim Muzadi”, jurnal al-Ihkam (Vol 11, No. 2, Desember 2016) h. 324. 
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Moderasi bermazhab sesungguhnya menjadi kunci 
terciptanya kerukunan dan toleransi serta menghindarkan 
dari sikap fanatisme dalam memegang mazhab tertentu. 
Bersikap moderat merupakan kunci keadilan, demi 
terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian di 
tengah kemajukan bangsa. Dengan cara ini setiap orang 
dapat menghormati pemahaman yang berbeda darinya, 
menerima perbedaan, serta hidup berdampingan. 
Masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi 
menjadi solusi dalam menyikapi perbedaan pandangan dan 
ideologi. 
Perlu dicatat bahwa sikap wasathiyya bukan satu 
mazhab dalam Islam, bukan juga aliran baru, melainkan ciri 
utama ajaran Islam dan karena itu tidak wajar apabila ia 
dinisbahkan kepada kelompok tertentu lalu mengabaikan 
kelompok yang lain. Karena itu, bisa saja dalam 
penerapannya, satu kelompok pada situasi dan waktu, 
berbeda dengan kelompok yang lain, tetapi perbedaan itu 
tetap bisa diterima selama masih dapat ditampung oleh 
kandungan makna wasathiyyah. Salah satu makna 
wasathiyyah adalah ash-shirath al-mustaqim (jalan lebar 
yang lurus), maksudnya ia bisa menampung berbagai jalan 
selama itu mustaqim (lurus), dan tidak menyimpang dari 
wasathiyyah hingga jalan itu cenderung ke tengah-tengah. 
Hal demikian ketika umat Muslim melaksanakan shalat 
menghadap Allah adalah ihdinash-shirathal-mustaqim.391 
M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, dalam 
menafsirkan Q.S. al-Baqarah : 143 menyebutkan bahwa 
umat Islam dijadikan umat moderat dan teladan, sehingga 
dengan demikian keberadaan umat Islam dalam posisi 
ditengah-tengah. Posisi ini menjadikan manusia tidak 
 
391M. Quraish Shihab, Wasathiyyah…,  h. 38. 
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memihak kekiri dan kekanan dan dapat dilihat oleh 
siapapun dalam penjuru yang berbeda, hal demikian 
mengantarkan manusia berlaku adil dan menjadi teladan 
bagi semua umat.392 
Menurut, Ahmad Hasyim Muzadi bahwa hukum Islam 
harus mampu memberi ruang dan kesempatan untuk 
menciptakan kemaslahatan hidup manusia sehingga 
kedamaian dan kasih sayang bagi makhluk hidup dan alam 
dapat terwujud dengan maksimal.393 Menurutnya, secara 
historis sebagian besar umat Islam di Indonesia menganut 
paham ideologi Islam moderat yang ahlu sunnah wal jamaah 
yang terkonsolidasi ke dalam sistem negara tetapi akhir-
akhir ini mengalami pergeseran dan pengaruh dari ideologi 
Islam transnasional yang banyak melakukan sejumlah 
tindakan yang berbenturan dengan nilai-nilai kebangsaan. 
Wacana moderasi bermazhab harus ditumbuhkan 
dengan masif untuk melawan paham dan wacana keilmuan 
ber-Islam mereka yang radikal. Hal ini penting karena dalam 
syariat Islam sebagai pedoman hidup umat Islam yang 
mengakomodir nilai-nilai inklusif dan toleran terhadap 
dinamika nilai-nilai hidup kemanusiaan dan kearifan 
lokal.394 Sikap akomodatif syariat Islam terhadap nilai-nilai 
kearifan lokal tercermin dari prinsip pembangunan hukum 
yang dirumuskan Abdul Wahab Khallaf, yaitu pembangunan 
hukum Islam berdasar kemaslahatan hakiki (al-maslahah al-
 
392M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat: Lentera Hati, 
2000), h. 325. 
393Ahmad Hasyim Muzadi, Islam Rahmatan Lil’alamin Menuju 
Keadilan dan Perdamaian Dunia: Perspektif Nahdatul Ulama, Pidato 
Pengukuhan Doktor Honoris Causa di IAIN Sunan Ampel (Surabaya: 2 
Desember 2006). 
394Ahmad Baidowi. dkk, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu 
Keislaman, (Yogyakarta: Suka Press, 2003), h. 5. 
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haqiqiyah) bukan berdasarkan kemaslahatan imajinatif (al-
maslahah al-wahmiyah), pembangunan hukum berdasarkan 
kemaslahatan umum bukan hanya kepentingan personal/ 
kelompok tertentu, dan pembangunan syariat Islam harus 
berdasarkan realitas aktual, tanpa mengeneralisasi karena 
setiap zaman dan tempat memiliki nilai-nilai kemaslahatan 
yang berbeda.395 
Terdapat ragam alasan penyebar ideologi ekstrem 
dalam beragama. Sebagian mereka mengklaim bahwa 
perbuatannya adalah dalam rangka mengajak kebaikan dan 
mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar), 
mereka juga mengaku sedang meluruskan paham, sikap, dan 
perilaku umat beragama yang menurutnya sesat, sebagian 
lagi menjadi bagian dari kelompok elstrem sebagai 
perlawanan atas sebuah kepemimpinan negara yang 
dianggap zalim dan menyalahi ajaran agama, serta merasa 
terancam oleh munculnya gerakan kelompok ekstrem 
liberal. 
Kekerasan dan ekstremisme tentu bukan bagian dari 
esensi ajaran agama manapun. Mengapa? ideologi ekstrem 
tidak akan pernah mampu mempengaruhi umat beragama 
dalam jumlah mayoritas, karena esensi ajaran agama adalah 
untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan yang 
nilai-nilainya niscaya diterima oleh umat kebanyakan. 
Mereka yang menyuarakan pandangan dan ideologi ekstrem 
dalam beragama biasanya berkelompok dalm jumlah yang 
kecil. Menghindari debat atau diskusi rasional, serta 
cenderung lebih memilih aksi radikal.396 
 
395Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fikih, (Kuwait: Dar al-
Qalam, t.th), h. 84-86. 
396Badan, Moderasi…, h. 49-50. 
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Apabila berbicara tentang perkembangan Islam, maka 
dapat dipahami bahwa konflik mazhab itu lahir dari 
kepentingan politik, sehingga umat Islam akan mudah diadu 
domba dan menjadi terpecah. Secara tekstual, memang telah 
diakui bahwa perpecahan di antara umat Islam merupakan 
hal yang tak terhindarkan, sesuai yang tercantum dalam Q.S. 
al-An’am : 65. Asbaab al-nuzul ayat tersebut, diceritakan 
oleh Ibnu Abu Hatim, ketika Rasulullah Saw. mengingatkan 
para sahabatnya, “janganlah kalian menjadi kufur sesudahku 
di mana sebagian kamu memukul leher sebagian lainnya 
dengan pedang.” Kemudian para sahabat berkata, “bukankah 
kami telah bersaksi, bahwa tiada tuhan selain Allah dan 
sesungguhnya engkau adalah utusannya”, bahkan ada yang 
mengatakan, “tidak akan terjadi selamanya sebagian dari 
kami memukul sebagian lainnya sedangkan kami sama-sama 
dengan muslim.”397 
Jika dikaitkan ketentuan Q.S. al-An’am (5) : 65 
mengenai perpecahan di kalangan umat, jelas akan 
diperoleh gambaran bahwa perpecahan sangat mungkin 
terjadi di kalangan umat Islam yang bisa disebabkan adanya 
perbedaan pendapat. Akan tetapi perpecahan itu bukanlah 
hal yang mesti diterima begitu saja. Perpecahan justru harus 
dapat diminimalisasi serta dihindari dan ini tergantung 
dengan upaya yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 
َعَث َعَلۡيك ۡم َعَباِ بۡ    م ن أَوۡ  فَبۡوق ك مۡ  م  ن ق ۡ  ه َو ٱۡلَق د ع  َعَلىَٰٓ َأن يَب
 أَۡعج ل ك مۡ  َنۡ
َيع  يَبۡلب َسك مۡ  أَوۡ  َ  ش  ََك م َوي ب ي ََ  َبۡع
ۡ
 َلَعل ه مۡ  ٱۡلٓيََٰ   ن َصر  ن   َكۡيفَ   ٱن رۡ  َبۡعض ِۗ  َِب
 يَبۡفَقه ونَ 
 
397Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Alquran (Depok: 




Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan 
azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah 
kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam 
golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan 
merasakan kepada sebahagian kamu keganasan 
sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami 
mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih 
berganti agar mereka memahaminya. 
Usaha untuk menghindari terjadinya perpecahan di 
kalangan umat Islam, maka yang harus dipahami terlebih 
dahulu adalah akar masalah/ penyebab perpecahan. Hal 
yang sering memicu perpecahan di kalangan umat Islam 
justru terletak pada perilaku para pemuka Islam sendiri 
yang terlalu fokus pada pemaham tekstual saja, menafsirkan 
yang tersurat tanpa menghiraukan apa yang tersirat, dan 
kurang bijaksana untuk melihat ajaran-ajaran dalam konteks 
kekinian (kontekstual). Dari situlah sangat diperlukan upaya 
membuka diri, sehingga tidak merasa benar sendiri dan 
mudah mengkafirkan orang lain.398 
Wacana moderasi bermazhab sangat penting dan tepat 
diterapkan di Indonesia bahkan lingkup global. Indonesia 
sebagai negara yang majemuk dalam berbagai keyakinan 
keagamaan menjadi alasan pentingnya sikap moderasi 
bermazhab. Menelisik secara historis, sejumlah konflik di 
Indonesia terindikasi bernuansa keagamaan, demikian juga 
tindakan kekerasan dan aksi pengeboman di sejumlah 
tempat dengan adanya paham ke-Islaman yang tekstual dan 
eksklusif. Pemahaman tekstual dan eksklusifitas agama yang 
rentan membuat benturan, hal ini mesti menjadi perhatian 
 
398Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya, Problem Keadilan 




semua pemangku otoritas agama di Indonesia agar 
membangun kesadaran keberagamaan dan hukum yang 
inklusif-akomodatif sehingga terhindar dari potensi konflik 
keagamaan.399 
Prinsip kembali ke Alquran dan hadis tentu bisa 
dipahami sebagai purifikasi (pemurnian) praktek 
keagamaan, akan tetapi beberapa aliran membentuk 
Alquran dan Hadis sebagai alat legitimasi yang 
memungkinkan bagi seseorang atau kelompok untuk 
melakukan tindakan anarkis berdasarkan jihad versi 
mereka. Ajaran hukum Islam yang toleran, ramah, dan damai 
telah tertutup dengan teks (nash) yang keras secara tekstual 
karena tidak dipahami secara komprehensif, walaupun 
dipahami secara mendalam akan tetapi dalam segi tindakan 
tidak demikian adanya. Hukum Islam ditegakkan dalam 
kerangka legal formal (fikih norm) dan kerangka substansi 
(etic norm), tentu akan membawa kemaslahatan bagi umat 
Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya. 
Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hukum 
Islam sebagai prisnip dan berpedoman hidup umat Islam 
harus terinternalisasi sebagai perilaku, bukan hanya sekedar 
menjadi wacana pengetahuan semata. Ia menjelaskan 
wacana moderasi harus mampu mewujudkan kemaslahatan 
hidup manusia dan memberi ruang kebaikan melalui cara-
cara persuasif, bukan represif.400 
Gagasan moderasi hukum Islam Ahmad Hasyim 
Muzadi pada berdasar pada gagasan Islam rahmatan lil 
alamin. Basis ajarannya terdapat dalam sejumlah ayat-ayat 
Alquran yang meliputi: kedamaian (Q.S. al-Anfal (8): 61 dan 
Q.S. al-Hujurat (49): 9, penyerahan diri kepada sang 
 
399Dahlan, Moderasi Hukum…, h. 326. 
400Dahlan…, h. 327-328. 
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pencipta (Q.S. al-Baqarah (2): 208 dan Q.S. al-Shaffat (37): 
26, menyerah  pada Q.S. al-Nisa (4): 125 dan Q.S. Ali-Imran 
(3): 83, bersih dan suci pada Q.S. al-Syu’ara (26): 89, Q.S. al-
Maidah (5): 6, dan Q.S. al-Shaffat (37): 84), dan selamat dan 
sejahtera (Q.S. Maryam (19): 47).401 
5. Kedamaian pada Q.S. al-Anfal (8) : 61.  
 إ ن ه   ه َو ٱلس م يع  ٱۡلَعل يم   َوإ ن َجَنح وا  
 ل لس ۡلم  َفٱۡجَنۡح َمَ  َوتَبوَك ۡ  َعَلى ٱّلل  ِّۚ
Terjemahnya: 
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka 
condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. 
6. Kedamaian pada Q.S. al-Hujurat (49) : 9.  
إ ۡحَ ىبَٰه َم   َبَغۡ   فَ  ُن   
نَبه َم ِۖ َبيبۡ َفَأۡصل ح وا   تَبتَبل وا  
ٱقبۡ ٱۡلم ۡؤم ن َي  م َن  طَ ٓ  َفَت ن   َوإ ن 
ت ل وا  ٱل    تَبۡبغ م َحَّت َٰ تَف ٓمَء إ ىَلَٰٓ أَۡمر  ٱّلل  ِّۚ فَ  ن فَ َٓءۡت فََأۡصل ح وا   َعَلى ٱۡل ۡخَر َٰ فَبقََٰ
ر َي    إ ن  ٱّلل َ َي    ٱۡلم ۡقس 
ِۖ
ر ٓوا  نَبه َم  ب ٱۡلَعۡ    َوأَۡقس   َبيبۡ
Terjemahnya: 
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman 
itu berperang hendaklah kamu damaikan antara 
keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian 
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah 
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 
kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang berlaku adil. 
 
401Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan lil Alamin 
Perspektif KH. Hasyim Muzadi”, Jurnal Episteme (Vol. 11, No. 1, Juni 
2016), h. 101-102. 
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7. Penyerahan Diri kepada Sang Pencipta pada  Q.S. .al-
Baqarah (2): 208. 
ۡلم  َك ٓف    َءاَمن وا  ٱۡدخ ل وا  ِف  ٱلس   َيب َه  ٱل ب يَن  ت   تَبت ب ع وا   َوََل َيََٰٓ   خ ر وََٰ
 إ ن ه   ٱلش ۡيرََٰنِّۚ
   م ب ي َع  و   َلك مۡ 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke 
dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut 
langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 
musuh yang nyata bagimu. 
8. Penyerahan Diri kepada Sang Pencipta pada Q.S. al-
Shaffat (37): 26. 
   بَۡ  ه م  ٱۡليَبۡوَم م ۡسَتۡسل م ونَ 
Terjemahnya: 
Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. 
9. Menyerah pada Q.S. al-Nisa: 125.  
ن َوه وَ  ّلل     َوۡجَهه   َأۡسَلمَ  ّم   نۡ   َوَمۡن َأۡحَسن  د ين س 
ۡ رََٰه يمَ  م ل َ  َوٱتب َبعَ  ُم  بۡ   إ 
ِۗ  َحن يف
رََٰه يمَ  ٱّلل    َوٱَت َبَ 
بۡ    َخل يال إ 
Terjemahnya: 
Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada 
orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, 
sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia 
mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah 
mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. 
10. Menyerah pada Q.S. Ali-Imran (3): 83. 
ِف    َمن  َأۡسَلَم  َوَله  ٓ  غ وَن  بۡ يَب ٱّلل    د ين   َطۡوعأَفَبَغۡيَ  َوٱۡلَۡعب   ت   وََٰ  وََكۡره    ٱلس مََٰ




Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari 
agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan 
diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan 
suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah 
mereka dikembalikan. 
11. Bersih dan Suci pada Q.S. al-Syu’ara (26): 89.  
ٓ  ك م  ٱۡلَو ل َي   َِ  قَ َ  عَب ك ۡم َوَعف  َءا
Terjemahnya: 
Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-
nenek moyang kamu yang dahulu". 
12. Bersih dan Suci pada Q.S. al-Maidah (5) : 6. 
إ ىَل   َوأَۡي  َيك ۡم  ل وا  و ج وَهك ۡم  فَٱۡغس  ة   ٱلص َلوَٰ إ ىَل  ق ۡمت ۡم  إ َذا  َءاَمنب ٓوا   ٱل ب يَن  َيب َه   َيََٰٓ
 َوإ ن ك نت ۡم ج ن ب
ك ۡم َوأَۡعج َلك ۡم إ ىَل ٱۡلَكۡعَبۡي ِّۚ    ٱۡلَمَراف    َوٱۡمَسح وا  ب ر ء وس 
ِّۚ
 فَٱط ه ر وا 
ََىَٰٓ  ك نت م  َوإ ن  لَََٰمۡست م   أَوۡ  ٱۡلَغ ٓ     م  نَ  م  نك م  َأَح  َج ٓءَ  أَوۡ  َسَفر   َعَلىَٰ  أَوۡ  م ۡر
 َوأَۡي  يك م  ب و ج وه ك مۡ  فَٱۡمَسح وا   طَي  ب  َصع ي ا  فَبتَبَيم م وا   َم ٓء َِ   وا   فَبَلمۡ  ٱلن  َس ٓءَ 
 ن ۡعَمَته   َول ي ت م   ل ي َره  رَك مۡ  ي ر ي   َولََٰك نك م م  ۡن َحرَج ٱّلل   ل َيۡجَعَ  َعَليۡ  ي ر ي   َم  م  ۡنه ِّۚ 
 وَن  َتۡشك ر   َلَعل ك مۡ  َعَلۡيك مۡ 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
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menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur. 
13. Bersih dan suci pada Q.S. al-Shaffat (37): 84. 
   َسل يم  إ ۡذ َج َٓء عَب ه   ب َقۡل  
Terjemahnya: 
lngatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati 
yang suci: 
14. Selamat dan Sejahtera pada Q.S. Maryam (19) : 47. 
ِۖٓ إ ن ه   َك َن ْ  َحف ي    َسَأۡستَبۡغف ر  َلَك َعْ  
    قَ َ  َسلََٰم  َعَلۡيَكِۖ
Terjemahnya: 
Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan 
kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu 
kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 
kepadaku. 
Dalam hal yang sama, Alwi Shihab juga menyatakan 
bahwa wacana moderasi hukum Islam adalah wacana yang 
relevan untuk diterapkan di Indonesia karena berprinsip 
menafsirkan nash-nash hukum Islam secara komprehensif 
untuk menjawab perkembangan aktual di masyarakat, 
bukan berpikir konservatif yang enggan mengakomodir 
perkembangan zaman dan pemikiran fundamentalis yang 
enggan menafsirkan nash-nash hukum Islam dengan 
menggali substansi dan tujuan hukum Islam. Wacana 
moderasi paling tepat di Indonesia adalah wacana moderasi 
bermazhab yang berusaha mendialektikakan antara teks 
dengan konteks.402 
 
402Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam 
Beragama, (Bandung: Mizan, 1999), h. 178-179. 
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Terkait pemahaman keagamaan yang menjadikan 
Alquran sebagai paradigma menimbulkan banyak 
pemikiran. Kuntowijoyo melalui pendekatan historis-
sosiologis melalui paradigma Islam yang membangun teori-
teori sosial khas Islam yang disebutnya dengan sosial 
profetik. Bangunan paradigma Kuntowijoyo dimaksudkan 
dari Alquran dapat diharapkan suatu konstruksi 
pengetahuan yang memungkinkan memahami realitas 
sebagaimana Alquran memahaminya. 
Menurut Kuntowijoyo, statmen yang terdapat dalam 
Alquran dan hadis bernilai normatif. Nilai normatif tersebut 
terbagi dua, yaitu nilai-nilai praktis yang langsung dapat 
diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai 
yang diterjemahkan dalam bentuk teori sebelum diterapkan. 
Nilai pertama menurutnya telah dikembangkan dalam 
bentuk fikih, sedangkan yang kedua perlu ditransformasi 
dalam bentuk sosial Islam.403 
Moderasi didasari dengan penggunaan sikap toleransi 
untuk memunculkan adanya kedamaian dan kerukunan 
beragama. Keadaan damai ditandai dengan tidak adanya 
perang atau kerusuhan, saat ini memang tidak terjadi konflik 
secara langsung namun yang terjadi terdapat berbagai 
permasalahan secara internal pada keadaan yang masing-
masing berusaha menjaga dan menahan diri. Sehingga sikap 
toleransi perlu tetap dijaga meskipun kedamaian dan 
kerukunan telah terwujud.404 
C. Etika Moderasi Bermazhab 
Moderasi bermazhab tidak hanya dalam tataran 
konsep, akan tetapi esensi dari moderasi bermazhab adalah 
 
403Sidik, “Paradigma Islam dan Transformasi Sosial (Studi 
Pemikiran Kuntowijoyo)”, Jurnal Hunafa (Vol. 2, No. 3, Desember 2005), 
h. 245-246. 
404Mustadin, dkk., Membangun …, h. 35. 
289 
 
pengamalan sikap-sikap moderat seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya dengan berbagai indikator-
indikator. Hal tersebut bertujuan menciptakan kedamaian, 
toleransi, dan jauh dari fanatisme bermazhab.  
Dalam konteks pengamalannya tentu memiliki etika-
etika yang dijadikan dasar untuk mewujudkan sikap 
moderat. Pendekatan etis menjadi agenda penting dalam 
rangka mereformulasikan substansi dan tujuan moderasi 
bermazhab di tengah pluralitas aliran dan pemahaman umat 
Islam. 
Dalam konteks memecahkan solusi kejumudan 
pemikiran fikih selama ini, upaya pemaknaan fikih secara 
kontekstual menjadi sangat penting untuk dilakukan 
menggunakan pendekatan etis (aspek moral) dengan 
berorientasi pada sisi esoteris (hakekat) fikih yang mengacu 
pada ruh tasyri’ atau maqashid al-syari’ah. Untuk itu, yang 
mesti dikedepankan dalam mengambil keputusan hukum 
adalah nilai-nilai yang mengutamakan kemaslahatan dan 
keadilan. Kerangka inilah nalar fikih sosial hadir sebagai 
bentuk pengembangan fikih mazhab yang moderat.405 
Ulama ushul berbeda pendapat mengenai hukum 
mengikuti salah satu mazhab dalam fikih (bermazhab). 
Pendapat mereka dapat dibagi tiga, yaitu : 406 
1. Beberapa ulama mewajibkan umat Islam mengikuti 
mazhab tertentu, karena munculnya keyakinan bahwa 
mazhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti 
kebenaran yang diyakininya. 
 
405Ahmad Arifi, “Dinamika Fikih Pola Mazhab: Kontekstualisasi 
Bermazhab dalam Fikih NU”, h. 192. 
406Imam Mustofa, “Relevansi Bermazhab (Reorientasi dari 
Bermazhab Qauli’ Menuju Bermazhab Manhaj”, Istinbath: Jurnal Hukum 
Islam (Vol.12, No. 1, Juni 2013), h. 20-21. 
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2. Mayoritas ulama ushuliyyun tidak mewajibkan mengikuti 
mazhab tertentu dalam menentukan hukum suatu 
permasalahan. Akan tetapi diperbolehkan mengikuti 
ulama siapapun yang dikehendakinya. Misalnya, 
seseorang mengikuti mazhab tertentu maka tidak wajib 
untuk terus mengikuti pendapat mereka, tetapi 
diperbolehkan untuk berpindah mazhab dalam 
permasalahan tertentu. Allah hanya memerintahkan umat 
Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada 
mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui. Adapun 
pendapat yang menyatakan kewajiban mengikuti mazhab 
tertentu malah akan menyulitkan seseorang padahal 
mazhab adalah keutamaan dan rahmat untuk umat. 
3. Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, mengatakan apabila 
seoseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau 
mengamalkan sesuatu mengikuti mazhab tertentu, maka 
tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah mazhab 
dalam permasalahan tersebut. 
Bermazhab tanpa mengetahui dasar-dasar atau 
argumentasi suatu putusan hukum imam mazhab disebut 
taklid. Berkaitan dengan bermazhab atau taklid kepada 
ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur. Said 
Ramadhan al-Buthi dalam kitabya al-la Mazhabiyyah: Akhtar 
Bid’atin Tuhaddid al-Syariah al-Islamiyah, menyatakan 
bahwa tidak ada nash yang mengatur tentang Taklid. 
Namun, taklid disyariatkan dan ditetapkan. Selain itu, bagi 
orang yang bertaklid berhak dan boleh untuk mengikuti 
mazhab tertentu.407 
 
407Ramadhan al-Buthi, Al-Mazhabiyyah: Akhtaru Bid’atin 




Sementara itu, bagi orang yang mempunyai ilmu dan 
kapasitas untuk melakukan ijtihad maka dia tidak boleh 
taklid.  Artinya dia harus mendayagunakan segala ilmu dan 
kemampuannya untuk menggali dan menemukan hukum. 
Atau, ketika dia mengikuti pendapat seorang ulama atau 
mujtahid, maka ia harus mengetahui dal dan argumen ulama 
tersebut menngenai suatu permasalahan. Jika mempunyai 
kemampuan untuk berijtihad, namun tidak dapat 
menemukan kaidah atau metode ijtihad, maka alangkah 
baiknya dia mengikuti metode mazhab tertentu atau dengan 
kata lain bermazhab secara metodologis (manhaji).408 
Seriring dengan perkembangan zaman dan pola hidup 
masyarakat masyarakat, ternyata produk pemikiran ulama 
mazhab yang terangkum dalam fikih mazhab seringkali tidak 
mampu menjawab persoalan yang muncul padahal ushul 
fikih dan fikih sudah seharusnya berkembang dalam 
menghadapi realitas kehidupan modern tersebut.409 
Jika bermazhab hanya dengan cara mengikuti produk 
pemikiran yang telah ada, maka dapat menjerumuskan 
seseorang pada taklid buta dan akan menghadapi banyak 
permasalahan yang belum terjawab dalam pendapat 
mazhab, khususnya keempat mazhab (Maliki, Syafi’i, 
Hambali, dan Hanafi). Dengan kata lain, bermazhab pada 
tataran furu’ aatau mengikuti produk pemikiran tanpa mau 
mempelajari metodologi penemuan dan penentuan hukum 
yang telah digunakan para imam mazhab, maka bermazhab 
akan kehilangan relevansinya. Olehnya itu, bermazhab 
secara manhaji diperlukan dengan menggunakan metode 
penemuan dan penentuan hukum mazhab. 
 
408Imam Mustofa, “Relevansi..., h. 23. 
409Hasan Al-Turabi, Fikih Demokratis: Dari Tradisionalisme 
Kolektif Menuju Modernisme Populis, (Bandung: Arasy, 2003), h. 50. 
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Dalam bermazhab perlu dipahami metodologi 
penemuan dan penentuan hukum yang cukup mapan dan 
telah terbentuk dapat membentuk fikih secara sistematis. 
Terdapat enam tingakatan ulama fikih410, yaitu : 
1. Al-Mujtahid Muthlaq al-mustaqil, yaitu mujtahid yang 
telah mampu membuat kaidah ushuliyyah dan kaidah 
fikihiyah yang digunakan membentuk fikih. Mujtahid 
yang masuk dalam kategori ini yaitu imam mazhab. 
2. Al-Mujtahid muthlaq ghair mustaqil, yaitu mujtahid yang 
telah memenuhi kriteria sebagai mujtahid mustaqil, 
namun mereka tidak membuat kaidah sendiri, akan tetapi 
sesuai kaidah dan metodologi mujtahid mustaqil dalam 
menemukan dan menentukan hukum. Ulama yang 
termasuk dalam kategori ini antara lain para imam 
Mazhab. 
3. Mujtahid Muqayyad, yaitu mujtahid yang berijtihad untuk 
menyelesaikan permasalahan yang belum ada aturannya 
dalam nash dari ulama mazhab atau mujtahid takhrij. 
4. Mujtahid Tarjih, yaitu mujtahid yang berusaha mentarjih 
pendapat ulama mazhab terhadap ulama lain. Mujtahid 
ini hanya mencari pendapat yang lebih tepat dengan 
memaparkan argumen yang relevan. 
5. Mujtahid Fatwa, yaitu mujtahid yang memahami dan 
mengikuti mazhab tertentu, kemudian menuangkan 
pendapat ulama mazhab tersebut dalam sebuah tulisan 
dengan memisahkan yang kuat dan lemah, rajih dengan 
marjuh, hanya saja lemah dalam menetapkan dalil 
pendapatnya. 
6. Al-Muqallidun, yaitu orang tidak mampu atau tidak punya 
kepastian keilmuan dalam melakukan ijtihad. 
 
410Imam Mustofa, “Relevansi Bermazhab..., h. 25-26. 
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Bermazhab secara manhaji (metodologis) yaitu 
menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan 
pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh 
imam mazhab. Prosedur operasional metode manhaji adalah 
dengan mempraktekkan qawaid ushuliyyah (kaidah-kaidah 
ushul fikih) dan qawaid fikihiyyah (kaidah-kaidah fikih).411 
Terdapat asas-asas fikih perbedaan (fikih al-ikhtilaaf) 
atau fikih persatuan (fikih al-i’tilaaf). Wajib membangun 
fondasi fikih ini dengan asas-asas yang dibangun dengan 
metode syariat dengan dasar Alquran, as-Sunnah, dan 
kesepakatan para ulama besar. Di anatara asas-asas dan 
kaidah-kaidahnya yang harus diperhatikan dalam fikih 
perbedaan adalah sebagai berikut:412  
1. Memahami bahwa perbedaan dalam permasalahan 
cabang-cabang fikih (furu’iyyah) adalah suatu hal yang 
mesti. 
2. Memahami bahwa perbedaan dalam masalah cabang-
cabang fikih adalah rahmat dan kemudahan bagi umat 
Islam. 
3. Memahami bahwa perbedaan bisa memperkaya 
khazanah literatur fikih dalam syariat Islam. 
4. Kemungkinan pendapat yang berbeda, mengandung 
kebenaran. 
5. Usaha untuk menghapus perbedaan-perbedaan dan 
menjadikan semua orang berpegang hanya pada satu 
pendapat yang seragam merupakan usaha yang tidak 
mungkin. 
6. Kemungkinan berbilangnya kebenaran. 
 
411Aziz Masyhuri, Masalah keagamaan NU, (Surabaya: Dinamika 
Press, 1997), h. 365-367. 
412Yusuf al-Qaradhawi, Memahami…, h. 192-193. 
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7. Orang yang salah dalam ijtihadnya, selama ia memang 
diakui ahli ijtihad, dimaklumi bahkan mendapat pahala. 
8. Tidak mengingkari masalah perbedaan. 
9. Bersikap fair terhadap orang yang berbeda pendapat 
dengan menyebut kebaikan yang ada padanya. 
10. Berbuat adil terhadap orang yang pendapatnya sesuai 
dengan kita dan mengkritiknya dengan kebenaran. 
11. Saling membantu dalam hal yang disepakati. 
12. Berdialog dalam hal-hal yang diperselisihkan. 
13. Bertoleransi dalam hal yang masih diperselisihkan. 
14. Sikap saling toleransi antar mereka yang saling 
berselisih dan sama-sama rela menjadi makmum shalat 
di antara orang-orang yang berbeda pendapat. 
15. Meyakini bahwa semua mazhab berada di atas 
kebenaran dan petunjuk. 
16. Menganggap wajar adanya perbedaan yang bersifat 
variatif, bukan perbedaan yang bersifat pertentangan. 
17. Menjaga sopan santun terhadap para ulama besar. 
18. Menjauhi perbedaan sengit dan kewajiban menjaga 
sopan santun terhadap para ulama. 
19. Menjauhi sikap pengkafiran dan menuduh orang lain 
telah berbuat dosa. 
Untuk menjalankan syariat Islam yang benar, umat 
Islam mesti tetap berada pada poros Alquran dan Hadis.  
Namun ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan 
hukum yang belum diuraikan secara spesifik oleh Alquran 
dan Hadis, umat Islam diharuskan berijtihad jika ia mampu, 
namun jika tidak mampu, Allah memerintahkannya untuk 
bertanya kepada ahlinya atau orang yang berilmu mengenai 
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hal tersebut. Apabila, orang yang mampu berijtihad, namun 
tidak mampu merumuskan kaidah ijtihad, mereka 
dianjurkan mengikuti kaidah-kaidah ijtihad yang telah 
dirumuskan imam mujtahid.413 
Secara operasional rekonstruksi bermazhab harus 
selalu memperhatikan aspek maqashid al-syariah (tujuan-
tujuan syariat), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan 
terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yakni 
takammul (sempurna, bulat, tuntas), wasathiyah 
(berimbang), dan harakah (dinamis), serta maslahah harus 
menjadi pertimbangan utama dalam melakukan metode 
ijtihad untuk menemukan hukum.414 
Mengenai Islam yang moderat di Indonesia bisa 
dilakukan secara simplikatif. Gerakan Islam sejak pra 
kemerdekaan hingga saat ini, terdapat kelompok yang 
digolongkan moderat. Dalam sejarahnya, Muhammadiyah 
dan Nahdatul Ulama (NU) dapat dikategorikan moderat. 
Muhammadiyah lebih menggunakan pendekatan pendidikan 
dan transformasi budaya.415 NU mengedepankan prinsip 
Ahlu Sunnah Waljamaah yang mencakup segala bidang. 
Etika pengamalan sikap moderat, menurut Afrizal Nur 
dan Mukhlis416, yaitu : 
 
413Riswan dan Muhammad Sabir Maidin, “Bermazhab Dalam 
Pandangan Hadis Nabi Saw”, Jurnal Shautuna (Vol. 1, No. 2, Mei 2020),    
h. 108. 
414Imam Mustofa, “Relevansi...., h. 30. 
415Rahmatullah, “Islam Moderat Dalam Perdebatan”, Dialog (Vol. 
71, No. 1, 2011), h. 42-43. 
416Nur dan Mukhlis Lubis, Konsep Wasathiyah Dalam Alquran: 
Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir dan Aisar at-
Tafsir), h. 212. 
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1. Tawazun (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan 
pengalaman agama secara seimbang yang meliputi aspek 
kehidupan (dunia dan akhirat) tegas menyatakan prinsip 
yang dapat membedakan antara inhira (penyimpanan) 
dan Ikhtilaf (perbedaan). 
2. Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati 
perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai 
aspek kehidupan lainnya. 
3. Tawassuth (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman 
dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam 
beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. 
4. I’tidal (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada 
tempatnya dan melaksanakan hak serta kewajiban secara 
proporsional. 
5. Musawah (egaliter), yaitu tidak bersikap diksriminatif 
terhadap orang yang berbeda keyakinan, tradisi, dan asal 
usul. 
6. Syura (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan 
dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat 
dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas 
segalanya. 
7. Ishlah (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip 
reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang 
mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan 
berpijak pada kemaslahatan umum. 
8. Tathawwur wa Ibtikar (dinamis dan inovatif), yaitu selalu 
terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah 
yang lebih baik. 
9. Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas), yaitu 
kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih 
penting yang utama untuk diterapkan. 
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Dengan demikian, muncul kesadaran bahwa 
keragaman dalam realitas kehidupan adalah sesuatu yang 
tidak dapat dielakkan, diingkari, dan ditolak. 
Multikulturalisme adalah bagian perjuangan yang lebih 
besar untuk demokrasi dan bermazhab yang lebih inklusif 
dan toleran. Namun demikian sebagai rahmat tuhan, 
perbedaan tidak luput dari tantangan yang acap kali muncul 
di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jika tidak 
diterima sebagai rahmat dan kekayaan bangsa, perbedaan 
dapat memunculkan percekcokan dan konflik pada 
masyarakat multikultural. Hal tersebut akan terjadi jika 
keragaman dianggap sebagai pemisah yang lahir dari sikap 
ke-kita-an, menganggap orang lain bukan bagian dari 
kelompok kita.417 
Moderasi lain dari Islam yaitu tidak membenarkan 
sikap tatarruf baik secara tekstualitas ataupun rasionalitas. 
Overtekstualitas akan membuat ruang ijtihad dan rasio 
menjadi kerdil sehingga bisa jadi terdapat kejumudan. Sikap 
ini akan menjadikan Islam tidak mampu beradaptasi dengan 
zaman yang terus berkembang. Dalam hal lain, pendekatan 
yang sangat rasional dan lepas kendali dari nash akan 
melahirkan sikap liberalisme dan mengkerdilkan peran 
agama dalam kehidupan manusia.418 
Dalam sejarah Islam di masa sahabat dan tabi’-tabi’in, 
tergambar perilaku yang selalu mengedepankan persatuan 
umat Islam (tauhid sufuf al-muslimin), mereka 
berpandangan bahwa persaudaraan dalam seagama dan 
 
417Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Agama, 
Moderasi …, h. 61-62. 
418Muammar Bakry, “Argumentasi Moderasi Syariah; 
(Membangun Sikap Toleran Dalam Perbedaan)”, Amri Aziz, dkk (ed), 
Konstruksi Islam Moderat : Menguak Prinsip Rasionalitas, Humanitas, 
dan Universalitas Islam, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2018), h. 60. 
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menjadikan hati mereka saling menyatu adalah hal yang 
paling utama daripada hal lainnya. Sikap rela tidak 
mengamalkan pendapatnya ketika melaksanakan ibadah 
secara bersama, sekalipun menurutnya pendapatnyalah 
yang paling benar. Terdapat prinsip yang mereka tanamkan 
dalam beribadah secara berjama’ah, yaitu fi’l al-mafdul wa 
tark al-fadil (rela mengerjakan atau mengamalkan pendapat 
yang menurutnya tidak kuat dasarnya dan meninggalkan 
pendapat yang dasarnya lebih kuat). 
Dengan sikap seperti itu, akan terbangun suasana 
moderasi dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah. 
Ulama klasik melakukan seperti ini, dengan harapan agar 
masalah furu’iyyah tidak akan membawa perpecahan di 






















LEGALITAS MODERASI BERMAZHAB 
 
A. Moderasi dalam Alquran  
Alquran sebagai kitab suci yang diturunkan untuk 
menjadi pedoman dan mengatur kehidupan umat manusia, 
maka salah satu ajaran yang terkandung di dalam Alquran 
adalah tentang moderasi. Para ulama telah bersepakat 
bahwa moderasi adalah ajaran yang tinggi dan penuh 
hikmah yang diatur dalam akidah islamiyah dan syariat 
Islam yang dapat dikaji dan dipahami secara ilmiah. Alquran 
telah menjelaskan secara jelas, gamblang, dan relevan 
tentang hakikat moderasi dalam kehidupan umat Islam, 
sebagaiman dijelaskan pada banyak ayat dalam Alquran 
tentang moderasi tersebut.  
Moderasi yang kita kenal sekarang memiliki padanan 
kata dengan kata wasatiyah dalam bahasa Arab di mana 
menurut as-Shalabi bahwa akar kata Wasatiyah atau 
moderasi terdapat dalam empat kata dalam Alquran dengan 
arti yang hampir mirip. Keempat kata tersebut bermakna 
sebagai berikut: 420   
1. Wasathiyah (moderasi) bermakna sikap adil dan pilihan, 
sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2): 
143, yaitu: 
ٱلر س و   َوَيك وَن    َ ٱلن   َعَلى  ش َهَ آَء  ل  َتك ون وا   َوَسر   أ م    َجَعۡلنََٰك ۡم  ل َك  وََكبََٰ
َه ٓ إ َل  ل نَبۡعَلَم َمن يَبت ب ع  ٱلر س وَ  عَ 
َلَ  ٱل    ك نَ  َعَليبۡ بۡ َلۡيك ۡم َشه ي اِۗ َوَم  َجَعۡلَن  ٱۡلق 
 
420Ali Muhammad As-Shalabiy, Al-Wasathiyah fil Qur’an Al-Karim, 
Kairo: Mu’assasah Iqra’ Linasyri watauzi wattarjamah, 2007), h. 16-25.  
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 َوإ ن َك َنۡ  َلَكب يَة  إ َل  َعَلى ٱل ب يَن َهَ   ٱّلل  ِۗ َوَم  َك َن 
َبۡيه ِّۚ ّم  ن يَنَقل    َعَلىَٰ َعق 
يَع إ يَََٰنك ۡمِّۚ   َ يم  ٱّلل   ل ي  َ  َلَرء ون ع ح    إ ن  ٱّلل َ ب ٱلن  
Terjemahnya: 
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu 
(umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu 
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 
kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi 
kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui 
(supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 
2. Wasatiyah (moderasi) bermakna paling baik dan 
pertengahan, sebagimana yang terdapat dalam Q.S. al-
Baqarah (2): 238.  
ة  ٱۡلو ۡسَرىَٰ َوق وم وا  ّلل    قََٰن ت َي   ت  َوٱلص َلوَٰ ف  وا  َعَلى ٱلص َلوََٰ  حََٰ
Terjemahnya: 
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 
wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) 
dengan khusyu'. 
At-Thabari, seorang ahli tafsir berkata bahwa kata al-
wusta pada ayat tersebut di atas bermakna shalat asar, 
karena terletak di tengah-tengah shalat lain antara subuh 
dan duhur serta maghrib dan isya”421. Sementara al-
Qurthubi mengemukakan pendapatnya bahwa kata al-wusta 
 
421Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari, vol 2 (Kairo: Maktabah 
At-Taufiqiyah, 2004), h. 567.  
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adalah bentuk feminism dari kata wasath yang berarti 
terbaik dan paling adil.422 Ibnul Jauziy mengatakan bahwa 
238 surah al-Baqarah tersebut mempunyai tiga makna, 
yaitu: a) Terkait dengan shalat yang terletak pada 
pertengahan, b) Paling tengah ukurannya dan c) paling 
utama kedudukannya”423. Jadi tidak ada kata makna lain dari 
kata wustha dalam ayat ini selain “paling tengah, paling adil 
dan paling baik.  
3. Wasatiyah (moderasi) bermakna paling adil, ideal paling 
baik dan berilmu, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-
Qalam (68): 28, yaitu: 
 قَ َ  أَۡوَسر ه ۡم أَََلۡ أَق   ل ك ۡم َلۡوََل ت َسب  ح وَن  
Terjemahnya: 
Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di 
antara mereka: Bukankah aku telah mengatakan 
kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada 
Tuhanmu. 
Ibnu Abbas r.a, salah seorang sahabat nabi yang juga 
sebagai mufassir dan at-Thabari mengatakan bahwa yang 
diamaksud dengan kata ausatuhum pada ayat tersebut 
adalah “Orang yang paling adil dari mereka”. Al-Qurthubi 
menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa kata 
ausatuhum bermakna “orang yang paling Ideal, paling adil 
dan paling berakal dan paling berilmu”424.  Dalam ayat ini 
juga dapat dismpulkan bahwa makna kata ausatuhum 
 
422Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, Al-Jami’ Li 
Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), vol 1 (Kairo: Maktabah Al-Iman, 
tt), h. 296.  
423Shalaby, al-Wasathiyah…, h. 20.  
424Al-Quthubi, Al-Jami’, vol. 10, h. 126.  
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adalah “paling adil, paling baik atau ideal dan paling 
berilmu”.  
4. Wasatiyah (moderasi) bermakna di tengah-tengah atau 
pertengahan, sebagaima disebutkan dalam Q.S. al-Adiyyat 
(100): 5. 
ع    
 فَبَوَسۡرَن ب ه ۦ ََجۡ
Terjemahnya: 
…. dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, 
At-Thabari dan al-Qurthubi serta al-Qasimi bersepekat 
mengatakan bahwa karta wasatan adalah berada di tengah-
tengah musuh”425 Demikianlah hakikat wasatiyah dalam 
Alquran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dari 
riwayat yang shahih.  Lebih lanjut at-Thabari menjelaskan 
makna kata “wasathan” yang dapat berarti “posisi paling 
baik dan paling tinggi”426 At-Thabari mengutip pendapat 
Ibnu Abbas r.a, Mujahid dan Atha’ saat menafsirkan ayat 143 
tersebut, ia berkata: “Ummatan Washatan adalah “keadilan” 
sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat 
Islam sebagai umat yang paling adil”.427  
Al-Qurthubi mengatakan bahwa kata wasathan adalah 
keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling 
adil.428 Sementara Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata 
wasatan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling 
berkualitas.429 Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-
 
425Shalaby, Al-Wasathiyah…, h. 25.  
426At-Thabari, Tafsir, vol 2…, h. 7.  
427At-Thabari…, h. 8. 
428Al-Quthubi, Al-Jami’, vol. 1…, h. 477.  
429Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim, vol 1, (Beirut: Daar Al-
Fikri, 1994), h. 237. 
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Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa makna 
wasathan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan.430 
Dari beberapa penjelasan mufassir dari kalangan 
sahabat dan tabi’in serta para mufassir generasi setelahnya 
sampai mufassir modern di atas, dapat disimpulkan makna 
kata wasatan pada surat al-Baqarah (2):143 ini adalah; 
“Keadilan dan kebaikan, atau umatan wasatan adalah umat 
yang paling adil dan paling baik”.431 
Dari keempat ayat Alquran yang berbea-beda tentang 
kata wasatiyah (moderasi) di atas, dapat disimpulkan secara 
pasti bahwa wasatiyah (moderasi) dalam istilah Alquran 
adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan 
dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang 
paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan 
paling moderat dari umat yang lainnya.  
 Karena itu, konsep moderasi dalam Alquran dapat 
dipahami sebagai sebuah sikap yang adil, sikap untuk selalu 
menempatkan kebaikan sebagai tujuan utama hidupnya, 
sikap yang berada pada posisi pertengahan di antara dua hal 
yang berbeda, sikap yang menempatkan posisi ilmu yang 
dimilikinya sebagai penengah dalam melihat dan 
menyelesaikan suatu perbedaan yang terjadi. Dengan 
demikiandapat ditegaskan bahwa Alquran memandang 
bahwa moderasi adalah sebuah sikap terpuji yang ahrus 
ditegakkan dalam masyarakat, shingga tercipta sebuah 




430As-Shalabiy, Al-Wasathiyah…, h. 17. 
431At-Thabari, Tafsir, vol. 2…, h. 567.   
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B. Moderasi dalam Hadis 
Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam setelah 
Alquran. Sikap moderat (wasatiyah) merupakan salah satu 
karakter yang melekat dalam praktek kehidupan nabi 
Muhammad. Konsep wasatiyah merupakan jalan tengah 
untuk menampilkan wajah Islam yang santun dan damai di 
tengah-tengah masyarakat dunia. Dalam memahami dan 
mengimplementasikan konsep ini perlu untuk melihat hadis 
nabi secara komprehensif. Dengan hal tersebut, 
ketauladanan dari kehidupan nabi akan memberikan 
pemahaman yang utuh terhadap konsep wasatiyah itu 
sendiri.   
Langkah penting lainnya dalam memahami hadis 
adalah melihat kepada asbâb al-wurûd, yaitu konteks di 
mana hadis tersebut lahir. Pengetahuan terhadap asbâb al-
wurûd bahkan telah menjadi disiplin ilmu tersendiri dalam 
Mustalah al-Hadîth. Dengan pengetahuan asbâb al-wurûd, 
maka ‘illah dan hikmah yang terkandung dalam suatu hadis 
dapat dipahami secara utuh. Demikian juga, hendaknya 
untuk memahami hadis-hadis Nabi, dilakukan pula dengan 
merujuk kepada penjelasan ulama yang telah menguraikan 
makna hadis (shurrâh al-hadîth). Memahami lafal hadis yang 
asing (gharîb) dengan merujuk kepada kitab gharîb al-
hadîth juga merupakan upaya untuk mendalami makna yang 
terkandung dalam hadis. Dari pada itu, pemahaman yang 
baik dan benar semestinya dibangun untuk memahami 
praktek dari kehidupan Nabi.   
Jika ditelusuri kata wasatiyah atau wasat dalam hadis 
nabi, maka tidak ditemukan dalam literatur tersebut dalam 
hadis Nabi, tetapi dalam hadis riwayat Ibn al-Athir dalam 
kitabnya yang berjudul “Jami‘al-Usul fi Ahadith al-Rasul”, 
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(sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan). 432 Namun, 
para ahli hadis berpendapat bahwa pernyataan itu bukan 
hadis nabi, akan tetapi hanya merupakan perkataan seorang 
tabi‘in yang bernama Mutarrif  ‘Abd Allâh.10  
Kata al-qasd dalam hadis riwayat al-Bukhari dari Abu 
Hurairah bermakna pertengahan (al-tawassut) yaitu:   
َ : قَ  َ قَ  ه  ن  هللا عَ  مَ َ  عَ   ةَ يرَ رَ ه   ْ  أَ  ن  أَ    ن  : لَ  مَ ل  سَ وَ  ه  ي  لَ ى هللا عَ هللا صل   و  س  عَ   
م    حَ أَ   ىَ ج  ن  يبَ  قَ ه  ل  مَ عَ   م  ك ن  ا  وَ وال  ،  قَ   و  س  عَ   يَ   َ ن  أَ   و  لَ :  وَ   َ هللا  أَ ََل :   ان  َ إَل   َ  
َ ا   نَ م   يئ  شَ وا وَ ح  و  ع  وا وَ   غَ وَ  وا ب   ع  قَ وا وَ د      سَ رمحَ  ب   ُث    مَ عَ تبَ يبَ     ص  القَ    ص  القَ    وَ َل    ل
 ا. عواه البخ عي عو  لَ ب  تبَ 
Artinya: 
Dari Abu Hurayrah ra. berkata: Rasulullah Saw. 
bersabda: “Amal seseorang tidak akan pernah 
menyelamatkannya”. Mereka bertanya: “Engkau juga, 
wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Begitu juga aku, 
kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka 
perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam 
beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah 
di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir 
waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah 
pertengahan agar kalian mencapai tujuan.”433  
 
432Al-Mubârak b. Muhammad al-Jazarî Majd al-Dîn Abû al-Sa‘âdât 
b. al-Athîr, Jâmi‘ al-Usûl fî al-hâdîth al-Rasûl, ed. ‘Abd al-Qâdir al-Arnaût}, 
Vol. 10 (Beirut: Maktabah Dâr al-Bayân, 1972), 130. Demikian juga al-
Baihaqî (w. 458 H.) meriwayatkan dalam al-Jâmi‘ li Shu‘ab al-Îmân 
dengan lafal yang berdekatan yaitu “ أوسره العم     sebaik-baik) ”خي 
perbuatan adalah pertengahan) dari sebagian sahabat pada kitâb al-
siyâm, bâb al-qasd fî al‘ibâdah. Lihat Ahmad b. al-Husayn bin ‘Alî al-
Khurâsânî Abû Bakr al-Bayhaqî, al-Jâmi‘ li Shu‘ab al-Îmân, ed. Vol. 5 
Riyad: ‘Abd al-‘Alî ‘Abd al-Hamîd Hâmid, hadis no. 3604, Vol. 5. 
433Muhammad b. Ismâ’îl b. Ibrâhîm bin al-Mughîrah Abû ‘Abd 
Allâh al-Bukhârî, al-Jâmi‘ al-Sahîh, Hadis no. 6463, Vol. 8 (Kairo: Dâr al-
Shu’b, 1987), h. 122.  
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Selain itu, ada pula sabda nabi ketika melihat sebagian 
orang yang sangat panjang (berlama-lama) dalam 
beribadah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya 
bahwa pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. 
Tiba-tiba Nabi saw. berjalan di depanku. Kemudian beliau 
menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami 
menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia 
banyakkan ruku’ dan sujudnya. Nabi bersabda: “Apakah 
kamu melihatnya sebagai orang yang riya’” Maka aku 
katakan: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. 
Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian 
beliau menggengam tangannya dan meluruskannya serta 
mengangat keduanya seraya berkata: “Hendaklah kamu 
mengikuti petunjuk dengan pertengahan (beliau 
mengulanginya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang 
berlebihan dalam agama akan dikalahkannya.”434  
Demikian pula dengan kesaksian sahabat yang 
bernama Jâbir bin Samurah tentang pelaksanaan shalat dan 
khutbah nabi pada hari Jum‘at, di mana dijelaskan bahwa 
Jâbir bin Samurah berkata, aku telah shalat bersama Nabi 
saw. berkali-kali, dan (aku dapati) shalatnya dalam 
pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan.435  
Adapun maksud dari pertengahan adalah bahwa shalat 
dan khutbah yang tidak terlalu panjang sehingga melelahkan 
 
434Ahmad bin Hanbal Abû ‘Abd Allâh al-Shaybânî, Musnad al-
Imâm Ahmad b. Hanbal, ed. Shu‘ayb al-Arna’ût, hadis no. 23013, Vol. 5 
(Kairo: Mu’assasah Qurttubah, t.th), 350; Muhammad b. ‘Abd Allâh Abû 
‘Abd Allâh al-Hâkim al-Naysâbûrî, al-Mustadrak ‘alâ alSahîhayn, ed. 
Mustafâ ‘Abd al-Qâdir ‘Atâ, hadis no. 1176, Vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 1990), 457; al-Bayhaqî, al-Jâmi’ li Shu‘ab al-Îmân, hadis no. 
3600, Vol. 5, 393.  
435Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim Abû al-Husayn al-Qushayrî al-
Naysâbûrî, al-Jâmi’ alSahîh, No. hadis 2041, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Jayl, 
t.th.), 11.  
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dan tidak pula terlalu singkat sehingga menghilangkan 
makna. Demikianlah ibadah shalat dan khutbah Nabi pada 
pelaksanaan shalat Jum‘at. Dalam hadis, istilah ghulûw 
(berlebihan) yang merupakan lawan dari wasat juga 
ditemukan, misalnya sabda Nabi Muhammad yanfg 
dijelaskan oleh Ibn ‘Abbâs dimana ia berkata bahwa 
Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya wahai manusia, 
hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-
umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam 
beragama.436  
Dalam hadis di atas, dengan tegas nabi mengingatkan 
umatnya agar tidak berlebihan sehingga melampaui batas 
dalam menjalankan ajaran agama, sebab segala sesuatu yang 
berlebihan berimplikasi pada hal yang tidak baik. Rasulullah 
juga pernah mengingatkan umatnya agar tidak bersikap 
melampaui batas sehingga mengantarkannya kepada 
kehancuran dan kebinasaan. Pada hadis lain nabi juga 
menegaskan dalam bersabda yang artinya bahwa binasalah 
orang-orang yang melampaui batas”, (beliau mengulanginya 
tiga kali).437 Adapun yang dimaksud melampaui batas dalam 
hadis ini adalah melampaui batas dalam ucapan dan 
perbuatan.  
Untuk menguatkan hujjah bagi mereka yang masih 
menolak manhaj wasathiyah, penulis mengutip beberapa 
hadits Nabi saw. yang terkait dengan makna wasathiyah 
Islam. Dalam As-Sunnah, Washathiyah ternyata telah 
 
436Ahmad b. Shu‘ayb b. ‘Alî Abû ‘Abd al-Rahmân al-Khurasânî al-
Nasâ’î, al-Mujtabâ min al-Sunan, ed. ‘Abd al-Fattâh Abû Ghuddah, Hadis 
no. 3057, Vol. 5 (Halb: Maktab alMatbû’ât al-Islâmiyyah, 1986), 268; 
Muhammad b. Yazîd Abû ‘Abd ‘Allâh al-Qazawaynî, Sunan Ibn Mâjah, ed. 
Muhammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqî, hadis no. 3029, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-
Fikr, t.th.), 1008.  
437Muslim, al-Jâmi‘ al-Sahîh, hadis no. 6955, Vol. 8, 58.   
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diucapkan dan dilafadzkan oleh Nabi Muhammad saw. 
dalam beberapa haditsnya, yang dapat dimaknai secara 
bahasa. Nabi terkadang menyebut wasath bermakna 
keadilan, ketinggian, keberkahan, terbaik dan seimbang 
seperti dalam hadits-hadits berikut:  
1.  Wasatan (moderat) bermakna keadilan  
Dalam sebuah hadits yang artinya adalah sebagai 
berikut: 
Dari Abu Said Al-Khudri ra, Nabi saw menjelaskan 
makna ummatan wasathan dalam ayat ini adalah 
“keadilan” (HR. Tirmidzi, Shahih). At-thabari juga 
menjelaskan bahwa makna “wasathan” bisa berarti 
“posisi paling baik dan paling tinggi”438. At-Thabari 
mengutip Ibnu Abbas r.a, Mujahid dan Atha’ saat 
menafsirkan ayat 143 berkata: “Ummatan Washathan 
adalah “keadilan” sehingga makna ayat ini adalah 
“Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang 
paling adil”439.  Al-Qurthubi berkata: wasathan adalah 
keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang 
paling adil”440. Ibnu Katsir berkata: wasathan dalam 
ayat ini maksudnya paling baik dan paling 
berkualitas”441. Para ahli tafsir lain seperti 
Abdurrahman As-Sa’diy dan Rasyid Ridha menafsirkan 
bahwa makna washathan dalam ayat ini adalah 
keadilan dan kebaikan”442.  
 
438Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir, vol. 2…, h. 7.  
439At-Thabari…, h. 8.  
440Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Quthubi, Al-Jami’ Li 
Ahkam Al-Quran (Tafsir AlQurthubi), vol 1 (Kairo: Maktabah Al-Iman, 
tt), h. 477.  
441Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adzim, vol 1, (Beirut: Daar Al-
Fikri, 1994), h. 237.  
442As-Shalabiy, Al-Wasathiyah…, h. 17  
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Dari beberapa hadits Nabi saw. dan penjelaskan para 
mufassir dari kalangan Sahabat dan tabi’in serta para 
mufassir generasi setelahnya sampai mufassir modern di 
atas, dapat disimpulkan makna wasathan pada surat Al-
Baqarah 143 ini adalah; “Keadilan dan kebaikan, atau 
umatan wasathan adalah umat yang paling adil dan paling 
baik”.  
Dari Abu Sa'id berkata; Rasulullah saw. bersabda: 
"(Pada hari kiamat) Nabi Nuh 'alaihissalam dan ummatnya 
datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah 
menyampaikan (ajaran)? Nuh 'Alaihissalam menjawab: 
"Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada 
ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada 
kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi 
pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman kepada 
Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi 
Nuh a.s berkata; "Muhammad Saw., dan ummatnya". Maka 
kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh a.s telah menyampaikan 
risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah 
seperti yang difirmankan Allah Swt., dalam Q.S. al-Baqarah 
ayat 143 yang artinya dan demikianlah kami telah 
menjadikan kalian sebagai ummat pertengahan untuk 
menjadi saksi atas manusia."  
ِ  َعن  أَْ   َع َم َبَن  ال  َبَن  َعب    ال َواح    ب ن    َيد  َح  َ ع يَ  َح  َبَن  م وَسى ب ن  إ   َح 
َ َص ل ح  َعن  أَْ  َسع ي    قَ َ  َعس و  اّلل   َصل ى اّلل   َعَلي ه  َوَسل َم َيَ مء  ن وح  َوأ م ت ه   قَ 
َبل َغك م   َه    ل  م ت ه   فَبيَبق و   َعف    َأي   نَبَعم   فَبيَبق و   َبل غ َ   َه    تَبَع ىَل  اّلل    فَبيَبق و  
َه   َلَك فَبيَبق و  ُم َم    َصل ى فَبيَبق ول وَن ََل َم  َج َءَ  م ن  َنِب    فَبيَبق و  ل ن وح    َمن  َيش 
َبل غَ  َه   أَن ه  َق    ر ه   اّلل   َعَلي ه  َوَسل َم َوأ م ت ه  فَبَنش  وََكَبل َك َجَعل َن ك م    َوه َو قَبو ل ه  َج   ذ ك 





Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah 
bercerita kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad telah 
bercerita kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari 
Abu Sa'id berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "(Pada hari qiyanat) Nabi Nuh 
'alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala 
berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan 
(ajaran)?. Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai 
Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: 
"Apakah benar dia telah menyampaikan kepada 
kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang 
Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah 
berfirman kepada Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang 
menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh Alaihissalam 
berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan 
ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 
'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang 
diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang 
difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (QS al-Baqarah 
ayat 143 yang artinya), ("Dan demikianlah kami telah 
menjadikan kalian sebagai ummat pertengahan untuk 
menjadi saksi atas manusia."). Al-washathu dalam 
hadis ini artinya al-'adl (adil).443 
Dalam hadits di atas, sangat jelas Nabi Saw., memaknai 
dan menafsirkan kata “wasatan” adalah “keadilan”. Yang 
dimaksud keadilan di sini adalah, bahwa umat Islam adalah 
umat yang menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, 
menyikapi sesuatu sesuai dengan porsinya dan kedaaanya. 
Moderat adal jujur dan komitmen tidak mendua serta 
inkonsisten dalam sikap, sehingga Allah melengkapi surat 
 
443Lidya Pustaka, -i-Software. Kitab 9 Imam hadis. Sumber : 
Bukhari, bab : hadits-hadits yang Meriwayatkan tentang para Nabi, 




Al-Baqarah: 143 di atas, setelah menyebut wasatan dengan 
“agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia”. Dalam Islam 
seorang saksi haruslah yang adil dan jujur. Nampaknya adil, 
jujur dan konsisten sangat tepat untuk makna ayat ini, 
sesuai dengan tafsir dari Nabi saw terhadap ayat ini, yaitu 
keadilan.  
2. Wasathiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan  
Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa nabi 
Saw., bersabda yang artinya apabila makanan telah 
dihidangkan, maka ambillah dari pinggirnya dan 
tinggalkan tegahnya, sesungguhnya berkah itu turun 
dibagian tengah. Hadits ini menjelaskan tentang adab 
makan, bahwa mengambil makanan hendaknya 
dimulai dari pinggirnya lalu bagian lainnya. Mengapa 
demikian? karena nabi Saw., sedang mengajarkan 
umatnya bagaimana makanan menjadi berkah dan 
mencukupi untuk orang banyak walaupun makananya 
sedikit, dengan cara terlebih dahulu mengambil bagian 
pinggirnya dan membiarkan tengahnya, karena 
keberkahan makanan diturunkan oleh Allah melalui 
bagian tengah makanan. Dalam hadits lain Nabi saw 
bersabda: “Makanan untuk dua orang akan mencukupi 
tiga orang dan makanan untuk tiga orang akan 
mencukupi empat orang”.  
Dalam hadits ini kata wasath bermakna posisi tengah, 
posisi yang selalu diberkahi Allah swt. Hal ini menujukkan 
bahwa umat Islam adalah umat terbaik karena selalu berada 
pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim pada 
dunia dan kecenderungan ekstrim pada akhirat sehingga 
melupakan dunia. Islam pada posisi tengah dalam hal 
ekstremisme kanan yang ghuluw (berlebihan) pada nilai-
nilai rohani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada 
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rohani. Islam memposisikan diri berada di tengah kedua 
ekstrimisme itu dengan penuh keadilan dan keseimbangan.  
3. Wasathiyah bermakna posisi terbaik seperti harta terbaik 
adalah harta pertengahan  
Dalam hadis riwayat Abdullah bin Muawiyah Al-
Ghadhiri dijelaskan bahwa nabi Saw., bersabda: "Tiga 
perkara, barang siapa yang melaksanakannya maka ia 
akan merasakan nikmatnya iman yaitu barang siapa 
yang beribadah kepada Allah semata dan tidak ada 
tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan 
menunaikan zakat hartanya dengan jiwa yang lapang 
dan jiwanya terdorong untuk menunaikan zakat setiap 
tahun dan tidak memberikan hewan yang sudah tua 
dan tanggal giginya, lemah, serta yang sakit atau 
menunaikannya dengan yang kecil jelek. Akan tetapi 
tunaikanlah dengan harta kalian yang pertengahan 
karena sesungguhnya Allah tidak meminta harta 
terbaik kalian dan tidak juga menyuruh kalian 
memberikan harta yang terburuk”  
Hadits ini menjelaskn ajaran moderasi Islam dalam 
mengeluarkan zakat, bahwa harta yang dikeluarkan oleh 
seorang muslim dari kewajiban zakatnya adalah harta 
pertengahan antara harta yang paling mewah atau mahal 
dan harta yang paling murah dan rendah. Zakat terbaik 
adalah zakat dari harta yang halal dan mencukupi nishab 
serta haulnya serta harta yang telah mencukupi nafkah 
wajib bagi keluarga. Syari’at Islam tidak menerima zakat 
harta yang belum sesuai nishab dan haulnya, Islam tidak 
menerima harta yang buruk dan haram seperti hasil korupsi, 
riba dan najis. Zakat terbaik adalah harta yang digunakan 
sehari-hari oleh umat Islam yang produktif, oleh karenanya 
syari’at tidak membolehkan zakat perhiasan berupa emas 
dan perak yang dipakai sehari-hari, hewan ternak yang 
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dipakai bekerja, rumah mewah yang menjadi tempat tinggal 
dan sebagainya, kecuali yang disimpan atau ditabung dan 
diinvestasikan. inilah maksud harta pertengahan.   
C. Moderasi dalam Logika Ulama  
Sala h satu aspek pentingnya moderasi bermazhab 
adalah yang dianut umat Islam berakibat buruk bagi 
perkembangan kaum muslimin. Islam yang merupakan 
ajaran yang mengandung kemurahan, perdamaian, belas 
kasihan, telah dinodai oleh penganutnya karena perbedaan 
mazhab, bahkan terjadi pertumpahan darah, hal itu terjadi 
dalam waktu yang cukup lama. Pertumpahan darah sesama 
muslim pertama kali dilakukan oleh Khawarij yang 
menamakan diri mereka asy-Syuraat. Mereka berkeyakinan, 
Islam tidak akan sempurna kecuali dengan membunuh 
setiap orang yang tidak mengikuti jalan pemikiran mereka. 
Setelah kaum Khawarijj, muncullah firqah qaramithah. 
Mereka menyebar rasa takut dan kecemasan di wilayah Iraq, 
Hijaz, Syam, dan wilayah-wilayah Islam lainnya. Kejadian itu 
terjadi karena fanatisme mazhab dan kurangnya sikap 
moderasi bermazhab. Permusuhan dan peperangan antar 
mazhab yang paling sering dan sengit adalah antara Syi’ah 
dengan Ahlus Sunnah, karena kedua golongan ini dianut luas 
oleh umat Islam.444 
Fanatisme mazhab menjadi penyebab terkikisnya 
moderasi bermazhab di kalangan umat Islam. Pemahaman 
terhadap mazhab tertentu dan menutup diri terhadap 
adanya perbedaan memungkinkan hal itu terjadi, bahkan 
terdapat umat yang hanya ikut-ikutan tanpa memiliki alasan 
 
444Mustofa Muhammad Asy Syak’ah, Islam Tidak Bermazhab, 
(Jakarta: Gema Insani, 1994), h. 415-416. 
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yang berdasar terhadap pemahaman tertentu dan inilah 
yang disebut taklid buta.445 
Para ulama kontemporer berpandangan bahwa taklid 
kepada salah satu dari keempat mazhab (Hanafi, Maliki, 
Syafi’i, dan Hambali) adalah wajib hukumnya. Al-Haasyiyah 
berkomentar “tidak diperkenankan taklid kepada selain 
empat mazhab, walaupun sesuai dengan perkataan para 
sahabat, tabi’in, hadis shahih, maupun nash Alquran. Keluar 
dari empat mazhab adalah sesat dan menyesatkan yang 
memungkinkan akan mengantarkan kepada kekafiran.” 
Beberapa pula pendapat yang mewajibkan taklid ini 
termasuk pendapat yang populer dan tersebar di 
pendidikan-pendidikan keagamaan dalam kurun waktu 
tertentu. Beberapa ulama kontemporer mengadopsi 
pendapat tersebut.446 
Pada periode stagnasi ijtihad, berkembang opini di 
kalangan ulama fikih dari semua mazhab bahwa masalah 
hukum telah usai dibahas secara menyeluruh oleh para 
mujtahid terdahulu. Hal ini berkembang seolah menjadi 
konsensus dengan sendirinya menetapkan bahwa tidak 
seorangpun dianggap memiliki syarat-syarat untuk menjadi 
mujtahid. Munculnya pendirian seperti itu berakibat 
tertutupnya pintu ijtihad dan lahirlah masa taklid. Dalam 
kondisi seperti itu, para ulama fikih selain fokus pada 
mazhabnya, ia juga menuliskan karya yang menarasikan 
keistimewaan imam mereka dan memfatwakan bahwa 
seorang muqallid harus konsisten dengan masing-masing 
mazhabnya, atau dengan kata lain tidak boleh berpindah 
mazhab. Pasca abad ke-18 M, kemudian muncul gerakan 
 
445Yusuf al-Qaradhawi, Memahami, Khazanah Klasik, Mazhab, dan 
Ikhtilaf, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Akbar Media, 2003),        
h. 85. 
446Al-Qaradhawi…, h. 87-88. 
315 
 
reformasi untuk melepaskan diri dari sikap taklid dalam 
umat Islam. usaha ini muncul dari kalangan tokoh pemimpin 
dan ulama yang sadar akan kemunduran-kemunduran di 
kalangan umat Islam yang kemudian mengharuskan adanya 
gerakan pembaharuan di berbagai negeri Islam.447 
Dalam menghadapi pembaharuan dalam Islam, 
terdapat pro-kontra di kalangan ulama dan pemimpin 
muslim, yaitu menganggap bahwa pembaharuan Islam 
sebagai keharusan dengan melakukan penolakan dengan 
memandang bahwa Islam adalah agama pembawa 
kebenaran mutlak sehingga upaya pembaharuan dipandang 
bertentangan dengan watak Islam. di samping itu, penolakan 
juga didasari dari pandangan bahwa modernisasi adalah 
kebudayaan Barat, sedangkan Barat dipandang sebagai 
musuh Islam, baik secara politik ataupun kultural.448 
Pemahaman keagamaan tak hanya berimplikasi dalam 
aspek individual, namun juga meluas terhadap sistem 
kenegaraan. Spiritualitas yang bersifat religius memasuki 
ruang publik yang bersifat sekuler.449 Interpretasi prinsip-
prinsip penerapan ajaran Islam yang bersifat formal dan 
ideologis tidaklah penting dengan membentuk sebuah 
negara Islam. Mereka yang lebih penting negara menjadi 
wadah dalam mewujudkan nilai-nilai Islam.450  
Dalam konteks Indonesia, Hasyim Muzadi menyatakan 
bahwa telah muncul penilaian-penilaian subjektif yang 
 
447M. Saman Sulaiman, “Pembaruan Hukum Islam (Esensi, 
Urgensi, dan Kendala)”, Jurnal Islamika (Vol. 13, No. 2, 2013), h.. 36-37. 
448Sulaiman…, h. 39. 
449Jose Casanova, Public Religious in the Modern World (Chicago: 
University of Chicago Press, 1994), h. 13-15. 
450Amril Maryolo. AR, “Formalisasi Syariat Islam (Studi Tentang 
Peraturan Daerah Keagamaan di Bulukumba)”, Tesis (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2017), h. 27. 
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mendikreditkan pihak lain telah melanggar akidah, seperti 
gerakan takfiri (pengkafiran) menganggap segala sesuatu 
yang berbau budaya dan Indonesia dianggap bid’ah. Gerakan 
ini menyebar ajaran Islam melalui cara-cara yang ektrem. 
Gerakan takfiri tidak hanya menyerang secara personal 
tetapi juga terhadap sistem negara yang telah memberikan 
pengaruh terhadap sejumlah pelaku terorisme di 
Indonesia.451 
Akibat kekerasan itu, maka muncul pandangan yang 
salah di kalangan masyarakat, seperti Uni Eropa dijumpai 
persepsi bahwa Islam dianggap agama yang mudah 
mengkafirkan pihak lain, melakukan teror, pembunuhan, 
pembakaran rumah ibadah, hingga bom bunuh diri. Menurut 
Ahmad Hasyim Muzadi, persepsi seperti itu tidak 
sepenuhnya bisa disalahkan karena secara empiris-faktual 
telah terjadi sejumlah kekerasan yang dilakukan gerakan 
Islam garis keras, walaupun Islam pada dasarnya tidak 
mengajarkan tindakan kekerasan, tetapi mendorong 
terwujudnya moderasi dan kemaslahatan hidup manusia.452 
Faktanya, sebagian kalangan dari dunia Barat, 
Amerika, Eropa, dan sebagian kalangan lain yang tidak 
memahami Islam secara baik, memandang Islam tidak 
holistik. Sebagian dari mereka mengalami Islamofobia 
(ketakutan terhadap Islam). Penyebabnya antara lain, 
karena tumbuhnya gerakan radikal seperti ISIS dan 
sebagainya yang bersumber dari pemikiran Wahabisme. 
Bibit Wahabisme mesti diwaspadai karena potensial 
melahirkan gerakan-gerakan radikal yang kontra produktif 
bahkan dekonstruktif. Selain itu, perlu juga mewaspadai 
 
451Moh. Dahlan, “Moderasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad 
Hasyim Muzadi”, jurnal al-Ihkam (Vol 11, No. 2, Desember 2016), h. 318. 
452Dahlan…, h. 319. 
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gerakan sosial politik transnasional yang tidak memiliki akar 
kenusantaraan dan nasionalisme terhadap bangsa 
Indonesia. 
Orang yang telah masuk ke dalam kepercayaan 
tersebut mesti dirangkul dan diajak berdiskusi secara 
konstruktif. Islam merupakan agama yang damai dan 
menghindari konflik. Aksi-aksi terorisme yang 
mengatasnamakan Islam jelas sudah terlepas dari nilai-nilai 
keIslaman. Pada prinsipnya seluruh agama di dunia ini 
menyuarakan pesan toleransi, ada banyak organisasi 
keagamaan dan lintas iman menjalankan gerakan ini. 
Tujuannya adalah memupuk rasa kebersamaan dan 
menghilangkan sentimen terhadap perbedaan.453 
Indonesia dalam realitas keagamaan dan sosial yang 
menggunakan demokrasi sebagai sistemnya, kepercayaan 
dan aliran keagamaan akan banyak bermunculan dengan 
mudah. Munculnya aliran-aliran keagamaan dalam Islam 
memicu fanatisme dan skriptualisme dalam memahami 
Islam sebagai agama yang moderat.  
Negara-negara yang menganut sistem demokrasi 
seperti Indonesia akan menjamin kebebasan warga 
negaranya dalam menjalankan aliran-aliran keagamaan yang 
mewadahi sikap, pemikiran, dan perilaku keberagamaan 
para penganutnya. Berbagai macam aliran keagamaan Islam 
yang muncul dan berkembang di Indonesia, salah satu 
contohnya ahlus sunnah wal jama’ah yang bercorak 
moderat. Namun, tidak bisa dipungkiri sebagian lainnya ada 
yang juga menyimpang dan jauh dari sikap moderat.454 
 
453Rio Febriannur Rachman, “Perspektif Karen Armstrong Tentang 
Islamofobia di Media Barat”, Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi 
Islam (Vol. 4, No. 2, Agustus 2018), h. 288-289. 
454Syaikhu Rozi, “Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin 
Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat 
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Munculnya aliran dan perbedaan pandangan dalam 
memahami Islam karena perbedaan penafsiran terhadap 
Alquran dan juga sunnah, Islam terbelah tiga gerakan 
pemikiran yang masing-masing bercorak dan memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda. Tiga gerakan Islam yang 
dimaksud yaitu, moderat, liberal, dan fundamental. Dalam 
konteks Islam Indonesia, terdapat aliran yang tak sesuai 
dengan karakter bangsa Indonesia yang menjadikan 
Pancasila sebagai dasar ideologi. Hal itulah yang mendorong 
perlunya pandangan moderasi sebagai pilihan yang tepat 
bagi Indonesia yang multikultural.455 
Usungan pentingnya sikap moderasi mendapat 
tantangan dari kalangan puritan radikal. Tantangan tersebut 
dikelompokkan dalam tigal hal,456 puritan radikal 
merupakan orang yang berkehidupan saleh dan 
menganggap sikap bersenang-senang adalah dosa, kelompok 
ini menekankan cara beragma yang lebih ketat sesuai 
doktrin agama. 
Pertama, kalangan puritan radikal menolak pancasila 
dan konstitusi UUD 1945 sebagai filosofi dan landasan 
bernegara. Baginya pancasila dianggap bertentangan dengan 
nilai-nilai ke-Islaman, bahkan tidak mempunyai rujukan 
yang kuat dalam tradisi Islam. Kelompok yang menolak 
pancasila pada hakikatnya telah menafikkan peran tokoh 
Muslim di awal pembentukan bangsa ini. 
 
Madani Indonesia”, Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 
(Vol. 8, No. 1, 2019), h. 31. 
455Moh. Mahfud. MD, “Penguatan Moderasi Islam Dalam Konteks 
Berbangsa dan Bernegara; Tinjauan Aspek Hukum dan Konstitusi”, 
Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholar. 
456Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, 
Keumatan, dan Kebangsaan (Jakarta: Kompas, 2010), h. 281-282. 
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Kedua, kalangan moderat yang berbentuk organisasi 
sosial keagamaan merupakan kalangan yang memiliki 
tingkat kerawanan dan kerentanan yang tinggi. Di saat 
tertentu, ia bisa dipengaruhi oleh kelompok radikal karena 
isu yang diangkat adalah isu yang sangat populis. Misalnya, 
isu politisasi praktik keagamaan semacamnya bisa juga 
diyakini benar oleh kalangan moderat kendatipun 
menurutnya tidak perlu menggunakan kekuasaan negara 
dalam melaksanakannya. 
Ketiga, adanya lembaga-lembaga keagamaan yang ikut 
serta mengusung isu-isu radikal. Terdapat pesantren yang 
menjadi basis kekuatan moderat kurang mendapatkan 
informasi yang luas tentang agenda yang diusung oleh 
kalangan puritan radikal. Di permukaan, kalangan puritan 
radikal mampu memengaruhi kalangan pesantren secara 
simbolik sebagai manifestasi dari religiusitas. Olehnya itu, 
kalangan pesantren harus merebut dominasi untuk 
pemberdayaan masyarakat, bukan untuk tujuan politisasi 
agama, sebagaimana yang dilakukan puritan radikal. 
Fenomena munculnya kaum puritan radikal yang 
menjangkau pada aspek politik merupakan tantangan serius 
yang harus dihadapi dengan kekuatan yang lebih sistematis 
dan jangka panjang. Hal ini bisa dilakukan sejauh mana 
kelompok Muslim tradionalis yang memiliki populasi besar 
di Indonesia mempunyai inisiatif membangun sikap 
moderasi. Disinilah urgensi dari peran organisasi Islam di 
Indonesia untuk membendung arus gerakan transnasional 
yang dapat mengancam kebhinekaan. 
Kelompok Islam moderat yang memahami perbedaan 
mazhab dan aliran lainnya merujuk pada kelompok Islam 
yang berposisi tengah antara pergerakan Islam 
fundamentalis-radikal dan liberalis-sekuler. Pemahaman 
yang dalam interaksi sosial-kultural memiliki watak dan 
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karakter tawassut (moderat), tawazun (harmoni), dan 
tasammuh (toleran).457 
Dalam pembahasan tataran praktis tentang perbedaan 
mazhab disebabkan metodologi atau manhajnya, serta 
adanya perbedaan penentuan dalil untuk ijtihad dalam 
menyelesaikan setiap persoalan. Hal demikian 
memunculkan pola friksi pemikiran.458 Menurut Qodri Azizi 
perlu redefenisi bermazhab dengan menawarkan tidak 
harus mengikuti pendapat imam mazhab dari kata per kata, 
namun melihat metodologinya dan mengembangkannya. 
Menurutnya, tidak hanya terikat mengikuti pendapat Imam 
Syafi’i melalui karya primernya, namun juga bisa berbeda 
pendapat dengannya asalkan mahajnya tetap mengikuti. Jika 
hal tersebut disepakati, maka konsep talfiq harus direvisi, 
tidak lagi seperti apa yang selama ini dipahami oleh 
kebanyakan pengikut mazhab.459 
Perkembangan zaman menuntut adanya pertimbangan 
baru dalam melihat isu-isu kontemporer yang bersentuhan 
langsung dengan kehidupan keseharian umat muslim. Hal 
demikian membuka ijtihad baru agar Islam relevan dengan 
konteks saat ini dan dapat dibuktikan sebagai agama 
“rahmatan lil-alamin” atau dalam kaidah ushul: “al-syariah 
al-Islam Shalihah li kull zaman in wa makan in” (syariat 
Islam untuk memenuhi kemaslahatan manusia dunia dan 
 
457Muhammad Tholhah Hasan, “Pesantren, Islam Moderat, dan 
Etika Politik Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Proceedings Annual 
Conference for Muslim Scholerss, h. 588. 
458Novita Pancaningrum dan Nafiul Lubab, “Mazhab : 
Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika 
Hukum Islam),” Yudisia (Vol.6, No. 2, 2015), h. 406-407. 
459Qodri Azizi, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju 
Ijtihad Sesuai Saintifik Modern (Jakarta: Teraju, 2004), h. 24-25. 
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akhirat). Nilai-nilai universalisme Islam selalu berkaitan 
dengan kemajuan zaman. 
Konsep-konsep kunci ajaran Islam telah mengalami 
evolusi makna. Sebagai contoh konsep “jihad”, pada masa 
Nabi dan sahabat, tidak ada makna lain jihad kecuali 
“berperang demi Tuhan”. Imam Hanifah dan Hambali 
memahami jihad bukan hanya berperang menegakkan 
agama Allah, tetapi haji juga sebagai jihad. Menunaikan 
ibadah haji tidak semudah pada masa Nabi dan sahabatnya. 
Masa hidup kedua Imam mazhab ini bukan hanya terbatas di 
Arab, tetapi telah merambah ke Asia dan Afrika.460 
Menariknya di era modern, Yusuf Qardhawi 
menfatwakan bahwa semua kegiatan dakwah terutama di 
negara minoritas Islam adalah jihad. Hasyim Asy’ari dengan 
tegas menyatakan bahwa “membela proklamasi 
kemerdekaan Indonesia adalah juga sebagai perjuangan 
jihad fi sabilillah.461 Jadi terma jihad sepanjang sejarah telah 
mengalami perluasan makna. Hal demikian mengharuskan 
sikap terbuka dalam membuka ijtihad baru untuk mengikuti 
dinamika zaman. 
Jika menelusuri sejarah awal Islam (early Islam) 
terutama pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab telah 
banyak memberi fatwa sesuatu yang baru dan belum muncul 
pada masa Nabi Muhammad saw. Seperti, Umar 
menghentikan pembagian harta rampasan berupa tanah 
milik rakyat di Syam dan Sawad, Irak. Tanah rampasan 
tersebut tidak dibagikan kepada para prajurit yang 
menaklukkan kedua wilayah tersebut, tetapi 
mengembalikan kepada penduduk setempat. Ia juga 
menghentikan pembagian zakat kepada muallaf, menurut 
 
460Qodri…, h. xi. 
461Jamal D. Rahman, Wacana Baru Fikih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali 
Yafie (Bandung: Mizan, 1997), h. 35. 
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beberapa keterangan, pada masa Umar banyak orang yang 
mengaku sebagai muallaf, padahal mereka bukan muallaf. 
Fatwa Umar tersebut menghentikan tradisi Nabi saw.  yang 
biasanya membagikan tanah Khaibar kepada mereka yang 
ikut menaklukkannya.462 
Menetapkan hukum didasari Alquran dan Hadits, lalu 
bagaimana jika tidak ditemui? dalam kitab al-Intiqa, Ibn Adl 
al-Barr menceritakan bahwa Abu Hanifah bersama Syafi’I, 
ketika dua Imam ini menemui suatu kasus, terlebih dahulu 
menetapkan dengan Alquran, lalu dengan Hadits, jika tidak 
ditemui keduanya maka ia menetapkan hukumnya dengan 
perkataan sahabat, jika terdapat perselisihan maka ia 
mengikuti pendapat sahabat yang ia sukai. Jika tidak ada 
sahabat Nabi, namun yang bisa didapatkan pendapat tabi’in, 
maka ia berkata: hum rijal wa nahru rijal (kedua imam 
tersebut merasa sama-sama mempunyai otoritas sejajar 
dengan tabi’in untuk berijtihad), sehingga tidak perlu taklid 
kepada tabi’in. Praktik seperti ini yang dilakukan imam 
mujtahid besar.463 
Moderasi bermazhab dan keagamaan menjadi upaya 
untuk mengembangkan sikap keragaman dari berbagai 
kendala, seperti klaim kebenaran antara interpretasi literal 
dan penolakan terhadap ajaran agama, serta sikap 
radikalisme dan sekularisme. Moderasi dimaksudkan 
membawa nilai-nilai agama yang moderat dan toleran.464 
Karena itu, moderasi Islam secara konsep dan definisi telah 
final dan tidak dapat ditolak oleh narasi apapun baiik 
berdasarkan nas-nas Islam maupun logika. Berikut adalah 
 
462Ali Audah, Umar ibn Khattab (Jakarta: Litera Hati Antar Nusa, 
2002), h. 744. 
463Qodri Azizi, Reformasi…, h. 26. 
464Yudi Kawangung, “Religious Moderation Discourse in Plurality 
of Social Harmony in Indonesia”, International Journal of Social Sciences 
and Humanities (Vol. 3, No. 1, April 2019), h. 164. 
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konsep dan pengertian wasatiyah (Moderasi) dalam 
pandangan para ulama salah dan khalaf serta ulama 
kontemporer.  
1. Imam Ibnu Jarir at-Thabari (W: 310H/923M)  
At-Thabari berpendapat bahwa umat Islam yang 
moderat adalah umat Islam yang menjunjung sikap 
moderasi karena mereka berada pada posisi tengah dalam 
semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan 
berlebihan seperti sikap ekstremnya nasrani dengan ajaran 
kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai 
manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan 
lalainya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, 
membunuh para nabi, mendustai Tuhan dan kafir pada-Nya. 
Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan 
seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah swt., 
menamakan mereka dengan umat moderat”465.  
At-Thabari memposisikan umat Islam antara dua 
ajaran agama samawi yang telah mengalami penyelewengan 
dan distorsi yaitu yahudi dan nasrani. Yahudi adalah agama 
yang dianut oleh bani Israil dipimpin oleh para rahib yang 
tidak memiliki konsistensi pada ajaran asli taurat, mereka 
merubah ajaran taurat sesuai dengan nafsu mereka sesuai 
penegasan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa (4): 46, yaitu: 
َن  َوٱۡ َۡع َغۡيَ 
ۡعَن  َوَعَصيبۡ ع ه ۦ َويَبق ول وَن  َ   َ م  َن ٱل ب يَن َه د وا  َي َر  ف وَن ٱۡلَكل َم َعن م َوا
َوٱۡ َۡع  َوَأطَۡعَن   ۡعَن   قَ ل وا   َ  َأن  ۡم  َوَلۡو  ٱل   ين ِّۚ  َوطَۡعن  ِف   َنت ه ۡم  َۡلس    ِب 
ُ
لَي  َوعََٰع َن   م ۡسَمع 
َوَم َولََٰك ن ل َعنَبه م  ٱّلل   ب ك ۡفر ه ۡم َفاَل يب ۡؤم ن وَن إ َل  قَل يال  َوٱن ۡرَ  لَ 
 َك َن َخۡيا م  ۡم َوأَقبۡ
Terjemahnya: 
Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah 
perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: 
 
465At-Thabary, vol. 16, Tafsir., h. 8. 
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"Kami mendengar", tetapi kami tidak mau 
menurutinya. Dan (mereka mengatakan pula): 
"Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak 
mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): 
"Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan 
mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami 
mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan 
perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi 
mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk 
mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak 
beriman kecuali iman yang sangat tipis.  
Kaum Yahudi mengganti Tuhan dan syariat taurat yang 
diajarakan Allah lewat para nabi-Nya serta menganti Allah 
dengan Nabi Uzair dan individu lainnya sebagai anak Tuhan, 
sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. at-Taubah (9): 30 
yang berbunyi sebagai berikut: 
ٱلن  َوقَ َل    ٱّلل    ٱۡبن   ر  
ع َزيبۡ ٱۡليَبه ود   قَبۡوم  م َوقَ َل    ل َك  ذََٰ ٱّلل  ِۖ  ٱۡبن   يح   ٱۡلَمس  َر   صََٰ
 َأن َٰ يب ۡؤَفك وَن  
ِۖ
 قََٰتَبَله م  ٱّلل  
ِّۚ
ه وَن قَبۡوَ  ٱل ب يَن َكَفر وا  م ن قَبۡب   َََٰ  ي 
ه ه ۡمِۖ وََٰ َفبۡ  ِب 
Terjemahnya: 
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" 
dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera 
Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut 
mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir 
yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana 
mereka sampai berpaling. 
Orang-orang Yahudi tega dan sadis membunuh para 
nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Swt., kepada mereka 
untuk memperbaiki akidah mereka. Oleh sebab itu, Allah 
Swt., menghinakan dengan melaknat mereka, sebagaimana 




1. Q.S. al-Baqarah (2): 61. 
فَ   ِإَوذأ   َوَِٰحٖد  َطَعامٖ   َٰ لََعَ ِِبَ  نذصأ لَن  َيَُٰموََسَٰ  ا   دأعُ ٱقُلأتُمأ  مِمذ ََلَا  ُُيأِرجأ  َربذَك  ََلَا 
ۡرُض ٱتُۢنبُِت  
َ تَبأِدلُوَن   ۡلأ تَسأ
َ
أ قَاَل   ۡۖ َوبََصلَِها وََعَدِسَها  َوُفومَِها  َوقِثذآئَِها  لَِها  َبقأ مِۢن 
ِيٱ ِ   َّلذ ب دأََنَٰ 
َ
أ ِيٱُهَو  خَ   َّلذ ر ُهَو  ۡ ْ ٱ  ۡيأ بُِطوا َوُُضِبَتأ   هأ  ۡۗ ُمأ ۡلأ
َ
َسأ ا  مذ لَُكم  فَإِنذ  ا  ٗ مِۡصأ
ةُ ٱَعلَيأهُِم 
ِلذ َكنَةُ ٱ وَ  َّلذ أَمسأ َِن  ل مذ بَِغَضٖب  ِۗۡ ٱَوبَآُءو  ُفُروَن  ّللذ يَكأ نذُهمأ ََكنُواْ 
َ
بِأ َٰلَِك  َذ
ِ ٱَيَِٰت َٔ‍ِب  تُلُوَن  ّللذ ِ ٱ َويَقأ ِ  نَ َۧلذبِيذ ِ  ٱبَِغۡيأ َقذ
َٰلَِك  ۡلأ تَُدونَ بَِما  َذ ََكنُواْ َيعأ   ١َعَصواْ وذ
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami 
tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan 
saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada 
Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa 
yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, 
ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan 
bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu 
mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih 
baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu 
memperoleh apa yang kamu minta". Lalu 
ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, 
serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu 
(terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak 
dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka 
selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. 
2. Ali Imran (3): 21. 
ِينَ ٱإِنذ   ُفُروَن َٔ‍ِب  َّلذ ِٱَيَِٰت يَكأ تُلُوَن  ّللذ ِ ٱَويَقأ تُلُوَن  نَ َۧلذبِيذ ٖ َويَقأ ِ َحقذ ِينَ ٱبَِغۡيأ
 َّلذ
 ِ ُمُروَن ب
أ
ِط ٱيَأ ِۡلمٍ  َلذاِس ٱ مَِن  لأقِسأ
َ
أُهم بَِعَذاٍب أ ِ   ٢١ فَبَّشذ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-
ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak 
dibenarkan dan membunuh orang-orang yang 
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menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah 
mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg pedih. 
3. Ali Imran (3): 112. 
ةُ ٱُُضِبَتأ َعلَيأهُِم  
ِلذ َِن  َّلذ َن َما ثُقُِفوٓاْ إَِّلذ ِِبَبأٖل مذ يأ
َ
ِ ٱ أ َِن  ّللذ َوبَآُءو  َلذاِس ٱ وََحبأٖل مذ
َِن   مذ ِٱبَِغَضٖب  َعلَيأهُِم    ّللذ ر ٱَوُُضِبَتأ  َكنَُة َمسأ
أ ُفُروَن   ل يَكأ ََكنُواْ  نذُهمأ 
َ
بِأ َٰلَِك  َذ
ِ ٱَيَِٰت َٔ‍ِب  تُلُوَن  ّللذ ۢنبِيَآءَ ٱَويَقأ
َ تَُدوَن  ۡلأ ََكنُواْ َيعأ َٰلَِك بَِما َعَصواْ وذ ٖ  َذ ِ َحقذ   ١١٢بَِغۡيأ
Terjemahnya: 
Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, 
kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) 
Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan 
mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan 
mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena 
mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh 
para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu 
disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. 
4. at-Taubah (9): 111. 
َ ٱإِنذ    ىَٰ ٱ  ّللذ ََتَ ِمنِيَ ٱمَِن    شأ أُمؤأ لَُهُم    ل نذ 
َ




ر ٱأ َنذَة ِِف   ۡلأ يَُقَٰتِلُوَن 
ِ ٱَسبِيِل  ا ِِف  ّللذ ا َعلَيأهِ َحقذٗ دا تَلُوَنۖۡ وَعأ تُلُوَن َويُقأ َٰةِٱَفيَقأ َرى جنِيلِ ٱوَ  ۡلذوأ ِ
َءاِن  ٱ وَ  ۡلأ  لأُقرأ
ََفَٰ بَِعهأ  وأ
َ
أ ِر ٱمَِن  ۦ هِ دِ َوَمنأ  ْ ٱفَ  ّللذ وا تَبأِّشُ ِيٱبِبَيأعُِكُم  سأ تُم بِهِ َّلذ َٰلَِك ُهَو  ۦر بَاَيعأ َوَذ
زُ ٱ   ١١١ لأَعِظيمُ ٱ لأَفوأ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang 
mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan 
surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan 
Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah 
menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, 
Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati 
janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah 
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dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan 
itulah kemenangan yang besar. 
Sama halnya dengan umat Nasrani, mereka adalah 
umat yang kurang menggunakan akal sehat dalam 
beragama, mereka sangat tekstual dan kaku dalam 
memahami ajaran agamanya, nasrani adalah agama yang 
hanya memperhatikan masalah ukhrawi dan tidak 
memperdulikan masalah kehidupan dunia. Akibat 
pemahaman yang kaku dan tekstual ini mereka tidak 
menerima perubahan dan mejadikan hidup kerahiban 
(menjauhi dunia) sebagai ajaran agamanya padahal Allah 
tidak mengajarkan demikian, sebagaimana firman Allah 
Swt., dalam Q.S. al-Hadid: 27.   
يَ ِۖ َوَجَعۡلَن  نََٰه  ٱۡل جن  َن  ب ع يَسى ٱۡبن  َمۡرََيَ َوَءاتَبيبۡ َن  َعَلىَٰٓ َءابََٰر ه م ب ر س ل َن  َوقَبف يبۡ
ِف   ُث   قَبف يبۡ
ٱۡبت َغ ٓءَ  إ َل   َعَلۡيه ۡم  نَََٰه   بۡ َم  َكتَب َتَ ع وَه   بۡ ٱ  َوَعۡهَب ن ي    
َف  َوَعمۡحَ ِّۚ
ۡ
عَأ َبع وه   ٱتب  ٱل ب يَن   قب ل وف  
ه مۡ 
 وََكب ي م  نبۡ
ه ۡم َأۡجَره ۡمِۖ
نبۡ َن  ٱل ب يَن ءَاَمن وا  م   فَ تَبيبۡ
ن  ٱّلل   َفَم  َعَعۡوَه  َح  ع َع يَت َه ِۖ وََٰ َۡ  ع 
ق وَن    فََٰس 
Terjemahnya: 
Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan 
rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa 
putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan 
Kami jadikan dalam hati orang-orang yang 
mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan 
mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami 
tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 
sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari 
keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya 
dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami 
berikan kepada orang-orang yang beriman di antara 
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mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-
orang fasik. 
Itulah kehidupan dua umat yang tidak moderat dalam 
beragama, Yahudi terjerembab dalam jurang penyelewengan 
yang menyebabkan murka Allah yang abadi pada mereka, 
karena kelancangan dan sikap bebas mereka merubah 
ajaran Allah Swt.,. Sementara kelompok nasrani yang 
tekstual, kaku serta ghuluw (ekstrem) dalam 
memperaktekan ajarana agama dalam bentuk kerahiban 
menolak dunia, menyebabkan mereka terperosok dalam 
jurang kesesatan abadi jauh dari hidayah Allah Swt.  
2. Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W: 505H/1111M)  
Di antara ulama besar yang telah memperkenalkan 
prinsip-prinsip wasathiyah Islam adalah Imam Abu Hamid 
Al-Ghazali, beliau berpendapat dalam kayanya “Ihya 
Ulumiddin” ketika membahas sikap para Sahabat Nabi saw 
terhadap dunia pada Bab Zuhud, al-Ghazali berkata: “bahwa 
para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia tapi untuk 
agama, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia 
secara keseluruhan atau secara mutlak. Sehingga mereka 
tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, tapi mereka 
bersikap antara keduanya secara seimbang, itulah keadilan 
dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda dan inilah 
sikap yang paling dicintai oleh Allah Swt.466 
Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam 
mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan 
pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara 
dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara 
materi dan spiritual. Walaupun al-Ghazali dikenal dengan 
pandangan tasaufnya dan kehidupan zuhudnya, namun 
 
466Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, vol 2, (Kairo: Al-
Maktabah A-taufiqiyah, 2003), h. 222  
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beliau tetap mengakui dan meyakini bahwa pedoman hidup 
yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran 
Islam yang berdasarkan Alquran dan sunnah adalah 
kehidupan yang moderat bukan kehidupan ekstrem dengan 
meninggalkan ajaran Islam.   
Pada pembahasan tentang uzlah (mengasingkan diri 
dari manusia untuk ibadah) Al-Ghazali membahas sangat 
luas dan mendalam antara keutaman uzlah dan berinteraksi 
dengan manusia. Ternyata Al-Ghazali walaupun beliau 
banyak menyampaikan manfaat uzlah dalam kehidupan para 
hamba berdasarkan banyak ayat dan hadits Nabi saw, tapi 
beliau tetap berpendapat dengan manhaj moderat dan 
pertengahan serta seimbang antara memutuskan uzlah dan 
berdakwah serta menuntut Ilmu. 467 
3. Imam Al-Qurthubiy (W: 671H/1273M)   
Seorang ulama tafsir yang sangat dikenal dengan 
tafsirnya yang sangat terkenal dalam dunia Islam sejak abad 
7 (tujuh) Hijriah “Al-Jami’ Liahkam Al-Qur’an”, Imam 
Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubiy. Bahwa 
umat wasatan adalah umat yang berkeadilan dan paling baik 
karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”468.  
Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah swt menginginkan 
umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan 
paling cerdas. Bahwa umat Islam harus menjadi umat yang 
selalu pada posisi pertengahan dan moderat tidak pada 
posisi ekstrem atau berlebihan”.469 
 
 
467Lihat Abu Hamid Al-Ghzali, Ihya Ulumuddin, vol, h. 326. 
468Al-Quthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi), 
vol 1, h. 477. 
469Al-Quthubi …, vol 10, h. 538.  
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4. Imam Ibnu Taimiyah (W: 728H/1328M)  
Imam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar abad 
7 (tujuh) hijriah, dikenal sangat tegas dan ketat berpegang 
teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunna. Beliau sangat keras dan 
tegas memerangi bid’ah juga menyatakan bahwa arah 
pemikiran Islam wasathiy (moderat), tetap sebagai arah 
pemahaman dan pemikiran Islam yang paling baik dan tepat. 
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa “Umat Islam disebut 
umat wasath karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem 
terhadap nabi-nabi mereka. Umat Islam moderat tidak 
menyamakan para nabi tersebut sebagai Tuhan dan 
menjadikan sifat para nabi sebagai sifat ketuhanan, lalu 
menyembahnya dan menjadikan mereka penyembuh 
penyakit. Umat Islam juga tidak mengabaikan para nabi itu 
sebagai utusan Allah, menolak mereka dan tidak mentaati 
mereka, tapi umat Islam menghormati para nabi, mengikuti 
syariat mereka dan menolong agama mereka.470 
Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wasatiyah atau 
moderasi umat ini terletak pada masalah kebersihan dan 
najis, pada masalah halal dan haram dan masalah akhlak 
atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran Islam menjadi 
keras dan kaku pada masa generasi salaf dan tidak pernah 
terjadi sikap memudah-mudahkan Islam pada masa generasi 
khalaf, karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan 
agama ini menjadi ekstrim dan hanya para wali Allah yang 
menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang,471 
bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa siapa saja yang 
keluar atau keras melanggar terhadap hal-hal yang 
 
470Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-Tajdid, Ma’lim 
Wamanaraat (Doha: Markaz Al-Qardhawi Lilwashathiyah Al-Islamiyah 
wa At-Tajdid, 2009), h. 64.  
471Ibnu Taimiyah, Majmu’ah Al-Fatawa Li Syaikhil Islam Ahmad 
bin Taimiyah, vol 28 (Cet. 3; Al-Manshurah: Dar al-Wafa, 2005), h. 613. 
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pertengahan pada diri seseorang, maka dia telah melakukan 
pekerjaan bid’ah jahiliyah.472  
5. Imam As-Syathibiy (W: 790H/1388M)  
Salah satu ulama maqashid terbesar dalam Islam 
adalah Imam As-Syathibiy, beliau menjelaskan tentang 
wasatiyah atau moderasi adalah karakter utama syariah 
Islam, tidak ada ajaran dan nilai-nilai syariah yang tidak 
mengandung prinsip moderat dan tujuan yang moderat. 
Moderasi adalah standar syariah dan oleh karenanya setiap 
ijtihad dan fatwa terkait dengan syariat harus diwarnai 
prisnsip moderasi. Dalam kitabnya “al-Muwafaqaat” As-
Syatibi berkata: “Bahwa kandungan syariat berjalan pada 
jalan pertengahan yang paling adil, berada pada posisi yang 
seimbang antara dua kutub yang bertentangan, tanpa 
cenderung pada salah satunya”. Berada pada kemampuan 
hamba yang tidak menyulitkan dan meremehkan, akan 
tetapi syariat berada pada pembebanan mukalaf dengan 
ukuran yang seimbang dan sangat adil, seperti Ibadah shalat, 
zakat, haji, jihad dan lainnya”.473  
Bahkan Imam as-Syatibi berkata: “Bila seandainya 
penetapan hukum syara’ terdapat kecenderungan keluar 
dan menyeleweng dari manhaj moderat, kepada salah satu 
dari dua kutub yang saling bertentangan, yaitu kutub 
ekstrim kanan dan ekstrim kiri, maka penetapan hukum 
atau fatwa, segera dikembalikan kepada karakternya atau 
manhajnya yang moderat”. Jadi menurut as-Syatibi 
kewajiban bersikap moderat bukan sekedar bersikap pasif 
berdasarkan dalil-dalil Alquran dan sunnah, akan tetapi 
moderasi adalah standar dan patron abadi dan bersifat tetap 
 
472Taimiyah, vol 28, Majmu’ah…, h. 14.  
473Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syariah, vol 2, 
(Kairo: al- Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 139.  
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serta mutlak, sehingga kapan terjadi penyelewengan fatwa 
atau ijtihad fikihiyah terkait syariat Islam dalam kasus-kasus 
atau produk-produk hukum Islam, maka harus dikembalikan 
pada sifat dan karakternya yang moderat.474    
6. Syekh Muhammad Rasyid Ridha (W: 1935M)  
Pemikir dan cendikiawan Islam modern yang karya 
dan pandangan-pandangan serta pemikirannya sangat 
berpengaruh dalam dunia Islam, baik salam akidah, syariah 
dan sosial adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridha. Ridha 
berpendapata bahwa Islam bukan agama yang hanya focus 
pada rohani, bukan pula pada jasmani, tapi Islam agama 
ruhani dan jasmani sekaligus, secara seimbang, moderat dan 
integral. Dalam Tafsirnya “Al-Manar”, saat menafsir surat Al-
Baqarah: 143 berkata: “Adapun umat Islam adalah umat 
yang Allah telah himpunkan di dalamnya dua dimensi, yaitu; 
ruh dan jasad. Maka umat Islam adalah umat ruhani dan 
jasmani. Karenanya umat Islam adalah umat yang diberikan 
semua dimensi kemanusiaan, karena manusia terdiri dari 
rohani dan jasmani. Saat Allah swt berfirman: “Demikian 
Kami jadikan kalian umat yang pertengahan” (QS. Al-
Baqarah: 143) ini menujukkan bahwa kalian umat Islam 
mengetahui dua unsur manusia dan kalian memiliki dua 
kesempurnaan ini, agar kalian menjadi saksi bagi manusia 
seluruhnya.   
Ridha berkata bahwa kelompok pemuja jasad hanya 
memperhatikan masalah fisik dan meninggakan ruhani atau 
bathin, sementara kelompok ruhani sangat ekstrem 
menyakini ruh manusia dan meninggalkan dunia. Kelompok 
pertama berkata “Tidak ada kehidupan kecuali hidup kita di 
dunia ini, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang 
mematikan kita kecuali waktu” (QS. Al-Jatsiyah (45): 24.  
 
474As-Syatibi…, h. 139.  
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ه َم   َم   َم م َوقَ ل وا   َوَم    
ِّۚ
ۡهر  ٱل  إ َل   يب ۡهل ك َن ٓ  َوَم   َي  
َوََنۡ ََّن وت   َي  
نبۡ ٱل  َحَي تب َن   إ َل  
ل َك م ۡن ع ۡلم ِۖ إ ۡن ه ۡم إ َل  َي ن وَن    ب بََٰ
Terjemahnya: 
Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain 
hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita 
hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita 
selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai 
pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah 
menduga-duga saja. 
Kelompok ini sama dengan hewan dan mereka 
menolak semua keistimewaan ruhani. Sementara kelompok 
yang ekstrem pada agama, mereka berkata sesungguhnya 
kehidupan dunia ini adalah penjara bagi ruh dan hukuman 
baginya, maka kita harus membebaskan diri kita dari dunia 
dengan cara meniggalkan semua nikmat jasmani dan 
menyiksanya, menghancurkan semua hak-hak nafsu dan 
melepaskannya dari semua yang llah berikan di dunia ini. 
Kalian menyaksikan bagaimana dua kelompok telah keluar 
dari sikap adil dan seimbang.475  
Rasyid Ridha adalah pemikir Islam yang sangat berani 
mengkritik kaum sufi di mesir, yang sebagian besar 
ajarannya focus pada penyucian rohani dan pembangunan 
spiritual yang berlebihan, sehingga melupakan 
pembangunan fisik, keterampilan, kecerdasan dan 
kebangkitan umat lewat teknologi. Rasyid Ridha sangat 
vocal mengkritisi praktek keagamaan yang parsial ini, dan 
mengajaknya menuju Islam yang sempurna dan moderat. 
Islam menurutya adalah agama akal sehat, ruhani dan 
jasmani sekaligus, Islam harus berdasarkan Alquran dan 
sunnah bukan syahwat dan perasaan serta pengalaman-
 
475Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Al-Wasathiyah…, h. 76. 
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pengalaman spiritual belaka, sehingga membawa kehidupan 
umat yang timpang dan jauh dari Alquran dan sunnah yang 
menyebabkan mundurnya Islam dan umatnya.  
7.  Al-Imam Hasan Al-Banna (W: 1368H/1949)  
Imam Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang 
zuhud, alim dan organisatoris ulung di zamannya. Beliau 
sangat mumpuni dalam memahami kandungan Al-Qur’an 
dan Al-hadits, sehingga beliau meyakini bahwa Islam adalah 
agama yang dinantikan dan menyelamatkan dunia dan 
kemanusiaan. Oleh karenanya dalam pandangan Al-Banna’, 
umat Islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling 
kuat di dunia ini, karena umat Islam memiliki dan 
mendakwahkan syari’ah Al-Qur’an yang paling adil dan 
moderat di dunia”476.   
Dalam tulisannya yang berjudul “Dialektika Dakwah 
kita di Era Baru”. Al-Banna’ mengkritik peradaban barat 
yang sangat materialisme, liberal yang tidak moderat yang 
sebenarnya menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Al-
banna’ meyakini bahwa ajaran dan perdaban Islamlah yang 
paling sempurna dan moderat, sesuai dengan fitrah mansuia, 
beliau berkata: “Pada fase ini manusia materialis menolak 
eksistensi ketuhanan dan semua yang terkait dengannya, 
mengingkari kenabian dan semua yang berhubungan 
dengannya. Mereka menolak keberadaan alam akhirat, 
balasan amal dan alam ruh dengan segala materinya. Barat 
materialisme hanya mengakui alam dunia yang rendah dan 
terbatas ini dan mereka manfsirkan semua fenomenanya 
berdasarkan kaidah-kaidah materialisme murni. Pemikiran 
materialisme di atas merupakan kesalahan yang nyata dan 
fatal dan merupakan sikap yang ekstrem. Pemikiran barat 
 
476Hasan Al-Banna’, Majmu’ah Ar-Rasail, (Kairo: Dar at-Tauzi’ wa 
An-Nasyr al-Islamiy, 1992), h. 109.  
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materialism menjadi bukti kebodohan manusia tentang 
segala sesuatu yang ada disekitarnya.   
Hasan al-Banna’ lalu membandingkan peradaban barat 
materialisme dan ekstrem ini dengan ajaran Islam berkata 
bahwa ajaran Islam yang lurus telah menjelaskan hal ini 
dengan benar. Islam mengakui eksistensi alam ruh dan 
menjelaskan hubungan yang terjalin antara manusia dengan 
Allah, Tuhan seluruh makhluk dan hubungannya dengan 
kehidupan alam akhirat yang akan dialami pasca kehidupan 
dunia. Islam juga mengakui kelebihan yang ada pada alam 
materi ini dengan segala manfaat yang dapat dirasakan oleh 
manusia jika mereka memakmurkannya dengan benar, dan 
menggunakannya dalam batas-batas kebaikan.477   
Hasan Al-Banna’ paham betul dan meyakini bahwa 
Islam adalah agama sempurna, integral dan komprehensif. 
Hampir sama dengan Muhammad Rasyid Ridha, Hasan Al-
Banna memahami bahwa Islam mengatur hidup manusia di 
dunia dan akhirat. Adalah sangat keliru orang yang 
memahami bahwa Islam hanya mengurus masalah ibadah 
dan rohani atau spiritual semata. Padahal Islam, menurut Al-
Banna adalah akidah dan ibadah, tanah air dan warga 
Negara, agama dan Negara, spiritual dan dan kerja serta 
mushaf dan pedang”478. Ketika membahas tentang rukun 
pemahaman Islam, beliau berkata: “bahwa Islam adalah 
system yang sempurna yang meliputi semua dimensi 
kehidupan manusia; dia adalah Negara dan tanah air, 
pemerintah dan rakyat, akhlak dan kekuatan atau rahmat 
dan keadilan. Islam adalah tsaqafah (budaya) dan dan 
perundang-undangan, dia adalah materi dan harta kekayaan 
 
477Al-Banna’…, h. 228.  
478Al-Banna’…, h. 119  
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atau usaha dan kekayaan. Islam adalah Jihad dan dakwah 
atau tentara dan pemikiran, sebagaimana Islam adalah 
akidah yang jujur dan ibadah yang benar”. 479 
8. Al-Imam Muhammad Abu Zahrah (W: 1974M)  
Imam Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu ulama 
besar Islam zaman modern yang sangat mumpuni 
memahami dan menjiwai Islam, sehingga para Ulama di 
zamannya menyebutnya sebagai syekhnya para Ulama di 
masanya. Sampai saat ini para Ulama Islam dan para 
cendikiawan Islam dunia selalu merujuk pada pendapat Abu 
Zahrah dalam berbagai masalah agama, seperti Fiqh, Ijtihad, 
teologi, pemikiran Islam dan sebagainya. Menurut Abu 
Zahrah (sebutan yang sering dipakai untuk Imam 
Muhammad Abu Zahrah), umat ini adalah umat yang 
meneladani Nabinya, yaitu Muhammad saw dalam hal 
kelapangan dada dan toleransi. Demikian pula Islam adalah 
agama moderat, pertengan dan terbaik.   
Abu Zahrah ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, ayat: 
143 berkata: “kata wasatahan pada ayat ini memiliki dua 
makna. 1) Sesuatu yang pertegahan antara dua hal yang 
bertentangan. 2) bermakna kebaikan dan keunggulan. Islam 
adalah agama pertengahan atau moderat yang berada pada 
posisi berlebihan atau ekstrem dan posisi mengurangi atau 
melalaikan. Islam adalah pertengahan antara sikap Yahudi 
dan Nasrani. Agama Yahudi telah durhaka dan lalai terhadap 
kewajiban mereka teradap para nabi, sehingga mereka 
membunuh para nabi. Agama Nashrani bersikap sebaliknya, 
mereka ekstrem dalam menghormati dan mensucikan nabi, 
sehingga mereka menyembahnya dan menjadikannya 
 
479Al-Banna, h. 356.  
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Tuhan. Karenanya manhaj atau arah keagamaan yang 
pertengahan atau moderat adalah tidak ekstrem dan tidak 























480Muhammad Abu Zahrah, Zahrah At-Tafasir (t.t: Daar Al-Fikr Al-




NILAI-NILAI MODERASI BERMAZHAB 
 
oderasi bermazhab menjadi dasar dalam 
menjalankan nilai-nilai ke-Islaman yang 
berimbang dan toleran. Dalam Alquran Q.S. al-
Baqarah: 143 terdapat kata moderat atau dalam bahasa 
Arab dikenal dengan istilah al-wasathiyah. Kata al-
washatiyah dalam ayat tersebut, bermakna paling sempurna 
dan terbaik. Disebutkan pula dalam Hadis bahwa sebaik-
baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam 
artian dalam melihat dan menyelesaikan suatu persoalan, 
sikap moderat melakukan pendekatan kompromi dan 
berada dalam posisi seimbang, begitupula dalam menyikapi 
sebuah perbedaan mazhab. 
Nilai-nilai moderasi berarti mengedepankan sikap 
toleransi, inklusif, saling menghargai, dengan tetap meyakini 
kebenaran keyakinan masing-masing mazhab. Sehingga 
semua dapat menerima masing-masing perbedaan yang 
berdasar Alquran dan Hadis untuk menciptakan 
kemaslahatan atau kebaikan.  Jika nilai-nilai moderasi 
bermazhab diwujudkan dalam kehidupan umat Islam, maka 
akan terhindar dalam sikap ekstrimisme dan fanatisme 
dalam bermazhab. 
Dalam bab ini, akan diuraikan nilai-nilai moderasi 
bermazhab yang bisa dijadikan indikator dalam bersikap 
moderat dalam konteks bermazhab. Hal tersebut menjadi 
jawaban dan solusi terhadap permasalahan Islam dewasa 
ini. Dalam artian ketika memahami nilai-nilai moderasi 
bermazhab maka umat Islam tidak terlalu overtekstual dan 




keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara wahyu 
dan akal. 
Ciri istimewa yang dimiliki Islam adalah kuatnya 
aturan yang mengatur perilaku manusia dalam setiap 
tindakan. Berkenang dengan hal itu, al-Ghazali mengatakan 
etika harus dijadikan sebagai dasar dalam bertindak, oleh 
sebab itu ia selalu menggunakan nilai-nilai etika (sufistik) di 
dalamnya. Perasaan hati yang dapat menggerakkan manusia 
meresapi dan mematuhi hukum Islam.481 
Dalam bab ini, dipaparkan nilai-nilai kemoderatan 
dalam bermazhab seperti; sikap moderat, toleran, inklusif, 
dan maslahat. Menarasikan hal-hal yang bertentangan 
dengan nilai-nilai tersebut yang membuat Islam semakin 
terpecah. Dalam pendekatan syariat, keseimbangan antara 
teks dan konteks menjadi sebuah keharusan untuk 
menghasilkan hukum Islam yang maslahat dan penuh 
rahmat bagi umat manusia. 
A. Moderat 
Implementasi nilai moderat dalam Islam dinilai 
mampu meminimalisir penyebaran paham radikalisme 
beragama, yang lebih sering dipicu dari pemaknaan teks-
teks mengenai jihad dalam Alquran. Padahal “jihad” jika 
dimaknai secara mendalam akan mengarah kepada seorang 
Muslim yang seharusnya memaksimalkan peran dan 
posisinya di dunia. Jihad bukan hanya peperangan 
mengatasnamakan agama, melainkan juga menuntut ilmu, 
memiliki etos kerja, bersikap toleran dan inklusif dalam 
mencari keridhoan Allah. Penanaman nilai moderat menjadi 
sebuah solusi preventif yang diproyeksikan akan mampu 
 
481Akmal Bashori, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia, 
2020), h. 193. 
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memberikan jawaban atas semua permasalahan fanatisme 
mazhab dan radikalisme.482  
Keberislaman menjadi sebuah proses pembentukan 
dan berjalan dinamis. Meskipun jika ditinjau secara historis 
selalu ada kelompok yang ingin selalu melakukan 
formalisasi syariat Islam dalam bernegara. Pada akhirnya 
kelompok yang moderat adalah kelompok yang diterima 
oleh publik dan menjadi alternatif secara politis dan 
kultural. Walaupun aksi kekerasan muncul, sekalipun 
didukung oleh institusi otoritas keagamaan, selalu ada 
kelompok moderat yang melakukan counter-discourse, 
bahwa keislaman yang diartikulasikan di Indonesia harus 
memperhatikan dimensi kekhasan budaya.483 
Dalam realitas kehidupan, manusia tidak dapat 
terhindar dari perkara-perkara yang berseberangan. 
Olehnya itu, wasathiyyah Islamiyyah mengapresiasi unsur 
rabbaniyyah (ketuhanan) dan insaniyyah (kemanusiaan), 
mengkombinasi ruhiyyah (spiritual) dan madiyyah 
(material), menggabungkan antara wahyu dan akal, antara 
maslahah ammah dan maslahah individu.484 Islam adalah 
jalan tengah dalam segala hal, baik dalam hal konsep, ibadah, 
hubungan, akidah, dan perilaku dengan sesama manusia 
maupun dengan peraturan negara. Sikap moderat 
merupakan salah satu ciri kekhasan Islam, sebagaimana 
dalam Q.S. al-Baqarah : 143 yang artinya “demikianlah kami 
 
482Sufirmansyah, “Aplikasi Visi Islam Moderat: Eklektisisme 
Pembelajaran Bermakna dan Pendidikan Berbasis Nilai sebagai Antitesis 
Radikalisme Keberagamaan”, Prosiding Nasional (Vol. 1, No. 1, 
November 2018), h. 97-98. 
483Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, 
Terorisme, dan Oase Perdamaian, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 279-280. 
484Abd. Rauf Muhammad Amin, “Prinsip dan fenomena Moderasi 
Islam Dalam Tradisi Hukum Islam”, Jurnal Al-Qalam (Vol. 20, Edisi 
Khusus, 2014), h. 25. 
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jadikan kamu umat yang ‘pertengahan’, supaya kamu jadi 
saksi atas manusia”. Maksudnya yaitu menjadi umat yang 
adil dan lurus, yang akan menjadi saksi di dunia dan akhirat 
atas setiap kecenderungan manusia.485 
Terdapat tiga prinsip moderasi yang dibangun dalam 
hukum Islam, yaitu sebagai berikut, yaitu: 486 
1) Prinsip qath’i zanni, prinsip ini harus dipahami dan 
diamalkan oleh setiap pemikir Muslim saat merespon isu 
keagamaan dalam Islam agar tidak terjebak dalam 
pemahaman yang salah. Sesuatu atau perkara yang pasti 
dalam Islam bisa berupa makna teks (al-Qur’an dan 
Hadis).  Dapat dipahami bahwa moderasi Islam juga 
meyakini bahwa meskipun teks mengandung makna dan 
hukum yang qath’i dan tidak bisa digugat lagi tapi 
diyakini bahwa masih terbuka baginya untuk melakukan 
ijtihad pada alasan dan tujuan hukum yang pasti. 
Berdasarkan prinsip qath’i zanni, maka sangat berpotensi 
bagi pengembangan sikap moderasi. 
2) Prinsip maqashid-wasail, dalam prinsip ini wasail 
semestinya mengikuti maqashid sebab secara logika 
sederhana wasail diadakan untuk mewujudkan 
maqasidnya. Wasail dan maqashid mesti beriringan untuk 
saling mewujudkan kasus-kasus ijtihad. 
3) Prinsip Ushul-Furii’, prinsip ini memiliki hubungan yang 
erat dengan prinsip maqsid dan wasail. Misalnya dalam 
aspek aqidah, keesan Allah merupakan hal prinsipil dan 
tidak boleh diperdebatkan. Tetapi terkait apakah Allah 
dapat dilihat di hari kiamat atau tidak adalah aqidah yang 
 
485Yusuf Qardhawi, Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap 
Berlebihan dalam Beragama, terj. Alwi.A.M. (Bandung: Mizan, 2017), h. 
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masuk dalam kategori furu’.  Hal-hal prinsip dalam Islam 
biasanya didukung banyak teks-teks Alquran dan Hadis 
yang merupakan esensi Islam yang tidak dapat 
diperdebatkan seperti prinsip persamaan, keadilan, 
kebebasan, stabilitas, toleransi, stabilitas umum, 
persatuan, dan lain-lain. 
Fenomena keagamaan umat saat ini cenderung 
diwarnai konflik dan kekerasan. Hal tersebut dipicu oleh 
sikap saling curiga dan saling benci antar pemeluk agama 
dan antar mazhab. Konflik tak hanya sampai pada 
perpedaan pemikiran akan tetapi hingga pertumpahan 
darah karena masing-masing umat merasa pahamnya paling 
benar. Mengorbankan paham lain dalam konteks tertentu 
dianggap sah menurut pemahaman agamanya, inilah bentuk 
keberagamaan yang dibentuk oleh sifat ekslusivisme. 
Ekslusivisme adalah sebuah sikap yang menganggap 
bahwa pandangan dan kelompoknyalah yang paling benar, 
sedangkan tidak mau menerima pandangan di luar 
kelompoknya dan dianggapnya salah. Persoalan dnegan 
munculnya sikap ekslusivisme berdampak kurang baik bagi 
keberagamaan yang mestinya berjalan beriringan tanpa 
disertai konflik. Pelan-pelan nilai-nilai agama yang 
mengajarkan kemaslahatan, keadilan, dan kedamaian 
semakin tiada dari realitas kehidupan.487 
Sikap ekslusivisme berbeda dengan karakter moderat 
yang dibangun oleh nilai-nilai Islam. Menurut Abuddin Nata, 
sikap ekslusif ini dapat dilihat dari bentuknya yaitu; 1) 
Ekslusif keluar, yaitu sikap ekslusif terhadap agama lain. 
Agama yang dianutnya sebagai agama yang paling benar, 
 
487Afifuddin Harisah, “Islam: Ekslusivisme atau Inklusivisme ? 
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sedangkan agama lain adalah sesat dan tidak akan diterima 
Tuhan. Alquran secara eksplisit melegitimasinya dengan 
menyebut keunggulan dan keistimewaan Islam (dalam 
pengertian luas). Akan tetapi, adanya keistimewaan tersebut 
sesungguhnya bukan serta merta menunjukkan dengan jelas 
bahwa hanya Islam ajaran agama yang benar, serta agama 
lain membawa ajaran yang batil. 2) Ekslusivisme ke dalam, 
yaitu pandangan, sikap, dan persepsi yang terdapat dalam 
penganut Islam sendiri, ia tidak mengakui kebenaran pada 
golongan, aliran, sekte, atau mazhab lain, mengklaim bahwa 
hanya dirinyalah yang benar dalam memahami agama dan 
menutup kebenaran yang lain. Dalam Islam dijumpai ragam 
mazhab dalam berbagai bidang, seperti mazhab dalam 
bidang fikih, teologi, tasawuf, dan lainnya. Mazhab-mazhab 
dalam aliran tersebut terkadang memperlihatkan sikap 
ekslusivisme, yakni menganggap mazhabnyalah yang paling 
benar, sedangkan mazhab yang lain salah dan sesat. 488 
Sikap ekslusif bisa diantisipasi dengan sikap 
inklusivisme. Inklusivisme merupakan paham yang 
menganggap kebenaran tidak hanya terdapat pada 
kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok lain, 
termasuk komunitas agama. Hal tersebut berdasarkan 
premis bahwa setiap agama mengajarkan keselamatan. 
Karenanya, substansi agama adalah sama, kendati syariat 
dan ajarannya berbeda. Itu merupakan sunnatullah yang 
tidak dapat diubah oleh siapapun.489 
Dalam kaitan ini, Huston Smith mengatakan bahwa 
pernyataan keselamatan merupakan monopoli dari salah 
satu agama saja, sama saja jika mengatakan bahwa Tuhan 
 
488Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, 
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hanya ditemukan dalam ruangan ini saja dan tidak ada di 
ruangan sebelah atau hanya dalam busana ini saja, ia tidak 
dijumpai dalam busana lain.490  
Dengan pandangan keberagamaan yang inklusif, maka 
akan terjadi hal positif dalam berinteraksi antar umat. 
Muslim maupun agama lainnya memiliki kewajiban 
menegakkan agamanya masing-masing. Melibatkan diri 
dengan keyakinan orang lain berarti memahami dan 
mempelajari keyakinan masing-masing, pada gilirannya 
akan membuka dialog antar aliran dan umat beragama. 
Disinilah esensi nilai-nilai moderat Islam ketika setiap 
Muslim melibatkan diri dalam situasi saling memahami dan 
terbuka satu sama lain terhadap perbedaan keyakinan, serta 
menghindarkan diri dari sikap membenarkan diri sendiri 
dan secara ekstrem menyalahkan orang lain. 
Kemoderatan dalam beragama pada intinya 
memberikan jaminan terhadap perlindungan nilai-nilai 
kemanusiaan dan hak asasi manusia. Semua umat beragama 
diarahkan untuk hidup bersama, serta menjauhkan diri dari 
sifat kebencian dan permusuhan. Kebebasan, persamaan, 
dan keadilan merupakan tiga nilai yang dijunjung tinggi 
dalam moderasi. Sikap-sikap mulia seperti itu akan 
menentramkan dan mensejahterakan hidup seluruh umat.491 
Teologi Islam yang inklusif adalah rahmat bagi seluruh 
alam (rahmatan lil a’alamin), teologi tersebut adalah pilar 
moderasi Islam. Ajaran Islam tidak diarahkan kepada 
eksklusifisme seperti membenci agama lain, memusuhi, dan 
merendahkannya, serta menggunakan kekerasan dalam 
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mendakwahkan agama. Sikap inklusif bahkan 
mempromosikan toleransi dan moderasi.492 
Syariah Islam dalam perangkat hukum dan nilai-nilai 
sosialnya adalah moderat. Berbeda dengan agama lainnya 
seperti Yahudi yang banyak mengharamkan, dan Nasrani 
yang banyak menghalalkan sesuatu. Dalam hukum Islam, 
penghalalan dan pengharaman merupakan otoritas Allah 
tanpa pelibatan manusia di dalamnya. Nilai-nilai moderasi 
lain dari Islam adalah membenarkan sikap tatarruf secara 
tekstual ataupun rasional. Overtekstual akan membuat 
ruang ijtihad dan rasio menjadi kerdil sehingga terjadi 
kejumudan. Sikap ini menjadikan Islam tidak mampu 
beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Di 
sisi lain, pendekatan yang sangat rasional dan lepas dari teks 
akan melahirkan sikap liberalisme dan mengkerdilkan peran 
agama dalam kehidupan manusia.493 
B. Toleran 
Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yakni 
tolerance berarti sikap membiarkan, mengakui, dan 
menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan 
persetujuan.494 Dalam bahasa Arab disebut “tasamuh” atau 
toleransi yang berarti pendirian atau sikap yang 
termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai 
pandangan dan pendirian yang berkeanekaragam, meskipun 
tidak sependapat dengannya. Dijelaskan bahwa toleransi 
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sangat erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau 
kemerdekaan hak asasi manusia dalam tata hidup 
bermasyarakat, sehingga menerima adanya perbedaan dan 
keyakinan dari setiap individu.495 
Anonim toleransi yaitu intoleransi, intoleransi menjadi 
tindakan awal penyebab terjadinya pelanggaran HAM dan 
beragama. Intoleransi lahir dari sikap untuk tidak mengakui 
hak-hak fundamental orang lain untuk memiliki keyakinan 
tertentu. Simon Wiesenthal menegaskan bahwa intoleransi 
adalah awal dan ujungnya adalah kekerasan, akan tetapi 
keduanya tidak bisa dipisahkan. Karenanya, ia 
berpandangan intoleransi tidak cukup dimaknai sebagai 
sesuatu yang berbeda dengan kekerasan agama. Dengan 
kata lain, intoleransi semestinya dilihat sebagai rangkaian 
atau proses yang membantu dalam memahami penyebaran, 
ide-ide, kata-kata, hingga praktik bernuansa penyebaran 
kebencian yang terkait dengan praktik kekerasan. 
Ringkasnya, intoleransi merupakan bentuk dari kekerasan 
agama itu sendiri. 
Bruce A. Robinson menefinisikan bentuk-bentuk 
intoleransi, misalnya berupa penyebaran informasi yang 
salah mengenai kelompok kepercayaan atau praktik, 
meskipun ketidakakuratan informasi tersebut bisa dengan 
mudah dicek dan diperbaiki, penyebaran kebencian 
mengenai kelompok tertentu, mengejek dan meremehkan 
kelompok aliran tertentu terhadap kepercayaan dan praktik 
mereka, memaksakan kepada orang lain agar mengikuti 
keyakinan sesuai golongan, pembatasan HAM kelompok 
agama yang bisa diidentifikasi, merendahkan agama lain, 
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menghambat kebebasan seseorang untuk konversi 
(merubah) agama mereka.496 
Setidaknya terdapat lima hal yang sangat 
dimungkinkan menjadi substansi atau hakikat toleransi: 
Pertama, menerima perbedaan untuk hidup menjadi damai. 
Kedua, membangun moral stoisisme, yaitu menerima bahwa 
orang lain mempunyai hak, sekalipun dalam praktiknya 
kurang menarik simpati orang lain. Ketiga, menjadikan 
keseragaman menuju perbedaan, artinya membiarkan 
segala kelompok berbeda dan eksis di dunia dan tidak perlu 
adanya penyeragaman. Keempat, mengekspresikan 
keterbukaan terhadap yang lain. Kelima, antusias terhadap 
perbedaan serta menekankan aspek otonomi.497 
Pada dasarnya setiap agama membawa kedamaian dan 
keselarasan hidup. Namun faktanya tak jarang agama-agama 
yang awalnya berfungsi sebagai pemersatu, berujung 
menjadi suatu unsur konflik. Hal tersebut disebabkan 
munculnya truth claim (klaim kebenaran) pada setiap 
penganutnya. Ajaran Islam menganjurkan untuk selalu 
bekerjasama dengan orang lain dan saling tolong menolong 
dengan sesama manusia. Hal tersebut menggambarkan 
bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjaga kerukunan 
umat beragama baik yang seagama maupun yang berbeda 
agama. Universalisme Islam digambarkan tidak adanya 
bentuk paksaan bagi manusia dalam memeluk Islam dan 
beraliran tertentu dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan 
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bahwa Islam adalah agama yang toleran dan menghormati 
agama lain.498 
Setiap Muslim dituntut untuk bersikap toleran, Allah 
menciptakan manusia dalam rangka membagi kasih 
sayangnya. Tidak bisa dielakkan, toleransi merupakan 
fundamen dalam keberagamaan. Nabi Muhammad bersabda 
agar ucapan basmalah dibaca ketika memulai pekerjaan 
apapun. Bila dikaitkan dengan kandungan tersebut, maka 
Nabi bermaksud khusus di balik sabdanya, yaitu agar kasih 
sayang menjadi spirit dalam setiap pikiran dan tindakan 
manusia sehari-hari. 
Dalam pemahaman yang lebih luas, pesan tersebut bisa 
diartikan secara makhfum al-mukhalaf (secara terbalik), 
agar setiap umat Islam menghindari kekerasan. Toleransi 
harus menjadi sifat yang tertanam secara mendalam dalam 
setiap manusia. Toleransi akan menjadi perekat yang paling 
kuat untuk mendekatkan antar manusia. Sikap toleransi 
memunculkan ketulusan dan kesediaan menerima 
perbedaan dan pemikiran dari berbagai pihak. Pihak yang 
berbeda dipandang sebagai sesama manusia yang 
mempunyai akal budi dan hati nurani. Perbedaan tersebut 
merupakan kodrat Tuhan, karenanya dibutuhkan toleransi 
untuk menjadikan kodrat tersebut sebagai sesuatu yang 
konstruktif. 
Dalam toleransi memiliki dua hal penting yang perlu 
diperhatikan; Pertama, mengakui perbedaan dan 
keragaman, dalam Q.S. al-Hujurat: 13 memberi pesan bahwa 
dari awal Allah menciptakan manusia secara beragam dan 
multikultural. Allah menegaskan realitas sosial yang akan 
terjadi bagi umat Islam. Di sini, perbedaan dan keragaman 
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harus mendapat perhatian khusus sebagai sebuah kesadaran 
terhadap fenomena sosial makhluk ciptaan Tuhan. 
Perbedaan dan keragaman merupakan sebuah keniscayaan 
yang telah dititahkan Tuhan kepada setiap makhluknya. 
Tidak hanya perbedaan antar pemeluk agama, intraagama, 
tetapi juga perbedaan dan keragaman di hampir semua 
ciptaan Tuhan di muka bumi. Sehingga setiap manusia yang 
dikaruniai akal budi dan hati nurani dapat berpikir tentang 
rahasia di balik semua itu, selanjutnya setiap manusia dapat 
mengembangkan budaya tafsir yang membawa 
kemaslahatan bagi mereka. 
Kedua, kalimatun sawa’ (mencari titik temu) dan al-
ta’amul al-silmi (koeksistensi). Langkah ini merupakan 
langkah lanjutan yang mesti menjadi perhatian umat Islam. 
Suatu keniscayaan mengakui perbedaan dan keragaman, 
tapi hal tersebut kurang sempurna jika tidak dilengkapi 
dengan upaya mencari titik temu dan koeksistensi. Allah 
memerintahkan Nabi Muhammad Saw. Dalam rangka 
mengajak ahlul kitab untuk membangun titik temu, terutama 
dalam menyembah dan menyerahkan diri kepada Allah. 
Berserah diri kepada Allah bukan hanya karena alasan 
teologis, melainkan juga dalam kerangka sosiologis.499 
Konsep tawasuth (tengah) dalam bertoleransi adalah 
konsep yang lahir dari penggalian hukum yang dilakukan 
secara seimbang anatara naqli (al-Qur’an dan Hadis) dan 
aqli (akal, ijma, qiyas, dan lainnya). Ketidakseimbangan 
antara naqli dan aqli, akan melahirkan sikap intoleransi atau 
fanatisme. 
Sebagai contoh, kita bisa melihat kelompok-kelompok 
kanan Islam yang kadang tidak seimbang dalam 
menerjemahkan Islam. Orang-orang kanan terlalu mengacu 
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pada dalil naqli. Sedangkan aqli kurang optimal difungsikan. 
Berangkat dari hal tersebutlah memunculkan pola sikap 
dalam berislam yang tekstual historikal, yaitu suatu sifat 
yang selalu ingin meniru apa yang dilakukan nabi pada 
masanya. Masa Nabi yang kental dengan situasi perang, 
merekapun tampil di tengah masyarakat yang damai dengan 
sikap siaga perang. Bahkan mereka menutup diri dan 
menjaga jarak dari nonmuslim dan muslim yang tak 
seakidah, sebab orang lain bagi mereka selalu dianggap 
musuh. 
Kebebasan ijtihad bagi siapapun atas firman dan sabda 
tanpa menimbang kapasitas keilmuan dan intelegensitas 
adalah pangkal dari kesalahan kelompok kanan (tekstual). 
Menafsirkan makna suatu teks yang dianggap “pelik” yang 
seharusnya hanya sah digali oleh para pakar ijtihad, lalu 
kemudian dibaca, diartikan, ditafsirkan, lalu diajarkan oleh 
orang-orang yang tidak berkapasitas untuk berijtihad. 
Hasilnya, Islam yang universal yang seharusnya bisa 
melintasi budaya dan zaman menjadi terkerdilkan karena 
selalu diterjemahkan seperti Islam abad klasik, dan 
pembebasan ijtihad itu pula berarti penolakan atas mazhab. 
Padahal mazhab itu sendiri merupakan pendapat 
keagamaan yang difatwakan oleh para mujtahid yang 
kredibel secara keilmuan untuk dijadikan pedoman.500 
Moderasi sesungguhnya merupakan kunci terciptanya 
toleransi dan kerukunan secara mengglobal. Hal tersebut 
sebagai langkah menolak ekstremisme dan liberalisme 
dalam beragama yang menjadi kunci keseimbangan, demi 
terpeliharanya peradaban dan perdamaian. Dengan cara 
inilah masing-masing pemeluk agama dan perbedaan aliran 
dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, 
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menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam 
kedamaian. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia 
sikap toleransi dalam moderasi menjadi keharusan.501 
Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap 
membangun moral dalam menerima perbedaan. Toleransi 
selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang 
berbeda sebagai bagian dari kehidupan bersama. Sebagai 
sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, sikap toleransi 
menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab 
demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu 
menahan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain. 
Kematangan demokrasi suatu bangsa dapat diukur tingkat 
toleransinya. Semakin tinggi toleransi terhadap perbedaan, 
maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, begitupun 
sebaliknya. 
Aspek toleransi tidak hanya terikat dengan keyakinan 
beragama, namun juga terkait perbedaan ras, orientasi 
seksual, jenis kelamin, suku, budaya, dan lainnya. Tekanan 
toleransi beragama yaitu antaragama dan intra agama, baik 
terkait dengan toleransi sosial maupun politik.502 
Riset yang dilakukan oleh Wike dan Grim (2010) yang 
berjudul “Western View Towards Muslim: Evidence From A 
2006 Cross-National Survey”, yang dilakukan di beberapa 
negara maju dunia seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, 
Perancis, dan Jerman. Riset tersebut bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh yang relevan dari persepsi ancaman 
keamanan, persepsi kondisi nasional, pandangan kelompok 
minoritas, serta faktor demografi terhadap toleransi. Hasil 
riset menunjukkan bahwa pandangan tentang kelompok 
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minoritas, persepsi ancaman keamanan dan faktor 
demografi berpengaruh terhadap toleransi.503 
Dalam konteks masyarakat Indonesia, sebagaimana 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017, menunjukkan 
bahwa toleransi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 
agama lain di Indonesia cenderung rendah, bahkan 
didominasi sikap intoleran yang mencapai 57,6%. Hasil 
analisis menunjukkan semakin tinggi pendidikan responden, 
semakin tinggi kecenderungan untuk toleransi terhadap 
kegiatan keagamaan, juga semakin tinggi status ekonomi 
keluarga, semakin tinggi kecenderungan untuk toleran. 
Dalam risetnya, sebagian besar informan berasal dari 
kelompok keluarga ekonomi atas, berstatus bekerja, 
perempuan, berpendidikan rendah dan menengah, dan 
berada dalam rentang usia 46-47 tahun.504 
Dari hasil riset tersebut menunjukka bahwa rata-rata 
penduduk Indonesia masih memiliki kecenderungan 
bersikap intoleran. Lembaga pendidikan menjadi tempat 
yang tepat dalam menanamkan atau menginternalisasikan 
semangat kebangsaan dan perilaku toleran. Lembaga 
pendidikan sangat berperan di tengah kemerosotan sikap 
toleran.505 
C. Inklusif 
Inklusif secara etimologis memiliki arti terhitung, 
global, penuh, menyeluruh, dan komprhenesif. Kata 
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“inklusif” berasal dari bahasa Inggris “inclusive” yang berarti 
termasuk di dalamnya. Istilah inklusif berkaitan dengan 
banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip 
persamaan, keadilan, dan hak individu. Islam inklusif 
merupakan pandangan yang menyatakan bahwa semua 
agama-agama yang ada memiliki kebenaran, manfaat, dan 
keselamatan bagi para pemeluknya. 
Menurut Alwi Shihab, terdapat beberapa langkah 
menuju inklusivisme agama yakni ; pertama, masing-masing 
kelonpok agama harus memiliki kemauan mendengarkan 
satu sama lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 
keagamaan. Kedua, masing-masing kelompok agama harus 
mampu melepaskan perasaan benci. Ketiga, para pemimpin 
agama harus menentukan para pengikutnya menerapkan 
keimanannya seraya menumbuhkan toleransi beragama 
yang merupakan tujuan utama yang didukung dan 
dimajukan oleh negara.506 
Teologi inklusif yang dikandung ajaran Islam 
menganut prinsip-prinsip moderasi. Penegakan kebenaran 
mestinya dilakukan dengan jalan yang benar, bukan dengan 
cara kekerasan dan pemaksaan. Sikap menghormati 
perbedaan antar agama dan aliran adalah perwujudan dari 
sikap moderat. Semangat inklusif memiliki semangat 
mencari kebenaran dan mendialogkannya. Tidak 
menggunakan cara kekerasan dalam menegakkan 
kebenaran, sikap inklusif lebih bersikap terbuka dan 
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.507 
Islam yang inklusif tidak berarti membiarkan paham-
paham maupun keyakinan lain untuk bercampur dengan 
 
506Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam 
Beragama, (Bandung: Mizan, 1997), h. 35-36. 
507Alwi…, h. 36. 
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Islam, namun hanyalah sebagai upaya mengambil 
universalitas Islam sebagai agama rahmat dan kemudian 
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 
Pentingnya inklusifitas ini dihadapkan pada kehidupan yang 
beragam dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan 
serta isu-isu kontemporer seperti universal, kemanusiaan, 
pluralisme, dan lain-lain. Dengan sifat yang inklusif, Islam 
dapat menjaga eksistensinya dalam menghadapi tantangan-
tantangan tersebut.508 
Teologi Islam yang inklusif adalah rahmatan lil ‘alamin 
sebagai pilar moderasi. Disini, ajaran Islam tidak diarahkan 
kepada ekslusifisme seperti merendahkan, membenci agama 
lain, atau memusuhi dan menggunakan kekerasan dalam 
menyiarkan kebenaran, bahkan Islam inklusif 
mendakwahkan toleransi beragama dan juga kebersamaan. 
Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk berkomunikasi. 
Sejak awal Islam selalu menganjurkan untuk merangkul 
non-Muslim, maka dengan sendirinya Islam 
mempromosikan perdamaian bukan kekerasan.509 
Timbulnya gesekan kurang harmoni di antara 
penganut Islam sendiri, merupakan akibat langsung dari 
pelaksana paham/ajaran agama mereka kepada semua 
orang. Ketika para tokoh agama dalam berdakwah kadang-
kadang tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat yang 
dihadapinya dan tidak memahami ajaran agamanya secara 
kaffah. Sangat disayangkan ketika berdakwah malah terseret 
ke dalam pertikaian. Konflik horizontal biasanya terjadi 
antara umat beragama. 
 
508Moh. Mizan Habibi, “Corak Pendidikan Islam Inklusif”, Jurnal el-
Tarbawi (Vol. X, No. 1, 2017), h. 37. 
509Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia 
dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: Wahid Institute, 2007), h. 44. 
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Islam sebagai dakwah yang dalam praktiknya 
ditujukan kepada seluruh manusia, memiliki model dakwah 
yang sangat inklusif sebagaimana dicontohkan Rasulullah. 
Rasulullah dalam mengembangkan dakwahnya di Madinah 
mengedepankan sikap inklusifisme dan toleransi. Sikap 
inklusif dan toleransi kurang diperhatikan dalam berdakwah 
sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan konflik. 
Padahal dakwah Islam diharapkan menajdi penyejuk hati 
dan pembentuk peradaban manusia.510 
Masalah inklusif dalam Islam merupakan kelanjutan 
dari pemikiran/gagasan neo-modernisme dalam teologi. 
Gagasan tersebut berangkat bahwa teologi menganggap 
kebenaran dan keselamatan adalah ajaran agama dan 
menjadi monopoli agama tertentu. Cara pandang Islam 
inklusif merupakan sebuah pandangan yang mengajarkan 
tentang sikap terbuka dalam beragama dan berhubungan 
yang berbeda agama. 
Teologi inklusifisme ini dilandasi dengan toleransi, hal 
tersebut berarti bahwa semua agama dipandang sama. Sikap 
toleran hanyalah suatu sikap penghormatan akan kebebasan 
dan hak setiap orang dalam beragama, perbedaan beragama 
tidak boleh menjadi halangan dalam upaya saling 
menghormati dan menghargai. Konsep Islam inklusif bukan 
merupakan pemikiran baru karena pada dasarnya Islam 
mengajarkan rahmatan li al-amin. Dengan adanya kesadaran 
tersebut diharapkan akan tercipta kehidupan yang harmonis 
dan sejahtera.511 
Beberapa kriteria yang menjadi indikator pemahaman 
Islam inklusif, di antaranya; 1) Islam inklusif lebih 
 
510Iskandar, Dakwah Inklusif Konseptualisasi dan Aplikasi, (Pare-
pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019), h. 4-5. 
511Abdurrahman, Islam…, h. 45. 
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menekankan kepada nilai-nilai dasar Islam bukan hanya 
simbolik semata. Islam tidak hanya ditafsirkan lewat 
penekanan yang berlebihan atau keterjebakan terhadap 
simbol-simbol keagamaan yang mengandung kontraksi, 
bahaya, distorsi, dan reduksi ajaran agama itu sendiri. 
Adanya penekanan terhadap simbol-simbol agama tersebut 
sering kali tidak sesuai dengan substansi ajaran agama itu 
sendiri. 2) Menghendaki interpretasi non ortodoks terhadap 
al-Qur’an dan dogma Islam. Walaupun teks al-Qur’an 
mengulas secara komprehensif, namun hilangnya otoritas 
mufassir membuat tidak sahihnya segala klaim yang 
beranggapan bahwa ia telah mencapai pemahaman al-
Qur’an yang paling benar. Dengan perkembangan 
masyarakat Islam dan semakin besarnya persyaratan moral 
dan legal menyebabkan perlunya keputusan-keputusan 
hukum. 3) Skeptis terhadap argumentasi rasional demi 
kepentingan superioritas keyakinan Islam. Inklusifis Islam 
sejatinya menciptakan aneka ragam kebaikan, fastabiqul al-
khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. 4) 
Menganjurkan prinsip-prinsip dialog, menolak prasangka, 
toleransi. Inklusifis Islam meyakini bahwa kebaikan itu tidak 
hanya dimiliki oleh Islam dan kaum Muslim, tetapi umat-
umat lain pun memiliki nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, 
sebelum memutuskan benar atau salah terhadap pihak lain 
terlebih dahulu dengan berdialog dengan mereka. 5) 
Menganjurkan prinsip-prinsip moral modern tentang 
demokrasi, HAM, persamaan kedudukan dalam hukum, dan 
lainnya. Perkembangan zaman menuntut sikap inklusif Islam 
mempelajari wawasan-wawasan baru dan menyesuaikan 
dengan prinsip Islam, baik yang bersumber dari al-Qur’an, 
Hadis, maupun karya intelektual Muslim.512 
 
512Zaid Abidi, “Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin  dan Sejarah”, 
Humaniora (Vol. 4, No. 2, Oktober 2013), h. 1.278-1.279. 
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Sikap inklusif menjadi nilai yang seharusnya 
diwujudkan dalam merawat praktik moderasi bermazhab 
dalam Islam. Implementasi nilai-nilai inklusifitas membuka 
ruang dialog antar pemahaman dalam Islam tanpa 
mendiskreditkan pemahaman yang berbeda dengan kita. 
Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam 
aliran mazhab menjadi hal mendasar dalam menghindari 
munculnya fanatisme bermazhab.  
D. Kemaslahatan 
Maslahat merupakan term yang populer dalam kajian 
Islam mengenai hukum Islam. Maslahat merupakan tujuan 
dari syariat Islam (maqashid as-syariah) maslahat berarti 
jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah (menarik kemanfaatan 
dan menolak kemudaran).513 Dalil maslahat merupakan 
salah satu dalil mukhtalif di kalangan para ulama, yang 
menjadi perbedaan, namun esensinya bahwa semua tujuan 
hukum adalah maslahat.  
Maslahat secara etimologis, berarti kebaikan, 
kepantasan, kebermanfaatan, kelayakan, dan kepatutan. 
Kata maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah atau 
biasa lazim dikenal istislah, yaitu suatu kemaslahatan yang 
tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-
dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkan, 
sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kemaslahatan 
atau kebaikan. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat 
semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 
dengan arti mendatangkan manfaat serta menolak 
mudharat.514 
 
513Hasbi As-Shiddiq, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2001), h. 171. 
514Moh. Mukri, Paradigma Maslahat dalam Pemikiran al-Ghazali 
(Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 181. 
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Dalil maslahat pada awalnya dikembangkan oleh Imam 
Malik, pendiri mazhab Maliki515, namun kemudian ditolak 
oleh Malikiyah (pengikut Imam Malik), dan justru banyak 
dikembangkan oleh pengikut Syafi’iyah (pengikut Imam 
Syafi’i), seperti Imam Haramain al-Juwaini, kemudian 
diteruskan oleh Imam al-Ghazali yang disebut hujjah al-
Islam.516 Walaupun awalnya Imam Syafi’i menolaknya, 
karena qiyas sudah mencakup maslahat.517 
Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah 
satu dalil syara’, menyatakan bahwa dasar hukum 
maslahat,518 berdasarkan: 
1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan 
berkembang, demikian juga kepentingan dan keperluan 
hidupnya. Kenyataannya banyak persoalan-persoalan 
yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian 
timbul dan terjadi pada masa sesudahnya. Seandainya 
tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal demikian 
berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil yang 
dimaksudkan adalah dalil yang dapat menetapkan 
kemaslahatan. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisir 
kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan, dan 
tempat. 
2. Sebenarnya para sahabat, tabi’it-tabi’in dan para ulama 
yang telah datang sesudahnya telah melaksanakannya, 
 
515Muhammad Abu Zahra, Usul Fikih (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arab, 
1958), h. 280. 
516Mukri, Paradigma…, h. 68. 
517Muslim Kara, “Pemikiran al-Syatibi Tentang Maslahah dan 
Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Jurnal Assets 
(Vol. 2, No. 2, 2011), h. 173. 
518Amir Syarifuddin, Usul Fikih 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1999), h. 181. 
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sehingga mereka dapat menetapkan hukum sesuai 
dengan kemaslahatan umat Muslim pada masa itu. 
Menurut al-Ghazali, ada beberapa hal yang 
menurutnya harus dicermati dalam menggunakan konsep 
maslahat, yaitu; 519 
1. Maslahat menarik manfaat dan menghindarkan bahaya, 
manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat itu dalam 
dunia dan akhirat. 
2. Maslahat tidak hanya terbatas secara bahasa dan urf’ saja, 
namun lebih dari itu yakni menjaga maqashid al-syariah 
(tujuan syariat Islam). 
3. Secara tegas al-Ghazali mendefinisikan maslahat yang 
dimaksudkan Allah, maka tidak keluar dari ajaran syariah 
Islam. Karena menurut al-Gahazali bahwa apa yang 
diinginkan manusia belum tentu sama dengan 
kemaslahatan Allah. 
4. Maslahat menurut al-Ghazali merupakan sinonim dari al-
ma’na al-munasib, sehingga dalam kondisi tertentu sering 
diistilahkan dengan qiyas. 
Najmuddin al-Tufi’ berpandangan tentang maslahat 
bertolak dari konsep maqashid al-syariah yang menegaskan 
bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan 
kemaslahatan kemanusiaan universal. Ia berdasar dari 
Hadis: “tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula 
dimudaratkan orang lain” (H.R. al-Hakim, al-Baihaqi, al-
Daruqutni, Ibnu Majah, dan Ahmad ibn Hanbal). Menurut al-
Tufi, kandungan hukum dari hadis tersebut adalah tidak sah 
tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) 
kecuali karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi 
pelanggar hukum yang dibenarkan oleh syara’)”. Hal 
 
519Mukri, Paradigma…, h. 95. 
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tersebut merupakan sanksi hukum yang merupakan 
pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya 
tindakan merugikan. 
Menurut al-Tufi, hadis la dzara wa la dzirara, 
memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya 
melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh 
melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan 
sosial, mesti diberikan prioritas pertimbangan dari sumber 
hukum tradisional atau argumen para mazhab. Sumber 
hukum tradisional yang paling kuat menurut al-Tufi adalah 
konsensus para ahli hukum (ijma) dan teks keagamaan. Jika 
kedua sumber ini sejalan dengan perlindungan 
kemaslahatan manusia, maka semuanya berjalan dengan 
baik dan tidak ada yang patut dipermasalahkan. Jika tidak 
sejalan, maka kemaslahatan menjadi prioritas di atas kedua 
sumber tersebut. Pemberian prioritas tersebut tidak 
dimaksudkan untuk menghentikan atau menyangkal 
validitas kedua sumber tersebut, tetapi untuk menjelaskan 
fungsinya yang proporsional.520 
Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan 
orang lain, didasarkan Q.S. al-Baqarah (2): 185, Q.S. al-Nisa 
(4): 28, Q.S. al-Maidah (5): 6. Tuhan menginginkan 
kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan 
untuk kamu. Ayat-ayat tersebut dijelaskan secara, yaitu: 
1. Q.S. al-Baqarah (2) : 185.  
 
520Agus Hermanto, “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah 
Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)”, Al-A’dalah (Vol. 
14, No. 2, 2017), h. 447-448. 
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ٱۡم َ  َٰ  م  َن  َبي  نََٰ   َو   َ ل  لن   ه     ٱۡلق ۡرَءان   ف يه   أ نز َ   ٱل ب ٓي  ََ َن  َعَم َشۡهر  
َعَلىَٰ َسَفر  َ   أَۡو  َمر ي  َوَمن َك َن 
ِۖ
فَبۡلَيص ۡمه  َفَمن َشه َ  م نك م  ٱلش ۡهَر   
َوٱۡلف ۡرقَ ن ِّۚ
ٱۡلي   ب ك م   ٱّلل    ي ر ي     
أ َخَرِۗ م   أَي  م  ۡن  َول ت ۡكم ل وا  َفع  ة  ٱۡلع ۡسَر  ب ك م   ي ر ي    َوََل  ۡسَر 
َة َول ت َكُب   وا  ٱّلل َ َعَلىَٰ َم  َهَ ىَٰك ۡم َوَلَعل ك ۡم َتۡشك ر وَن    ٱۡلع  
Terjemahnya: 
Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan 
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan 
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia 
dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 
pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena 
itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia 
berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau 
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah 
baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur. 
2. Q.S. al-Nisa (4) : 28. 
ََع يف    ن   نسََٰ  َوخ ل َ  ٱۡل 
َف  َف َعنك ۡمِّۚ  ي ر ي   ٱّلل   َأن َي 
Terjemahnya: 
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 
manusia dijadikan bersifat lemah. 
3. Q.S. al-Maidah (5) : 6. 
إ ىَل  َوأَۡي  َيك ۡم  و ج وَهك ۡم  ل وا   َفٱۡغس  ة   ٱلص َلوَٰ إ ىَل  ق ۡمت ۡم  إ َذا  َءاَمنب ٓوا   ٱل ب يَن  َيب َه   َيََٰٓ
ك ۡم َوأَۡعج    ٱۡلَمَراف    َوٱۡمَسح وا  ب ر ء وس 
ِّۚ
 َوإ ن ك نت ۡم ج ن ب  َفٱط ه ر وا 
َلك ۡم إ ىَل ٱۡلَكۡعَبۡي ِّۚ
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ٱۡلَغ ٓ     أَۡو لَََٰمۡست م   َعَلىَٰ َسَفر  أَۡو َج َٓء َأَح  م  نك م م  َن  ََىَٰٓ أَۡو  َوإ ن ك نت م م ۡر
ب و ج و  فَٱۡمَسح وا   طَي  ب   َصع ي ا  فَبتَبَيم م وا   َم ٓء  َِ   وا   فَبَلۡم  َوأَۡي  يك م ٱلن  َس َٓء  ه ك ۡم 
 َم  ي ر ي   ٱّلل   ل َيۡجَعَ  َعَلۡيك م م  ۡن َحرَج َولََٰك ن ي ر ي   ل ي َره  رَك ۡم َول ي ت م  ن ۡعَمَته   
ِّۚ
م  ۡنه 
 َعَلۡيك ۡم َلَعل ك ۡم َتۡشك ر وَن  
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, 
dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur. 
Jika ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan pentingnya 
sikap moderasi dalam Islam adalah untuk mencapai nilai-
nilai kemaslahatan (kebaikan). Maka penetapan hukum 
Islam sangat berkaitan dengan dinamika kemaslahatan yang 
berkembang dalam masyarakat. Musthafa Syalabi 
menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah 
karena perubahan maslahat (tabadul al-ahkam bi tabaddul 
al-maslahah) dalam masyarakat. Adanya penghapusan (an-
nasakh), pentahapan dalam penetapan hukum, hal tersebut 
merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa perubahan 
hukum mengikuti perubahan maslahat yang ada.521 
 
521Muhammad Mustafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam (Beirut: Dar an-
Nahdhah al-Arabiyah, 1981), h. 307. 
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Fondasi bangunan syariat Islam direpresentasikan oleh 
maslahah yang bertujuan untuk kehidupan manusia, baik 
menyangkut kehidupan dunia ataupun akhirat. Syariat Islam 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, 
dan maslahah. Setiap perbuatan yang menyimpan dari 
aturan-aturan tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian 
dari Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk 
menjadikannya sebagai bagian dari Islam.522 
Mewujudkan maslahah merupakan hal yang vital 
dalam syariat Islam. Al-syari’ mentransmisikan maslahah 
sehingga lahir kebaikan/ kemanfaatan dan terhindar dari 
keburukan, yang pada gilirannya terealisasinya 
kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan ketaatan 
kepada Allah. Sebab maslahah itu sesungguhnya adalah 
memelihara dan memperhatikan kebaikan dan kemanfaatan, 
bukan mengikuti hawa nafsu manusia.523 Norma hukum 
dalam teks syariah pasti mewujudkan maslahah sehingga 
tidak ada maslahah di luar petunjuk teks syariah. Tidaklah 
valid pemikiran yang menyatakan maslahah harus 
diprioritaskan bila berlawanan dengan teks syariah. Maka 
pada hakikatnya ia merupakan sumbu peredaran dan 
perubahan hukum Islam.524 
Moderasi menjadi muatan nilai dan praktik yang paling 
sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan di Indonesia. Sikap 
mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk 
mengelola pluralitas. Dalam membangun bangsa dan negara, 
setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang 
 
522Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-
‘Alamin (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), h. 5. 
523Jalal al-Din Abd al-Rahman, al-Masalih al-Mursalah wa 
Makanatuha fi al-Tasyri’ (t.t: Matba’at al-Sa’adah, 1983), h. 12-13. 
524Aliy Hasaballah, Usul al-Tasyri al-Islamiy (Mesir: Dar al-Ma’arif, 
1964), h. 257. 
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seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang 
menentramkan, maka setiap warga negara dapat menjadi 
manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia 





































IMPLEMENTASI NILAI-NILAI                            
MODERASI BERMAZHAB 
 
A. Praktik Moderasi Rasulullah  
Sudah menjadi kewajiban bagi orang Muslim untuk 
mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad saw. dalam 
menjalankan kehidupan di dunia. Tidak hanya dalam urusan 
relasi vertikal antara seorang hamba dan Tuhannya 
(ibadah), tetapi juga dalam urusan relasi horizontal antara 
seorang manusia dengan manusia lainnya (sosial). Hal ini 
telah jelas tertuang di dalam banyak ayat aAlquran yang 
menyatakan bahwa dalam diri Nabi saw. terdapat teladan 
yang baik (uswatun ḥasanah), dan setiap muslim wajib 
mengikuti beliau, dengan mematuhi segala yang 
diperintahkannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, serta 
menjauhi segala larangannya.  
Dalam urusan relasi muslim dan non-muslim, sudah 
banyak riwayat-riwayat yang mencontohkan dan 
menjelaskan perilaku beliau, di mana tidak akan pernah 
dijumpai kekerasan dan paksaan, terlebih dalam urusan 
dakwah menyebarkan agama Islam. Padahal pada masanya, 
banyak sekali orang-orang non-muslim yang menentang 
dakwah beliau. Nabi dimusuhi, diperangi, disakiti bahkan 
ingin dibunuh oleh mereka. Namun, dengan sikap 
kebijaksanaan Nabi, beliau bisa menenangkannya. Nabi 
masih memiliki sisi humanis, yang tidak langsung menyikapi 
hal tersebut dengan emosi. Maka dari itu, Sekalipun beliau 
melakukan kekerasan dan peperangan, tentu saja itu 
semata-mata bukanlah beliau yang memulai dan 
menginginkan itu terjadi, melainkan hal itu beliau lakukan 
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karena telah diserang terlebih dahulu dan sebagai upaya 
membela dan mempertahankan diri.526   
Di samping itu, aksi nyata yang dilakukan Nabi Saw., 
dalam menjalin relasi harmonis dengan pihak non-muslim 
dapat dilihat pada kebijksanaan beliau dalam melakukan 
perjanjian Hudaibiyah saat masih di Makkah, juga sama 
ketika beliau menetapkan Piagam Madinah setelah hijrah, 
pun kebijaksanaan-kebijaksaan lainnya yang beliau lakukan 
demi menjaga keharmonisan antar umat beragama pada 
masa itu.527   
Namun di sisi lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya 
bahwa tidak dapat dipungkiri Nabi saw., juga pernah 
melakukan tindakan disharmonis terhadap pihak non-
muslim dalam konteks tertentu, begitu juga halnya hadis-
hadis Nabi yang cukup banyak terkesan bahwa beliau tidak 
harmonis, salah satunya seperti hadis tentang larangan 
mengucap salam kepada non-muslim, sehingga banyak 
orang-orang muslim saat ini menjadi salah paham lantaran 
memahami hadis ini, di mana mereka hanya memahami 
secara tekstual saja, tanpa memperhatikan konteks lain 
terkait hadis tersebut. Lebih jelasnya akan dirincikan 
sebagai berikut mengenai beberapa riwayat-riwayat Nabi 
tentang interaksi muslim dengan non-muslim.  
1. Menghormati Jenazah Orang Yahudi  
 
526Haidi Hajar Widagdo, Etika Sosial dalam Islam (Tinjauan atas 
Relasi Nabi dengan Pihak Non-Muslim),” Akademika 18, no. 2 (2013), h. 
178.  
527Widagdo…, h. 180-183.  
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بن  م ق َسم  َعن  َج بر    َبي    اّلل     بن  ه َش م  َعن  ي َم َعن  ع ََ لَ  َح  بن  م َع ذ  بن  ف َح 
َمر   ق َ    َعنب ه َم   اّلل    َم   َ ع اّلل     َعب     َعلي ه    بن   اّلل    َصلى  النىب    فَبَق َم  َجن  ة   بن  
َن  َة  اَل  عأي تم   إَذا  ق َ   يه ود ي   ن  ة   ج  إن    اّلل     عس وَ   َي  فَبق ل ن   به    ن   َوقم  َوَسلَم 
 فَبق وم وا. 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah 
telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya 
dari 'Ubaidullah bin Muqsim dari Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhua berkata: ‘Suatu hari jenazah pernah 
lewat di hadapan kami maka Nabi Saw., berdiri 
menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami 
tanyakan: ‘Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah 
seorang Yahudi.’ Maka Beliau berkata: ‘Jika kalian 
melihat jenazah maka berdirilah’.”528  
2. Menjaga dan Melindungi Kafir Mu’ahad 
ر و  َعم  ب ن   َسن   اۡلَ  بَبَن   َح  ال َواح     َعب     بَبَن   َح  َحف ص   ب ن   قَبي س   بَبَن   َح 
َم اّلل   َعنب ه َم   َ ر و َع بَبَن    َ ه    َعن  َعب    اّلل   ب ن  َعم  َعن  الن ِب    َصل ى اّلل    َح 
ا َلَ   َن    َوإ ن  ع ََيَه  ت وَج   م ن  َعَلي ه  َوَسل َم َق َ  َمن  قَبَتَ  م َع َه   يَر ح  عَا  َحَ  اَل 
يَة  أَع بَع َي َع م    َمس 
Artinya: 
Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafsh telah 
bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita 
kepada kami Al Hasan bin 'Amru telah bercerita 
kepada kami Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amru 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'ahad 
 
528Lidya Pustaka –i- Software. Kitab 9 Imam Hadis. Sumber 
Ahmad, Kitab Sisa Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadis, 
Bab Musnad Jabir bin Abdullah Radiallahu ta’ala Anhu, hadi 14064.  
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(orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak 
akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau 
surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun 
perjalanan".529  
3. Larangan Menyakiti Kafir Zimmi  
عود ، ق َ : ق َ  عس و  اّلل    َصلى اّلل   َعلي ه  َوَسلَم: " َمن   َعن  َعب    اّلل    بن  َمس 
ته  يَبو َم الق َي َم   "   آَذ  ذ م ي   فَأن  َخص م ه ، َوَمن  ك ن    َخص َمه  َخَصم 
Artinya: 
Dari Abdullah bin Mas’ud, sesungguhnya Rasulullah 
saw. bersabda “siapa yang menyakiti seorang kafir 
dzimmi, maka aku kelak yang akan menjadi musuhnya. 
Dan siapa yang menjadikanku musuhnya, maka aku 
akan menuntutnya pada hari kiamat”. 530   
Di samping itu, riwayat-riwayat Nabi mengenai 
hubungan beliau dengan non-muslim tidak hanya terbatas 
pada riwayat yang berbentuk qauliyah (perkataan) saja. 
Melainkan banyak juga riwayat-riwayat Nabi yang berupa 
fi’liyah (perbuatan) yang langsung beliau contohkan. Di 
mana riwayat tersebut bisa kita dapati di antaranya di dalam 
kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Tarikh, Kitab Hadis, dan lain-
lain. Di sana tampak jelas bagaimana sikap lapang dada dan 
murah hati yang dipraktekkan langsung oleh Nabi Saw., 
terhadap orang-orang non-muslim. Adakalanya beliau 
mengunjungi mereka, menghormati mereka, berbuat baik, 
 
529Lidya Pustaka –i- Software. Kitab 9 Imam Hadis. Sumber 
Bukhari, Bab: Dosa orang yang Membunuh Kafir Muahad yang tidak 
Berdosa, Hadis 2930.  
530Al-Khatib Al-Baghdadi, Tārīkh Baghdād, Juz 9 (Beirut: Darel 
Gharb El-Islamiy, 2002), h. 342.  
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serta menjenguk mereka ketika sakit, dan saling memberi 
dan menerima sesuatu di antara mereka.531  
Misalnya dalam kitab Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishak 
menyebutkan bahwa ketika delegasi Nasrani dari Najran 
mengunjungi Rasulullah saw., di kota Madinah, mereka 
memasuki masjid beliau setelah waktu ashar. Mereka berdiri 
di dalamnya untuk melaksanakan ibadah mereka, sehingga 
beberapa orang dari kaum muslimin ketika itu ingin 
mencegah mereka, namun Rasulullah bersabda yang artinya 
sebagai berikut: “Biarkan mereka”. Dengan menghadap arah 
Timur mereka tetap dapat meneruskan ibadahnya. Selain itu 
dalam kitab Al-Amwal, terdapat juga riwayat yang 
menyatakan bahwa Nabi saw., memberi sedekah kepada 
satu keluarga Yahudi, dan hal itu menjadi kebiasaan untuk 
mereka di masa-masa selanjutnya.532   
Begitu juga Imam Bukhārī juga banyak menyebutkan 
riwayat-riwayat tentang ini, misalnya riwayat dari sahabat 
Anas bahwa Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi yang 
sedang sakit, sehingga membuat hati orang Yahudi tersebut 
luluh dan akhirnya memeluk agama Islam. Riwayat lain juga 
menyebutkan bahwa ketika Nabi saw., wafat, baju besinya 
dalam keadaan tergadai pada seorang Yahudi sebagai 
agunan harga makanan untuk keluarganya. Padahal 
sebenarnya tentu Nabi bisa saja meminjam dari para 
sahabatnya dan sudah tentu sahabatpun tidak akan 
menolak. Akan tetapi, beliau lakukan hal ini semata-mata 
untuk mengajari umatnya. Dan masih banyak riwayat yang 
mengatakan bahwa di saat tertentu, adakalanya Nabi 
menerima bantuan tenaga atau pikiran dari orang-orang 
 
531Yusuf Qardhawi, Minoritas Nonmuslim Di Dalam Masyarakat 
Islam, terj. Muhammad Baqir (Bandung: Karisma, 1994), h. 102.  
532Qardhawi…, h. 102-103.  
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non-muslim, baik di masa damai maupun saat perang. Dan 
ini semata-mata dilakukan Nabi karena beliau sudah sangat 
percaya kepada mereka dan tidak mengkhawatirkan tipu 
daya dan kejahatan dari mereka.533   
َعن    َجر ير   َبَن   َح  َب    قب تَبيب  َبَن   َع   َشَ  َح  َعن   َود   َس  ال  َعن   ب َراه يَم  إ  َعن     ِ َع َم ال 
قَ َل   َعنب َه   اّلل    َم   َ يَبه ود ي    َع م ن   َوَسل َم  َعَلي ه   اّلل    َصل ى  اّلل    َعس و   َتَ   اش 
 طََع م   َوَعَهَنه  د ع َعه  
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah 
menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari 
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
membeli makanan dari orang Yahudi dengan 
menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau.534 
Setidaknya beberapa riwayat ini telah dapat 
menunjukkan bahwa betapa Nabi Muhammad saw., sangat 
menginginkan keharmonisan antar sesama manusia, saling 
melindungi satu sama lainnya, atau penganut agama satu 
dengan penganut agama lainnya. Nabi memerintahkan dan 
mengajarkan kepada umatnya (umat Islam) untuk 
mewujudkan rahmatan lil ālamīn (rahmat bagi seluruh 
alam). Sehingga jika diibaratkan, umat muslim itu seperti 
lebah, yang tidak akan mengganggu makhluk lainnya 
sebelum diganggu terlebih dahulu, dan akan memberikan 
manfaat kepada makhluk lain jika diperlakukan dengan baik  
 
533Qardhawi…,h. 103-104.   
534Lidya Pustaka -i-Software. Kitab 9 Imam Hadis Mozilla Firefox. 
Sumber: Bukhari. Kitab: Gadai, Bab: Gadai bagi Orang-Orang Yahudi dan 
selainnya, No. Hadist: 2330. 
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B. Praktik Moderasi Sahabat  
Istilah al-Khulafa ar-Rasyidin menurut Abul A’la aI-
Maududi adalah sebutan terhadap empat dari para sahabat 
Nabi yang diangkat sebagai khalifah secara bergantian. Umat 
Islam telah menanamkan sistem khilafah ini sebagai 
"khilafah yang adil dan benar" (Al-Khulafa Ar-Rasyidin).535 
Oleh karena itu, dari karakteristik kekhalifahan ini 
sedikitnya dapat diketahui bahwa AlKhulafa Ar-Rasyidin 
pada dasarnya bukan hanya merupakan suatu pemerintahan 
politik, tetapi ia merupakan perwakilan sempurna dan 
menyeluruh dari nubuwwah, yakni memiliki fungsi bukan 
hanya menjalankan tatanan negara serta menjaga keamanan 
dan membela batas-batas negeri saja, tetapi ia juga 
memerankan kewajiban-kewajiban seorang mursyid, guru, 
dan pendidik.536 
Setelah Rasulullah wafat maka politik toleransi 
menghadapi agamaagama lain dan pemeluknya, begitu juga 
menghadapi musuh, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin 
yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Toleransi dan 
kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar 
Siddik (wafat 12 H/634 M), di antaranya tergambar dalam 
perintah-harian yang disampaikannya kepada Panglima 
Usamah bin Zaid serta pasukannya, tatkala Usamah diutus 
ke medan perang Ubna, di sebelah timur kota Syam. Beliau 
mengeluarkan satu perintah yang dinamakan dengan istilah 
 
535Abul A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, Terj. Muhammad 
Al-Baqir (Bandung: Mizan 1996), h. 111. 
536Sistem ini yang membedakan dengan sistem kerajaan yang 
lebih bersifat dinasti dan hanya bersifat politis. Hal ini dapat dibedakan 
melalui perjalanan keempat sahabat yang terpilih menjadi khalifah (Al-
Khulafa Ar-Rasyidin) dengan Bani Umayyah dengan sistem kerajaan. 
Berkuasanya Muawiyah merupakan tahapan peralihan dari sistem 
khilafah ke sistem kerajaan; Lihat A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan 
Islam, Jilid I (Jakarta: AL-Husna Zikra, 1997), h. 309. 
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"larangan yang sepuluh". Abu Bakar Siddik mengatakan: 
"Saya amanahkan kepada kamu 10 (sepuluh) perkara, yang 
harus kamu pelihara sebaik-baiknya, yaitu: 1. Jangan 
berkhianat; 2. jangan membalas dendam; 3. jangan 
bertindak kejam; 4. jangan menyiksa orang; 5. jangan 
membunuh anak-anak; 6. jangan membunuh orang-orang 
tua; 7. jangan membunuh kaum wanita; 8. jangan menebang 
atau membakar pohon korma; 9. jangan menebang pohon 
yang sedang berbuah; 10. jangan menyembelih binatang 
ternak, kecuali jika perlu karena ketiadaan makanan.537 
Kesepuluh larangan Khalifah Abu Bakar Siddik itu 
menunjukkan moderasi yang harus dipelihara di zaman 
perang, apalagi di zaman damai.538  
Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, 
mengimplentasikan moderasi dengan memperbuat dan 
memperluas perjanjian-perjanjian persahabatan dengan 
pemeluk-pemeluk agama lain di negeri-negeri yang baru 
dikuasai. Tatkala tentara Islam merebut kemenangan di 
Iliya' (Baitul Makdis), Khalifah Umar bin Khattab sendiri 
berangkat ke kota itu melakukan pasifikasi. Di sana beliau 
menandatangani satu perjanjian moderasi dengan orang-
orang Nasrani yang berisi jaminan terhadap jiwa, harta 
benda, gereja-gereja, salib-salib dan menekankan moderasi 
terhadap soal-soal antar-hubungan agama di mana gereja-
gereja tidak boleh dijadikan asrama untuk tentara Islam, 
tidak boleh dirusak atau diruntuhkan. 
 Dalam perjanjian moderasi tersebut dilarang 
melakukan tindakan kekerasan terhadap pemeluk-pemeluk 
agama Nasrani dan tindakan-tindakan lainnya yang 
 
537M. Yunan Nasution, Pegangan Hidup bagian. Jilid 3 (Solo: 
Ramadhani, tt), h. 127-128. 
538Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. IV; 
Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), h. 165.  
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merugikan mereka. Sikap moderasi Khalifah Umar bin 
Khattab ditunjukka ketika ia sedang berada dalam gereja al-
Qiamah, ketika masuk waktu shalat, maka Khalifah umar bin 
Khattab pun keluar dari dalam gereja itu untuk mencari 
tempat shalat di luar gereja tersebut. Beliau menerangkan 
kepada pendeta gereja itu, bahwa sengaja beliau mencari 
tempat shalat di luar gereja untuk menghindarkan 
kekhawatiran agar kaum muslimin di belakang hari jangan 
menjadikan gereja jadi mesjid atau tempat shalat. Sikap 
moderasi umar yang lain adalah ketika ia bertemu dengan 
seorang Yahudi yang sudah tua dan lemah sedang meminta-
minta di tengah jalan. Beliau menuntun dan membawa 
Yahudi itu ke rumah beliau sendiri dan diberikannya 
keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh Yahudi tua itu. 
Kemudian diantarkannya Yahudi tua itu kepada pengurus 
Kas Negara (Baitulmal) dengan surat pengantar yang 
berbunyi: "Perhatikan dan santunilah orang tua ini dan 
orang-orang lainnya yang menderita senasib seperti itu. 
Tidaklah adil apabila di zaman mudanya dipungut pajak 
(jizyah) daripadanya, dan kemudian di kala dia sudah tua 
dan lemah dibiarkan saja hidup terlantar dan terlunta-
lunta".539 
Diceriterakan pula dalam riwayat, bahwa seorang 
Yahudi pernah mengadu kepada Umar bin Khattab karena 
Yahudi tersebut merasa diperlakukan oleh Ali bin Abi Thalib 
dengan cara yang tidak pantas. Khalifah Umar 
mengkonfrontir antara kedua orang yang bersengketa itu. 
Pada kesempatan itu, Umar memberikan nasehat kepada Ali 
bin Abi Thalib supaya memperlakukan pemeluk-pemeluk 
agama lain seperti perlakuan terhadap pemeluk-pemeluk 
Islam. Ketika itulah keluar ucapan Umar bin Khattab yang 
penuh mengandung hikmat, yang berbunyi: "Kenapakah 
 
539Yunan, Pegangan…, h. 128. 
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anda memperlakukan manusia sebagai seorang budak, pada 
hal manusia sama-sama dilahirkan dari perut ibunya 
masing-masing dalam keadaan merdeka".540 
C. Praktik Moderasi Imam Mazhab 
Sebagaimana diketahui bahwa ulama empat mazhab 
adalah para figur yang kerap kali memiliki perbedaan yang 
sangat mencolok. Hal ini terjadi ketika masing-masing ulama 
tersebut melakukan ijtihad hukum. Namun, meraka sungguh 
mengedepankan kesatuan pendapat, dan tidak egois dengan 
pendapatnya. Meski memiliki pandapat sendiri dalam 
mazhab, namun masing-masing mazhab selalu bersikap 
moderat dan menjunjung tinggi sikap moderasi bermazhab 
dengan tetap melihat pendapat mazhab lain, dan melakukan 
upaya untuk meminimalisir perbedaan, yang biasa 
disebut muru`atul khilaf, di mana masing-masing mazhab 
bersepakat bahwa keluar dari ranah khilaf merupakan 
perkara yang mustahab. 
Sebagai contoh, menurut Mazhab Hanafi, membaca 
surat al-Fatihah bukanlah bagian dari rukun yang harus 
dikerjakan dalam shalat lima waktu. Meskipun demikian, 
mazhab Hanafi tidak melarang pengikutnya untuk membaca 
surat al-Fatihah saat shalat jenazah, tidak hanya itu, Imam 
Hanafi juga memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama 
mazhab lain, seperti dalam hal wudlu. Menurut ulama 
Hanafi, siapa yang hendak menunaikan shalat jenazah tidak 
diwajibkan mempunyai wudlu. 
Sementara Mazhab Maliki, dalam pembahasan 
membaca basmalah, misalnya, mengatakan bahwa membaca 
basmalah sebelum al- Fatihah adalah perkara yang mubah, 
dan shalatnya sah. Jika menilik pendapat Imam Syafi’i, maka 
terlihat bertolak belakang karena menurut ulama Syafi’i, jika 
 
540Yunan..., h. 129. 
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tidak membaca basmalah, maka tidak sah shalatnya, karena 
itu bagian dari al-Fatihah. Begitu juga Imam Syafi’i, beliau 
memiliki pendapat berbeda dengan ulama mazhab lainnya, 
misalnya dalam hal niat memandikan jenazah. Menurut 
ulama yang kini diikuti oleh mayoritas muslim Indonesia ini, 
tidak diperlukan niat bagi siapa yang memandikan jenazah. 
Namun, mustahab untuk meniatkannya, dalam rangka 
keluar dari khilaf, dikarenakan Imam Malik mewajibkan niat 
bagi yang memandikan jenazah. Di tempat lain, Imam 
Hambali juga memiliki perbedaan pendapat dengan imam 
mazhab lainnya, seperti jumlah takbir dalam shalat jenazah, 
yaitu empat.  
Praktik Moderasi dalam menghormati dan menghargai 
pendapat orang lain sangat tinggi, bahkan di antara Imam 
Mazhab yang empat, mereka memiliki hubungan sebagai 
guru dan murid. Abu Hanifah pernah belajar pada Imam 
Malik, Imam Malik adalah guru bagi Imam Syafi’i dan Imam 
Syafi’i juga pernah menjadi seorang murid dari Abu Hanifah. 
Begitu pun Imam Syafi’i merupakan guru Ahmad bin 
Hambal. Meskipun hubungan antara imam mazhab adalah 
guru dan murid, mereka tidak segan bahkan tidak tabu 
untuk saling berbeda pendapat tanpa menaruh rasa iri hati 
dan sejenisnya. Bagi mereka, perbedaan bukanlah untuk 
dipertentangkan dan diributkan. Ada pelajaran menarik 
ketika Imam Malik ditanya tentang Abu Hanifah. Imam Malik 
pun menjawab: “Ya, aku telah melihat seorang lelaki yang 
seandainya Anda meminta ia untuk menjelaskan bahwa 
tiang kayu ini adalah emas, niscaya ia mampu menegakkan 
alasan-alasannya ”Sementara”, Imam Syafi’i ketika diminta 
berpendapat terkait kepribadian Imam Abu Hanifah, beliau 
menjawab: “semua orang ditanggung oleh lima orang. Siapa 
saja yang ingin mahir dalam bidang fikih, maka ia 
ditanggung oleh Abu Hanifah”. 
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Sikap moderasi telah ditunjukkan oleh Imam Malik dan 
Imam Syafi’i, ketika Imam Syafi’i berkunjung ke Madinah 
menemui Imam Malik, Imam Syafi tidak qunut ketika 
dipersilahkan menjadi imam shalat subuh karena ia tahu 
Imam malik tidak qunut shalat subuh. Ketika Imam Syafi’i 
ditanya dengan sikapnya tersebut ia menjawab bahwa itu 
adalah bentuk penghormatan terhadap Imam Malik dan 
murid-muridnya. Begitu sebalikbnya, ketika Imam Malik 
mengunjungi Imam Syafi’i dan menajdi imam shalat subuh, 
iapun melaksanakan qunut, ketika ditanya alasannya ia 
menjawab sebagai penghormatan terhadap Imam Syafi’i. ini 
adalah sikap moderasi yang telah ditunjukkan ulama besar 
pendiri mazhab.  
Sikap moderasi lainnya dapat dilihat pada adanya 
persaingan antara aliran pemikiran ahlu hadis yang 
diupimpin oleh Imam Malik di Madinah dengan ahlu ra’yi 
yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah di Irak. Sementara 
Imam Syafi’i berdiri sebagai kelompok moderat dengan 
upayanya mengkonvergensi atau menggabungkan kedua 
kelompok aliran pemikiran tersebut dalam melakukan 
istinbat hukum. Karena itu Imam Syafi’I disamping dikenal 
sebagai nasirul hadis atau pembela hadis, Imam Syafi’i juga 
dikenal sebagai seorang tokoh yang rasional dibuktikan 
dengan adanya peruahan hukum dari pendapatnya yang 
lama untuk kemudian ia perbaharui sesuai dengan kondisi 
seosial masyarakat yang baru, sikap moderasi inilah yang 
kemudian dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Qaul 
qadim dan Qaul jadid sebagai bukti sikap moderasi yang 
tunjukkan oleh Imam Syafi’i, ini membuktikan kepada kita 
bahwa seorang tokoh mazhab harus mampu melihat 
perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam 
masyarakat. Jika sikap seperti ini dipelihara dan 
dikembangkan oleh tokoh-tokoh pembaharu hukum Islam, 
maka persoalan khilfiah dan fanatisme bermazhab akan 
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hilang digantikan dengan moderasi dalam bermazhab. Jika 
moderasi dalam bermazhab ini dapat berjalan, maka 
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